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AKATIGA

Advokasi sebagai instrumen transformasi sosial merupakan salah satu dari banyak cara yang dipilih LSM/ NGO
untuk merespon kegagalan pembangunan yang dikembangkan negara dalam menciptaan pemerataan dan
kesejahteraan masyarakat. Aktivitas untuk mentransformasikan kaum marginal secara ekonomi dan subordinat
secara politik itu yang kemudian memproduksi citra oposisional mereka dalam konteks state-soceity
relationship. Namun citra tersebut tidak selalu benar, buku Analisis Sosial: Bersaksi Dalam
Advokasi Irigasi yang ditulis berdasarkan pengalaman advokasi irigasi di Lampung ini memperlihatkan
bahwa perubahan di masyarakat tidak selalu menciptakan blok (biner) antara kelompok properubahan dan
antiperubahan, lebih-lebih pengkutuban antara masyarakat (civil soceity) dan negara (political soceity).

AKATIGA pusat Analisis Sosial adalah lembaga penelitian nirlaba yang melakukan berbagai
kegiatan penelitian, pelatihan, penerbitan, pengembangan jaringan kerjasama yang saling
menguntungkan, dan advokasi kebijakan pembangunan.
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Dalam menjalankan aktivitasnya, AKATIGA mengembangkan prinsip independen, multidisiplin, partisipatif, dan
berorientasi pada upaya penguatan posisi masyarakat sipil, khususnya mereka yang lemah dan tertinggal dalam
proses pembangunan. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui kajian kritis terhadap proses dan kebijakan
pembangunan yang berdampak pada rakyat kecil. Ada empat topik besar yang menjadi fokus analisis kritis
AKATIGA. Pertama, masalah perburuhan dan hubungan kerja/hubungan industrial dengan isu sentral seputar

kebijakan pengupahan, pengorganisasian buruh, dan pola-pola sengketa perburuhan. Kedua, masalah dinamika |

usaha kecil dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat dengan fokus kepada persoalan struktural yang ' " \

dihadapi usaha kecil dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakumulasi modal. Ketiga, .‘. g \

masalah ketimpangan distribusi sumber daya utama rakyat yang difokuskan kepada isu struktur relasi agraria. \ ~ ) ‘ ' \ ,
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Keempat, isu demokratisasi lokal yang bertujuan untuk memberikan pandangan kritis terhadap berbagai inisiatif
di kalangan ‘civil society' maupun pemerintah. Keempat topik kajian AKATIGA tersebut dilakukan dalam upaya
membuka peluang kelompok miskin untuk membangkitkan kemandiriannya dan dapat berpartisipasi dalam
proses pembangunan.
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PENGANTAR

Apa yang termaktub di dalam buku ini merupakan hasil eksperimen
yang memperlihatkan peran dan fungsi peneliti, penelitian, dan anali-
sis di dalam sebuah proses advokasi. Buku ini merupakan upaya pene-
liti untuk menceritakan pengalamannya di dalam sebuah proses advo-
kasi dan kemudian merefleksikannya dalam rangka melihat hubungan
yang rentan, dan kadang tegang, antara peneliti, penelitian dengan
aktivis, dan aktivisme politik.

Analisis berdasarkan hasil penelitian merupakan sesuatu yang tetap
dibutuhkan di dalam proses advokasi irigasi Way Seputih. Fungsi uta-
manya adalah untuk ikut membantu membaca situasi sosial politik di
arena advokasi dan memberikan masukan bagi penyusunan agenda
dan strategi advokasi. Fungsi ini dirasakan penting terutama juga



PENGANTAR

karena di dalam organisasi pendukung advokasi dirasakan masih sa-
ngat minim.

Walaupun penelitian ilmiah seringkali dianggap mempunyai fungsi do-
minan dan sangat berpengaruh dalam menentukan jalannya advokasi,
proses advokasi di tingkat basis dalam kenyataannya sangat dipe-
ngaruhi oleh berbagai pihak, kepentingan, dan situasi di berbagai level
kegiatan. Di dalam konteks ini, peneliti dan analisis bukanlah satu-sa-
tunya faktor dominan yang dalam kenyataannya menentukan proses
dan isi advokasi itu sendiri. Dalam konteks advokasi irigasi di Way Se-
putih, jalannya advokasi (termasuk juga keberhasilan dan kegagalan
advokasi) sangat ditentukan oleh kepentingan dan kemampuan orga-
nisasi pelaksana (NGO setempat), organisasi tani, dan donor yang ti-
dak hanya terlibat di dalam pembiayaan, tetapi juga dalam menen-
tukan agenda dan keputusan penting berkaitan dengan advokasi. Pe-
nentu di dalam proses itu dalam kenyataannya juga merupakan cam-
puran antara kepentingan pribadi maupun kepentingan organisasi
yang diwakili oleh pelaku-pelaku yang terlibat di dalam proses advoka-
si tersebut. Selain itu, peran dan fungsi pihak-pihak utama yang terli-
bat di dalam proses advokasi berfluktuasi, tergantung pada perkem-
bangan situasi yang terjadi dalam proses advokasi.

Pada awal-awal proses advokasi, khususnya pada masa perencanaan,
keterlibatan beneficiaries (petani pengguna air) umumnya dirasakan
sangat minim. Dari apa yang terlihat, pengetahuan dan kepentingan
korban sering kurang terwakili di dalam proses pengambilan kepu-
tusan dalam rangka menyusun agenda advokasi. Kepentingan dan pe-
ngetahuan mereka, kalaupun terasa ada, seringkali baru muncul sete-
lah diwakili oleh peneliti atau tokoh-tokoh organisasi. Hal ini juga dila-
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kukan karena peneliti maupun korban merasa perlu untuk merumus-
kan, membungkus, dan menyatakan ulang dengan cara yang lebih
'rapi'. Ini dibutuhkan ketika gagasan dan kepentingan yang bersang-
kutan akan dikemukakan di dalam forum-forum yang relatif formal. Di
dalam proses ketika kepentingan dan pengetahuan 'korban' itu di-
transfer kepada peneliti, tidak jarang ada modifikasi atau bahkan per-
ubahan yang tampaknya 'ringan' tetapi sebenarnya mempunyai impli-
kasiyang luas.

Oleh karena itu, secara umum buku ini juga bisa memperlihatkan ke-
nyataan yang dapat digunakan untuk mengoreksi berbagai pendapat
dan mitos yang dibangun berkenaan dengan peranan ilmuwan dan
korban di dalam proses advokasi. Mitos yang dapat dikoreksi antara
lain adalah bahwa peneliti, akademisi, dan ilmuwan dengan penge-
tahuan dan kemampuan analisisnya dapat mendominasi, bahkan
mengkooptasi, proses perubahan sosial yang diperlukan oleh kelom-
pok-kelompok akar rumput. Mitos itu tidak sepenuhnya benar karena
dalam kenyataannya ada banyak rekomendasi, rencana, dan strategi
yang lahir dari aktivitas analisis peneliti tidak dapat sepenuhnya ber-
jalan dan selalu dipengaruhi oleh berbagai situasi yang terus berlang-
sung di lapangan.

Walaupun demikian, dan hal ini yang mungkin perlu dilihat secara kri-
tis, berbagai situasi yang menyebabkan rencana tidak berjalan sering
diidentifikasi sebagai 'hambatan' yang bersumber dari kapasitas para
pelaku di lapangan dan 'ketidakpahaman' mereka terhadap apa yang
sedang dilakukan. Oleh peneliti atau akademisi yang terlibat dalam
proses ini, penilaian seperti itu perlu direnungkan secara kritis. Hal itu
karena berbagai 'hambatan' bisa disebabkan oleh beberapa hal yang
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lain, yaitu adanya resistensi dari pihak para pelaku di lapangan,
adanya ketidaksesuaian rencana akibat digunakannya asumsi atau
analisis yang salah, dan adanya tuntutan kegiatan (advokasi) yang
memang tidak mempertimbangkan kemampuan para pelaku di lapa-
ngan. Pendeknya, berbagai 'hambatan’ itu belum tentu bersumber dari
'kelemahan' para pelaku di lapangan. Tetap ada kemungkinan bahwa
hambatan itu justru bersumber dari kelemahan di pihak analis, peren-
cana, ilmuwan, dsb.

Bersaksi dalam Advokasi Irigasi merupakan sebuah kesaksian terha-
dap kompleksitas dan kontradiksi yang sering dijumpai dalam proses
advokasi tapi kurang sering diungkapkan. Seperti buku-buku lain ten-
tang advokasi, penulis buku ini melihat proses advokasi sebagai proses
politik di mana petani berusaha mempersoalkan dan menantang se-
jumlah kebijakan yang dibuat oleh negara. Walaupun demikian, berbe-
da dengan buku yang lain, buku ini justru memperlihatkan berbagai
kesalahan, kegagalan, kelemahan, keterpelesetan, atau kekeliruan-
kekeliruan yang terjadi di dalam sebuah proses advokasi. Kalaupun
ada keberhasilan, kisah advokasi yang diungkap dalam buku ini mem-
perlihatkan hal lain yang juga penting, bahwa seringkali keberhasilan
bukan merupakan sesuatu yang direncanakan sejak semula di dalam
rumusan agenda-agenda advokasi yang bersangkutan.

Ketidakrapian, kegagalan, maupun keberhasilan seringkali merupa-
kan sesuatu yang tidak terjadi secara tidak terduga. Baik Wakak Ju-
kuk, Dinas Pertanian dan Pengairan, World Education, AKATIGA, mau-
pun kelompok petani tua punya aspirasi dan rencana tentang apa yang
mau dilakukan. Namun demikian, semua rencana mereka, sebagai-
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mana apa yang terlihat di dalam buku ini, sebenarnya tidak ada yang
benar-benar berjalan dengan mulus.

Perlu dicatat, 'kesaksian' atau kisah yang diceritakan dalam buku ini
bukan untuk menunjuk 'siapa yang salah' dengan cara memperlihat-
kan siapa saja yang rencananya tidak berjalan. Pelajaran penting yang
diperlihatkan oleh 'ketidakrapian' di dalam proses advokasi adalah ha-
dirnya kenyataan yang cukup kompleks tentang berbagai kepenti-
ngan dan pihak yang saling tumpang tindih, yang kemudian menye-
babkan sejumlah tujuan advokasi tidak tercapai; analisis sosial yang
diharapkan bisa dilakukan oleh organisasi lokal tersendat-sendat;
upaya untuk membentuk serikat tani menjadi tidak jelas; sementara
keinginan dan kepentingan pejabat-pejabat dinas untuk mengontrol
dan menguasai petani sebetulnya juga banyak mendapatkan hambat-
an sehingga bisa dibilang relatif 'tidak sesuai' dengan rencana.

Ketidakrapian dan kegagalan bisa dilihat sebagai sesuatu yang ber-
sumber dari keteledoran berbagai pihak yang melakukan advokasi.
Mungkin hal itu benar. Tapi kebenaran juga tidak pernah tunggal. Keti-
dakrapian bisa juga dilihat sebagai perwujudan dari kompleksitas dan
kontradiksi yang terkandung oleh sebuah proses pertarungan politik.
Kompleksitas dan kontradiksi tersebut penting diakui di dalam sebuah
analisis sosial dalam rangka menghindari berbagai mitos atau panda-
ngan ideal yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang ra-
pi antara analisis, advokasi, dan pertarungan politik di dalam dunia ke-
hidupan petani.

Haswinar Arifin
Peneliti Senior AKATIGA
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UCAPAN
TERIMA KASIH

Setelah melalui proses panjang dan melibatkan begitu banyak pihak,
akhirnya buku ini dapat kami selesaikan. Namun harus kami akui di an-
tara berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak lang-
sung dalam proses penyusunan buku ini, kami berhutang sangat ba-
nyak kepada Saudara Konar (Haswinar Arifin). Selain dukungan dan
motivasi, Konar telah banyak memperkaya ide dan perkembangan ga-
gasan kami. Namun sumbangan terbesar Konar justru terletak pada
cara mengingatkan kami untuk tidak cepat membuat kesimpulan dan
melupakan peristiwa-peristiwa kecil dalam advokasi.

Kami menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kang' Ra-
hadi yang telah memberi catatan begitu banyak terhadap kami sejak
buku ini masih berbentuk catatan-catatan kasar. Mas Han (Handoko
Widagdo) yang telah menyediakan waktunya untuk membuat catatan
kritis terhadap naskah buku ini dan mendorong kami untuk membuat
tulisan ini lebih mudah diterima lebih banyak pembaca. Bagi kami,
yang paling istimewa dari mereka berdua adalah persahabatan dan ke-



UCAPAN TERIMA KASIH

murahan untuk melewati proses panjang advokasi irigasi di Lampung
dan dalam penyusunan buku ini.

Jika ada nama yang sangat perlu kami sebut dalam tulisan ini, maka
mereka adalah Yulia Indrawati Sari dan Selly Riawanti. Atas segala
bimbingan, bantuan, kepercayaan, dan kesabaran yang luar biasa dari
mereka, kami dapat menyelesaikan buku ini. Kami juga sangat ber-
terima kasih kepada kawan-kawan wartawan Lampung yang bersedia
menjadi bagian dari proses advokasi irigasi di Lampung. Tanpa kawan-
kawan jurnalis itu, kami belum tentu bisa memelihara energi di babak
akhir advokasi.

Kami paling berhutang budi pada kawan-kawan LPM Lampung, ke-
hangatan dan kerja sama selama advokasi membuat kami betah ber-
lama-lama di Lampung. Pak Jamal, Mbah Darmo, Mbah Darmaji, Mas
Margono, Mas Maidi, Pak Kasim (dan keluarga), Pak Ratno, Mas Timo-
tius, Mas Sujak, Arifin, Nur, Bejo, Mbak Eni, dan staf lainnya yang tidak
dapat disebutkan satu persatu. Kami percaya mereka akan menerima
ucapan terima kasih, semoga atas kebesaran jiwa mereka kesalahan-
kesalahan kecil kami selama di Lampung menjadi tidak berarti.

Terima kasih kami rasanya tidak cukup untuk kami ucapkan kepada
petani Lampung. Persahabatan, kerja keras, serta dedikasi mereka
yang luar biasa selama advokasi irigasi dan usaha untuk membangun
kedaulatan petani Lampung memberikan inspirasi yang besar bagi ka-
mi dalam penulisan buku ini. Kepada semua staf AKATIGA, ada banyak
alasan yang membuat kami harus berterima kasih. Namun kepada ka-
wan-kawan peneliti (khususnya) kami pantas mengakui bahwa kami
berhutang banyak secara intelektual pada kalian.

Bandung 2006-03-27

Tim Penulis



RINGKASAN

Advokasi, pemberdayaan, pengorganisasian, apapun istilahnya, me-
rupakan upaya yang sejatinya ditujukan untuk melakukan perubahan
di dalam masyarakat. Banyak pihak menyebutkan, upaya-upaya itu
merupakan respons terhadap kegagalan pembangunan terutama yang
berkaitan dengan pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan. Pemba-
ngunan, sebagaimana kita ketahui, bertujuan untuk menciptakan ke-
makmuran. Alih-alih memakmurkan, proyek besar tersebut bisa saja
membawa kita masuk ke jalan buntu kemunduran.

Advokasi sebagai respons pembangunan kemudian masuk dalam lin-
tasan gerakan, meski konsep, strategi, pendekatan, dan keberpihak-
annya menjadi isu yang belum selesai diperdebatkan. Sebagai alat
perubahan sosial, advokasi (dan semua bentuk pendekatan perubah-
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an yang lain) melulu mengandaikan kehadiran liyan (the others), ter-
lebih jika inisiatifnya datang dari agen. Kehadiran dan peran “orang
lain” inilah yang kemudian jadi satu perdebatan. Liyan bisa jadi mesin
pendorong ketika korban (pembangunan) memang belum bisa me-
maksimalkan sumber daya dan daya dukung perubahan yang mereka
miliki. Namun kehadiran liyan tak jarang mendominasi arah perubah-
an dan berkesan mengabaikan perspektif korban.

Kehadiran liyan menjadiisu penting dalam konteks advokasi irigasi Su-
ngai Putih di Lampung, terutama karena aktivitas perubahannya ditu-
langpunggungi oleh metode analisis sosial. Kehadiran “orang luar” da-
lam advokasi irigasi bukan hanya menunjukkan pentingnya mobilisasi
sumber daya untuk melakukan perubahan pengelolaan sistem irigasi,
melainkan juga menandai hadirnya sejumlah kepentingan. Di sini, ad-
vokasi tak menjadi sekadar alat untuk mendesakkan perubahan, na-
mun juga menjadi arena transaksi kepentingan para aktor dan pen-
dukung advokasi.

Buku Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi ini berusaha
untuk menggambarkan peran analisis sosial sebagai basis pemba-
ngunan strategi advokasi irigasi dan konflik kepentingan para aktor
advokasi. Buku ini juga berusaha menjelaskan interaksi, respons, bah-
kan resistensi stakeholder irigasi terhadap berbagai rencana, strategi,
dan program advokasi, termasuk terhadap strategi advokasi irigasi
yang mereka rumuskan sendiri. Pengalaman advokasi irigasi di Lam-
pung memperlihatkan bahwa perubahan di dalam masyarakat tidak
selalu akan menciptakan blok (biner) yang properubahan dan antiper-
ubahan, lebih-lebih menghadap-hadapkan masyarakat (civil society)
dengan negara (political society).
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Sudah dapat diduga bahwa setiap upaya perubahan selalu menarik ke-
hadiran “penumpang gelap”. Akan tetapi patut dipahami, pada praktik-
nya, kepentingan yang dibawa oleh si “penumpang gelap” bekerja jauh
lebih kompleks. Dalam konteks itu, asumsi yang menyebutkan bahwa
perubahan menciptakan pengkutuban antara masyarakat (civil so-
ciety) dan negara (political society) tidak selalu bisa dibenarkan. Ke-
nyataannya, hegemoni bekerja bukan hanya karena terlibatnya dua
entitas itu. Advokasi irigasi di Lampung memperlihatkan bahwa hege-
moni dan dominasi justru bekerja akibat relasi mapan antarpelaku ad-
vokasi.

Kasus pembatalan pembentukan serikat tani di Lampung yang dilaku-
kan secara sepihak oleh faksi dominan dalam barisan advokasi menun-
jukkan bahwa perubahan dalam masyarakat rentan terhadap “pembu-
sukan”. Kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam advokasi kadang
berdampak jauh lebih buruk dari resistensi pihak luar, karena kepen-
tingan tersebut mulai menampakkan wujud aslinya ketika perubahan
mulai membutuhkan daya dukung lebih dari para pelaku.

Di tengah kompleksitas krisis irigasi (mulai dari konflik etnis, konflik
antarwilayah, salah kelola irigasi, kebijakan sistem pengelolaan yang
cepat berubah, dan berbagai kepentingan stakeholder irigasi), upaya
perubahan menjadi beban berat. Terutama karena tidak dibarengi oleh
alat analisis yang responsif dan berperspektif korban. Tanpa yang di-
sebut terakhir ini, upaya-upaya perubahan hanya akan menjerumus-
kan masyarakat ke dalam lubang yang sama dengan strategi pemba-
ngunan yang, bukannya menciptakan kemakmuran, sebaliknya, mela-
hirkan kesenjangan sosial.

* % K
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SUMMARY

Advocacy, empowerment, organizing, or whatever the term may be, is
an effort that is aimed at making changes in society. Many sides/ par-
ties say that those efforts is a respond to the failure of development es-
pecially those that are rekated to evened distribution, prosperity, and
fairness. Development, as we all know, is aimed at creating prosperity.
But instead of prosperity, this huge project can lead us into a dead end
or into deterioration.

Advocacy as a respond to development then enters into the line of
movement, even though its concept, strategy, approach and tendency
in taking sides, becomes an issue that is still under debate. As a tool for
social change, advocacy (and all other forms of approaches to change)
always assumes the presence of liyan (others), especially if the ini-
tiative comes from an agent. The presence and roles of these “others”

XV



SUMMARY

that then becomes a source of debate. Liyan can be an enforcing
machine when victims (of development) can not maximize their re-
source and support for change. But the presence of liyans may also do-
minate the direction of change and gives the impression of disre-
gardness towards the victim's perspectives.

The presence of liyans becomes an important issue in the advocacy
context of the Sungai Putih (White River) irrigation in Lampung espe-
cially because its activity for change is supported by a social analysis
method. The presence of “outsiders” in irrigation advocacy does not
only show the importance of mobilizing resources in order to make
change in the irrigation system's management but also marks the pre-
sence of various interests. Here, advocacy is not only a tool to enforce
change but also becomes an arena of interest transaction for actors
and advocacy supporters.

This book on Social Analysis: Witness in Irrigation Advocacy tries to
illustrate the role of social analysis as a basic development strategy in
irrigation advocacy and also illustrates the conflict of interests from
actors of advocacy. This book also tries to explain the interaction res-
ponse and even resistence of irrigation stakeholders towards various
plans, strategies, and advocacy programs, including towards irrigation
advocacy strategies they formulate themselves. The experience on
irrigation advocacy in Lampung shows that change in society does not
always create blocks/sides/parties of pro change and anti change so-
ciety nor does it try to face off civil society with the nation or the poli-
tical society.

XVI



SUMMARY

It is expected that each effort towards change will always draw the pre-
sence of “stowaways.” But it should be understood that in practice, in-
terests carried by these “stowaways” work in a very complex way. In
this context, the assumption that change creates blocks/sides/parties
between civil society and the political society (nation) can not always
be justified. The fact is, hegemony works not only because of the invol-
vement of those two entities. The irrigation advocacy in Lampung
shows that hegemony and domination works only because of the es-
tablished relation among advocacy actors.

The case of the cancellation to form a farmer's union in Lampung which
was conducted unilaterally by the dominate faction in the line of advo-
cacy shows that change in society is vulnerable to “decay.” The inte-
rests of parties involved in advocacy can sometimes effect far more
worst that the resistence of outside parties, because those interests
begin to show their true form when change starts to require more sup-
port from the actors.

In the middle of all the complexity of an irrigation crisis (starting from
ethnic conflict, conflict between regions, wrong irrigation manage-
ment, system management policy that quickly changes, and various
interests of orogation stakeholders), the effort for change becomes an
ever heavy burden. Especially because it is not conducted together
with an analysis tool that is responsive and has a perspective towards
the victims. Without it, the efforts on change will only lead society into
the same hole as the development strategy, not creating prosperity but
on the contrary, only creates social gaps.

* % K
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Bab I

ANALISIS SOSIAL,
ADVOKASI, DAN
PERUBAHAN SOSIAL

1.1 Pendahuluan

Pembelaan terhadap kaum miskin dan masyarakat pinggiran telah
lama menjadi agenda pembangunan di Indonesia. Model pembelaan
semacam ini diusung sebagai respons atas penilaian gagalnya konsep,
model, dan teori-teori besar pertumbuhan (terutama penerapan
ekonomi pasar) yang sempat menjadi mainstream, bahkan mendo-
minasi model pembangunan di Indonesia.’ Bagi sebagian kalangan,
pembangunan yang dijalankan di Indonesia bisa dikatakan gagal,

1 Konsep pertumbuhan yang sangat berpengaruh di Indonesia adalah teori tahap-tahap
pertumbuhan ekonomi Rostow dalam bukunya yang berjudul The Stage Of Economic Growth
(1960) diterjemahkan oleh Azwar dengan judul Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi (1962).
Teori tahap-tahap pertumbuhan Rostow ini mendapat kritik tajam dari tokoh teori dependensi
seperti Andre Gunder Frank dalam buku Sociology of Development and Under Development
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terutama bila dikaitkan dengan janji kesejahteraan dan pemerataan
hasil-hasil pembangunan yang dicanangkan selama membangun.
Alih-alih memperoleh kesejahteraan dan pemerataan, pembangunan
justru lebih banyak mewariskan kesenjangan sosial, kerusakan alam,
kebangkrutan ekonomi, dan budaya korupsi yang sistemik, meskipun
tidak dapat dimungkiri bahwa pembangunan juga mengubah tampilan
fisik dan gaya hidup suatu bangsa.

Kalangan aktivis sering menyebut pembelaan terhadap masyarakat
miskin dan pinggiran itu dengan sebutan advokasi. Advokasi menjadi
semacam alat “perlawanan” dan cara bertahan masyarakat korban
dari keterpinggiran dan keterasingan akibat praktik pembangunan.
Dalam satu dasawarsa terakhir advokasi sebagai praktik pembelaan
maupun sebagai konsep telah menjadi isu yang ramai diperbincang-
kan, terutama yang berkaitan dengan model, strategi, dan paradigma
yang menjadi basis keberpihakannya, lebih-lebih dalam kaitannya
dengan analisis sosial.

Walaupun muncul dan banyak digunakan di kalangan ilmuwan sosial,
istilah analisis sosial juga cukup akrab di telinga para aktivis lembaga
swadaya masyarakat (LSM). Di kalangan aktivis, analisis sosial diya-
kini merupakan alat yang efektif digunakan sebagai basis pemben-
tukan strategi perubahan yang mendasarkan prosesnya pada penge-
tahuan dan pengalaman korban dalam rangka menghindari intervensi

Sociology (1976:22—33), yang diterjemahkan oleh Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dengan judul
Sociology of Development and Under Development Sociology (Sosiologi Pembangunan dan
Keterbelakangan Sosiologi), 1984. Buku yang disebut terakhir ini tidak hanya meragukan
validitas teori pembangunan seperti teori tahap pertumbuhannya Rostow, tapi teori-teori juga
dianggap tidak memenuhi standar ilmu sosial klasik (Frank 1984:1).
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berlebihan dari “pembela”. Sebuah keterlibatan “orang luar” yang
merujuk pada praktik-praktik peminggiran terhadap keterlibatan, ini-
siatif, dan resolusi-resolusi yang telah ada di masyarakat dalam rangka
melakukan perubahan.

Advokasi menggunakan perspektif korban dalam melihat masalah
yang mereka hadapi. Dengan demikian, advokasi berpotensi tidak
mengulangi “kesalahan” praktik pembangunan. Cara pandang agen
pembangunan yang dominan dalam menentukan strategi dan pen-
dekatan pembangunan di masa lalu bukan hanya menciptakan ma-
syarakat menjadi apolitik terhadap dorongan pembangunan, namun
juga menciptakan praktik pembangunan yang salah menempatkan
modal sosial sebagai basis strateginya. Advokasi berusaha untuk tidak
merepresentasikan sudut pandang di luar korban dalam membangun
strategi dan pendekatan pembelaan dalam rangka menghindari dam-
pak buruk seperti yang terjadi pada kasus pembangunan, khususnya
di Indonesia.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, intervensi agen pem-
bangunan dan praktik pembelaan terhadap kelompok miskin (kelom-
pok sasaran—istilah yang sering dipakai agen), baik yang disebut de-
ngan advokasi atau pemberdayaan masyarakat oleh lembaga-lemba-
ga partikelir seperti LSM, tidak pernah total. Kelompok miskin dan ke-
kuatan-kekuatan lain di dalam masyarakat sering punya banyak cara
untuk menghindar, membelokkan, memodifikasi, bahkan tidak jarang
melakukan perlawanan secara terbuka terhadap ide dan praktik pem-
bangunan maupun pembelaan yang dilakukan orang luar.
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Salah satu tujuan buku ini adalah untuk memperlihatkan interaksi,
respons, bahkan resistensi stakeholder irigasi terhadap berbagai
rencana, strategi, dan program advokasi, bahkan strategi advokasi
irigasi yang mereka rumuskan.2 Fokus buku ini adalah peran penting
analisis sosial dalam advokasi berdasarkan pengalaman advokasi
irigasi di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh petani dan sekutu-
sekutunya. Banyak pihak mungkin telah memaklumi peran analisis
sosial dalam advokasi, paling tidak ada banyak buku (atau modul)
tentang metode pembelaan masyarakat miskin dan pinggiran yang
menempatkan analisis sosial sebagai satu tahapan penting dalam
proses advokasi. Tentu saja, istilah yang digunakannya tidak harus
analisis sosial. Bisa investigasi masalah, penelitian sosial, ataupun
pemetaan sosial. Yang jelas, prosesnya sama atau setidak-tidaknya
mirip.

Beberapa pihak mungkin hanya menggunakan alat analisis sebatas
pada upaya pengumpulan data untuk menyusun strategi pembelaan
pada awal program atau sebagai alat untuk melakukan evaluasi dan
monitoring pada akhir program. Buku ini akan memperlihatkan bahwa
analisis sosial berperan penting dalam seluruh proses advokasi irigasi.
Analisis sosial efektif untuk merekam proses, memetakan aktor, dan
memotret medan konflik yang sering berwarna abu-abu, bahkan
memperlihatkan sisi “buruk” pembelaan.

Karena analisis sosial akan dilihat sebagai bagian dari kegiatan ad-
vokasi, bab ini akan sedikit membahas istilah advokasi. Pembahasan

2 Stakeholder irigasi merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung
dalam pengelolaan irigasi, pemakai air irigasi, lembaga-lembaga yang concern pada pengelolaan
irigasi dan pertanian di lokasi advokasi.
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itu, walaupun demikian, bukan suatu hal yang sifatnya menyeluruh
karena hanya dimaksudkan untuk melihat implikasi dari berbagai cara
advokasi dikonseptualkan terhadap pilihan-pilihan analisis sosial yang
menjadi bagian dari proses itu. Bab ini juga akan membahas beberapa
tema seperti perubahan sosial, advokasi dan gerakan sosial, advokasi
sebagai alat gerakan, peran korban dalam advokasi, dan kaitan antara
analisis sosial dan advokasi.

1.2 Perubahan Sosial di Persimpangan Jalan

Dalam sosiologi, perubahan sosial dianggap sebagai aspek khusus dari
proses sosial, karena perubahan sosial merupakan gejala yang
bertentangan dengan tatanan sosial. Pengertian itu membentuk dalil
dalam sosiologi bahwa tidak ada perubahan tanpa tatanan dan seba-
liknya tidak ada tatanan tanpa perubahan.3 Di mata sosiolog Indone-
sia, Astrid Susanto misalnya, perubahan sosial menjadi gejala sosial
yang (hanya) berkaitan dengan pembangunan. Menurutnya, perubah-
an sosial adalah “Perubahan masyarakat menjadi kemajuan masyara-
kat dengan suatu pola yang sesuai bahkan dapat menguasai kemajuan
teknologi dan menghindari bahaya degradasi martabat”.4 Konsep
perubahan sosial ini berkaitan dengan teori pertumbuhan dan teori

3 Teori ini mengandaikan masyarakat sebagai bentuk yang terintegrasi dari berbagai unsur sosial
dengan kemampuan mengeliminasi konflik untuk mencapai keseimbangan hidup (equilibrium).
Teori ini dikembangkan oleh Talcott Parson yang kemudian dikenal dengan fungsional-struk-
tural.

4 Pembangunan diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan teknologi dan ilmu untuk memper-
baiki keadaan materi dan mental manusia agar martabat manusia dapat ditingkatkan (dikutip dari
Judistira K. Garna dalam Teori-teori Perubahan Sosial (1992:6—7). Menurut Parsudi Suparlan
(1985), pembangunan merupakan “usaha terencana untuk meningkatkan kesejahteraan kehi-
dupan para warga masyarakat”. Menurutnya pembangunan juga dapat dilihat sebagai “usaha
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modernisasi yang berkembang pesat di Amerika pada akhir 1950-an
dan awal 1960-an. Dua teori terakhir pernah menjadi arus besar dalam
perkembangan sosiologi Indonesia. Bahkan di tingkat praktik, konsep
ini pernah mendapat tempat yang istimewa pada studi-studi pem-
bangunan di Indonesia. 5

Salah satu teori pertumbuhan yang menjadi dasar pembangunan di
Indonesia paling menonjol adalah teori tahap-tahap pertumbuhan
yang dikenalkan oleh Rostow. Tahapan teori pertumbuhan ini meliputi
(1) masyarakat tradisional, (2) prasyarat take-off, (3) take-off, (4)
gerak menuju masyarakat matang (maturity), dan (5) massa konsum-
si tinggi (high mass consumption) (1962:5). Teori ini menjelaskan
bahwa masyarakat tradisional ditandai dengan penggunaan bentuk
ilmu pengetahuan dan teknologi pra-Newton atau belum menggu-
nakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karena itu, untuk
mencapai tahap take-off suatu masyarakat tradisional harus
menggunakan atau setidaknya mengenal ilmu dan teknologi modern.
Teori pertumbuhan Rostow ini kemudian dikenal sebagai teori moder-
nisasi. Teori modernisasi mengandaikan perubahan yang signifikan
terhadap dasar politik, struktur sosial, tata nilai, dan pengelolaan eko-

terencana untuk mengubah kebudayaan (yang menjadi pedoman kehidupan menyeluruh untuk
pemenuhan-pemenuhan kebutuhan-kebutuhan) dari suatu masyarakat yang semula kurang
efektif dan kurang efisien dalam hal kegunaan untuk pemenuhan kebutuhan dan taraf kesejah-
teraan kehidupan para pendukungnya menjadi lebih efektif dan efisien dalam hal kegunaannya
untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya/energi yang ada dalam ling-
kungan untuk peningkatan kesejahteraan kehidupan manusia” (1985:122).

5 Menurut Arief Budiman, beberapa sarjana Indonesia lulusan Amerika yang dianggap banyak
dipengaruhi oleh teori ini dan kemudian menempati posisi kunci dalam pemerintahan maupun
dunia akademis di negeri ini antara lain Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Koentjaraningrat, Harsja
W. Bachtiar, Alfian, Umar Kayam, dan lain-lain (1984:xi). Tulisan Koentjaraningrat yang me-
nonjol berkaitan dengan teori ini ada dalam buku yang berjudul Kebudayaan, Mentalitet, dan
Pembangunan (1974).
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nomi yang dimiliki oleh masyarakat tradisional (1962:7). Pendeknya,
semua yang melekat pada masyarakat tradisional harus “dimoder-
nisasi”, termasuk nilai dan mental masyarakat. 6

Menurut Arief Budiman, ada beberapa asumsi yang menjadi dasar
perkembangan teori modernisasi. Pertama, terdapat konsep masya-
rakat modern (negara maju) dan masyarakat tradisional (negara
berkembang). Teori ini memastikan bahwa hanya dengan melakukan
modernisasilah mentalitas manusia dan nilai-nilai budaya masyarakat
tradisional dapat dibuat maju. Kedua, teori modernisasi pada dasarnya
mencari penyebab kegagalan negara berkembang, karena itu peran
negara maju adalah menularkan nilai-nilai modern pada negara
berkembang di samping memberi bantuan modal dan teknologi.
Ketiga, teori modernisasi bersifat ahistoris, artinya teori ini dapat
dipakai sebagai dasar pembangunan pada negara manapun tanpa
mempertimbangkan konteks sejarah negara-negara berkembang
(1984:X—XI).

Kelemahan teori modernisasi berkaitan dengan sifat ahistoris yang
perlu disoroti terutama adalah sudut pandang terhadap persoalan
yang dihadapi negara atau masyarakat yang digolongkan kurang
modern. Masalah seperti kelebihan penduduk, kelaparan, konflik lokal,
kerusakan lingkungan, dan kemiskinan seringkali hanya dilihat seba-
gai persoalan yang disebabkan oleh proses-proses alamiah atau keter-
belakangan masyarakat tradisional. Padahal banyak penelitian mem-

6 Koentjaraningrat adalah salah satu ilmuwan yang bersemangat dalam membicarakan tata nilai
dan mentalitas pembangunan Indonesia. Lihat buku Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan
(1974).
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perlihatkan bahwa persoalan-persoalan di dunia ketiga sebetulnya
bukan disebabkan oleh proses alamiah dan sikap mental, tapi teru-
tama oleh intervensi kekuatan-kekuatan politik-ekonomi kapitalistik
sepanjang sejarah imperialisme dan kolonialisme Barat.”

Di dalam wacana dan teori modernisasi, kenyataan sejarah itu diabai-
kan begitu saja. Dengan cara itu, pendukung pembangunan dan mo-
dernisasi sebetulnya terlibat dalam menciptakan persoalan di dunia
ketiga namun belakangan bermetamorfosis menjadi pihak yang netral
dan menempatkan diri sebagai penolong bagi dunia ketiga. Sifat ahis-
toris teori modernisasi dengan demikian menutup juga kenyataan bah-
wa pendukungnya sebetulnya menjadi bagian dari persoalan negara-
negara dunia ketiga. Oleh karena itu, banyak pihak yang melihat
bahwa gagasan dan praktik pembangunan dan modernisasi sebenar-
nya hanya merupakan kelanjutan dari berbagai intervensi kolonial dan
praktik imperialisme yang terjadi pada masa lalu.8

Praktik pembangunan yang diklaim sebagai upaya untuk melakukan
perubahan sosial justru banyak mengabaikan partisipasi masyarakat
dalam berbagai level pengambilan keputusan tentang pembangunan.
Akibatnya, pembangunan menjadi mesin yang secara efektif mengu-
bah tatanan sosial-politik di Indonesia, terutama masyarakat petani.
Hal itu terjadi karena strategi pembangunan di Indonesia tidak diim-
bangi dengan suatu perencanaan sosial dan strategi kebudayaan yang

7 Lihat buku Dekolonisasi Metodologi (terjemahan) yang ditulis oleh Linda T. Smith (2005).

8 Menurut Smith imperialisme dapat digunakan dalam empat pengertian yang berbeda: (1) impe-
rialisme sebagai ekspansi ekonomi, (2) imperialisme sebagai penundukan orang lain (other), (3)
imperialisme sebagai konsep, semangat, dan berbagai macam perwujudannya, dan (4) impe-
rialisme sebagai satu bidang pengetahuan diskursif (2005:5).
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luas. Lebih dari tiga dasawarsa, pembangunan di Indonesia mengha-
silkan mekanisme penyeragaman budaya (pangan dan pola pertanian)
dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Dampak pembangunan
yang disebut terakhir itu disinyalir menjadi salah satu akar menguat-
nya separatisme di Indonesia pada akhir kekuasaan rezim Soeharto.

Politik pangan yang dikembangkan pemerintahan Orde Baru merupa-
kan contoh di mana indigenous knowledge tentang pertanian lokal
hampir punah. Pada awal politik "“swasembada pangan”, petani dipak-
sa untuk meninggalkan sistem pertanian tradisional dan diganti de-
ngan sistem pertanian modern yang menyeragamkan mulai dari input,
varietas, hingga sistem pengelolaan irigasi. Akibatnya petani harus
bergantung pada sarana produksi pertanian (saprodi) yang dike-
luarkan pabrik, terjebak pada sistem ijon, hampir kehilangan benih
(padi) varietas lokal, kehilangan sistem pengelolaan irigasi tradisional.

Praktik politik pangan berakibat pada ketergantungan masyarakat
bagian timur Indonesia pada beras sebagai makanan pokok, padahal
mereka punya makanan pokok yang relatif berbeda dengan masya-
rakat Indonesia bagian barat dan tengah.9 Meskipun begitu, hegemoni
pembangunan juga mengajarkan dan mendorong bentuk-bentuk
pembangkangan dan perlawanan rakyat. Kembalinya cara bercocok
tanam organik atau membentuk pasar komoditas pertanian organik

9 Penyeragaman pangan mengabaikan keragaman pangan berbagai etnis yang tersebar di
Indonesia, terutama etnis yang makanan pokoknya sagu dan umbi-umbian. Mulai dari etnis
Mentawai, beberapa etnis Dayak, etnis Ambon, orang kepulauan Lease, orang kepulauan
Halmahera hingga orang-orang timur yang mendiami Pulau Rote dan Papua. Akibat kebijakan
penyeragaman pangan, banyak hutan sagu di sekitar permukiman warga hilang karena
pemerintah memperkenalkan beras sebagai pengganti sagu. Padahal beras merupakan komoditas
yang harus dibeli oleh masyarakat yang daya belinya rendah.
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merupakan salah satu bentuk perlawanan.

Perubahan sosial yang diletakkan di atas teori modernisasi juga
menekankan aspek keseimbangan sosial dan stabilitas politik-kea-
manan. Hasilnya adalah legitimasi politik pembangunan yang berka-
rakter (1) semakin memusatnya kekuasaan pada pihak pemerintah
(eksekutif), (2) pertumbuhan ekonomi (sektor manufaktur) mendapat
tekanan utama dalam sistem pengelolaan negara, (3) sangat mengu-
tamakan ketertiban politik dan mengecilnya kemungkinan partisipasi
politik warga, dan (4) restrukturisasi politik diadakan hanya untuk me-
nunjang dan memantapkan pembangunan ekonomil!%Ada tiga alasan
politis yang digunakan Orde Baru untuk membenarkan strategi pem-
bangunannya. Pertama, pengalaman sejarah berkaitan dengan kega-
galan Orde Lama yang dianggap tidak mampu mengangkat perkem-
bangan ekonomi bangsa Indonesia. Kedua, situasi konflik sosial-politik
pada pemerintahan Orde Lama dianggap tidak mendukung pelem-
bagaan ekonomi. Ketiga, budaya konflik dan perbedaan dianggap ber-
tentangan dengan nilai-nilai bangsa. !

Target-target pertumbuhan ekonomi dalam proyek pembangunan
Orde Baru yang sejak awal diarahkan untuk menjadi antitesis praktik
pembangunan ekonomi rezim sebelumnya memaksa pemerintah
menciptakan stabilitasi politik dan keamanan yang cenderung “eks-
trem”. Kontrol politik dilakukan secara ketat, baik terhadap partai
politik maupun terhadap kekuatan-kekuatan politik di masyarakat.

10 Ignas Kleden, “Kualitas Manusia sebagai Persoalan Ilmu Sosial” dalam buku Sikap Ilmiah Dan
Kritik Kebudayaan (1987:133—134). Dua karakter pertama dikutip Kleden dari Mohtar Mas'oed
dalam buku Peran Serta Masyarakat: Kebijaksanaan dan Pelaksanaan (1984:6).

11 Susetiawan, dalam buku Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan (1997:13)
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Puluhan partai yang pernah hidup di era Soekarno disederhanakan
menjadi 10 partai politik menjelang pemilu tahun 1971.12 Kontrol
pemerintah terhadap kekuatan politik formal dilanjutkan dengan diter-
bitkannya undang-undang yang melegalisasi fusi partai menjadi tiga
partai dan politik massa mengambang (floating mass) untuk mengon-
trol kekuatan politik di akar rumput.13

Dalam konteks itu, pembangunan sebagai alat perubahan sosial yang
menjadi pilihan pemerintah Orde Baru masuk dua lintasan yang tidak
produktif. Sebagai rezim pemerintahan yang dibangun dengan sema-
ngat menolak praktik politik Demokrasi Terpimpin dan sistem ekonomi
tertutup, Orde Baru justru melakukan pengulangan yang hampir sama
dengan rezim yang ditolaknya. Demokrasi sebagai basis pembangun-
an justru menjadi target pertama Orde Baru untuk dilibas dan digan-
tikan dengan beroperasinya proyek-proyek pembangunan yang tidak
melibatkan rakyat. Di sini, pilihan-pilihan pemerintah Orde Baru untuk
melakukan perubahan sosial masuk ke jalan buntu.

Eskalasi kemiskinan yang diwariskan oleh rezim Soekarno kepada
pemerintahan baru diperkirakan hanya bisa diselesaikan dengan pro-
gram pembangunan ekonomi yang tepat dengan politik dan keamanan

12 Sepuluh partai politik yang lolos verifikasi pada pemilu pertama kekuasaan Soeharto, masing-
masing PNI, Partai NU, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia
(PSII), Partai Persatuan Tarbiyah Islam (Perti), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai
Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), serta Golkar
sebagai pendatang baru (Suara Merdeka: Minggu, 14 Maret 2004).

13 Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 Tentang Parpol dan Golongan Karya dan Undang-Undang
No. 4/ Tahun 1975 Tentang Pemilu. Kedua undang-undang diterbitkan dua tahun menjelang
pemilu kedua periode kekuasaan Jenderal (Prn) Soeharto. Hasilnya, pemilu tahun 1977 hanya
diikuti dua partai politik dan satu Golkar serta rakyat yang telah disterilkan dari proses politik
formal.
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yang stabil. Sebagai negara yang baru saja mengalami tragedi politik
dan keamanan yang memakan ratusan ribu jiwa pada tahun 1965—
1966, menciptakan stabilitas politik dan keamanan sebagai prasyarat
pembangunan dengan mengorbankan demokrasi adalah pilihan yang
dianggap tepat. Namun belakangan diketahui bahwa pilihan-pilihan
Orde Baru bukan hanya berdampak buruk pada kehidupan demokrasi
di Indonesia, namun juga menimbulkan kesenjangan dan ketidak-
adilan distribusi kesejahteraan.

Di tengah kebuntuan perubahan sosial yang diusung negara, advokasi
menjadi darah segar untuk merasionalisasi pilihan-pilihan perubahan
di tengah masyarakat. Meskipun advokasi sebagai konsep masih men-
jadi perdebatan terutama berkaitan dengan bentuk, pendekatan, dan
strategi advokasi. Di tingkat praktik, aktivitas ini diakui telah menjadi
bagian kerja-kerja perubahan yang diinisiasi kelompok-kelompok ma-
syarakat. Berkaitan dengan itu, tulisan di bawah ini akan berusaha
untuk menyelusuri advokasi baik secara konseptual maupun dalam
praktiknya di masyarakat.

1.3 Advokasidan Peran Korban

Perdebatan tentang advokasi, baik sebagai konsep maupun sebagai
praktik pembelaan terhadap masyarakat miskin dan pinggiran, berasal
dari pemakaian istilah “advokasi” yang akrab bagi orang yang bekerja
di bidang hukum dan dunia kepengacaraan.!4Istilah advokasi ini kemu-
dian lebih nyaring bunyinya setelah menjadi bagian dari kosakata ba-

14 Konsep di sini diberi pengertian sebagai suatu ide tetang sifat sesuatu (kejadian dan gejala) atau
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ku di lingkungan aktivis LSM dan organisasi non-pemerintah (NGO).
Perdebatan tentang konsep advokasi mulai muncul pada saat kerja-
kerja litigasi diklaim sebagai kerja advokasi, sehingga banyak kritik
yang mengatakan bahwa kerja advokasi bukan sekadar proses litigasi
di pengadilan, tapi lebih luas dari itu. Klaim itu sebenarnya dapat diru-
nut dari istilah advocaat atau advocateur dalam bahasa Belanda yang
artinya pengacara atau pembela hukum5 Dalam Bahasa Inggris advo-
kasi (to advocate) bukan hanya berarti membela (to defend), tapi juga
mendukung (to promote).16

Advokasi dalam pengertian sebagai alat untuk melakukan pembelaan
di pengadilan tentu saja tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari
perubahan sosial. Pertama, advokasi litigasi sifatnya sangat kasuistik
dan sangat ditentukan oleh perkara yang masuk pengadilan. Kedua,
advokasi dalam bentuk litigasi sangat kecil kemungkinannya untuk
melibatkan korban dalam proses dan upaya pembelaan yang sedang
dilakukan oleh pembela. Ketiga, alat analisis yang dipakai oleh pem-
bela dalam proses litigasi tidak memungkinkan menggunakan penge-
tahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh korban pembangunan.
Keempat, advokasi dalam bentuk litigasi dianggap oleh sebagian pihak
dapat mereduksi persoalan sosial yang sedang dihadapi korban
kebijakan.

hubungan antar sesuatu yang diungkapkan lewat istilah, kata atau kalimat. Di tingkat abstraksi
konsep dianggap sedikit lebih rendah dari teori. Lihat catatan kaki Judistira K. Garna dalam
Teori-teori Perubahan Sosial (1992:24).

15 Dalam bahasa Belanda, istilah advocaat adalah pengacara hukum atau pembela yang berkaitan
dengan hukum dan pengadilan saja. Di negara yang sama, istilah membela, pembelaan, dan
pembela dalam arti luas menggunakan istilah verdedigen, verdediging, dan verdediger. (A.
Teeuw, Indonesisch-Nederlands Woordenboek, 1996, hlm. 83).

16 Lihat The Heritage Dictionary of Current English (1958).
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Advokasi sebagai alat untuk membela kelompok miskin dan pinggiran
akibat kebijakan harus memungkinkan korban untuk menentukan
atau setidaknya terlibat dalam menentukan cara dan pendekatan ber-
dasarkan pengetahuan maupun pengalaman korban. Penolakan ter-
hadap konsep advokasi sebagai pembelaan di sidang pengadilan (pro-
ses litigasi) bukan hanya dikhawatirkan akan menyederhanakan per-
soalan sosial yang dihadapi oleh korban kebijakan, tapi, lebih dari itu,
konsep advokasi dalam praktik litigasi hanya menempatkan korban
semata-mata sebagai penderita. Konsep ini dikritik karena relasi anta-
ra korban (client) dan pembela (patron) sangat tidak seimbang dan
asimetris. Hal ini terjadi karena pembelaan yang dilakukan oleh pem-
bela (advokat) berbasis pada pengetahuan dan keahlian pembela, bu-
kan bersumber dari pengalaman dan pengetahuan korban. Konsep ad-
vokasi sebagai pembelaan dalam proses pengadilan dinilai mereduksi
proses pertukaran pengetahuan antara pembela dan korban atau
sebaliknya.17

Kritik terhadap konsep advokasi yang hanya menempatkan proses
litigasi sebagai alat pembelaan terhadap korban menjadi inspirasi bagi
munculnya konsep advokasi yang lebih luas. Menurut kelompok yang
terakhir ini, konsep advokasi harus dikembangkan menjadi upaya un-
tuk melakukan perubahan dan pembentukan kebijakan publik. Usaha
perluasan konsep advokasi merupakan kemajuan yang patut dihargai
dalam rangka perkembangan advokasi sebagai alat untuk melakukan
perubahan dan untuk menjawab persoalan sosial korban pemba-
ngunan yang semakin kompleks, meskipun usaha ini harus masuk

17 Lihat buku Doea Uma Batikar Samo oleh Yones K. Pellokila dan R. Yando Zakaria, KPA dan
BPS-Kemala tahun 2001, him. 187.
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dalam jebakan yang sama yaitu dominasi pengetahuan pembela atau
cognitive tyranny 18kalau kita mau menggunakan istilah Majid Teh-
ranian. Advokasi sebagai alat untuk melakukan perubahan kebijakan
juga belum seutuhnya berbasis pada pengetahuan dan pengalaman
korban, karena baru didasarkan pada kajian-kajian kebijakan yang
hanya dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang berkeahlian khu-
sus yang, tentu saja, bukan korban kebijakan. Advokasi dalam pe-
ngertian ini masih menempatkan korban kebijakan sebagai client yang
masih potensial untuk didominasi dan didistorsi pengetahuannya oleh
pembela.

Adapun dalam advokasi sebagai alat untuk melakukan perubahan
sosial, keterlibatan korban dalam prosesnya merupakan prasyarat
mutlak. Advokasi dalam pengertian litigasi tidak memungkinkan parti-
sipasi korban untuk terlibat dalam menentukan arah perubahan.
Perubahan dalam proses litigasi sangat ditentukan oleh proses formal
penegakan hukum yang keterlibatan korbannya tidak lebih dari seba-
gai saksi korban atau, dalam istilah Kruks, partisipasi korban hanya
sebatas partisipasi instrumental. 19

Pemaknaan advokasi sebagai kerja pembelaan di pengadilan (litigasi),
sekali lagi, dinilai oleh sebagian pihak terlalu sempit dan cenderung

18 Lihat tulisan Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim yang berjudul “Media Massa dan Pemiskinan
Imajinasi Sosial” dalam buku Hegemoni Budaya (1997:146).

19 Menurut Kruks seperti dikutip oleh Mikkelsen dalam buku Metode Penelitian Partisipatoris dan
Upaya-upaya Pemberdayaan, partisipasi masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yakni
partisipasi instrumental dan partisipasi transformasi. Partisipasi instrumental terjadi ketika parti-
sipasi dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu, seperti partisipasi masyarakat
dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh orang luar (agen, pen). Partisipasi transformasi terjadi
ketika partisipasi pada dirinya sendiri dipandang sebagai tujuan dan sebagai sarana untuk men-
capai tujuan yang lebih tinggi, misalnya untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan ma-
syarakat. Lihat Mikkelsen (2003:66).
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mereduksi persoalan masyarakat. Kenyataannya, pembelaan dapat
juga dilakukan di luar sidang pengadilan, terutama pembelaan ter-
hadap korban atas ketidakadilan sistem yang dibuat negara. Kelompok
terakhir ini yang kemudian mengonsepsikan advokasi sebagai upaya
untuk memperbaiki, membela (confirmatio), dan mengubah (policy
reform) kebijakan sesuai dengan kepentingan prinsip-prinsip kea-
dilan. Konsep advokasi ini dilawankan dengan konsep gerakan revolusi
yang menekankan perebutan kekuasaan politik untuk melakukan
perubahan sistem dan struktur sosial secara keseluruhan. Karena
advokasi dalam pengertian itu diletakkan di atas asumsi bahwa peru-
bahan sistem dan struktur masyarakat secara luas dan menyeluruh
dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan bertahap (gradual and
incremental changes) (Topatimasang, 2000:29 dan 41). Dalam kla-
sifikasi gerakan Korlblum, mungkin perubahan seperti itu yang disebut
dengan reformist movement, atau, meminjam istilah Mahardika, ge-
rakan dengan kalkulasi rasional. Dalam konteks Indonesia, pengertian
advokasi sebagai upaya untuk melakukan perubahan kebijakan publik
ini menjadi (mainstream) rujukan beberapa tulisan maupun kumpulan
tulisan tentang (kasus) advokasi di Indonesia, bahkan praktik pembe-
laan yang dilakukan oleh NGO Indonesia. 20

Advokasi sebagai upaya untuk melakukan perubahan kebijakan ini
mengandaikan (pemahaman dan melihat) kebijakan publik sebagai
sistem hukum (system of law) yang terdiri dari isi hukum (content of

20 Misalnya prolog buku Kisah-Kisah Advokasi di Indonesia secara eksplisit membenarkan
pengertian advokasi sebagai aksi-aksi sosial, politik, dan kultural yang dilakukan secara
sistematis, terencana, dan dilakukan secara kolektif, melibatkan berbagai strategi termasuk
lobby, kampanye, bangun koalisi, tekanan aksi massa serta penelitian yang ditujukan untuk
mengubah kebijakan dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dan menghindari bencana buatan
manusia (2002:XT).
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law), tatalaksana hukum (structure of law), dan budaya hukum (cul-
ture of law). Pemahaman terhadap isi hukum menitikberatkan pada
naskah (teks) atau aspek tekstual dalam sistem hukum, pemahaman
terhadap tatalaksana hukum menitikberatkan pada aspek lembaga
penegakan dan struktur pelaksana hukum, dan pemahaman terhadap
budaya hukum melihat bentuk-bentuk respons masyarakat luas terha-
dap pelaksanaan isi dan tatalaksana hukum karena itu budaya hukum
disebut sebagai aspek kontekstual sistem hukum (Topatimasang
2000:41). Tiga aspek tersebut yang mendasari pilihan advokasi seba-
gai gerakan perlawanan tanpa kekerasan, menggunakan piranti de-
mokerasi perwakilan, proses politik, litigasi, dan legislasi yang terdapat
pada sistem yang berlaku.

Konsep advokasi sebagai upaya untuk mengubah kebijakan yang lebih
berkeadilan sebenarnya masih menyisakan persoalan, karena banyak
tulisan tentang advokasi dan upaya-upaya yang dilakukan di dalamnya
tidak memberi batasan yang cukup untuk dapat dimengerti secara
lebih jelas. Misalnya kata “kebijakan” dalam konsep advokasi. Dalam
pergaulan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, kata “kebijakan”
sering digunakan dan dipertukarkan maknanya dengan hukum, kepu-
tusan, ketetapan, dan peraturan. Padahal macam-macam pranata itu
dibuat oleh lembaga yang berbeda dan digunakan dengan cara yang
berbeda pula. Jenis-jenis pranata itu ada yang mengikat publik, sete-
ngah mengikat publik, ada yang tidak mengikat publik, dan ada yang
mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara, hu-
bungan warga negara dengan negara, dan ada juga yang mengatur
hubungan antara negara dengan negara. Dalam perdebatan advokasi
sebagai alat untuk melakukan perubahan kebijakan, pengertian kebi-
jakan menjadi sangat penting untuk dikaji, karena konsep mengenai
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kebijakan akan sangat memengaruhi cara, pola, strategi, dan fokus
perubahan yang akan dicapai.

Berkaitan dengan itu, penting untuk memperjelas pengertian kebi-
jakan (policy) untuk dibedakan dengan pengertian hukum (/law), se-
bab konsep advokasi sebagai upaya mengubah kebijakan telah me-
nempatkan kebijakan publik dalam kerangka (analisis) sistem hukum
(system of law). Pemahaman tesebut juga mengandaikan bahwa peru-
bahan kebijakan dalam advokasi difokuskan dan diarahkan pada peru-
bahan isi hukum (content of law), tatalaksana hukum (structure of
law), dan budaya hukum (culture of law). Dalam hal ini, kebijakan di-
mengerti sebagai ketetapan, keputusan, dan semua bentuk tataper-
aturan yang dibuat oleh lembaga negara seperti legislatif, eksekutif,
dan yudikatif.

Perbedaan pengertian kebijakan (policy) dan hukum (/aw) sangat pen-
ting dalam kajian advokasi (advocacy studies) sebagai basis argumen-
tasi dalam proses melakukan perubahan kebijakan publik. Menurut
Carl Friedrich, seperti dikutip Wahab, kebijakan adalah “Suatu tin-
dakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan
dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari pe-
luang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang
diinginkan” (2002:3). Dalam buku yang sama Wahab juga mengutip
pengertian kebijakan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kebijak-
an, menurut PBB, adalah “Suatu deklarasi mengenai dasar pedoman
(untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program me-
ngenai aktivitas-aktivitas tertetu atau suatu rencana” (2002:2). Se-
mentara hukum, menurut Kamus Hukum Andi Hamzah adalah “Kese-
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luruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masya-
rakat. Hukum mempunyai sifat utama yaitu keadilan dan keman-
faatan” (1986:242). Perbedaan mendasar antara kebijakan dan hu-
kum adalah pada sifat hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan yang ti-
dak ada pada kebijakan, perbedaan ini yang kemudian membedakan
studi kebijakan dengan studi hukum. 21

Pemahaman di atas menunjukkan bahwa pengertian advokasi sangat
menentukan bentuk-bentuk studi dalam tahapan advokasi. Pengertian
advokasi sebagai alat untuk mengubah kebijakan berimplikasi pada
pilihan studi kebijakan atau jika advokasi diberi pengertian sebagai
alat perjuangan di pengadilan maka studi yang dilakukan juga bertu-
juan untuk mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan
hukum untuk menang dalam sidang pengadilan. Baik studi kebijakan
maupun studi hukum bisa jadi hanya mungkin dilakukan oleh kelom-
pok tertentu yang memiliki pengetahuan lebih tentang sistem hukum
dan konstelasi politik mutakhir. Karena itu, kecil kemungkinan studi
kebijakan maupun studi hukum melibatkan masyarakat korban. Pada
tahap ini, keterlibatan pihak pembela dalam proses advokasi mulai

21 Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, ilmu hukum mengenal lima bentuk kajian. Pertama,
kajian-kajian filsafat hukum yang mengonsepsikan hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan
yang bersifat kodrati dan berlaku universal, kajian ini biasanya bertolak pada premis normatif
bersifat self evident. Kedua, kajian hukum murni yang mengonsepsikan hukum sebagai norma
positif yang hanya terdapat dalam sistem perundang-undangan nasional (law as it is written in the
book). Ketiga, kajian sociological jurisprudence yang melihat hukum sebagai keputusan hakim
secara sistematis dan inkonkreto (law as it is decided by judge through judicial processes), kajian
ini biasanya dilakukan untuk melihat court behaviours. Keempat, kajian sosiologi hukum yang
mengonsepsikan hukum sebagai pola perilaku sosial, melembaga, dan eksis sebagai variabel
sosial (law as is it in society), kajian ini lebih berorientasi struktural dibanding kajian hukum
lainya. Kelima, kajian antropologi hukum yang mengonsepsikan hukum sebagai pengejawan-
tahan (manifestasi) makna-makna simbolik pelaku sosial (law as is it human action), kajian ini
biasanya menggunakan pendekatan interaksional simbolik (1974:89—98).
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dipertanyakan, karena praktis penentu arah perubahan dalam advo-
kasi ditentukan oleh pihak “luar” yang memiliki keahlian khusus.

Tahapan advokasi yang disebut dengan studi kebijakan ini yang ke-
mudian menempatkan kelas terpelajar (baca: kelas menengah) men-
jadi motor perubahan dalam masyarakatnya. Beberapa kasus menun-
jukkan, kelas ini (intermediary force) cenderung dominan dalam me-
nentukan arah perubahan masyarakat korban. Advokasi yang berbasis
pada studi kebijakan itu kemudian menjadi aktivitas sosial yang mahal
harganya bagi masyarakat korban, sebab keahlian itu terlanjur hanya
dimiliki oleh kelas tertentu dalam masyarakat yang oleh Toffler disebut
sebagai kognitariat. 22

Advokasi dalam pengertian sebagai alat untuk mengubah kebijakan
memiliki kesan kuat sebagai “mainan” sekelompok orang yang mung-
kin tidak selalu relevan dengan kesulitan-kesulitan riil yang sedang
dihadapi masyarakat korban kebijakan. Kesan elitis advokasi sebagai
aktivitas sosial menjadi tidak terhindarkan karena advokasi dimaksud
memang bukan berbasis pada pengetahuan dan pengalaman masya-
rakat korban. Harus diakui bahwa studi kebijakan dan semua bentuk
analisis yang berkaitan dengan hukum bukan keahlian yang dimiliki
oleh kebanyakan masyarakat korban, meski advokasi dan strategi
yang dibangun untuk perubahan melulu menyertakan, bahkan me-
nempatkan korban sebagai basis kesadaran. Dalam konteks ini pen-
ting untuk memikirkan ulang kemungkinan-kemungkinan korban un-
tuk memilih dan menentukan arah perubahan dalam melakukan kerja

22 Lihat tulisan Dedy Djamaluddin Malik “Dampak Kultural Media Massa” dalam buku Hegemoni
Budaya (1997:138).
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advokasi, sebab konsepsi advokasi sebagai alat untuk melakukan per-
ubahan selama ini pada kenyataannya banyak meninggalkan perso-
alan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa ada beberapa persoalan yang
muncul sebagai dampak dari pilihan advokasi sebagai upaya mela-
kukan perubahan kebijakan. Pertama, jika benar bahwa perubahan
kebijakan publik akan diwujudkan melalui proses legislasi dan juris-
diksi, proses politik dan birokrasi, dan proses sosialisasi dan mobi-
lisasi, maka pilihan itu hanya menegaskan bahwa advokasi merupakan
pekerjaan sekelompok orang yang punya keahlian khusus berkaitan
dengan hukum dan politik. Kedua, jika benar bahwa advokasi adalah
alat untuk melakukan perubahan dan pembentukan kebijakan dengan
memfokuskan perubahan pada aras sistem hukum (isi, struktur, dan
kultur), maka sejumlah persoalan riil masyarakat korban hampir dapat
dipastikan akan segera terabaikan. Ketiga, jika benar bahwa kerja-
kerja perubahan kebijakan ini akan dimulai dengan melakukan kajian
kebijakan (policy studies) sebagai basis argumentasinya, maka kerja
ini akan sulit untuk mendapat legitimasi masyarakat korban karena
argumentasi yang dibangun berdasarkan kajian kebijakan akan segera
mengabaikan pengetahuan dan pengalaman korban kebijakan yang
seharusnya menjadi pusat argumentasi. Keempat, jika benar bahwa
advokasi hanya sebuah upaya untuk melakukan perubahan kebijakan,
maka pendekatan ini sebenarnya bukan hanya tidak banyak memberi
pilihan masyarakat korban untuk menentukan arah perubahan yang
berbasis pada pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri, namun
aras perubahan sosial pilihan advokasi dalam bentuk ini juga sangat
deterministik (perubahan kebijakan sebagai satu-satunya pilihan un-
tuk memperoleh keadilan dan hak-hak dasar sebagai warga negara).
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Merujuk pada paparan di atas, tidak terlalu berlebihan jika pengertian
advokasi (harus) diperluas menjadi perubahan kebijakan yang me-
mungkinkan korban kebijakan memiliki pilihan lebih banyak untuk
melakukan perubahan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman
yang mereka miliki, bukan hanya untuk menggunakan pengetahuan
dan keahlian yang dimiliki oleh pembela (kelas kognitariat). Beberapa
tulisan tentang upaya perubahan atau pembelaan terhadap korban
kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat korban maupun oleh LSM
sebenarnya telah mengindikasikan bahwa kerja-kerja advokasi lebih
dari sekadar perubahan kebijakan, bahkan banyak yang menjadikan
pengetahuan dan pengalaman korban sebagai basis argumentasi ad-
vokasinya. Upaya sebagian pihak yang berusaha untuk menginte-
grasikan advokasi dengan gerakan sosial akhir-akhir ini juga menun-
jukkan perubahan konsep advokasi dari sekadar mengubah kebijakan
menjadi aktivitas sosial yang memungkinkan perubahan di aras lain
(baca: perubahan sosial). Pembelaan secara litigasi dan perubahan
kebijakan sebagai pendekatan advokasi mungkin bisa menjadi entry
point perubahan sosial, tapi dua pendekatan itu tidak cukup mencapai
perubahan sosial dalam konteks advokasi.

Di luar kedua konsepsi advokasi sebagai proses litigasi dan alat untuk
melakukan perubahan kebijakan, beberapa kalangan juga menggu-
nakan dan mengartikan advokasi sebagai pemihakan, pengorga-
nisasian, pendidikan, pendampingan, pemberdayaan, penguatan, pe-
nyadaran, pencerahan, dan sebagainya. Meskipun konsep advokasi
yang disebut terakhir masih belum menjelaskan untuk (mengubah)
apa aktivitas dilakukan, oleh siapa akan dapat diwujudkan, dan bagai-
mana (caranya) menjadikan pengetahuan dan pengalaman korban se-
bagai basis advokasi. Advokasi dalam pengertian ini dianggap me-
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mungkinkan terjadinya relasi dan interaksi seimbang antara kelompok
pembela dan korban untuk melakukan transformasi pengetahuan.23

Relasi asimetris antara pihak pembela dan pihak korban dalam
advokasi litigasi tidak memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan
antarpihak, akibatnya korban tidak mendapat keuntungan dari relasi
itu. Sebaliknya pembela mendapat kekayaan, pengalaman, ilmu, dan
popularitas. Sebenarnya, praktik advokasi yang disebut terakhir ini ti-
dak hanya terjadi pada proses pembelaan litigasi. Banyak praktik ad-
vokasi di luar litigasi juga menempatkan korban, pengalaman, dan pe-
ngetahuannya tidak lebih dari alat untuk mendapat kekayaan, ilmu,
dan popularitas semata. Hal terakhir ini terjadi karena kelompok agen
perubahan lebih menggunakan pengetahuan dan pengalaman agen di
satu sisi, sementara di sisi lain pengetahuan dan pengalaman korban
dikomodifikasi untuk memobilisasi donasi dan meningkatkan “gengsi”
akademis.

Pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa basis pengetahuan
dan pengalaman korban sangat penting dalam advokasi. Tentu saja hal
ini bukan semata-mata didasarkan pada kekhawatiran akan dominasi
intermediary force (pendamping), tapi advokasi yang berbasis pada
pengetahuan pembela akan sulit diikuti korban, apalagi dilakukan sen-
diri oleh korban. Padahal setiap perubahan—termasuk perubahan ke-
bijakan—selalu mensyaratkan keterlibatan kelompok korban kebijak-
an sebagai daya dorong dan legitimasi gerakan perubahan. Berkaitan
dengan upaya untuk menjadikan pengetahuan dan pengalaman kor-
ban sebagai basis advokasi, pertama-tama yang harus dikembangkan

23 Lihat buku Doea Uma Batikar Samo, hlm. 188 box 48.
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adalah konsep advokasi sebagai alat untuk melakukan perubahan
sosial, karena bisa jadi konsep advokasi lebih dari sekadar proses liti-
gasi atau upaya mengubah kebijakan publik.

Paling tidak ada dua unsur penting untuk membangun konsep advo-
kasi di luar batas pengertian advokasi sebagai proses litigasi dan peru-
bahan kebijakan. Pertama, advokasi harus ditujukan untuk membela
dan meringankan beban kelompok miskin dan pinggiran akibat salah
urus negara, tujuan yang seharusnya berorientasi pada perubahan
sosial (social transformation).24 Kedua, advokasi harus dapat dijadikan
alat untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi masya-
rakat korban untuk menentukan orientasi, strategi, dan merefleksi
perubahan berbasis pengetahuan dan pengalaman yang mereka mi-
liki. Dua unsur itu yang belum ada dalam konsep advokasi sebagai alat
untuk mengubah kebijakan maupun advokasi sebagai proses pembe-
laan di pengadilan.

Kritik terhadap praktik advokasi yang cenderung didominasi oleh
pengetahuan kelompok agen perubahan pada kenyataannya bukan
hanya nirlegitimasi korban. Model advokasi macam ini juga mengalami
hambatan di tingkat mobilisasi pengetahuan dan pengalaman korban
yang seharusnya menjadi garis gerakan.25 Karena itu, gagasan untuk
memperiuas konsep advokasi di luar batas litigasi dan perubahan kebi-
jakan harus memungkinkan kelompok korban untuk menentukan cara
dan strategi perubahan yang berbasis pengetahuan dan pengalaman

24 Kelompok miskin adalah kelas sosial yang tidak atau kurang punya akses dan kontrol terhadap
sumber daya (alam dan ekonomi) dan proses-proses pengambilan keputusan publik.

25 Agen dimengerti sebagai pihak-pihak di luar kelompok korban yang terlibat secara langsung
maupun tidak langsung dalam upaya melakukan perubahan bersama korban.
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mereka secara independen. Prinsip kebebasan menentukan arah peru-
bahan bagi korban penting untuk menghindari praktik advokasi yang
berbasis pada pengetahuan kelompok pembela, meskipun pada ting-
kat tertentu keahlian dan pengetahuan mereka tidak dapat diabaikan
dalam proses perubahan yang dilakukan kelompok korban.26

Terlepas dari perdebatan tentang pendekatan dan strateginya, banyak
pihak sepakat kalau aktivitas advokasi dilakukan untuk memengaruhi
dan menciptakan perubahan, bahkan sebagian percaya bahwa advo-
kasi dapat menjadi alat gerakan sosial. Untuk memperjelas perde-
batan tentang advokasi sebagai alat gerakan, di bawah ini akan coba
diselusuri kaitan antara ide-ide advokasi dan perdebatan tentang
gerakan sosial.

1.4 AdvokasiSebagaiAlat Gerakan Sosial

Banyak pihak meyakini bahwa advokasi adalah alat untuk melakukan
perubahan, setidaknya ada yang berkeyakinan bahwa advokasi dapat
menjadi alat perubahan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
nasib masyarakat miskin dan pinggiran dari proses pembangunan.
Advokasi sebagai alat gerakan sosial sejatinya merupakan respons
atas kegagalan negara dalam mengakomodasi kepentingan hak-hak
dasar rakyat. Dalam perkembangannya, gerakan ini tidak hanya me-

26 Banyak pihak yang menilai bahwa upaya pembelaan yang dilakukan oleh kelompok agen (baik
LSM, NGO, maupun perguruan tinggi) telah bergeser dari semangat awal yaitu voluntarian
menjadi upaya-upaya komodifikasi isu kemiskinan, keterpinggiran, kerentanan, dan lain-lain.
Praktik pembelaan, baik yang bernama pendampingan, pemberdayaan, pengorganisasian,
sampai pada upaya untuk melakukan perubahan kebijakan telah menjadi industri yang diminati
kelompok terdidik (kognitariat).
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respons realitas sosial-ekonomi-politik yang berdimensi kelas, sebagai
gerakan sosial advokasi juga merespons isu-isu yang berdimensi
nonkelas 27 Gerakan advokasi yang disebut terakhir itu dikenal dengan
sebutan gerakan sosial baru (new social movement).28 Namun jika
boleh digolongkan, advokasi sebagai gerakan sosial belum bisa ditarik
menjauh dari dimensi kelas karena harus diakui bahwa praktik-praktik
pembelaan di Indonesia masih berputar di sekitar isu perebutan sum-
ber daya ekonomi, meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa praktik
pembelaan telah menyentuh pertarungan kelompok-kelompok iden-
titas.

Tidak banyak buku—paling tidak dalam perdebatan ilmu-ilmu so-
sial—yang menjelaskan bahwa advokasi adalah bagian dari gerakan

27 “Kelas” merupakan istilah yang sering dipakai oleh banyak orang untuk menjelaskan struktur
sosial yang didasarkan pada aspek ekonomi dalam masyarakat. Meskipun begitu tidak banyak
ilmuwan yang tertarik memberikan definisi yang otoritatif terhadap istilah ini. Menurut Magnis,
Marx sebagai orang yang banyak menggunakan istilah kelas tidak pernah memberikan batasan
pada istilah ini. Pada umumnya yang menjadi rujukan berkaitan dengan pengertian kelas adalah
definisi Lenin tetang “kelas sosial”. Kelas sosial adalah golongan sosial dalam sebuah tatanan
masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Menurut Magnis,
definisi Lenin itu belum cukup jelas karena ciri sebagai kelas baru terpenuhi secara sempurna
apabila golongan itu juga menyadari keberadaannya dan memiliki semangat juang sebagai kelas
(Magnis, 1999:111—112).

28 Gerakan sosial yang berkembang pada akhir abad dua puluh itu sering disebut sebagai gerakan
sosial baru (the new social movement). Rajendra Singh menyebut gerakan ini sebagai gerakan
ekpresi kaya bentuk (polymorphous) dengan isu yang melintasi kelas dan batasan teritori sosial-
ekonomi-politik suatu negara yang meliputi isu antirasisme, antinuklir, perlucutan senjata,
feminisme, gender, lingkungan, regionalisme, etnisitas, kebebasan sipil, perdamaian, sampai
kebebasan personal, aborsi, dan lain-lain (Singh 2002:16). Gerakan sosial terakhir ini disebut
baru karena tidak lagi didasarkan pada motif-motif kelas seperti yang selama ini dikenal dalam
sejarah gerakan sosial buruh, petani, dan kelompok miskin lainya. Gerakan sosial ini juga
menegasi asumsi bahwa perlawanan melulu datang dari kelas buruh dan tani (baca: proletar)
seperti diyakini oleh kelompok “ploretariat” selama ini. Fenomena gerakan sosial baru ini
menunjukkan bahwa aksi perlawanan juga datang dari kelas menengah dan kelompok terpelajar
dalam masyarakat.
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sosial. Jika boleh ditebak, mungkin advokasi secara umum telah dite-
rima sebagai bagian dari gerakan sosial untuk perubahan sosial terten-
tu atau sebagai terminologi yang relatif baru dalam studi-studi perla-
wanan sosial, namun belum banyak ilmuwan sosial yang mencoba
menjadikan isu advokasi sebagai bagian dari gerakan sosial secara le-
bih menarik. Istilah gerakan sosial dikenal di lingkungan ilmuwan so-
sial Amerika Serikat pada tahun 1950-an, itupun istilah yang diper-
kenalkan oleh seorang sejarahwan yang bernama Eric Hobsbawm da-
lam bukunya yang berjudul Primitive Rebels (studies in archaic form of
social movement in the nineteenth and twentieth centuries).

Primitive Rebels banyak menjelaskan bentuk-bentuk perlawanan ma-
syarakat marginal seperti yang kemudian diperkenalkan oleh banyak
ilmuwan sosial berikutnya. Hobsbawm banyak menjelaskan gerakan
sosial meliputi semua aktivitas seperti kerusuhan yang hanya bebe-
rapa jam, mafia, perbanditan, sampai organisasi revolusioner seperti
organisasi politik rahasia abad ke-19 di Italia, Perancis, dan Jerman.
Menurut Mirsel, gerakan sosial biasanya didefinisikan sebagai “Se-
perangkat keyakinan dan tindakan yang tidak terlembagakan (nonins-
titutionalized) yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mema-
jukan atau menghalangi perubahan di dalam masyarakat” (2004:6).29
Pengertian gerakan sosial yang ditawarkan oleh Mirsel cukup memberi
kesan bahwa gerakan sosial harus diletakkan di atas bentuk aksi ko-
lektif dan memiliki basis ideologi yang dapat mengarahkan gerakan
pada perubahan yang dicita-citakan.

29 Keyakinan dan tindakan dalam definisi Mircel diberi pengertian secara positif untuk
membedakan karakter gerakan sosial dengan perilaku kriminal dan bentuk-bentuk penyim-
pangan dalam masyarakat, hlm. 7.
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Penjelasan yang lebih detail tentang gerakan sosial mungkin terdapat
dalam buku Rural Protest: Peasant Movement and Social Change yang
diedit oleh Henry A. Landberger.30 Buku ini menjelaskan bahwa ge-
rakan bukan aktivitas yang tidak punya konteks sosial-politik-eko-
nomi, gerakan juga bukan sesuatu yang bersifat tindakan sosial me-
lainkan lebih dekat dengan reaksi sosial terhadap kedudukan rendah
yang melekat pada kelompok sosial tertentu. Gerakan merupakan re-
aksi kolektif terhadap kedudukan rendah, karena itu gerakan sosial
selalu mensyaratkan adanya (1) tingkat kesadaran tentang nasib yang
dialami, (2) berbentuk aksi kolektif, (3) bentuk aksi bersifat instru-
mental dan dirancang untuk mencapai sasaran di luar aksi, dan (4) ba-
sis gerakan adalah status rendah ekonomi-sosial-politik masyarakat
atau golongan.

Menurut William Kornblum, berdasarkan tujuannya gerakan sosial da-
pat diklasifikasikan menjadi empat. Pertama, gerakan sosial yang
bertujuan untuk mengubah secara menyeluruh tatanan sosial, institu-
si, dan stratafikasi sosial. Upaya transformasi sosial secara menyelu-
ruh itu biasanya dicapai dengan melakukan revolusi sosial yang meli-
batkan massa besar dalam gerakan, menghasilkan proses perubahan
secara radikal, dan tidak jarang menggunakan kekerasan senjata. Ge-
rakan sosial ini sering disebut sebagai revolutionary movement. Ke-
dua, gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah sebagian institusi
dan nilai yang ada di masyarakat, gerakan sosial ini biasanya disebut
dengan reformist movement. Ketiga, gerakan sosial yang bertujuan
untuk mempertahankan nilai-nilai dan institusi masyarakat yang telah

30 Dalam edisi Indonesia berjudul Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial diterjemahkan oleh
Aswab Mahasin (1974:25—30).
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ada disebut sebagai conservative movement. Keempat, gerakan sosial
yang bertujuan untuk mengembalikan tradisi masa lalu sebagai res-
pons atas perubahan masa kini yang dinilai telah merusak atau me-
ninggalkan nilai-nilai leluhur, gerakan ini disebut sebagai reactionary
movement. 31

Dalam situs Insist tentang policy studies, gerakan sosial secara tegas
diartikan sebagai sekumpulan orang dan/atau organisasi yang disa-
tukan oleh nilai dan kepentingan yang sama untuk mengubah status
guo. Merujuk pengertian tersebut paling tidak ada tiga unsur gerakan
sosial: (1) sekumpulan orang atau organisasi, (2) ada nilai-nilai atau
ideologi yang dapat menyatukan kumpulan orang/organisasi, dan (3)
yang paling penting gerakan harus ditujukan untuk mengubah kondisi
status quo.3? Batasan gerakan sosial ini tentu saja bersifat hipotetis,
sebab, selain definisi ini dibangun untuk kepentingan studi, beberapa
istilah kunci seperti “kumpulan” dan “status quo” juga masih meng-
gantung dan belum dijelaskan. Dibanding dengan beberapa penger-
tian terdahulu yang mensyaratkan aksi kolektif (lihat pengertian Mir-
sel) dalam gerakan sosial, gerakan sosial dalam pengertian terakhir ini
dapat dilakukan hanya oleh sekumpulan orang.

Menurut Mahardika, jika dilihat dari sifat (munculnya gerakan dan
sifat-sifat yang mendasarinya) secara umum tipe gerakan dapat digo-
longkan menjadi dua. Pertama, gerakan sebagai reaksi spontan de-
ngan sebab yang tidak terlalu jelas (atau tidak punya rumusan yang
jelas), menggunakan jaringan informasi yang tidak tertata (tidak di-

31 Lihat Rahadi dalam Modul Pelatihan Advokasi tahun 2002.
32 Selengkapnya lihat http://www.insist.or.id
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konstruksi secara sengaja) terhadap suatu keadaan tertentu. Kedua,
gerakan yang dilakukan dengan langkah-langkah terorganisir dengan
tujuan dan strategi yang dirumuskan secara jelas dan sadar berda-
sarkan suatu analisis sosial yang kuat (2000:15—16).

Dua tipe gerakan itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Tipe
gerakan pertama menunjuk pada sifat spontan, emosional, dan cende-
rung tidak rasional, biasanya tanpa didukung dengan organisasi per-
lawanan yang kuat. Tipe gerakan ini merupakan reaksi langsung atas
ancaman yang telah “hadir di depan pintu”. Gerakan semacam ini
banyak ditemukan dalam perlawanan masyarakat petani seperti pada
aksi pembakaran tebu, rumor dan gosip, perbanditan, pemboikotan,
bahkan pencopetan. Gerakan tipe kedua merupakan aktivitas perla-
wanan yang telah menggunakan organisasi dan memanfaatkan instru-
men demokrasi secara efektif seperti partai politik, pers, parlemen,
dan institusi nonpemerintah. Gerakan ini mengembangkan bentuk
perlawanan berdasarkan argumentasi yang berbasis analisis sosial
dengan didukung penyelidikan sosial yang akurat. Tentu saja gerakan
ini lebih mengedepankan kalkulasi rasional ketimbang desakan emo-
sional (Mahardika 2000:17—18).

Gerakan sosial yang disebut Mahardika sebagai tipe gerakan yang
mengembangkan bentuk perlawanan berbasis analisis sosial dan lebih
memanfaatkan instrumen demokrasi sebenarnya lebih mendekati ker-
ja sosial yang dikembangkan oleh para aktivis dalam satu dekade ter-
akhir untuk membela masyarakat miskin dan pinggiran akibat salah
urus negara.33 Gerakan sosial yang disebut terakhir itu mungkin yang

33 Mahardika lebih suka menyebut gerakan sosial dengan istilah gerakan massa, tapi sebenarnya
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sekarang lebih dikenal dengan sebutan advokasi. Sayangnya, advokasi
sebagai konsep maupun sebagai alat untuk melakukan perubahan di
masyarakat masih menjadi perdebatan yang ramai di kalangan LSM di
Indonesia.

Banyak pihak yang sepakat bahwa advokasi adalah upaya yang
ditujukan untuk melakukan perubahan sosial (social transformation).
Topatimasang misalnya, secara eksplisit menyebutkan bahwa advo-
kasi juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan mendesakkan terja-
dinya perubahan sosial secara bertahap melalui serangkaian peru-
bahan kebijakan (Topatimasang 2000:49). Pengertian Topatimasang
tentang advokasi mengindikasikan bahwa advokasi adalah bentuk
gerakan sosial yang bekerja untuk perubahan kebijakan. Hal ini juga
dapat dilihat pada beberapa upaya serius kalangan aktivis untuk
mengintegrasikan aktivitas advokasi menjadi bagian dari gerakan
sosial (social movement) di Indonesia, upaya ini banyak dilakukan
terutama pasca-kejatuhan Orde Baru.34

Mahardika lebih suka menyebut gerakan sosial dengan istilah gerakan massa, tapi sebenarnya
pengertian Mahardika tentang gerakan hampir sama—untuk tidak disebut sama persis—dengan
pengertian gerakan (petani) seperti yang disebut dalam buku Rural Protest: Peasant Movement
and Social Change yang diedit oleh Henry A. Landberger. Sayangnya Mahardika tidak tertarik
untuk menjelaskan perbedaan gerakan massa dengan gerakan sosial. Gerakan massa, menurut
Mahardika, adalah upaya perlawanan yang mengandalkan atau berbasis pada kekuatan massa,
bukan pada kekuatan senjata atau lobby politik, aksi massa termasuk dalam pengertian ini
(2000:172).

34 Ada harapan besar dari kalangan aktivis LSM di Indonesia maupun di banyak tempat lainya
terhadap masa depan advokasi untuk dapat didorong dan diintegrasikan dalam gerakan sosial.
Banyak kegiatan advokasi yang diharapkan mampu mentransformasikan kelompok penyedia
jasa (agen), pendamping dan pengelola proyek menjadi bagian dari gerakan sosial (social
movement). Lihat buku Memecah Ketakutan Menjadi Kekuatan (Kisah-kisah Advokasi Di
Indonesia) (2002:xix). Pengalaman studi NCAS (The National Center for Advocacy Studies) di
Pune (India) juga menunjukkan bahwa ada tren advokasi yang disebut dengan istilah market
centered advocacy dan people (movement) centered advocacy. Yang pertama dicirikan pada
orientasi aktivitas advokasi dalam “lalu lintas perdagangan” di pasar politik (komodofikasi
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Penjelasan tentang advokasi sebagai bagian (baca: alat) gerakan
sosial ini erat kaitannya dengan analisis sosial sebagai alat untuk
menggali informasi dalam rangka mencapai perubahan sosial. Dalam
banyak kasus, bentuk-bentuk advokasi sangat menentukan alat ana-
lisis sosial, keterlibatan korban dalam proses perubahan, dan kemung-
kinan menjadikan pengalaman dan pengetahuan korban sebagai basis
perubahan. Pendeknya, pengertian advokasi sebagai bagian dari peru-
bahan sosial menentukan alat analisis yang akan digunakan untuk
menggali informasi tentang persoalan sosial.

1.5 Kaitan Analisis Sosial dan Advokasi

Lingkungan agen pembangunan (atau perubahan) mengenal banyak
alat yang biasa dipakai untuk mengonsolidasikan pengalaman dan
pengetahuan korban. Sebutlah Participatory Action Research (PAR),
Participatory Rural Appraisal (PRA), pemetaan sosial (social mapping),
social assessment, academic research, dan advocacy research atau
analisis sosial.35 Banyak buku (panduan) yang telah diterbitkan ka-
langan agen yang memasukkan alat-alat tersebut sebagai instrumen
untuk menganalisis persoalan dalam rangka membangun basis penge-

proyek advokasi) dan yang kedua dicirikan pada orientasi aktivitas advokasi pada kemajuan
gerakan sosial (Lihat laporan Studi NCAS berjudul Advokasi Berintikan Rakyat, hlm. 6 (tidak
diterbitkan).

35 Beberapa LSM yang berperan sebagai supporting system perubahan banyak membuat program
pelatihan untuk membangun basis pengetahuan teoretis dan empiris kelompok pendamping.
Insist adalah LSM yang banyak menawarkan program seperti ini di Indonesia, misalnya program
Indonesian Volunteers for Social Movement INVOLVEMENT). Program ini banyak membahas
dasar-dasar teori perubahan sosial dan gerakan sosial, analisis sosial, teori dan kritik
pembangunan, prinsip-prinsip dan metodologi pengorganisasian rakyat, metodologi dan teknik
fasilitasi pelatihan partisipatif, advokasi kebijakan, penggunaan media komunikasi rakyat, serta
pengembangan kelembagaan program. Op. Cit, Tan dan Topatimasang, hlm.114.
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tahuan korban. Sayangnya, bagian analisis (sosial) ini tidak mendapat
tempat yang memadai, untuk tidak disebut sebagai pelengkap isi buku
tentang metode perubahan di masyarakat. Padahal dalam konteks
advokasi untuk perubahan sosial, analisis sosial atau apapun namanya
sangat penting bagi perubahan yang akan dilakukan.

Banyak pihak yang masih meyakini bahwa analisis sosial adalah
pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh kelompok terpelajar di
dalam masyarakat. Pekerjaan ini dinilai sebagai pekerjaan halus (opus
spirituale) dan bukan pekerjaan kasar (opus manuale) yang umumnya
dilakukan masyarakat korban. Status yang melekat pada kerja-kerja
analisis ini yang menempatkan aktivitas itu tetap menjadi "“monopoli”
kalangan kognitariat, lebih-lebih tidak banyak tulisan yang menja-
dikan aktivitas analisis ini mungkin dilakukan oleh masyarakat umum-
nya. Memang ada beberapa tulisan yang mulai menyederhanakan
kerja-kerja analisis ini menjadi pekerjaan yang lebih mudah diterima
masyarakat luas, tapi di banyak sisi masih butuh penjelasan karena
masih dikaitkan dengan ikatan teori dan paradigma tertentu dalam
ilmu pengetahuan.36 Seperti ditulis Mahardika, masih banyak pihak
yang mengaitkan analisis sosial dengan dunia akademik, ilmuwan,
cendekiawan, dan kelompok terpelajar lainnya. Ada kesan kuat bahwa
masyarakat awam tidak berhak untuk melakukan aktivitas analisis.

Padahal, masih menurut Mahardika, analisis sosial dapat dilakukan
oleh siapapun, terutama oleh mereka yang paling dekat dan terlibat
dengan kejadian (baca: korban, pen) yang merupakan pihak yang

36 Tentu saja teori dan paradigma itu bukan tidak perlu dalam analisis sosial, tapi seperti pepatah
yang dikutip Tan dan Topatimasang dalam buku Mengorganisasi Rakyat “tidak penting berdebat
tentang warna kucing, yang penting kucingnya harus dapat menangkap tikus.*
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kaya data dan informasi.37 Pengalaman Persatuan Masyarakat Sela-
ngor (PERMAS) di Malaysia menunjukkan bahwa analisis sosial dapat
dila-kukan dengan metode yang paling dekat dengan kehidupan
korban. Metode analisis sosial yang dikenal dengan sebutan “"metode
Aha!” yang hanya memanfaatkan gambar-gambar grafis sebagai me-
dianya pada kenyataannya cukup efektif untuk melihat pola hubungan
pelaku dan isu tertentu yang sedang dihadapi masyarakat setempat
(Topatimasang 2000:38).

Banyak pihak meyakini bahwa analisis sosial dapat dijadikan alat untuk
(1) mengidentifikasi dan memahami perkembangan persoalan secara
lebih dalam, membedakan akar persoalan dan turunan; (2) menge-
tahui potensi masyarakat yang akan melakukan perubahan termasuk
sekutunya; (3) mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling
dirugikan; dan (4) memperkirakan perkembangan persoalan sebagai
basis menyusun strategi perubahan. Keyakinan itu menempatkan ana-
lisis sosial sebagai bagian penting dalam proses perubahan, bahkan
secara ekstrem analisis sosial dapat dijadikan indikator untuk menge-
lompokkan gerakan sosial yang dilakukan masyarakat, apakah gerak-
an dilakukan secara sadar-rasional atau hanya bersumber pada do-
rongan emosional (Mahardika 2000:122—123).

Banyak kasus pembelaan dalam bentuk pemberdayaan maupun
pengorganisasian masyarakat yang telah dilakukan oleh NGO yang
berbasis pada cara, metode, dan pendekatan studi-studi pemba-
ngunan yang dianggap berprinsip partisipatif, seperti pendekatan Ra-
pid Assessment Procedure (RAP), Participatory Appraisal Learning

37 Op.CitMahardika, hlm. 122—123 penerbit LAPERA tahun 2000.
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Method (PALM), Partisipatory Assessment, Learning End Education
(PAME), Rapid Rural Appraisal (RRA), dan Participatory Rural Appraisal
(PRA). Beberapa pendekatan dan metode di atas secara eksplisit
mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam proses analisis, hanya
tidak jarang praktik partisipasi dimanfaatkan oleh “orang luar” untuk
menekan biaya penelitian atau analisis, seperti watak umum banyak
studi pembangunan. Chambers, umpamanya, mengkritik bahwa prak-
tik RRA hanya membawa orang luar untuk belajar dengan biaya yang
sangat efisien (Mikkelsen 2003:75). Sementara di pihak lain, metode
dan pendekatan (RRA) tidak memungkinkan orang-orang desa meng-
ungkapkan dan menganalisis keadaan mereka secara optimal untuk
perubahan yang mereka kehendaki.

Kritik yang sering muncul berkaitan dengan praktik penggunaan
metode dan pendekatan partisipatoris untuk pendampingan biasanya
ditujukan kepada peran fasilitator. Metode partisipasi memang me-
mungkinkan untuk mengadopsi istilah dan ilustrasi (pengandaian)
yang bersifat lokal dan cukup dikenal oleh masyarakat dampingan, tapi
jarang menggunakan kerangka berpikir (logical framework) yang di-
miliki oleh masyarakat setempat. Dominasi berpikir fasilitator sering
kentara dalam forum-forum fasilitasi dampingan. Padahal kerangka
berpikir masyarakat korban ini penting untuk menentukan arah peru-
bahan yang hendak dicapai advokasi yang berbasis analisis.

Kritik sebenarnya tidak perlu menjadi perdebatan yang panjang, sebab
metode dan pendekatan seperti yang disebut di atas adalah tipe studi
pembangunan yang didesain untuk melakukan kontrol terhadap ma-
syarakat (a tool of social control) meskipun dengan label “*melibatkan
masyarakat”. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan istilah tendensius
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yang dipakai untuk menyebut partisipan pembangunan antara lain
dengan sebutan “kelompok sasaran” atau yang belakangan ini direvisi
menjadi “penerima” (beneficiaries). Bukan saja secara ideologis istilah
itu berpretensi menempatkan masyarakat sebagai obyek pemba-
ngunan, tapi juga berkonotasi seolah-olah masyarakat penerima ada-
lah subordinat donor atau pemerintah dalam proses pembangunan.
Merujuk pada hal itu bukan tidak mungkin praktik partisipasi yang di-
maksudkan dalam studi-studi pembangunan yang ada juga hanya se-
batas partisipasi instrumental, di mana masyarakat hanya berperan
sebagai alat pembangunan.

Selain studi-studi pembangunan seperti yang disebut di atas, muncul
studi-studi baru yang berorientasi pada tindakan (pembelaan) atau
sering disebut sebagai studi advokasi (advocacy studies). Studi ini
menempatkan peneliti sebagai penengah antara masyarakat, peme-
rintah, dan organisasi sosial (LSM). Menurut Hastrup dan Elsass
(1990) studi advokasi juga mengandaikan partisipasi aktif masyarakat
sejak awal seperti halnya studi-studi pembangunan umumnya (Mikel-
sen 2003:297). Studi advokasi ini masih menempatkan peneliti seba-
gai pusat aktivitas, sementara masyarakat hanya sebagai partisipan
instrumental. Dalam praktiknya, framework peneliti studi advokasi ini
masih cukup potensial untuk mendominasi kerja-kerja penelitian yang
dimaksudkan untuk melakukan tindakan perubahan di masyarakat.
Padahal dominasi framework peneliti bisa berarti arah perubahan tidak
mungkin ditentukan oleh masyarakat korban. Pada titik beku perde-
batan metode dan pendekatan studi, beberapa pihak mulai melihat
analisis sosial sebagai alat yang memungkinkan korban untuk dapat
menganalisis persoalan dan menentukan arah perubahan secara
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otonom, mekipun harus diakui bahwa konsep analisis sosial masih ter-
jebak dalam pusaran akademis.

Berkaitan dengan hal itu, persoalan mendesak yang justru harus dije-
laskan pertama-tama dalam konteks tulisan ini adalah pengertian ana-
lisis sosial. Banyak pihak yang tidak menghendaki analisis sosial men-
jadi pekerjaan akademis yang terikat oleh teori-teori baku ilmu sosial.
Sayangnya, penolakannya tidak ada yang disertai dengan penjelasan
memadai tentang analisis sosial baik dalam domain konsep maupun
praktik. Meskipun ada yang berusaha untuk menjelaskan analisis
sosial dalam bentuk yang sederhana, penjelasan-penjelasan yang ada
masih saja tidak dapat meninggalkan istilah-istilah dan kerangka
berpikir (framework) akademis yang sulit dan kompleks. Hal ini me-
nunjukkan bahwa advokasi yang menjadikan analisis sosial sebagai
bagian kerja pembelaan tidak dapat menolak keterlibatan kalangan
akademisi (peneliti).

Analisis sosial yang dimengerti sebagai alat untuk mendapat gam-
baran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan-hubungan
struktural, kultural dan historis, sehingga memungkinkan untuk me-
nangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi justru menun-
jukkan ikatan konseptual yang rumit dan debatable (Mahardika
2000:121). Pengertian ini bukan saja memuat istilah yang (mungkin)
akan sulit dipahami oleh masyarakat korban seperti istilah struktural,
kultural, dan historis, sebagai alat yang dimaksudkan untuk dapat di-
lakukan oleh masyarakat korban konsep ini, juga mengandaikan ka-
jian-kajian sosial yang kompleks seperti relasi struktural, kultural, dan
sejarah. 38

38 Dalam kajian sosiologi istilah-istilah itu melekat pada konsep besar seperti struktural-fungsional,
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Pengertian yang dibangun oleh Mahardika kurang lebih sama dengan
pengertian analisis sosial yang diperkenalkan oleh Holland dan Hen-
riot. Menurut mereka, analisis sosial adalah usaha memperoleh gam-
baran yang lebih lengkap tentang sebuah situasi sosial dengan meng-
gali hubungan-hubungan historis dan strukturalnya. Analisis sosial di-
yakini dapat berperan sebagai perangkat yang memungkinkan untuk
menangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi masya-
rakat.39 Dalam konteks advokasi, konsep analisis sosial seperti ini ma-
sih sangat dipengaruhi oleh kerangka berpikir akademis, karena tidak
dapat dimungkiri bahwa analisis sosial adalah “produk” ilmiah. Padahal
analisis sosial dalam konteks advokasi bukan hanya mensyaratkan is-
tilah dan ilustrasi yang harus dapat dipahami oleh kelompok korban,
tapi juga kerangka berpikir yang menjadi basis analisis harus kerangka
berpikir yang memang dimiliki oleh korban. Hal ini yang mendorong
banyak pihak berusaha “membumikan” semangat dan kerja teknis
analisis sosial sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan korban.

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata analisis berarti penyelidikan
terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk menge-
tahui keadaan sebenarnya (sebab maupun duduk perkara). Analisis
juga diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagian-
nya dan penelaahan bagian serta hubungan antarbagian untuk mem-
peroleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan A0
Merujuk pada pengertian itu, analisis adalah kegiatan yang terdiri dari

struktural-historis, materialisme-historis, historis-hermeneutis, dan konsep lain yang tidak
pernah habis menjadi sumber perdebatan dalam tradisi pemikiran sosiologi.

39 Dalam makalah “Pelatihan Metodologi Penelitian Transformatif”, LPIST-LIPI, 1991.

40 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Cetakan ketiga tahun 1990, hlm. 32.
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(1) penyelidikan atau pengumpulan informasi, (2) penguraian dan pe-
nelaahan informasi, dan (3) ditujukan untuk memperoleh pengeta-
huan dan pemahaman secara benar dan lengkap.4! Sementara kata
sosial dalam kamus yang sama diartikan sebagai sesuatu yang ber-
kenaan (berkaitan, pen) dengan masyarakat. Dengan demikian, ana-
lisis sosial dapat diartikan sebagai aktivitas pengumpulan, penguraian,
dan penelaahan informasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk
mengetahui (kebenaran) akar persoalan masyarakat.

Pengertian analisis sosial yang didasarkan pada arti katanya juga
masih belum bisa meninggalkan kesan akademis atau ilmiah, karena
ada anggapan bahwa analisis adalah istilah yang diproduksi oleh ke-
lompok akademis atau setidaknya dalam tradisi berpikir ilmiah. Se-
hingga wajar jika pengertian maupun konsep yang dibangun mengenai
analisis sosial tidak bisa lepas dari lingkaran ilmiah. Misalnya aktivitas
menyelidiki atau mengumpulkan informasi masih dianggap sebagai
kerja ilmiah atau setidaknya berkaitan dengan kerja halus kelompok
tertentu dalam masyarakat seperti ilmuwan, peneliti, penegak hukum
atau wartawan dan bukan kerja masyarakat umumnya. Padahal pe-
ngumpulan informasi sebenarnya adalah kerja yang sangat “manu-
siawi” dan menjadi watak dasar manusia, meskipun cara, teknik, pen-
dekatan, dan strateginya (mungkin) berbeda dengan aktivitas yang
dilakukan oleh kelompok terdidik.

41 Bandingkan dengan pengertian inkuiri publik. Inkuiri publik diartikan sebagai penyelidikan atau
penelitian masalah HAM yang sistematik, dilakukan secara publik, dan melibatkan publik. Lihat
buku Inkuiri Publik oleh Anton Pradjasto dkk. yang diterbitkan oleh Komnas HAM dan LSPP
(2002:7).
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Pengertian analisis seperti yang dijelaskan oleh Wiradi misalnya masih
berkesan berdimensi akademis. Menurut Wiradi, analisis adalah akti-
vitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membeda-
kan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali
menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir mak-
nanya.42 Dimensi ilmiah pengertian itu mungkin akan dapat dikurangi
jika ada penjelasan yang cukup tentang cara masing-masing aktivitas
yang memungkinkan masyarakat korban kebijakan mempraktikkan-
nya sendiri.

Pada tahap ini sebenarnya dimensi transformasi analisis sosial dimulai
karena peneliti yang terlibat dalam proses perubahan dapat berbagi
pengetahuan dengan korban, termasuk teknis dan metode untuk me-
lakukan analisis selama proses pembelaan dilakukan. Harus diakui
bahwa pengertian analisis ini menjadi lebih luas dan rumit bukan kare-
na di belakang kata analisis terdapat kata sosial, tapi karena komplek-
sitas istilah ini muncul karena berkaitan dengan sasaran analisis,
pelaku analisis, cara analisis, dan untuk apa analisis dilakukan. Konsep
analisis sosial dibangun justru karena kaitan-kaitan yang melekat pada
aktivitas.

Pertama-tama, analisis sosial dalam konteks advokasi ini harus
dipahami sebagai aktivitas yang belum dapat dilakukan masyarakat
korban tanpa keterlibatan kelompok lain seperti peneliti atau pendam-

42 Wiradi dalam Panduan Mempersipkan Tulisan Ilmiah (2002:6). Dalam pengertian ini seorang
analis atau peneliti harus mempunyai atau setidaknya mempersiapkan seperangkat pengetahuan
(teoretis) yang dapat dijadikan perspektif dan alat untuk menguji data. Bagi peneliti atau analis di
dunia akademis, bank pengetahuan seperti teori-teori yang relevan akan membantu untuk
menemukan pendekatan penelitian dan arah analisis.
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ping. Hal ini juga mengandaikan bahwa advokasi merupakan kerja
besar yang harus melibatkan banyak pihak, setidaknya itu yang terjadi
pada kasus analisis sosial dalam advokasi irigasi di Lampung. Analisis
sosial memang tidak dilihat semata-mata dari sudut penjelasan ra-
sional dan ketajaman pikiran tentang akar persoalan dan relasi-relasi
kekuasaan yang dihasilkannya, tapi justru dilihat dari kemampuannya
untuk menciptakan kemungkinan baru bagi korban untuk menentukan
arah, strategi, dan merefleksi perubahan sosial berbasis pengetahuan
dan pengalaman korban. Berkaitan dengan itu, maka sasaran, pelaku,
cara (metode), dan tujuan (kepentingan) analisis sosial seyogyanya
ditujukan untuk mewujudkan kemungkinan baru itu.

Banyak yang mengandaikan bahwa sasaran analisis sosial adalah
persoalan-persoalan sosial yang dianggap mengganggu proses-proses
sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Persoalan yang menghambat
akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi yang
mengakibatkan kemiskinan dan kerentanan. Namun penjelasan se-
perti itu merupakan logika berpikir ilmuwan sosial tentang persoalan
sosial, karena bukan tidak mungkin sesuatu yang dianggap sebagai
persoalan oleh masyarakat berbeda dengan apa yang dianggap perso-
alan oleh ilmuwan sosial. Demikian sebaliknya.

Dalam konteks itu, sasaran analisis sosial menjadi sangat bergantung
pada logika berpikir korban (victim logical framework) yang seringkali
berdimensi mistis dan tidak melulu empiris-rasional. Logika ilmuwan
pada umumnya berdasar pada struktur pengetahuan yang bersifat
empiris-rasional dan verifikatif, sementara masyarakat umumnya
melihat persoalan sosial tidak mutlak bersifat empiris-rasional dan
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verifikatif, tapi juga metafisis. Perbedaan logika berpikir ini yang se-
ringkali menimbulkan stereotip memandang pengetahuan masyarakat
konvensional, tradisional, tidak rasional, karena itu tidak dapat dija-
dikan basis perubahan sosial dan pembangunan.

Pengetahuan ilmiah memang bukan satu-satunya nalar kebenaran
yang dapat dijadikan cara baca persoalan masyarakat korban. Di luar
klaim kebenaran ilmu pengetahuan terdapat indigenous knowledge
yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hanya saja perkem-
bangan pengetahuan lokal tidak didukung dengan kekuasaan. Aki-
batnya, logika ilmiah diterima begitu saja sebagai satu-satunya sudut
pandang (taken for granted view) terhadap berbagai masalah. Sejarah
kolonialisme Barat memperlihatkan hegemoni ilmu pengetahuan yang
demikian hebat terhadap bangsa-bangsa jajahan. Atas nama ilmu
pengetahuan (Barat), pengetahuan pribumi ditemukan, diekstraksi,
diambil, dan dihadirkan kembali untuk didistribusikan pada bangsa-
bangsa jajahan setelah melalui interpretasi dan manipulasi demi mem-
pertahankan kepentingan imperialisme.

Penelitian ilmiah (research) dalam konteks itu telah menempatkan
manusia layaknya “kuman” di bawah kaca miskroskop peneliti. Manu-
sia sebagai subjek penelitian dianggap sebagai sesuatu yang berbeda
sama sekali dengan peneliti. Dalam tradisi penelitian seperti itu,
science sebagai salah satu alat untuk menemukan kebenaran menjadi
kehilangan dimensi kemanusiaannya. Akibatnya, perubahan sosial
yang didasarkan pada kebenaran pengetahuan ilmiah tidak jarang
hanya mereproduksi pendekatan dan strategi pembangunan yang
hegemonik.
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Stereotip terhadap pengetahuan dan pengalaman masyarakat secara
sistematis menggeser peran masyarakat dalam perubahan sosial.
Perubahan sosial yang semula ditujukan untuk meningkatkan kese-
jahteraan berubah menjadi alat hegemoni kognitif kelompok agen
pembangunan dan perubahan seperti pemerintah, LSM, dan donor ter-
hadap pengetahuan masyarakat. Karena logika ilmiah yang dipakai
oleh kelompok agen untuk mengidentifikasi persoalan dan menggali
informasi berbeda dengan logika berpikir masyarakat.

Hegemoni terhadap pengetahuan korban bukan tidak mungkin
menyebabkan peluang masyarakat untuk menentukan persoalan dan
arah perubahan sosial menjadi tertutup atau hilang. Berkaitan dengan
itu maka sasaran analisis sosial harus ditentukan dan diletakkan di
atas kerangka berpikir masyarakat korban, dengan asumsi bahwa
korban merupakan pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman
lebih tentang persoalan yang sedang dihadapi.

Meskipun menempatkan masyarakat sebagai konsultan, studi-studi
pembangunan partisipatif tetap menyebut korban pembangunan de-
ngan istilah tendensius seperti “penerima bantuan”. Sasaran studi se-
perti ini biasanya 40% strata penduduk termiskin penerima bantuan,
selebihnya, tentu saja, peneliti. Berkaitan dengan pertanyaan “siapa
yang melakukan analisis sosial”, tentu jawabannya bukan berapa per-
sen keterlibatan korban dalam proses analisis.

Analisis sosial bukan studi pembangunan yang menempatkan masya-

rakat sebagai penerima bantuan. Aktivitas ini menempatkan masyara-
kat (korban) sebagai pelaku utama dan pusat rujukan bagi perubahan
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yang akan dicapai dengan tindakan advokasi.43 Analisis sosial se-
baiknya dilakukan oleh korban berdasarkan pada pengalaman dan
pengetahuan yang dimiliki, karena semakin besar peran korban dalam
proses analisis sosial maka akan semakin kecil intervensi agen dalam
proses perubahan yang akan dicapai. Pengertian ini memang mengan-
daikan masyarakat menjadi pelaku analisis dan penentu arah peru-
bahan sosial. Persoalannya, bagaimana jika masyarakat korban belum
dapat menjadi pelaku analisis sosial secara utuh?

Dalam konteks itu, peran agen seperti peneliti yang punya keahlian
melakukan analisis sosial dapat ditempatkan dalam proses advokasi.
Keterlibatan peneliti dalam kasus ini tidak hanya sebagai “tenaga” ahli
yang netral dan (seolah-olah) objektif seperti daliinya mazhab struk-
tural fungsional dalam ilmu pengetahuan yang banyak dipakai ka-
langan akademisi, tapi harus menempatkan keahlian sebagai bagian
dari upaya perubahan yang sedang dilakukan oleh korban. Keber-
pihakan akademisi atau peneliti pada perubahan yang akan dilakukan
korban merupakan semangat kunci untuk terlibat dalam advokasi.
Dengan demikian, dominasi nalar peneliti dapat direduksi untuk di-
gantikan dengan kerangka berpikir korban. Karena analisis sosial bu-
kan hanya alat untuk untuk melihat persoalan korban, tapi bagian dari
aktivitas advokasi yang harus diarahkan untuk melakukan penguatan
korban dalam melakukan perubahan. Praktik ini diharapkan dapat me-
melihara dan menempatkan kerangka berpikir (pengalaman dan pe-
ngetahuan) korban dalam proses analisis sosial yang dilakukan sepan-
jang upaya perubahan berlangsung.

43 Korban sebagai aktor bukan agen, aktor perubahan merupakan pelaku utama dalam proses
perubahan yang sedang berlangsung di masyarakat.
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Sebagai alat untuk menggali informasi dalam rangka perubahan tentu
saja analisis sosial harus punya metode. Pertanyaan pertama yang
harus diajukan adalah, “apa yang disebut sebagai metode dalam
analisis sosial?” sebelum menjawab pertanyaan kedua “metode apa
yang dapat dipakai oleh korban untuk melakukan aktivitas analisis
sosial?” Metode, menurut Enderud, adalah alat untuk menjawab perta-
nyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu
atau masalah praktis. Jika dianggap sebagai seperangkat pendekatan
maka metode mencakup teknik dan alat untuk mengumpulkan data
dan menganalisis masalah-masalah tertentu.44 Metode dalam analisis
sosial tentu berbeda dengan pengertian yang dibangun untuk kepen-
tingan ilmiah. Sesuai dengan tujuan analisis sosial maka metode diberi
pengertian sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
dianggap sebagai persoalan sosial dan dirumuskan oleh masyarakat
untuk melakukan perubahan yang dikehendaki.

Banyak metode yang dianggap cukup akrab telah diperkenalkan
kepada masyarakat untuk menggali informasi sosial, terutama meto-
de-metode yang berlabel partisipasi seperti disebut di depan. Sayang-
nya, metode-metode itu bukan hanya berasal dari kalangan akademis
yang sarat dengan pengertian-pengertian ilmiah, tapi juga hasil abs-
traksi dari kasus yang mungkin berbeda dengan konteks persoalan
yang dihadapi oleh masyarakat korban di negara-negara penerima
donasi (baca: negara dunia ketiga). Pengandaian-pengandaian yang
ditawarkan oleh metode itu juga tidak jarang bias kepentingan dan sa-
ngat ideologis. Misalnya kritik Chamber pada Rural Rapid Appraisal

44 Metode berbeda dengan metodologi. Metodologi mencakup teori, konsep, paradigma dalam
penelitian, sedangkan metode bersifat operasional dan teknis (Mikkelsen 2003:313).
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(RRA) bahwa metode ini dipandang banyak menghasilkan pemba-
ngunan yang “cepat dan kotor”, pendekatan cepat juga dipandang
sebagai pendekatan yang tidak berdasar (Mikkelsen 2003:75). Karena
itu, metode atau cara yang dapat dipakai oleh masyarakat untuk mela-
kukan analisis sosial adalah cara yang didasarkan pada logika berpikir,
kepentingan, dan keyakinan masyarakat setempat terhadap perubah-
an yang akan dicapai.

Tujuan analisis sosial tentu saja berbeda secara signifikan dengan
tujuan studi-studi pembangunan seperti yang disebut di atas. Meski-
pun studi pembangunan mengandaikan partisipasi masyarakat, pada
tingkat tertentu, strategi, arah, dan penilaian perubahan tetap diten-
tukan oleh agen atau kelompok dominan dalam perubahan. Sasaran,
pelaku, metode (cara) analisis sosial secara prinsipil harus ditujukan
untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan bagi korban untuk
menentukan strategi, arah, dan merefleksi perubahan sosial yang
akan dicapai. Tujuan analisis sosial secara pragmatis sangat diten-
tukan oleh tujuan perubahan yang akan dicapai masyarakat korban.
Pendeknya, ruang lingkup analisis sosial sangat bergantung pada
ruang lingkup persoalan korban yang akan dijawab lewat advokasi.

Merujuk pada pengertian di atas, analisis sosial tidak lagi menjadi
klaim kalangan akademisi, ilmuwan, agen, dan kelompok kognitariat
lainnya, karena aktivitas analisis sosial dapat juga dilakukan oleh siapa
saja dengan cara dan metode yang dikenal dalam kehidupan korban.
Pengertian ini yang menjadi dasar kenapa sejak awal analisis sosial
lebih menjadi pilihan dibanding dengan policy studies yang menjadi
praktik advokasi di beberapa lingkungan agen. Seperti disebut di atas,
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advokasi harus ditujukan untuk membela dan meringankan beban
kelompok miskin dan pinggiran akibat salah urus negara. Tujuan itu
harus berorientasi pada perubahan sosial (social transformation).
Selain itu, advokasi harus menjamin terciptanya kemungkinan-
kemungkinan baru bagi masyarakat korban untuk menentukan orien-
tasi, strategi, dan merefleksi perubahan berbasis pada pengetahuan
dan pengalaman yang mereka miliki.

Analisis sosial memang dapat menggunakan metode penelitian yang
telah banyak dikenal di lingkungan akademis maupun aktivis. Tapi ada
sejumlah prinsip penting analisis sosial dalam advokasi yang perlu
diperhatikan. Pertama, pelibatan berbagai pihak dalam analisis sosial
tidak hanya “atas nama” partisipasi, tapi pengakuan terhadap berba-
gai bentuk kebenaran (truth) para pihak (kebenaran ilmiah maupun
kebenaran pengetahuan masyarakat). Kedua, sebagai alat untuk me-
lakukan perubahan sosial, analisis sosial sebaiknya menggunakan
konsep perubahan struktur dan relasi-relasi kekuatan yang dianggap
problematis oleh masyarakat. Ketiga, analisis sosial penting untuk
menelisik sejarah versi korban yang menjadi korban penindasan.
Sejarah lokal juga dapat memberi gambaran tentang wacana,
keyakinan, ideologi yang mengakibatkan persoalan sosial terjadi. Ke-
empat, sebagai alat untuk melakukan perubahan, analisis sosial tidak
melihat persoalan sosial bersifat given. Persoalan sosial harus dilihat
sebagai hasil dari proses tertentu yang dibentuk oleh kekuatan dan
kepentingan tertentu dalam masyarakat. Kelima, metode dan kerang-
ka berpikir yang dipakai dalam analisis sosial harus sensitif terhadap
watak “instrumen kekuasaan”. Instrumen kekuasaan ini dapat ber-
wujud alat-alat ilmiah yang dipakai oleh penguasa untuk membe-
narkan maupun untuk merekayasa kebenaran untuk perjuangan.
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Keenam, analisis sosial dilakukan secara terus-menerus sepanjang
proses perubahan berlangsung.

1. 6 Peran Analisis Sosial dalam Advokasi Irigasi

Analisis sosial dalam konteks advokasi irigasi ini punya tempat yang
cukup istimewa, sebab para pelaku advokasi meyakini bahwa alat ini
punya sejumlah kelebihan dibanding penelitian dengan sejumlah studi
seperti academic research, development studies, advocacy studies,
dan policy studies maupun policy analysis pada umumnya. Pilihan ini
didasarkan atas empat dugaan. Pertama, desain penelitian pada
umumnya biasanya melupakan beberapa informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi dinamika upaya perubahan yang sedang dilaku-
kan. Kedua, desain penelitian biasanya terikat oleh pertanyaan pene-
litian, tema, teori tertentu, paradigma ilmu (sosial), dan target data,
sementara analisis sosial irigasi didasarkan pada perkembangan kon-
flik irigasi dan kemajuan arah perubahan yang sedang dilakukan petani
(korban). Ketiga, desain penelitian umumnya memiliki masalah keter-
batasan waktu, padahal analisis sosial untuk kepentingan advokasi
butuh lebih banyak waktu dan harus berkali-kali dilakukan sepanjang
aktivitas advokasi irigasi berlangsung. Keempat, analisis sosial juga
menjadi alat efektif untuk refleksi dan mengevaluasi perkembangan
advokasi karena aktivitas ini dilakukan untuk mencapai tujuan advo-
kasi.

Penggunaan analisis sosial sebagai alat untuk mengidentifikasi sumber

konflik irigasi (pencurian, stereotip dari pengelola, dan manipulasi pe-
ngurus P3A) ini bukan hanya dapat menandai titik rawan krisis irigasi
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seperti retaknya nilai-nilai solidaritas petani dan rusaknya sistem
pengelolaan irigasi sebagai alat yang berfungsi untuk mengurai dan
menghubungkan antargejala (baca: variabel). Analisis sosial juga
menjadi sumber inspirasi untuk menentukan strategi advokasi yang
mungkin dilakukan oleh petani (baca: korban). Analisis sosial irigasi
bisa dilakukan dengan cara yang sederhana seperti diskusi (baca:
FGD) setelah melakukan penelusuran jaringan untuk melihat tingkat
kerusakan, lokasi yang potensial dipakai untuk melakukan praktik
pencurian air, membuat peta gagal tanam, dan gagal panen.

Analisis sosial juga efektif sebagai alat untuk mendapat informasi
tentang relasi kuasa antara aktor dan agen, dukungan dan hambatan
dalam perubahan yang diusung advokasi. Misalnya (1) peta konflik
irigasi, (2) keterlibatan organisasi petani atau kelompok tani dalam ad-
vokasi, (3) keterlibatan kelompok ahli yang mendampingi pada tahap
apa, (4) berapa besar dana yang dibutuhkan dan dari mana dana di-
peroleh, (5) bagaimana respons pemerintah dan DPRD terhadap pro-
ses ini, (6) ada atau tidak sumber daya korban yang memiliki keahlian
khusus seperti analisis kebijakan, dokumentasi, menulis, lobi, nego-
siasi, dan pengorganisasian, (7) potensi perlawanan pihak yang mera-
sa dirugikan oleh aktivitas advokasi, (8) ada atau tidaknya potensi ke-
terlibatan tentara dan preman untuk menghalangi proses advokasi,
(9) potensi pengkhianatan dalam barisan pelaku dan agen advokasi,
(10) ada atau tidaknya keterlibatan kelompok strategis seperti pers,
mahasiswa, LSM, dan lain-lain, (11) jika ada keterlibatan donor, bagai-
mana pengaruh donor dalam menentukan arah advokasi dan untuk ke-
pentingan apa, (12) lebih penting dari semua itu, analisis sosial mam-
pu mengenali motivasi pihak-pihak selain petani untuk terlibat dalam
proses advokasi (Makinuddin 2004:39).
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Sebagai alat, analisis sosial tentu bukan tanpa kelemahan. Dalam
praktiknya analisis sosial yang digunakan oleh petani (korban) krisis
irigasi di Lampung ini ternyata belum dapat sepenuhnya “mem-
perkirakan” munculnya (1) ketegangan antara Dinas Kimpraswil se-
tempat dan salah seorang badan pengurus Lembaga Pendamping
Masyarakat (selanjutnya disebut LPM) di satu pihak dengan pelaku
advokasi di pihak lain akibat pemberitaan media, (2) tindakan sepihak
seorang anggota pengurus yang didukung elite pendamping memba-
talkan upaya petani mendirikan serikat petani sebagai basis gerakan
untuk perubahan, (3) ketegangan antara pemimpin lembaga pendam-
ping dengan petani akibat kompromi dengan pihak Kimpraswil berkait-
an dengan persoalan pencurian air. Meskipun tiga persoalan itu masih
diperdebatkan sebabnya hingga akhir program advokasi, namun aki-
batnya cukup signifikan dalam memengaruhi kelanjutan advokasi dan
organisasi pendamping.

1.7 Sistematika Bahasan

Buku ini memuat lima bab sesuai dengan kepentingan sistematika
penulisan. Bab pertama menjelaskan (1) konsep umum perubahan so-
sial di Indonesia; (2) advokasi sebagai alat gerakan sosial yang bero-
rientasi pada perubahan sosial; (3) kaitan korban dalam advokasi; (4)
kaitan analisis sosial dan advokasi; (5) peran analisis sosial dalam ad-
vokasi irigasi di Lampung; (6) sistematika pembahasan buku ini. Bab
kedua menjelaskan (1) sejarah irigasi; (2) sejarah LPM petani untuk
advokasi dan bentuk-bentuk kerja sama tiga lembaga (LPM, lembaga
peneliti, dan donor) dalam advokasi irigasi. Bab ketiga banyak meng-
gambarkan peran analisis sosial dalam proses advokasi irigasi. Bab
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keempat menjelaskan tentang analisis dan perubahan kebijakan iri-
gasi. Bab kelima menjelaskan tentang sejumlah tindakan dalam ad-
vokasi dan hambatan yang melingkupinya. Bab keenam memuat tulis-
an tentang refleksi peneliti terhadap proses advokasi irigasi.

* % &
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Bab I1

LPM DAN
KRISIS IRIGASI

Di dalam bab ini akan dipaparkan secara singkat sejarah pem-
bangunan irigasi Sungai Putih di Lampung dan metamorfosis suatu
kelompok tani hingga menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
yang kemudian dikenal dengan nama LPM. Di sini juga akan dijelaskan
latar belakang kerja sama lembaga-lembaga yang terlibat secara
langsung dalam proses advokasi irigasi. Sejarah pembangunan irigasi
dalam kaitannya dengan LPM menggambarkan bagaimana perjuangan
suatu kelompok kecil ketika harus bertahan dari himpitan “ambisi” be-
sar negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Suatu ambisi pemba-
ngunan(isme).

Kelangkaan beras yang diwariskan rezim Soekarno telah memaksa

pemerintahan (Orde) Baru untuk merencanakan perbaikan kesejahte-
raan rakyatnya. Sebagai rezim yang mengklaim antitesis dari rezim
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sebelumnya, Orde Baru memperkenalkan proyek besar yang bernama
Revolusi Hijau.! Revolusi dimaksud, di tangan Orde Baru, bukan hanya
intensifikasi, tapi juga ekstensifikasi pertanian pangan.2 Komitmen
untuk tidak mengubah tatanan sosial masyarakat desa dalam Revolusi
Hijau yang diperkenalkan oleh rezim Soekarno dilanggar secara siste-
matis oleh Orde Baru. Swasembada pangan menjadi mitos baru me-
ngalahkan mitos ideologi politik yang menjadi mainstream rezim Soe-
karno.

Proyek pertumbuhan dalam rangka memenuhi target-target pem-
bangunan yang diwujudkan dalam program intensifikasi dan eksten-
sifikasi mendorong pemerintah untuk mengelola airnya secara lebih
baik. Pemerintah membuat irigasi teknis dalam rangka memenuhi ke-
butuhan air yang semakin meningkat untuk mendukung ekstensifikasi
dalam rangka swasembada pangan. Irigasi “tradisional” dianggap ti-
dak mampu lagi memenuhi kebutuhan air, sehingga dibutuhkan irigasi
teknis yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan air bagi lahan sa-
wah yang dicetak secara besar-besaran. Pembangunan irigasi di Lam-
pung merupakan contoh kasus cita-cita swasembada pangan dicoba
diekspresikan pemerintah.

1 Revolusi Hijau adalah istilah yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1960-an. Istilah ini
berarti suatu program intensifikasi pertanian tanaman pangan. Program ini mengenalkan dan
meluaskan penggunaan teknolagi baru dalam teknik pertanian tanpa mengubah bangunan sosial
perdesaan (lihat Noer Fauzi, him. 164).

2 Ekstensifikasi merupakan program pertanian yang berusaha untuk membuka lahan baru dalam
rangka meningkatkan swasembada pangan (pertumbuhan ekonomi). Oleh rezim Soeharto proyek
ini diterjemahkan lewat program transmigrasi. Transmigrasi bukan lagi proyek untuk me-
ningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi menjadi tumpuan target pembangunan. Proyek trans-
migrasi ini menempati 10% hutan hujan dunia yang ada di Indonesia dan proyek Perkebunan Inti
Rakyat (nucleus estate project) sebagai bagian transmigrasi juga mengancam hutan tropis Indo-
nesia (lihat Menggadaikan Bumi oleh Bruce Rich. him. 45).
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2.1 Irigasi Berselimut Konflik

Proyek irigasi mulai dikerjakan tahun 1959 dengan membangun se-
buah dam (weir) di dekat Kampung Negara Aji, Kecamatan Padang.
Dam yang dibangun tahun 1959 tersebut baru siap pakai tahun 1963.
Sepanjang tahun 1963—1969 pembangunan irigasi terbengkalai sam-
pai Bank Dunia lewat IDA membantunya kembali pada tahun 1969.3

Dalam prosesnya, pembangunan irigasi banyak melibatkan tenaga
buruh pekerja kasar. Mereka bekerja mempersiapkan lahan yang akan
digunakan bangunan dan saluran-saluran irigasi. Transmigran meru-
pakan buruh yang dipekerjakan dalam pembangunan jaringan irigasi
dengan upah rendah. Sejumlah petani lainnya mengaku tidak dibayar
sama sekali. Setiap keluarga transmigran memang diwajibkan mengi-
rimkan satu orang anggota keluarganya untuk bekerja di proyek iri-
gasi. Alasannya, pembangunan irigasi dan keberadaan mereka di la-
han transmigrasi sudah dianggap sebagai “kebaikan” pemerintah.4

Di daerah itu, para transmigrannya berasal dari Jawa dan Bali. Mereka
ditempatkan berdasarkan etnisnya. Tidak mengherankan bila mereka
menamakan kampung yang ditinggalinya di Lampung sama dengan
kampung asal mereka di Jawa atau Bali. Karena itu banyak ditemukan
kawasan “Kampung Jawa” yang menempati sepanjang wilayah tengah
irigasi dengan nama-nama Jawa. Sementara itu di wilayah hilir, terda-
pat kawasan “Kampung Bali” seperti Dharma, Wiratha, dan Mataram.

3 Diambil dari laporan penelitian Sosial-Ekonomi Daerah Pengairan Sungai Putih Lampung oleh
tim peneliti Fakultas Pertanian IPB Bogor.
4 Samandawai 2003, him. 18.

55



LPM DAN KRISIS IRIGASI

Pengelompokan berdasarkan etnis ini belakangan hari diketahui men-
jadi salah satu potensi konflik etnis yang dipicu krisis irigasi.

Irigasi Sungai Putih membelah tiga kecamatan di salah satu kabupaten
di Provinsi Lampung. Jaringan irigasi yang berada di Kecamatan Pa-
dang lebih berfungsi sebagai kawasan penangkap air melalui ben-
dungan Aji. Sementara itu, wilayah penerima manfaat irigasi hingga ke
petak sawah pertanian seluruhnya terletak di Kecamatan Gede dan
Mataram. Secara fisik, panjang pengairan mencapai 65—70 km, se-
mentara lebar jaringan bervariasi dari 7,5—14 km mengikuti jarak
apitan sungai. Secara teknis, pengairan ini memiliki panjang saluran
primer 56.687 km yang terbagi dalam 33 Bendung Wilayah Sungai
(BWS), saluran sekunder 122.941 km yang mengairi areal potensi
20.201 hadan fungsi 14.611 ha.

Penelitian yang dilakukan HARZA, konsultan Prosida (proyek irigasi
daerah) tahun 1969, memperkirakan bahwa air irigasi cukup untuk
mengairi areal sawah seluas 25.000 ha dari areal proyek seluas 30.000
ha (luas irigasi menurut pengairan gravitasi), tapi debit air pada musim
kemarau hanya cukup untuk 4.500 ha padi gadu. Penelitian yang sama
juga dilakukan oleh tim peneliti dari Fakultas Pertanian Institut Per-
tanian Bogor (IPB) tahun 1970 yang menunjukkan bahwa areal yang
direkomendasikan untuk ditanami padi hanya 17.000 ha. Dua pene-
litian yang dilakukan pada tahun 1969 dan 1970 ternyata menyajikan
data berbeda. Dua penelitian ini menunjukkan penurunan kuantitas
pengairan irigasi secara drastis. Menurut petani setempat, irigasi me-
nanggung beban berat untuk mengairi luas areal sawah di Kecamatan
Gede dan Mataram, karena air irigasi tidak cukup untuk mengairi luas
sawah di jaringan.
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Rendahnya ketersediaan air irigasi menyebabkan penyusutan lahan
sawah produktif. Lahan sawah yang tadinya produktif dibiarkan rimbun
dengan ilalang begitu saja oleh petani karena tidak terjangkau aliran
air. Hal itu berakibat pada penyusutan secara drastis luas sawah fung-
si. Sisa sawah fungsi di beberapa desa berkisar antara 4—22% dari
total sawah yang pernah dicetak. Di Desa Terbanggi, sisa sawah fungsi
hanya tinggal 4,8% dari luas sawah 125 hektare. Hal sama terjadi di
Desa Dharma yang luas sisa sawah fungsinya hanya tinggal 22% dari
295 ha luas sawah yang pernah dicetak.

Penyusutan lahan sawah fungsi tersebut tidak menghentikan proyek
pencetakan sawah oleh pemerintah daerah. Menurut pihak peme-
rintah, pencetakan sawah dilakukan untuk memperluas areal sawah
fungsi dan meningkatkan produksi pertanian. Namun kebijakan itu ti-
dak mempertimbangkan daya dukung air irigasi Sungai Putih. Alih-alih
meluas, pencetakan sawah pada tahun 1992-1996 justru menunjuk-
kan penyusutan. Hal itu terjadi akibat air irigasi tidak sampai ke sawah
baru dan sawah fungsi yang telah ada.

Kasus pencetakan sawah tahun 1991 yang bernama Proyek Pengem-
bangan Pencetakan Sawah (P3S) di Desa Darma, Setia, Varia, dan Ter-
banggi menunjukkan tidak relevannya kebijakan pencetakan dengan
peningkatan produktivitas pertanian. Di Desa Darma, misalnya, terda-
pat sawah fungsi seluas 257 ha dan P3S berencana mencetak sawah
baru seluas 149 ha. Proyek yang dilakukan petani dengan dana
Rp150.000 per ha tersebut berhasil mencetak sawah baru dengan luas
sesuai target, namun kenyataannya hanya satu hektar yang mampu
mendapat air dari irigasi Sungai Putih. Kalkulasi teknis tentang keter-
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sediaan air tersebut bukan satu-satunya persoalan, rancang bangun
fisik irigasi juga menjadi hambatan akses air oleh petani.

Wilayah Kecamatan Gede dan Mataram, sebagai contoh lainnya, meski
diapit Sungai Pengubuan di sebelah barat laut dan Sungai Putih di
sebelah tenggara tetap saja kesulitan air. Itu terjadi karena wilayah ini
berada di atas permukaan air sungai yang mengapitnya. Itu pula yang
menyebabkan kedua wilayah sulit mendapatkan air yang cukup bagi
lahan pertaniannya. Akibatnya, proses produksi pertanian lebih meng-
andalkan pada pasokan air irigasi Sungai Putih. Ketergantungan petani
ini berakibat buruk pada saat debit air di Sungai Putih menurun drastis.
Bila itu yang terjadi, sebagian besar dari mereka tidak akan mampu
lagi melangsungkan kegiatan pertaniannya.

Kondisi berbeda dialami wilayah lainnya. Petani yang tinggal di hulu
irigasi masih mampu menanam padi tiga kali setahun karena aksesnya
terhadap air cukup berlimpah. Petani yang tinggal di kawasan tengah
dan hilir, harus cukup puas dengan datangnya musim penghujan
(musim tanam pertama), sementara untuk musim tanam kedua mere-
ka lebih mengandalkan jatah giliran air yang datang setiap lima tahun
sekali atau yang dikenal dengan jatah gadu.

Selain dihadapkan pada masalah penurunan debit air dari tahun ke
tahun, petani juga harus menerima kenyataan bahwa telah terjadi
kesalahan konstruksi bangunan irigasi yang secara signifikan menye-
babkan petani semakin sulit mendapatkan air. Sebagai contoh di Desa
Rejo, sebuah desa yang terletak di bagian hulu irigasi. Jarak saluran
tersiernya sebetulnya relatif pendek, namun karena berada di wilayah
dengan topografi bergelombang, ketinggian saluran tersier itu tidak
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cukup ideal bagi permukaan air di saluran primer. Karena itu, pasokan
air ke desa ini hanya bisa dipenuhi bila pintu sadap saluran primer di
daerah lebih hilir tidak dibuka penuh. Sebagian besar desa di bagian
tengah dan hilir jaringan irigasi dihadapkan pada masalah terjadinya
perembesan air dari saluran irigasi ke sungai akibat saluran irigasi
melintang sejajar dengan aliran sungai yang jaraknya relatif dekat,
sementara ketinggian permukaan air sungai lebih rendah.

Penurunan debit air yang terjadi di Sungai Putih berdampak pada
meningkatnya kerugian petani. Penyebab tingginya penurunan debit
air terjadi karena kesalahan pengelolaan dan kontrol yang dilakukan
oleh institusi pengelola irigasi, baik di tingkat desa maupun peme-
rintah (Samawandai 2003; Makinuddin 2002). Secara normatif,
pengelolaan irigasi meliputi operasi dan pemeliharaan, namun pada
praktiknya operasi dan pemeliharaan belum dilakukan secara maksi-
mal. Beberapa kasus seperti pencurian air yang dilakukan oleh petani
dan petugas pengairan, pengangkatan lumpur tidak tepat sasaran,
dan kerusakan talud (tembok saluran) yang menyebabkan tidak ber-
fungsinya jaringan, merupakan bentuk akumulasi dari salah urus
pengelola terhadap kondisi irigasi.

Kerusakan fisik jaringan, anggaran pengelolaan yang terbatas (ber-
dasarkan pengakuan pengelola), kerusakan hutan resapan dan tang-
kapan air maupun lemahnya kemampuan kontrol pengelola irigasi
terhadap pencurian dan pembobolan jaringan menjadi bibit konflik
sosial antarpetani yang menggantungkan hidupnya dari produksi per-
tanian di sepanjang jaringan irigasi Sungai Putih. Karena itu, kebijakan
penyerahan pengelolaan irigasi dari pemerintah kepada petani seperti
tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebi-
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jaksanaan Pengelolaan Irigasi (PKPI) tidak menjadi kabar gembira ba-
gi petani. Kebijakan ini justru dipandang sebagai pengalihan beban
dari pemerintah kepada petani sebagai semacam upaya “cuci tangan”
pemerintah dari tanggung jawab besarnya atas kerusakan dan krisis
air yang tengah dipikul petani.

Di mata petani, penyerahan pengelolaan irigasi dari pemerintah kepa-
da petani bukan hanya mengalihkan tanggung jawab persoalan irigasi
yang bersifat teknis operasional, juga berkaitan dengan memelihara
jaringan yang telah rusak dan konflik sosial petani yang berdimensi
etnis. Karenanya, sebagai pihak yang akan menerima penyerahan
pengelolaan irigasi, petani bukan hanya akan dihadapkan pada perso-
alan teknis pengelolaan dan persoalan sosial-ekonomi komunitinya,
melainkan juga pada persoalan lembaga P3A yang tidak dalam kondisi
siap untuk menerima penyerahan. Namun, dari kompleksitasnya per-
soalan, yang paling membutuhkan perhatian adalah konflik sosial iri-
gasi.

Setidaknya ada tiga jenis konflik sosial dalam konteks irigasi Sungai
Putih. Pertama, konflik antara penduduk lokal dengan pemerintah se-
bagai pelaksana pembangunan irigasi dan transmigrasi. Kedua, konflik
antara penduduk lokal dengan transmigran. Ketiga, konflik antartrans-
migran sebagai pengguna air irigasi. Ketiga konflik tersebut berkem-
bang sebangun dengan perkembangan persoalan-persoalan irigasi
dan sentimen etnis komuniti yang mendiami lokasi irigasi.

Konflik antara penduduk lokal dengan pemerintah di Sungai Putih

berawal dari upaya negara untuk menjadikan daerah tersebut lokasi
transmigrasi dengan transmigran yang didatangkan dari Jawa dan Bali
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tahun 1905-an. Konflik ini berkaitan dengan konversi tanah adat ma-
syarakat lokal. Tanah yang semula berbentuk hutan, semak belukar,
bawang (rawa terbatas), lebak-lebung (rawa lebar), dan ladang dikon-
versi menjadi permukiman dan areal persawahan untuk transmigran.
Kebijakan untuk mengonversi tanah adat mempersempit ruang gerak
masyarakat lokal untuk memperoleh mata pencaharian hidup. Karena,
kecuali mencari ikan di sungai (perikanan), mata pencaharian pendu-
duk lokal Lampung adalah berburu, meramu, dan membuat ladang
berpindah.5

Akibat konversi tanah besar-besaran di wilayah DAS Putih untuk ke-
pentingan pencetakan sawah transmigran dan pembuatan irigasi, pen-
duduk lokal mulai naik ke daerah atas (bendungan) Negeri Aji. Konflik
antara pemerintah sebagai pelaksana program transmigrasi dengan
penduduk lokal bergeser menjadi konflik antara orang Lampung de-
ngan kaum transmigran. Masyarakat lokal menganggap transmigran
telah secara semena-mena menyerobot tanah adat milik mereka.
Sedangkan kaum transmigran menganggap masyarakat lokal sebagai
orang yang malas dan hanya bisa mengambil hasil pertanian kaum
transmigran. 6

Sentimen etnis yang berawal dari kebijakan transmigrasi masih terasa
hingga advokasi irigasi dilakukan. Transmigran sering secara sinis

5 Dampak paling besar bagi penduduk Lampung berkaitan dengan program transmigrasi
pemerintah adalah mata pencaharian meramu dan ladang berpindah. Makanan hutan yang diramu
masyarakat lokal antara lain gudang (medawik), jenis talas (hutan), ubi jalar, rebung (bambu)
rotan muda (embuk), dan lain-lain. Lihat Adat Istiadat Daerah Lampung, hlm. 59—67.

6 Sebutan bahwa penduduk lokal sebagai pemalas sama sekali tidak benar. Pada musim kemarau,
penduduk lokal masih meramu di hutan-hutan kecil yang masih tersisa. Bahkan banyak cerita
yang menyebutkan mereka rela melepas tanahnya dengan cara unik untuk ditukar dengan jagung
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menjuluki penduduk asli dengan sebutan “orang BE"” (kode huruf ken-
daraan untuk daerah Lampung). Dalam hubungan sosial, kaum trans-
migran yang datang dari Jawa-Bali lebih merasa nyaman berkomu-
nikasi dengan kalangan mereka sendiri daripada dengan penduduk
lokal. Namun hubungan manis dan solidaritas yang terbangun berda-
sarkan ikatan sesama pendatang (transmigran) tersebut hancur sei-
ring dengan krisis air yang melanda irigasi Sungai Putih.”

Konflik antarkaum transmigran pengguna irigasi terjadi akibat pere-
butan air irigasi. Konflik ini, selain melibatkan dua etnis pendatang,
juga terjadi dalam satu etnis yang menempati wilayah distribusi ber-
beda (hulu dan tengah irigasi). Konflik air satu etnis yang disebut ter-
akhir itu sering muncul di permukaan, sebut saja kasus gadu nekad.
Kasus gadu nekad terjadi antara wilayah distribusi hulu dan tengah
irigasi yang notabene sesama transmigran dari Jawa.

Dalam skala lebih kecil, konflik yang sering diwarnai dengan kekerasan
fisik bisa terjadi antarpetani dalam satu hamparan dan petani antar-
desa. Pada tahun 1980-an seorang petani pernah dibunuh (dengan ca-
ra mutilasi) oleh tetangganya di Desa Subik karena berebut air di petak
tersier. Kekerasan massal hampir terjadi antara Desa Dharma dan Ter-

atau palawija yang ditanam kaum transmigran. Menurut seorang transmigran, dirinya pernah
ditawari penduduk lokal untuk mengambil tanahnya seluas yang dia mau asal memberi jagung
dua karung. Kasus seperti itu sering terjadi pada awal program tranmigrasi 1905-an. Setidaknya
ada lima watak orang Lampung: (1) Pi-il pesenggiri (rasa harga diri); (2) Juluk adek (bernama
gelas); (3) Memui nyimah (terbuka tangan); (4) Nenga nyapur (hidup rukun bermasyarakat); (5)
sakai sambayan (saling tolong menolong).

7 Selain persoalan krisis air irigasi, konflik antarkaum transmigran juga berkaitan dengan sentimen
agama yang dipicu oleh penyiaran agama tertentu terhadap kaum pendatang dari Jawa. Konflik
yang ditimbulkan akibat penyiaran agama hanya terjadi di daerah hulu irigasi Sungai Putih,
khususnya daerah Bangun.
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banggi akibat kecurangan yang dilakukan oleh salah satu desa. Penya-
botan, pengambilan di luar jatah, dan pembelokan air terjadi akibat iri-
gasi Sungai Putih tidak lagi mampu menyediakan air yang cukup bagi
petani pengguna.

Konflik sosial yang bernuansa etnis menjadi pilihan sulit bagi upaya
perubahan, meskipun bukan satu-satunya persoalan yang menye-
limuti krisis air irigasi. Karena, di luar persoalan konflik, terdapat ham-
batan-hambatan relasional antaraktor yang belakangan hari berdam-
pak pada pilihan-pilihan strategi. Hambatan relasional bukan hanya
berakibat pada implementasi agenda advokasi, namun juga berdam-
pak pada daya dukung advokasi. Bahkan, karena faktor itu, strategi
advokasi harus mengalami modifikasi.

2.2 PolaRelasi Sosial Irigasi

Hubungan sosial antarpetani pengguna air irigasi maupun antarpetani
transmigran dan penduduk lokal banyak diwarnai dengan konflik.
Meskipun begitu, pola relasi tersebut cenderung simetris, bukan pola
patron-client di mana sebagian pihak harus menunjukkan kepatuhan
pada pihak lainnya. Pola relasi yang menunjukkan patron-client terjadi
pada hubungan antara petani dengan dinas-dinas pemerintah terkait
(selanjutnya hanya akan disebut pemerintah). Hubungan antarpetani,
petani dan penduduk lokal, penduduk lokal dan pemerintah maupun
pemerintah dan petani transmigran relatif berpengaruh terhadap pilih-
an strategi.
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Hubungan petani transmigran dan pemerintah relatif tidak diwarnai
konflik, seperti halnya hubungan masyarakat lokal dengan pemerintah
akibat program transmigrasi. Petani transmigran sejak awal telah di-
persiapkan menjadi pihak yang akan mengambil manfaat dari pence-
takan sawah dan pembangunan irigasi. Keterlibatan kaum pendatang
dalam proyek pemerintah mulai dari pembangunan saluran, pembuat-
an bendungan, pencetakan sawah, pembagian sawah, dan berbagai
bantuan teknis pertanian dari pemerintah dianggap petani sebagai da-
sar untuk tidak mengambil posisi vis a vis dengan pemerintah.

Sebagian petani menilai relasi dengan pemerintah sebagai hubungan
yang saling menguntungkan. Pemerintah, nilai petani lainnya, adalah
pihak yang paling berjasa terhadap mereka. Akibatnya, petani tidak
dapat membangun relasi kritis dengan pemerintah. Sebut saja kasus
koordinasi antardinas pemerintah yang secara formal bertanggung
jawab terhadap proses produksi pertanian.

Kurang sinkronnya keputusan Dinas Pertanian dan Dinas PU (kimpras-
wil) berkaitan dengan musim tanam dan ketersediaan air, umpama-
nya, sering membingungkan petani. Di satu pihak petani harus menja-
lankan anjuran Dinas Pertanian untuk memulai musim tanam (gadu),
di pihak lain Dinas Kimpraswil tidak atau belum mengeluarkan pembe-
ritahuan ketersediaan air untuk memulai produksi. Keganjilan koordi-
nasi seperti itu sering terjadi dan petani menempatkan persoalan ter-
sebut tidak lebih dari sekadar tandur sala mongso (tanam salah wak-
tu).

Relasi yang tidak kritis petani terhadap pemerintah menandai kepa-
tuhan satu pihak terhadap pihak yang lain. Dalam konteks itu, relasi
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kuasa bekerja berdasarkan citra bahwa pemerintah adalah pihak yang
paling berjasa terhadap produksi pertanian, mata pencaharian satu-
satunya petani. Relasi kuasa yang tidak simetris tersebut yang kemu-
dian memproduksi tradisi patron-client antara pemerintah dengan pe-
tani.

Kebijakan pencetakan sawah berjalan terus, bahkan di saat-saat keti-
ka air tidak mencukupi untuk melakukan proses produksinya untuk sa-
wah fungsi yang telah ada. Setiap musim gadu, petani harus rela bere-
but air dan beradu otot akibat ketidakseimbangan antara sawah gadu
dengan ketersediaan air. Dalam kasus terakhir, petani lebih suka me-
nyebut sesama petani sebagai pencuri (nyolong banyu) daripada men-
cari sumber persoalan yang mengakibatkan kelangkaan air.

Sebelum berkembang istilah gadu nekad, petani menyebut sabotase
air di saluran primer yang dilakukan petani dan didalangi petugas
pengairan sebagai pencurian air. Istilah pencuri air itu lebih ditujukan
pada petani sedangkan kepada petugas pengairan yang mendalangi
pencurian, sebutannya jauh lebih “terhormat”, yaitu penjual air (dho-
dol banyu). Kenyataan adanya relasi sosial yang tidak kritis itu mem-
buat advokasi sebagai pilihan untuk melakukan perubahan penge-
lolaan irigasi menjadi makin kompleks.

Apalagi hubungan yang tidak kritis bukan hanya terjadi di antara pe-
tani dengan pemerintah, namun juga di antara pemerintah dengan
lembaga pendamping petani (LPM), meski dengan alasan berbeda.
Relasi yang "mapan” antara pemerintah dan LPM terjadi karena sela-
ma ini kerja-kerja LPM dinilai sinergis dengan program-program per-
tanian pemerintah, terutama kerja-kerja teknis pendampingan perta-
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nian. Namun sinergisitas antara LPM dan pemerintah sesungguhnya
adalah relasi asimetris yang menciptakan tradisi patron-client.

Kasus yang paling mencolok berkaitan dengan relasi asimetris terse-
but adalah perintah Dinas Kimpraswil kepada LPM untuk mencabut dan
membuat klarifikasi soal pemberitaan media massa lokal tentang gadu
nekad.8 Kasus ini justru menunjukkan perubahan posisi relasional LPM
terhadap pemerintah. Meski harus diakui, perubahan posisi membu-
tuhkan prakondisi yang tidak sebentar. Advokasi mendorong semua
pihak untuk mengambil posisi setara dengan pihak lain, tidak terke-
cuali LPM yang awalnya hanya lembaga yang melakukan pendam-
pingan teknis pertanian.

Dalam konteks permasalahan yang akut, relasi sosial irigasi yang
cenderung asimetris yang kemudian mendorong sebagian kelompok
peduli dan sekutu petani untuk menginisiasi suatu aktivitas yang ber-
nama advokasi, terutama LPM. LPM merupakan lembaga yang sejak
awal concern melakukan pendampingan terhadap petani di DAS Su-
ngai Putih.

8 Dalam beberapa kesempatan relasi asimetris antara LPM dan dinas-dinas pemerintah demikian
tampak, bahkan terlihat pada kasus-kasus kecil seperti undangan. Mungkin karena merasa
sebagai patron, dinas pemerintah kabupaten pernah mengundang LPM hanya dengan secarik
kertas bertulisan tangan, tanpa kop (kepala) surat, dan tanpa stempel dinas. Beberapa orang dinas
sering minta perhatian lebih dalam acara-acara LPM. Meskipun tak dipersilakan (dan mandat)
sebagai pembicara mereka biasa mengambil posisi sebagai narasumber dan duduk bersama
narasumber yang lain. Akibatnya, agenda acara sering kacau.
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2.3 LPM: Sebuah Tranformasi Kelembagaan

Lembaga Pendamping Masyarakat (sering disingkat dengan LPM)
merupakan organisasi nonprofit (nirlaba). Organisasi sejenis ini sering
disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Government
Organization (NGO). LPM didirikan oleh sekelompok petani dan aktivis
petani yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan regene-
rasi petani dan pertanian di Lampung Tengah. Organisasi yang didiri-
kan oleh sejumlah petani nekad ini bukan pekerjaan yang tidak
mendapat tantangan. Sebagai metamorfosis dari kelompok tani men-
jadi organisasi yang disebut LSM mereka segera dihadapkan pada per-
soalan yang berkaitan dengan manajemen, jaringan kerja, dan konso-
lidasi keuangan yang tidak sama dengan kelompok tani seperti yang
sebelumnya mereka kelola. Meskipun upaya membangun organisasi
tersebut tidak harus dimulai dari nol, mereka terpaksa bekerja keras
untuk membangun jaringan akar rumput di Lampung Tengah.

Sebagai LSM yang beranggotakan petani, visi yang dipikul bukan be-
ban yang ringan untuk dapat diwujudkan. Visi besar untuk mencipta-
kan kedaulatan petani diterjemahkan dalam misi yang tidak kalah be-
ratnya. Sebagai organisasi petani yang tumbuh dari akar rumput ma-
syarakat dan keterbatasan sumber daya (manusia dan keuangan),
LPM melakukan “perjudian” dengan mengusung sejumlah misi. Perta-
ma, mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis.
Kedua, mendorong terwujudnya good governance (tatapemerintahan
yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih). Ketiga,
mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Keempat, mendorong terwujudnya pertanian berke-
lanjutan (sustainable agriculture) di Kabupaten Lampung Tengah.
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Fokus pada pertanian berkelanjutan sebenarnya menempatkan LPM
dalam habitat aslinya (tanpa bermaksud mengecilkan potensi lain
yang dimilikinya). Sebagai organisasi yang dibidani oleh petani dan ak-
tivis pertanian, LPM relatif kaya dengan pengalaman pendampingan
petani terutama untuk program Sekolah Lapang Pertanian (SLP). Hal
ini terbukti dengan bangunan jaringan kerja alumni SLPHT (Sekolah
Lapang Pengendalian Hama Terpadu) di Lampung. Jaringan alumni
SLPHT ini secara tidak sengaja juga telah membentuk “cangkang per-
lawanan” terhadap komersialisasi produk pertanian. Beberapa petani
alumni SLPHT mengatakan bahwa mereka tidak menanam padi orga-
nik lebih dari yang mereka butuhkan untuk hidup (dalam satu tahun).
Prinsip mereka, petani hanya melayani kebutuhan petani (orang de-
sa), bukan kebutuhan pasar (orang kota).

Cerita kesuksesan suatu lembaga selalu diikuti dengan sejumlah kisah
sedih dan kegagalan, tanpa terkecuali LPM. Lembaga ini dihadapkan
pada kegamangan dalam menghadapi masa depan. Hal ini bukan se-
mata-mata terkait dengan persoalan keuangan, melainkan juga de-
ngan persoalan keorganisasian lainnya. Sebagai LSM yang memiliki
program besar, LPM membutuhkan kapasitas sumber daya staf dengan
kuantitas yang jauh lebih banyak dari yang telah dimilikinya.

Lembaga ini punya sepuluh staf dan seorang direktur eksekutif yang
sedang menyelesaikan strata satu (S1) pada saat itu. Dari sebelas
orang, hanya satu yang menyandang gelar diploma (D3), sebagian
besar hanya lulus Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama
(SMP), dan hanya sebagian kecil yang lulus setingkat Sekolah Mene-
ngah Atas (SMA). Sebagai lembaga yang melakukan kerja pendam-
pingan petani untuk pengendalian hama, latar belakang pendidikan
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memang bukan pertimbangan penting. Tapi sebagai LSM yang punya
sistem pengelolaan lembaga yang relatif berbeda dengan kelompok
tani, lembaga ini dihadapkan pada pekerjaan “halus” yang berkaitan
dengan kerja kantoran.

Persoalan sumber daya staf dan finansial yang sedang dihadapi oleh
lembaga ini berakibat pada manajemen dan mekanisme lembaga. Ini
yang menyebabkan munculnya ketergantungan eksekutif pada badan
pengurus lembaga. Persoalan internal lembaga diperkirakan akan
menjadi tantangan paling berat pada masa datang. Program pertanian
berkelanjutan yang menjadi identitas LPM mulai sedikit kedodoran
karena ancaman keberlangsungan lembaga tidak kunjung selesai.
Persoalan lembaga menjadi semakin besar ketika petani dampingan-
nya terancam kelanjutan hidupnya akibat krisis air.

Tanggung jawab LPM sebagai LSM-nya petani menjadi-jadi ketika
krisis air berubah menjadi titik-titik konflik antarpetani yang cende-
rung bersifat etnis. Retaknya solidaritas dan soliditas petani jaringan
irigasi Sungai Putih memaksa LPM menganyam kembali kekompakan
petani yang pernah didampinginya. Situasi ini kemudian mendorong
lembaga ini berinisiatif untuk melakukan kerja sama penelitian dan
advokasi dengan salah satu lembaga donor (selanjutnya hanya akan
disebut donor) dan lembaga penelitian (selanjutnya hanya disebut
peneliti).

Cerita tentang lembaga pendamping petani di Kabupaten Lampung
Tengah berawal dari metamorfosis Tim PHT (Pengendalian Hama Ter-
padu) Lampung yang melakukan aktivitas awalnya tahun 1997. De-
ngan alasan semakin kompleksnya persoalan sosial, budaya, dan poli-
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tik yang tengah dihadapi petani, serta keharusan Tim PHT melakukan
kerja-kerja konkret yang dapat langsung dirasakan masyarakat, Tim
PHT Lampung selanjutnya berubah menjadi LPM.

Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Lampung di-
bentuk tahun 1993 oleh LSM yang bernama Yayasan Gembala Desa.
LSM ini bermarkas di Desa Bangun, Kecamatan Padang, Lampung. Pa-
da awal berdirinya, Gembala Desa melakukan pendampingan di tiga
wilayah kecamatan, masing-masing Kecamatan Mataram, Kecamatan
Gede, dan Kecamatan Padang. Gembala Desa merupakan salah satu
mitra lembaga donor di Jakarta, sebuah lembaga yang (saat itu) men-
dukung mitranya dengan memberi pendanaan dan memfasilitasi ke-
giatan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture). Bagi donor
dan LPM, kegiatan SLPHT merupakan pintu masuk untuk melaksana-
kan program pertanian berkelanjutan.

Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Gembala Desa
untuk tenaga pemandu lapangan yang ahli di bidang pertanian mendo-
rong lembaga ini “menyekolahkan” beberapa petani yang berasal dari
kecamatan dampingan untuk belajar budidaya pertanian organik (pa-
di, cabai, dan kacang kedelai) ke salah satu lembaga mitra donor di
Sumatra Utara. Beberapa petani yang pernah dimagangkan lembaga
mitra donor inilah yang di kemudian hari menjadi pelopor berdirinya
LPM, setelah terjadi peristiwa “revolusi tidak berdarah”.

Pada tahun 1996, ketika diadakan acara temu tahunan lembaga mitra
donor di Ungaran, Jawa Tengah, Direktur Gembala Desa meninggalkan
pertemuan sesaat sebelum memberikan pertanggungjawaban ke-
uangan. Peristiwa ini berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana
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yang dilakukan oleh direktur dan istrinya yang saat itu menjadi
bendahara yayasan. Peristiwa berujung pada pembatalan kerja sama
antara Gembala Desa dengan donor. Kejadian itu kemudian mendo-
rong beberapa petani pendamping lapangan untuk mengajukan
proposal baru kepada lembaga donor untuk dapat mengelola kegiatan
pendampingan lepas dari Gembala Desa. Mereka mengajukannya
dengan menggunakan bendera organisasi baru yang digagas peman-
du lapangan SLPHT. Organisasi ini diberi nama Tim PHT (Pengendalian
Hama Terpadu) Lampung dengan seorang koordinator yang sekarang
masih menjabat sebagai direktur LPM. Di luar dugaan, donor meneri-
ma proposal kegiatan pendampingan SLPHT yang diusulkan, meskipun
sempat timbul kekhawatiran proposal akan ditolak oleh donor karena
saat itu mereka belum memiliki organisasi resmi.

Pada tahun 1999, pada acara Temu Tahunan di Lembang, Jawa Barat
terungkap, kegiatan pendampingan kelompok petani untuk SLPHT
yang dilakukan oleh Tim PHT Lampung tidak dapat dilaksanakan kare-
na kekurangan air akibat kemarau panjang.® Pertemuan selanjutnya
mencoba merumuskan beberapa strategi penyelesaian masalah. Me-
nurut seorang staf lembaga donor, pertemuan menghasilkan bebe-
rapa keputusan. Pertama, usaha ad hoc akan dilakukan bersama de-
ngan pihak pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan air. Ke-
dua, membentuk suatu lembaga yang berbadan hukum sehingga
mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan memudahkan memobi-
lisasi dana. Ketiga, merekomendasikan kegiatan advokasi sebagai
upaya untuk mengatasi krisis air yang terjadi di Lampung.

9 Temu Tahunan adalah acara yang diselenggarakan donor dan lembaga mitranya untuk merefleksi
dan mengevaluasi capaian program yang dilakukan oleh masing-masing lembaga mitra pada
periode sebelumnya.
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Direktur lembaga donor mengusulkan agar membentuk organisasi
yang berbadan hukum. Ide ini baru dapat terlaksana pada tahun 2001
karena beberapa pertimbangan yang bersifat praktis. Pertama, untuk
mempermudah Tim PHT Lampung mencari lembaga donasi di luar do-
nor “tradisional”. Dalam pandangan mereka, donor hanya mau mem-
biayai lembaga yang berbentuk LSM dan berbadan hukum. Bila organi-
sasinya tetap berbentuk organisasi petani “nilai jualnya” dikhawatir-
kan tidak akan sebaik bila organisasi tersebut berbentuk LSM. Kedua,
adanya kecenderungan perlakuan dinas-dinas dan instasi pemerintah
yang lebih menghargai lembaga berbentuk LSM daripada organisasi
tani. Lebih-lebih Tim PHT Lampung telah berencana untuk memikul
beban berat sebagai pelaksana kegiatan advokasi di sepanjang Sungai
Putih.

Staf Tim PHT Lampung menyetujui gagasan direktur lembaga donor
untuk mengubah bentuk organisasi petani yang tidak berbadan hukum
menjadi LSM dan memercayakan seluruh proses perubahan dan
legalisasi lembaga kepada donor. Beberapa staf LPM yang secara tidak
langsung terlibat saat perubahan mengaku, mereka pada dasarnya
tidak begitu mengerti perbedaan dan konsekuensi perubahan bentuk
organisasi dari kelompok tani menjadi LSM. Mereka menganggap apa
yang dilakukan oleh donor adalah yang terbaik bagi mereka. Berdasar-
kan Akta Notaris No. 5 tanggal 13 September 2001, Tim PHT Lampung
resmi menjadi LSM dengan nama Lembaga Pendamping Masyarakat
Akar Rumput yang disingkat dengan LPM.

Menurut salah seorang anggota badan pengurus LPM yang juga staf

lembaga donor, LPM adalah LSM jaringan dengan sistem keanggotaan
yang terbuka. Ide awalnya ingin menjadikan kelompok dampingan
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LPM sebagai anggota jaringan. Kenyataannya, ide itu tidak berjalan.
Sebagai organisasi jaringan, sejauh ini LPM sama sekali tidak memiliki
anggota. Hubungan antara LPM dengan kelompok tani tetap sebagai
pendamping dengan dampingannya. Sejauh ini belum diketahui alas-
an tertundanya rencana konsolidasi LPM dengan kelompok tani dam-
pingannya (yang akan menjadi anggota jaringan). Menurut rencana,
pertengahan tahun 2004 akan segera dilaksanakan rapat anggota
yang membahas keanggotaan kelompok tani dalam LPM, tapi, hingga
tulisan diterbitkan, rencana itu belum terlaksana.

Perubahan bentuk lembaga dari Tim PHT Lampung menjadi LPM me-
maksa lembaga ini mereorganisasi struktur lembaga secara drastis.
Perubahan yang dianggap penting dalam struktur lembaga adalah
dengan dimunculkannya badan pengurus dalam struktur lembaga
yang banyak ditempati oleh staf lembaga donor. Dari lima anggota
Badan Pengurus LPM, tiga di antaranya merupakan staf lembaga donor
yang memberi donasi LPM. Seorang staf lembaga donor mengaku,
dirinya sebenarnya keberatan dilibatkan dalam stuktur organisasi LPM.
Keterlibatannya sebagai anggota badan pengurus lembaga pendam-
ping tak lebih dari tanggung jawab pribadinya karena merasa terlibat
sejak awal dalam proses perubahan bentuk Tim PHT Lampung menjadi
LPM.

Di mata beberapa mitra donor yang lain, masuknya orang-orang dari
lembaga donor sebagai anggota badan pengurus menempatkan LPM
sebagai “anak emas” lembaga donor. Jika anggapan itu benar, tentu
akan sangat menguntungkan LPM. Sayangnya, keanggotaan staf do-
nor dalam struktur badan pengurus lembaga malah lebih banyak men-
ciptakan blunder bagi aktivitas perubahan yang sedang diusung LPM.
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Seorang staf LPM mengaku, dirinya beberapa kali salah memaknai tin-
dakan staf lembaga donor yang menjadi anggota badan pengurus lem-
baganya, karena sulit membedakan apakah itu keputusan yang ber-
dasarkan kewenangannya sebagai staf lembaga donor atau sebagai
anggota badan pengurus. Blunder semakin terlihat saat mengambil
keputusan untuk hal-hal sensitif seperti kasus pembatalan pemben-
tukan serikat petani (selengkapnya dalam Bab 5, subjudul “Serikat Pe-
tani: Sebuah Konflik Kepentingan”).

2.4 LPM dan Proses Belajar Petani

Praktik sekolah lapangan yang dilakukan oleh Tim PHT (dan LPM)
menggunakan metode belajar orang dewasa. Dengan metode itu, pro-
ses belajar dibangun bersama antara petani (peserta) dengan fasi-
litator (pengajar) yang juga petani. SLPHT tidak mensyaratkan apapun
bagi pesertanya. Satu-satunya syarat, petani harus mengikuti proses
belajar yang dilakukan, itupun jika petaninya punya waktu. Memba-
ngun proses belajar bersama dalam SLPHT itu biasanya diawali dengan
mengidentifikasi masalah apa yang perlu mendapatkan perhatian khu-
sus bersama kemudian menentukan kurikulum belajar berdasarkan
persoalan pertanian yang sedang dihadapi. Hal itu yang membuat ma-
teri pengajaran pada setiap kelompok berbeda, bergantung pada ma-
salah yang sedang berkembang di daerah mereka. Bandingkan de-
ngan pendidikan di lembaga pendidikan formal yang biasanya memiliki
kurikulum yang baku.

Di SLPHT, petani diajarkan cara mengendalikan hama dengan meng-
gunakan dan memanfaatkan musuh alami hama atau teknologi seder-
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hana yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Proses belajar
bersama ini diyakini dapat menjadi media tukar ilmu dan pengalaman
antara petani yang satu dengan yang lainnya melalui fasilitator atau
forum-forum kecil yang ditujukan untuk bertukar informasi. Metode ini
menjadi semacam “merek dagang” LPM sebagai lembaga pendam-
ping. Pendampingan lembaga ini banyak dipuji oleh donor maupun mi-
tra donor dan jaringannya. Sebagian alumni SLPHT LPM tersebar ham-
pir di semua pelosok desa di beberapa kecamatan Lampung Tengah
yang memiliki sistem pertanian sawah.

Petani pendamping LPM melakukan pendampingan bukan sekadar
untuk memperoleh imbalan dari lembaga, karena imbalan yang dida-
pat dari kerja pendampingan tidak sebesar tenaga dan risiko yang
harus ditanggung. Di mata petani pendamping, kerja pendampingan
lebih merupakan tanggung jawab sosial mereka pada petani dan per-
tanian daripada sekadar mencari imbalan dari lembaga yang tidak se-
berapa besarnya. Hal ini yang mendasari bangunan komitmen mereka
pada upaya menciptakan kemandirian petani di Lampung Tengah.

Beberapa pemandu lapangan seringkali melakukan kegiatan pendam-
pingan di luar jadwal dan tentu saja tanpa imbalan dari lembaga. Be-
berapa petani pendamping mengatakan bahwa mereka sering me-
manfaatkan berbagai acara seperti arisan, yasinan, dan pengajian
yang dilangsungkan malam hari untuk melakukan kegiatan SLPHT. Ba-
nyak dari petani pendamping LPM yang berkomitmen untuk terus me-
lakukan pendampingan di lokasi tempat tinggal mereka meskipun
lembaga tersebut tidak lagi dapat donasi.
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Dengan staf petani pendamping yang sangat terbatas, LPM merupa-
kan lembaga pendamping petani yang relatif produktif. Hingga awal
tahun 2003 lembaga ini tercatat telah melakukan pendampingan di
empat wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar, Kecamatan Ma-
taram, Kecamatan Gede, dan Kecamatan Agung. Selama sepuluh ta-
hun (1993—2003) berkiprah, LPM tercatat telah mendampingi 145 ke-
lompok tani dari total 514 kelompok tani yang tersebar di empat keca-
matan tersebut. Itu berarti, LPM telah mendampingi sekitar 28% dari
jumlah total kelompok tani yang ada di lampung Tengah. Persentase
yang sebenarnya tentu jauh lebih besar lagi mengingat para petani
alumni SLPHT itu juga melakukan pendampingan secara pribadi.

Ada beberapa hal yang menyebabkan kelompok dampingan LPM tidak
menjangkau jumlah kelompok tani tersebar di kecamatan lainnya.
Pertama, terbatasnya jumlah staf yang melakukan pemanduan la-
pangan. Pada tahun 2002-2003, staf LPM yang melakukan pendam-
pingan lapangan tidak lebih dari tujuh orang. Kedua, LPM memang
tidak terlalu mementingkan kuantitas jumlah kelompok dampingan.
Titik berat mereka lebih pada kualitas pemanduan. Ketiga, luasnya wi-
layah dampingan. Banyak wilayah (desa) dampingan LPM yang letak-
nya puluhan kilometer dari lokasi rumah pendamping lapangan. Be-
berapa orang pendamping lapangan harus mendampingi suatu kelom-
pok tani di desa yang jaraknya 40 km dari rumahnya. Itu artinya, me-
reka harus menempuh perjalanan 80 km pulang pergi. Keempat, ter-
batasnya sarana transportasi yang dimiliki pendamping lapangan. Se-
bagian besar pemandu lapangan LPM menggunakan sepeda motor
sebagai alat transportasinya. Hingga awal tahun 2000, salah seorang
pemandu lapangan yang umurnya lebih dari 60 tahun masih menggu-
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nakan sepeda pancal untuk melakukan pendampingan ke desa yang
jaraknya 40 km dari rumahnya.

Berdasarkan pengakuan beberapa petani alumni SLPHT, banyak dari
mereka yang melakukan pendampingan di desa masing-masing atas
kesadaran pribadi dan secara sukarela. Ini menyebabkan wilayah dan
jumlah kelompok yang didampingi LPM tidak diketahui secara pasti.
Jika pengakuan itu benar maka kelompok tani yang didampingi oleh
LPM jauh lebih banyak dari yang disebut dalam profil program LPM
tahun 2002-2003 di atas.

Sejumlah petani alumni yang berhasil dihimpun keterangannya untuk
kepentingan penulisan buku ini menyatakan, mereka merasa telah
mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti SLPHT.
Mereka menganggap kegiatan SLPHT yang dilakukan LPM mampu me-
ningkatkan kesejahteraan petani, karena secara signifikan mengura-
ngi biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen secara cukup
signifikan. Metode tersebut juga dirasakan dapat memutus atau seti-
daknya mengurangi ketergantungan petani pada berbagai asupan ki-
miawi seperti pestisida dan pupuk kimia.

2.5 AdvokasiIrigasi Sebuah Pilihan

Cerita indah tentang keberhasilan LPM mulai terganggu pada perte-
ngahan tahun 1997. Pada tahun itu terjadi penurunan debit air secara
drastis di aliran Sungai Putih, di Lampung. Penurunan menyebabkan
terganggunya kegiatan SLPHT yang dilangsungkan oleh Tim PHT Lam-
pung, terutama untuk SLPHT tanaman padi. Mereka menduga, penu-
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runan debit terjadi bukan hanya karena permasalahan teknis seperti
rusaknya sarana fisik bendungan atau pintu-pintu air, namun juga di-
sebabkan berbagai masalah sosial budaya di antara para pengelola
irigasi dan petani pengguna air.

Masalah kekurangan air untuk irigasi adalah masalah yang terjadi di
banyak tempat, termasuk di beberapa tempat di mana lembaga mitra
donor berada. Pada tahun 1999, krisis air juga terjadi di Sumata Utara,
tepatnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ular. Lembaga mitra donor
yang berada di sana juga telah mengajukan proposal kegiatan advo-
kasi irigasi untuk mencari jalan keluar bagi persoalan air yang sedang
dihadapi petani Sungai Ular. Namun lembaga donor hanya setuju men-
danai kegiatan advokasi (irigasi) di Lampung, meskipun tetap menye-
diakan tenaga konsultan untuk advokasi yang sedang dilakukan di
Sungai Ular.

Menurut menurut direktur lembaga donor, keputusan diambil berdasar
beberapa pertimbangan. Pertama, strategi global yang digunakan oleh
donor untuk mengatasi masalah adalah dengan mengadakan uji coba
di satu tempat terlebih dahulu. Bila strateginya berhasil maka akan
segera diduplikasikan ke daerah lain yang mengalami masalah serupa.
Kedua, petani di Lampung dianggap sebagai masyarakat yang tertin-
das dan trauma secara politis akibat peristiwa berdarah tahun 1965.
Ketiga, minat petani di Lampung untuk melakukan kegiatan advokasi
dinilai lebih tinggi daripada petani yang berada di Sumatra Utara, mes-
kipun minat dari organisasi pendamping di Sumatra Utara sangat
tinggi. Keempat, lingkup permasalahan yang muncul di Lampung ter-
jadi di satu sistem irigasi sehingga mempermudah pelaku advokasi un-
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tuk memetakannya. Pilihan ini juga yang menjadi dasar kerja sama
lembaga donor dengan lembaga penelitian.

Kerjasama antara lembaga donor dengan lembaga penelitian yang
berpusat di Bandung tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak
tahun 1999. Kerja sama bermula dari dilaksanakannya Studi Dampak
Kebijakan Indeks Pertanian Padi 300 (IP Padi 300) di Desa Mililir dan
Tungu, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Te-
ngah.'0 Dalam studinya, kedua lembaga juga bermitra dengan Lem-
baga Pengembangan Pertanian di Solo. Secara umum, studi yang ber-
langsung dari tanggal 1 Oktober 1999 s.d. 30 September 2000 itu
berusaha mengungkapkan (1) proses penerapan IP-300 di Kabupaten
Grobogan, (2) dampak ekonomi dan sosial pada rumah tangga petani
dan komuniti di Kabupaten Grobogan, dan (3) bagaimana usaha pe-
nanganan yang dilakukan petani dan komuniti dalam menghadapi
dampak IP-300.

Pada tahun 2000, lembaga penelitian (selanjutnya disebut LP) diun-
dang oleh donor untuk mengikuti PDF (Program Development Forum)
di Jakarta. PDF merupakan ajang evaluasi bagi seluruh lembaga mitra
donor untuk melihat capaian program kerja selama satu tahun ber-
selang. LP, donor, dan LPM mengadakan pertemuan di luar acara PDF.
Secara tidak resmi, LP “dipinang” untuk melakukan penelitian di irigasi
Sungai Putih. Menurut pengakuan Direktur LPM, pemilihan lembaga
yang akan melakukan penelitian dan advokasi di irigasi Sungai Putih

10 IP 300 adalah suatu program peningkatan mutu intensifikasi pertanian melalui ketersediaan air,
adanya potensi lahan yang cukup mendukung serta penggunaan teknologi pertanian. Secara
konkret program ini merupakan upaya memperkenalkan cara untuk meningkatkan pola tanam
padi dari dua kali setahun menjadi tiga kali setahun (Ritonga 2000) .
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merupakan keputusan lembaga donor. Ada beberapa alasan yang
mendasari hal itu. Pertama, LPM (saat itu masih berbentuk Tim PHT
Lampung) tidak memiliki jaringan lembaga penelitian yang dianggap
dapat melakukan penelitian. Kedua, di mata donor, LP dikenal sebagai
lembaga yang memiliki kapasitas untuk melakukan penelitian (sosial)
dan advokasi. Ketiga, LP dan donor pernah bekerja sama dalam hal
yang sama untuk melakukan penelitian.

Kompleksitas persoalan irigasi dan kepentingan untuk melakukan
advokasi itulah yang mendasari digunakannya analisis sosial sebagai
instrumen perubahan yang diusung dalam agenda tersebut. Analisis
dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari penelitian, pemetaan,
capacity assesment, diskusi stakeholder hingga insvestigasi kasus.
Aneka metode itu digunakan berkaitan dengan kepentingan dan per-
kembangan implementasi advokasi. Dalam bab berikutnya akan di-
gambarkan berbagai metode strategi advokasi yang dilakukan oleh
stakeholder irigasi dengan menggunakan hasil analisis sosial sebagai
salah satu rujukannya.

* * k
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BERSAKSI
DALAM
ADVOKASI IRIGASI

3.1 Analisis Sosial: Membangun Basis Strategi

Bab ini akan menjelaskan bentuk-bentuk analisis sosial yang digu-
nakan oleh pelaku advokasi di Sungai Putih. Perdebatan mengenai pe-
nyusunan strategi advokasi di berbagai forum yang diikuti oleh stake-
holder irigasi, baik korban maupun pelaku, termasuk yang akan di-
gambarkan di sini. Soal perdebatan sengaja dihadirkan untuk menun-
jukkan bahwa keterlibatan stakeholder irigasi bukan hanya penting,
melainkan juga bermanfaat dalam membangun kembali solidaritas
mereka yang retak akibat krisis irigasi.

Analisis sosial digunakan untuk mencari, menggali, dan menemukan
akar persoalan irigasi yang sedang dihadapi petani. Analisis sosial juga

dilakukan untuk memberi kesaksian atas proses, peran pelaku, dan
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relasi kuasa dalam praksis advokasi. Analisis sosial menawarkan se-
jumlah informasi, prediksi, dan menggelar fakta untuk menjadi dasar
bagi pembentukan strategi aksi yang dapat dilakukan oleh petani dan
sekutunya. Karena itu analisis sosial merupakan agenda sepanjang
proses advokasi yang meliputi kegiatan penelitian (akademis), peme-
taan, analisis kebijakan, putaran diskusi, analisis pascaputaran disku-
si, lokakarya, dan berbagai diskusi yang melibatkan petani, dinas pe-
merintah (kabupaten dan provinsi), LSM, peneliti, media massa, peja-
bat kecamatan hingga pejabat desa.

Mengelola irigasi jelas bukan soal teknis semata. Persoalan irigasi ter-
kait juga dengan tradisi hidup, pandangan petani terhadap fungsi air,
dan bagaimana petani melihat konflik yang berkembang di lingku-
ngannya akibat krisis air. Mengingat kompleksnya persoalan irigasi,
penting bagi petani (korban) untuk menentukan alat efektif apa yang
bisa digunakan untuk mengetahui akar permasalahan mereka. Tentu
saja, ini merupakan agenda pertama advokasi sebelum menentukan
gerak langkah berikutnya. Salah satu caranya adalah dengan melaku-
kan suatu analisis sosial. Dengan analisis sosial masalah krisis aiririga-
si diharapkan dapat terlihat lebih mendalam.

Dalam subbab ini akan digambarkan tahapan yang dilakukan sebelum
suatu tindakan strategis advokasi irigasi dijalankan. Seperti dijelaskan
dalam bab terdahulu, LPM, LP, dan lembaga donor sepakat untuk mela-
kukan kegiatan advokasi irigasi di Sungai Putih. Maka dilakukanlah pe-
nelitian lapangan sebagai langkah awalnya. Langkah ini bertujuan un-
tuk mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam tentang aspek
pengelolaan dan pemanfaatan irigasi yang digunakan untuk meme-
lihara keberlangsungan produksi pertanian. Penelitian juga dimak-
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sudkan untuk mengungkapkan kaitan antara aspek pengelolaan dan
pemanfaatan irigasi dengan kondisi kehidupan petaninya selaku peng-
guna. Mudah-mudahan penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai
masalah pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi yang dihadapi petani
hulu hingga hilir di irigasi Sungai Putih, termasuk berbagai persoalan
sosial yang muncul akibat krisis pengelolaannya. Hasil penelitian dapat
menjadi landasan bagi para pelaku advokasi untuk menentukan stra-
tegi advokasi apa yang tepat untuk dilaksanakan.

Secara khusus, terdapat tiga tujuan penelitian. Pertama, mengiden-
tifikasi persoalan pengairan yang dihadapi petani serta tindakan apa
saja yang diambil petani untuk keluar dari kemelut persoalannya.
Kedua, mengidentifikasi dampak pengelolaan, pemeliharaan, dan pe-
manfaatan air yang dilakukan instansi pemerintah atau pihak-pihak
lain terhadap kegiatan produksi pertanian di hulu, tengah, dan hilir
yang dalam hubungannya dengan sumber air memiliki karakteristik
berbeda. Ketiga, menyediakan sumber data/informasi sebagai input
bagi pelaksanaan advokasi yang bertujuan mendorong instansi peme-
rintah terkait atau pihak-pihak lain. Langkah ini ditempuh untuk (a)
menindaklanjuti persoalan-persoalan yang muncul dalam pengelola-
an, pemeliharaan, dan pemanfaatan air; (b) membuat perencanaan
pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan air yang bersifat parti-
sipatif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; (c)
merumuskan format pembagian kerja di dalam sistem pengelolaan
irigasi yang sesuai dengan kemampuan petani lokal; dan (d) mendo-
rong terjadinya penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelo-
laan irigasi berikut pemanfaatannya (Samandawai 2003:2).
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Sebagai penelitian yang dirancang untuk mendasari kegiatan aksi (ad-
vokasi), penelitian irigasi Sungai Putih dituntut memiliki daya telaah
yang cukup luas serta mencakup hal-hal yang terkait (secara langsung
atau tidak) dengan pengelolaan irigasi. Hasil penelitian memper-
lihatkan bahwa krisis irigasi di Sungai Putih bukan hanya disebabkan
oleh keterbatasan air di saluran irigasi, melainkan juga buruknya pe-
ngelolaan irigasi (oleh pemerintah), rendahnya kemampuan petani
dalam mengelola irigasi, dan adanya kebijakan pengelolaan irigasi
yang tidak berpihak pada petani. Selain itu, juga persoalan sosial-eko-
nomi petani akibat berbagai masalah di atas. Aneka ragamnya per-
soalan itu jelas mengganggu proses produksi pertanian sekaligus ba-
ngunan relasi sosial antarpetani. Pada saatnya, gangguan terhadap
bangun relasi sosial ini bisa bergulir menjadi benih-benih konflik sosial
di lingkungan petani pengguna air irigasi Sungai Putih.

Dengan kata lain, mengetahui peta dan akar permasalahan irigasi Su-
ngai Putih secara menyeluruh bukan hanya penting, melainkan akan
menjadi dasar bagi strategi revitalisasi solidaritas petani dalam meng-
ubah sistem pengelolaan dan relasi sosial petani. Pendeknya, akan
menjadi modal awal bagi suatu kegiatan perubahan.

3.1.1 Penelitian

Suatu ketika, berlangsung diskusi antara lembaga donor, lembaga
pendamping petani, dan peneliti. Diskusi membahas berbagai aspek
irigasi, kondisi umum saluran, dan persoalan yang melingkupinya. Ha-
sil pertemuan mengungkap, krisis yang terjadi di Sungai Putih dipicu
oleh minimnya debit air dan faktor sosial-ekonomi. Karena persoalan-
nya teknis dan nonteknis, maka dipilihlah konsep keragaan dari Leslie
Small dan Mark Svenden untuk menelitinya. Konsep ini, seperti terda-
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pat dalam buku Sebuah Kerangka Untuk Menilai Keragaan Irigasi
(Small, Leslie dan Svenden, Mark 1995 dalam Samandawai 2003), di-
anggap dapat digunakan untuk memotret persoalan irigasi secara le-
bih holistik, baik dari segi teknis (yang berhubungan dengan kondisi fi-
sik irigasi) maupun nonteknis (yang terkait dengan aspek sosial dan
ekonomi pengelolaan irigasi).

Penelitian dilakukan tiga peneliti yang dipandu oleh petani pendam-
ping dari lembaga pendamping petani. Secara kronologis, penelitian
terdiri dari tiga tahapan, meliputi studi pustaka, penyelusuran jaringan
irigasi (pengamatan), dan wawancara yang dilakukan dari bulan Fe-
bruari sampai Juli 2001. Studi pustaka terhadap berbagai dokumentasi
program pengelolaan dan kebijakan seperti undang-undang, perpu,
dan perda yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi diharapkan da-
pat menjelaskan kendala yuridis sistem pengelolaan irigasi.

Penyelusuran jaringan irigasi menjadi tahap kegiatan penelitian yang
penting karena dapat menjadi alat untuk mengetahui tingkat keru-
sakan fisik dan sedimentasi di sepanjang saluran irigasi Sungai Putih.
Irigasi sebagai sistem pengelolaan air yang bersumber dari alam me-
mang sangat bergantung pada kondisi hutannya. Bila hutannya gun-
dul, otomatis pasokan airnya akan berkurang. Sebaliknya, bila hutan-
nya bagus, ketersediaan air irigasi akan lebih terjamin. Pengetahuan
ini memandu peneliti untuk menyelusuri jaringan untuk mengetahui
kondisi hutan resapan yang berada di wilayah hulu dan menjadi sum-
ber air Sungai Putih.

Kecuali melakukan studi pustaka dan pengamatan, pengumpulan data
juga dilakukan melalui wawancara mendalam (depth interview), FGD
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(Focus Group Discussion), dan diskusi kelompok dengan stakeholder
yang terpilih sebagai informan. Wawancara mendalam dan diskusi ke-
lompok dilakukan dengan informan kunci (ketua kelompok tani di ting-
kat desa, petani anggota kelompok tani, dan petani pemilik dan peng-
garap yang tidak menjadi anggota kelompok tani). Informan kunci
yang penting lainnya adalah Ketua P3A (organisasi petani pemakai air
tingkat desa) atau anggotanya yang bertugas mengelola mekanisme
pengaturan air di tingkat hamparan sawah. Untuk memperkaya infor-
masi dari berbagai sudut pandang, wawancara mendalam juga dilaku-
kan dengan informan pangkal yang terdiri dari kepala atau staf Dinas
Pengairan dan Dinas Pertanian, camat, kepala desa, dan Petugas Pe-
nyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Hasil studi menginformasikan beberapa persoalan irigasi. Pertama,
kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) tidak berjalan dengan baik.
Hal ini mengakibatkan kerusakan fisik irigasi dan sedimentasi lumpur
yang makin tinggi di hampir seluruh jaringan irigasi. Tidak berjalannya
kegiatan OP seringkali dikaitkan dengan keterbatasan dana. Tidak di-
ketahui dengan pasti berapa subsidi pemerintah daerah yang dialo-
kasikan untuk kegiatan OP dan berapa jumlah penghimpunan dana
iuran irigasi dari petani (Ipair) yang terkumpul.? Ipair menjadi kewa-
jiban petani yang harus selalu dipenuhi sementara air tidak selalu me-
ngalir ke petak sawah petani. Pertanggungjawaban alokasi anggaran
yang tidak pernah diketahui petani ini menjadi salah satu persoalan
pendanaan OP. Kebijakan soal dana OP ini dinilai tidak adil oleh petani.
Pasalnya pemerintah lewat APBD sebetulnya sudah menganggarkan

1 Ipair atau iuran pengelolaan irigasi adalah iuran yang dibayarkan petani pada P3 A sebagai imbal
jasapengelolaan irigasi yang dilakukannya.
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dana yang ditujukan untuk OP. Sayangnya, alokasinya tidak pernah
dapat dikontrol oleh petani secara otonom. Maka, ketika diminta iuran,
petani menganggapnya sebagai beban baru saja.

Kedua, P3A sebagai lembaga pengelola irigasi di tingkat desa dianggap
tidak dapat menjadi “corong” petani. Itu terjadi barangkali karena
beberapa pengurus P3A tidak dipilih petani, melainkan oleh pemerin-
tah. Petani sendiri hanya memilih ili-ili, ulu-ulu, ketua blok atau ketua
kelompok.2 Meski, memang, kesalahannya bisa tidak terletak pada pe-
merintah semata. Masalahnya, petaninya sendiri cenderung enggan
menjadi pengurus P3A. Ada anggapan, mengurus irigasi adalah peker-
jaan berat dan berisiko sementara imbal jasa yang diterima tidak
memadai, kalau memang ada. Kadangkala malah tidak ada imbalan-
nya sama sekali. Upaya mengorganisasi petani untuk masuk ke P3A
sempat dilakukan, namun tidak berjalan mulus. Tak heran kalau akhir-
nya P3A bertindak lebih sebagai “penagih utang” uang Ipair daripada
menjalankan fungsinya mengatur dan mengelola irigasi. Akibatnya,
organisasi ini praktis hanya mampu menampung keluhan petani dan
tidak dapat mendesakkan aspirasi apapun kepada lembaga pengelola
irigasi yang lebih tinggi. P3A memang dibuat untuk menjadi “kacung”
yang tidak diberi kewenangan melakukan pengelolaan irigasi.

Ketiga, Inpres No. 3 Tahun 1999 Pembaharuan Kebijaksanaan Penge-
lolaan Irigasi yang bermaksud memberi dasar hukum bagi penyerahan
pengelolaan irigasi dari pemerintah kepada petani memunculkan du-
gaan minor. Petani tidak yakin dengan niat tulus pemerintah ketika

2 [li-1li merupakan pihak yang bertanggung jawab mengelola irigasi di tingkat hamparan. Ulu-Ulu
adalah pihak yang mengelola irigasi di tingkat desa.
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muncul kebijakan penyerahan pengelolaan irigasi. Mengapa? Selama
ini, sumber keuangan irigasi adalah Proyek Irigasi Daerah (Prosida)
yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri. Ketika dananya masih
“basah”, pemerintah menangani pengelolaannya. Tetapi ketika dana-
nya sudah “kering”, pemerintah sepertinya berusaha untuk menyerah-
kan pengelolaannya kepada P3A. Karenanya, pengalihan ini dipandang
petani hanya bertujuan mengalihkan risiko pengelolaan dari pemerin-
tah kepada petani saja. Yang dialihkan, bukan saja beban pendanaan
kegiatan OP jaringan irigasi, melainkan juga persoalan konflik sosial
dan beban ekonomi petani akibat kekeringan yang terjadi hampir se-
tiap tahunnya.

Berdasarkan persoalan yang ditemukan dalam penelitian, direkomen-
dasikan berbagai langkah solutif. Rekomendasi berikut ini secara lang-
sung ditujukan kepada stakeholder yang dianggap terlibat dalam ber-
bagai permasalahan yang muncul di Sungai Putih:

Pertama, pemerintah sebagai pemegang kewenangan dan pembuat
kebijakan sebaiknya lebih memerhatikan kenyataan yang ada di ma-
syarakat. Perhatian terhadap kenyataan ini sangat penting mengingat
betapa berbedanya pandangan yang selama ini diyakini pemerintah
dengan pandangan petani mengenai krisis irigasi.

Kedua, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A) seharusnya menempat-
kan dirinya sebagai mediator petani dalam persoalan irigasi. P3A hen-
daknya bertugas meneruskan keluhan, kritik, dan saran petani kepada
lembaga pengelola irigasi di tingkat Badan Musyawarah (Bamus). Di
dalam konteks penyerahan pengelolaan irigasi, P3A sangat jauh dari
mampu untuk dapat mengelola jaringan irigasi dengan tingkat keru-
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sakan yang parah dan debit air yang semakin menipis dari tahun ke ta-
hun. P3A dalam konteks yang sama juga harus mulai melakukan upaya
penguatan dan pembangunan jaringan antar-P3A tingkat desa. Jari-
ngan ini bukan saja penting untuk mengurangi konflik antarpetani, na-
mun juga akan mempermudah pengoperasian dan pemeliharaan iri-
gasi. Apalagi Gabungan P3A tingkat kecamatan sebagai organisasi “in-
duk” P3A desa tidak melakukan upaya-upaya tersebut.

Ketiga, dalam konteks advokasi irigasi yang akan diupayakan, kebera-
daan organisasi pendamping petani (LPM) sangat penting sebagai mi-
tra perjuangan petani untuk keluar dari krisis air. Hanya saja, organi-
sasi pendamping petani ini harus mau bekerja sama dengan berbagai
mitra lainnya. Merujuk pada kondisi itu, menjadi penting bagi LPM un-
tuk bersama-sama petani memahami kerangka permasalahan dan ca-
ra-cara penyelesaiannya tanpa harus menimbulkan persoalan baru.

Keempat, banyak kelompok tani atau bahkan petani secara individual
yang memiliki kemampuan mengembangkan strategi adaptasi untuk
bertahan dalam himpitan krisis irigasi yang sangat kompleks. Karena-
nya, pengetahuan lokal yang dimiliki petani harus mendapatkan per-
hatian khusus mengingat banyak pelajaran yang bisa didapat dari me-
reka, lebih-lebih dalam proses perubahan yang akan dilakukan. Pe-
ngalaman petani untuk bisa bertahan dari kekeringan yang terjadi di
Sungai Putih merupakan strategi yang efektif dalam menjaga kesta-
bilan ekonomi rumah tangga mereka.

Kelima, dalam konteks itu, keberadaan lembaga penelitian sebagai mi-

tra menjadi sangat diperlukan. Lembaga ini diharapkan dapat menam-
pilkan wujud nyata dari permasalahan dengan, mula-mula, mengum-
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pulkan fakta-faktanya, mencari akarnya, dan memetakan masalah-
nya. Dengan demikian, penyelesaiannya diharapkan bisa diupayakan.
Pertanyaannya, mengapa harus lembaga penelitian? Jawabannya se-
derhana, karena kemampuan semacam itu relatif belum dimiliki oleh
lembaga pendamping petani.

Berdasarkan beberapa persoalan di atas, penelitian ini merekomenda-
sikan dua agenda untuk tindakan advokasi yang akan dilakukan:

Pertama, dialog para pelaku. Dialog diperlukan untuk mengomunikasi-
kan hasil studi. Dialog juga diperlukan untuk membangun kondisi yang
kondusif bagi terciptanya kebersamaan di antara para pelaku dalam
rangka mencari jalan keluar dari krisis irigasi secara tepat dengan
tidak membebani petani. Dialog sebaiknya dilakukan bersama dengan
semua stakeholder yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu
para petani, P3A desa, Gabungan P3A, serta Dinas Pengairan kabupa-
ten.

Kedua, membuat (semacam) panduan analisis sosial yang memung-
kinkan petani dan pendampingnya dapat melakukan analisis sendiri.
Karena studi ini menunjukkan perlunya pengembangan kemampuan
(capacity building) untuk melakukan analisis sosial yang dapat dilaku-
kan petani maupun pendampingnya untuk menghindarkan diri dari
terjadinya bias kepentingan dari “pihak luar”. Alat ini dipandang pen-
ting dimiliki oleh petani dan pendampingnya untuk membantu mereka
memetakan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan sosial
yang mereka derita sendiri. Panduan analisis sosial itu diharapkan se-
suai dengan kebutuhan dasar mereka, baik secara teknis maupun sub-
stansif.
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3.1.2 Pemetaan

Penelitian yang dilakukan selama dua bulan dari Februari hingga Juli
2002 diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya petani dan pendam-
ping untuk menentukan strategi bagi penyelesaian krisis air yang ter-
jadi di Sungai Putih. Seperti telah disebutkan di atas, penelitian ini me-
nunjukkan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh petani Lam-
pung itu bukan hanya berkaitan dengan hal-hal teknis pengelolaan ja-
ringan irigasi, melainkan juga menyangkut perkara sosial-ekonomi.
Beberapa kali pertemuan yang dilangsungkan antara lembaga pen-
damping petani, donor, dan peneliti merekomendasikan dilakukannya
pemetaan sebelum melakukan tindakan. Pemetaan itu untuk melihat
beberapa hal yang belum secara mendalam “disentuh” di awal pene-
litian.

Pemetaan praaksi ini bertujuan untuk: (1) melihat potensi pelaku ad-
vokasi (petani dan lembaga P3A) dan lembaga pendamping, kemung-
kinan untuk membangun sekutu yang properubahan pengelolaan da-
lam advokasi irigasi seperti kelompok strategis (mahasiswa, LSM, war-
tawan, politisi) maupun pelaku (pengelola); (2) memetakan potensi
dan manifestasi konflik antarpetani sawah, petani sawah dengan pe-
nambang pasir maupun dengan petani pinggiran hutan dan melihat
dampaknya bagi petani; (3) melakukan analisis kebijakan yang ber-
kaitan langsung dengan pengelolaan irigasi (Peraturan Pemerintah No.
77 Tahun 2001 tentang Penyerahan Pengelolaan Irigasi) maupun kebi-
jakan yang secara tidak langsung berkaitan dengan irigasi seperti per-
tanian, perkebunan, kehutanan, dan dampaknya bagi petani.
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Pemetaan situasi praaksi dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 30 April
2002 yang melibatkan peneliti, petani, dan pendamping petani. Untuk
menghindarkan terjadinya pengulangan pekerjaan, ada dua prinsip
yang dijadikan dasar dalam kerja pemetaan. Pertama, pemetaan ini ti-
dak lebih dari usaha untuk mengumpulkan serpihan-serpihan informa-
si (data) yang luput dari perhatian penelitian sebelumnya dan, kedua,
partisipan pemetaan harus menempatkan pelaku krisis sebagai kor-
ban. Prinsip kedua ini bukan hanya berkaitan dengan strategi pengum-
pulan data, juga dimaksudkan untuk mencegah meluasnya potensi
konflik petani.

Disadari atau tidak, krisis irigasi di Lampung telah menciptakan pola-
risasi antara pihak yang dianggap menjadi sumber krisis dan dan pihak
korban krisis. Menurut sebagian petani, sumber persoalan irigasi ada-
lah salah kelola yang dilakukan oleh pemerintah dan P3A plus sobotase
petani hulu irigasi. Pihak ini kemudian disebut sebagai pelaku krisis iri-
gasi, sedangkan petani yang mengalami kesulitan untuk mendapat air
disebut sebagai korban krisis irigasi. Secara faktual polarisasi ini dapat
dilihat dari manifestasi ketegangan antara petani hulu-tengah-hilir
maupun antara petani tengah-hilir dengan petugas pengairan atau
P3A.

Dalam perspektif yang berbeda, kedua pihak, pelaku maupun korban,
sesungguhnya adalah korban dari sistem pengelolaan irigasi dan prak-
tik pembangunan yang mengejar pertumbuhan semata. Dalam kon-
teks itu, menghapus polarisasi merupakan pilihan strategis untuk me-
ngubah perbedaan menjadi daya dukung perubahan yang produktif.
Untuk kepentingan yang lebih teknis seperti mobilisasi dan pengorga-
nisasian sebagai bagian dari strategi advokasi, menempatkan stake-

92



BERSAKSI DALAM ADVOKASI IRIGASI

holder dalam status yang sama dengan korban adalah sangat penting.

Pemetaan yang dilakukan memperlihatkan sejumlah informasi. Perta-
ma, terdapat potensi konflik (etnis) dan konflik terbuka antardesa
maupun antarwilayah. Konflik yang terjadi antar-petani biasanya dise-
babkan praktik perebutan air yang terjadi di semua tingkatan jaringan,
mulai dari jaringan primer hingga jaringan kuartier dalam satu ham-
paran sawah. Perebutan air dapat dilakukan dengan berbagai cara
seperti (1) menyumbat pintu-pintu air dengan skot balok (kayu) untuk
meninggikan permukaan air, (2) merusak pintu-pintu air, (3) menye-
dot air dengan menggunakan mesin atau tanpa mesin, dan (4) mem-
buat sodetan baru. Menurut catatan petani pendamping, sempat terja-
di beberapa kali konflik etnis antara pribumi (Lampung) dengan pen-
datang (Jawa dan Bali) atau di antara sesama etnis pendatang.

Kedua, organisasi P3A dan lembaga pendamping petani dianggap ma-
sih memiliki sejumlah hambatan untuk dapat melakukan perubahan
mengingat kompleksitas persoalan irigasi. Fakta yang paling menonjol
dari sejumlah hambatan itu berkaitan dengan kemampuan organisasi
dalam mengelola konflik dan kemandiriannya. Gabungan P3A sebagai
organisasi petani tingkat kecamatan untuk mengelola air tingkat
sekunder belum menjadi organisasi petani yang secara mandiri dapat
menyelesaikan persoalan irigasi secara teknis dan persoalan sosial
petani secara memadai. Sedangkan organisasi pendamping petani be-
lum dapat mengembangkan jaringan kerja dengan kelompok strategis
sebagai dasar untuk melakukan advokasi irigasi. Padahal, komplek-
sitas persoalan irigasi bisa menjadi beban berat jika harus dipikul sen-
dirian.
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Ketiga, lemahnya kemampuan P3A dalam menyelesaikan persoalan
teknis pembagian air dan gagalnya berbagai upaya perbaikan jaringan
irigasi sebenarnya dapat dipahami sebagai kegagalan pemerintah
dalam melakukan pengelolaan irigasi secara keseluruhan. Pemerintah
daerah (dalam hal ini Dinas Kimpraswil) merupakan lembaga yang se-
cara langsung memegang kontrol penuh atas pengelolaan termasuk
pengalokasian anggaran pembiayaan Operasi dan Pemeliharan (OP)
jaringan, meskipun secara formal ada bamus yang dianggap represen-
tasi stakeholder irigasi. Kegagalan P3A untuk memberikan pelayanan
pengairan secara baik kepada petani bukan persoalan yang berdiri
sendiri di luar persoalan pengelolaan irigasi yang sedang dihadapi oleh
pemerintah atau bamus. Karena P3A bukan lembaga yang secara
mandiri memiliki wewenang dan bertanggung jawab penuh atas ope-
rasi dan pemeliharaan jaringan.

Keempat, kelemahan P3A juga terlihat pada gagalnya mereka memba-
tasi eskalasi konflik antarpetani yang terjadi akibat krisis pengelolaan
irigasi. Lembaga petani ini tidak berhasil memelihara modal sosial pe-
tani untuk mengelola konflik yang terjadi di lingkungan mereka. Seca-
ra sosial, lembaga ini punya peran yang sangat strategis dalam me-
ngembangkan mekanisme rekonsiliasi di tengah hancurnya solidaritas
petani, karena konflik petani yang bersumber pada perebutan sumber
daya air tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Hanya saja lembaga
petani pemakai air itu tidak dibangun dan dipersiapkan untuk dapat
menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi petani sema-
cam itu. Lembaga ini, rupanya lebih memilih perannya sebagai pe-
mungut Ipair belaka.
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Kelima, lahirnya kebijakan yang mengindikasikan bahwa pemerintah
berupaya untuk melakukan pembagian risiko pengelolaan irigasi de-
ngan petani. Memang prinsip yang dikembangkan oleh pemerintah da-
lam kebijakan penyerahan pengelolaan irigasi adalah pengelolaan par-
tisipatif dengan menempatkan petani (baca: P3A) sebagai pelaku uta-
manya. Namun tidak dapat dimungkiri bahwa penyerahan itu dilaku-
kan ketika kondisi irigasi hancur secara fisik dan kritis secara sosial-
ekonomi. Hal ini turut memperkuat dugaan, pemerintah tengah “cuci
tangan” dengan “sabun” pengelolaan irigasi yang partisipatif.

Keenam, secara implisit, kebijakan penyerahan irigasi mengindika-
sikan adanya upaya pemerintah mendorong pihak swasta dalam dan
luar negeri untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan irigasi.
Hal ini dilakukan pemerintah dengan asumsi bahwa swasta punya ke-
mampuan, modal, dan manajemen yang lebih efisien. Pemerintah juga
yakin bahwa perusahaan swasta punya (semacam) mekanisme yang
tepat untuk mencegah terbukanya kesempatan korupsi di lingkungan
pengelola. Itu artinya, pemerintah tidak perlu mengalokasikan dana
dalam APBN/APBD untuk menyubsidi pengelolaan irigasi. Padahal jika
pengelolaan irigasi dipegang petani, pemerintah bukan hanya harus
memberi subsidi, melainkan harus melakukan berbagai upaya pe-
nguatan terhadap petani dalam berbagai halnya. Asumsi itu yang me-
lahirkan prinsip “jika petani tidak mampu mengelola maka serahkan
pada swasta”. Tulisan mengenai kebijakan irigasi ini dapat dilihat da-
lam Bab IV tentang analisis kebijakan.
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3.2 Berdebat Strategi Advokasi

Strategi advokasi merupakan suatu tahapan analisis sosial yang akan
menentukan arah kegiatan advokasi secara keseluruhan. Waktu untuk
menentukan strategi advokasi ini sebenarnya relatif panjang. Dimulai
dari perdebatan yang berlangsung dalam diskusi kecil di kantor lem-
baga petani pendamping, dilanjutkan dengan putaran diskusi hingga
workshop yang melibatkan petani, pengurus P3A/Gabungan P3A,
pejabat dinas-dinas kabupaten, pihak pemerintah desa/kecamatan,
LSM, wartawan, peneliti, dan donor.

Sebelum menentukan strategi apa yang akan dipilih, petani, peneliti,
dan petani pendamping mencoba untuk membangun prinsip bersama
yang dapat dijadikan dasar bagi proses advokasi. Prinsip ini dikemu-
kakan karena aktivitas direncanakan melibatkan banyak pihak yang
mungkin rentan membawa kepentingannya sendiri. Prinsip bersama
ini bukan hanya berfungsi sebagai pengikat semua pihak yang terlibat
dalam kegiatan advokasi, namun juga menjadi ideologi gerakan peru-
bahan yang akan dan sedang dilakukan. Setidaknya ada dua prinsip
yang berusaha dijadikan dasar bagi proses advokasi. Pertama, semua
adalah pelaku dan semua adalah korban. Kedua, belajar, bekerja, dan
maju sejahtera bersama.

Ada dua pesan dalam dua prinsip tersebut. Pertama, advokasi irigasi
yang akan dilakukan merupakan upaya untuk mencari jalan keluar
atas krisis air yang sedang dihadapi petani. Krisis ini bukan hanya ber-
dimensi teknis pengelolaan, juga berpotensi besar untuk menjadi kon-
flik antarwilayah yang bersifat etnik. Hal ini terjadi akibat akumulasi
kekecewaan petani terhadap pengelolaan irigasi yang tidak maksimal
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melayani kebutuhan air, padahal persoalan ini telah memengaruhi da-
ya hidup petani secara ekonomis. Prinsip “semua adalah pelaku dan
semua adalah korban” dimaksudkan untuk mencegah upaya mencari
“kambing hitam” yang dapat mereduksi proses advokasi menjadi alat
untuk menghujat dan mengadili pihak lain. Jika hal terakhir yang ter-
jadi, proses advokasi bukan hanya tidak produktif, juga akan menjadi
“tungku pembakar” konflik etnik di Sungai Putih.

Prinsip tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ben-
tuk-bentuk potensial “pengkhianatan” dari pelaku advokasi. Beragam-
nya pihak yang terlibat dalam kegiatan advokasi irigasi (petani, P3A,
kelompok tani, dinas-dinas pemerintah, organisasi tani, LSM, dan lem-
baga penelitian) tentu saja berpotensi memunculkan kepentingan
yang beragam pula. Bukan tidak mungkin, muncul kelompok dengan
agenda tertentu yang mencoba memaksakan kepentingannya yang
bertentangan dengan tujuan advokasi secara keseluruhan. Bukankah
selalu ada “penumpang gelap” dalam setiap upaya perubahan yang di-
lakukan dalam dan oleh masyarakat.

Prinsip “belajar, bekerja, dan maju sejahtera bersama” ini menjadi se-
macam jargon advokasi irigasi di Sungai Putih. Advokasi merupakan
pilihan yang sulit bagi petani dan petani pendamping karena aktivitas
ini bukan saja relatif baru, namun juga berada pada medan yang terjal
akibat kompleksitas persoalan yang dihadapi. Karena itu, bagi pelaku
yang terlibat, advokasi bukan saja dimaknai sebagai alat untuk mela-
kukan perubahan, sekaligus menjadi media belajar bertahan hidup
dalam himpitan krisis irigasi dan konflik sosial.
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3.2.1 Putaran Diskusi

Round discussion atau putaran diskusi merupakan suatu tahapan stra-
tegis dalam memperkaya gagasan-gagasan strategi advokasi irigasi.
Ada tiga tujuan umum yang melatarbelakangi dilaksanakannya ke-
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giatan itu. Pertama, untuk mengomunikasikan hasil analisis sosial
yang dilakukan oleh peneliti, petani, dan petani pendamping pada se-
mua stakeholder sekaligus juga menggali data terkini mengenai per-
kembangan konflik irigasi yang terjadi di masyarakat. Kedua, untuk
melakukan konsolidasi dan sebagai upaya membangun kembali soli-
daritas petani yang multietnis dan lintas wilayah guna mencari titik te-
mu berbagai persepsi tentang permasalahan yang sedang dihadapi
petani. Ketiga, mencari solusi bersama atas permasalahan yang diha-
dapi. Proses putaran diskusi ini dikelompokkan menurut lembaga dan
peran dalam pengelolaan irigasi di Sungai Putih yang meliputi kelom-
pok tani, P3A Desa, Gabungan P3A, dan dinas-dinas pemerintah (un-
sur pemerintah desa dan kecamatan).

Wacana yang berkembang dalam dialog Gabungan P3A, antara lain,
pertama, persoalan irigasi yang berkembang menjadi konflik di ma-
syarakat petani Sungai Putih adalah akibat buruknya kinerja pengurus
Gabungan P3A. Kedua, Gabungan P3A adalah “boneka” pengairan (ba-
ca: Kimpraswil), hal ini terbukti pada praktik pertanggungjawaban ke-
uangan mereka yang melulu ditujukan kepada Kimpraswil. Ketiga, pe-
merintah tidak punya niat baik dan cenderung "mendikte” Gabungan
P3A dengan cara tidak segera mengeluarkan SK pengangkatan ketua
dan wakil ketua terpilih, sehingga mengakibatkan terjadinya dualisme
kepemimpinan. Keempat, pengurus dinilai tidak mampu merumuskan
visi dan misi dalam AD/ART. Buktinya, AD/ART tersebut belum ada
hingga akhir kepengurusan. Kelima, sebagian pengurus Gabungan
P3A menarik dukungan yang pernah diberikan kepada Ketua Ga-
bungan P3A dan menuntut reorganisasi lembaga. Isu terakhir ini dipicu
oleh pertanggungjawaban musim tanam tahun 2001 dan dualisme ke-
pemimpinan Gabungan P3A.
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Forum dialog hampir berubah menjadi medan “eksekusi” terhadap pe-
ngurus Gabungan P3A (baca: ketua dan wakil). Sebagian besar peser-
ta menghendaki pembentukan kepengurusan yang baru saat itu juga,
karena kepengurusan yang belum dilantik dinilai tidak mampu beker-
ja. Forum dialog baru “cair” setelah mereka sepakat untuk membawa
persoalan irigasi ke forum yang lebih besar (baca: workshop) dan
menghadirkan banyak pihak yang berkaitan langsung maupun tidak
dengan persoalan krisis irigasi.

Terjadinya “eksekusi” itu dapat dimaklumi, sebab mereka bukan saja
gemas terhadap kenyataan pengelolaan irigasi, juga kalut terhadap
situasi pertanian yang dihimpit oleh banyak masalah. Semua pengurus
Gabungan P3A adalah petani tulen, mereka merasakan bagaimana su-
litnya bertani dengan suplai air yang pas-pasan. Situasi itu oleh seba-
gian petani dimaknai sebagai ekspresi jujur dari ketertindasan pan-
jang yang mereka rasakan sebelumnya. Mereka menganggap tidak
adil jika “eksekusi” itu dinilai sebagai reaksi yang berlebihan. Reaksi
tersebut jelas jauh lebih baik daripada konflik sosial yang berdimensi
etnis.

Suasana hangat terasa dalam putaran diskusi sesi forum dinas-dinas
dan kepala kampung. Suasana macam itu muncul ketika beberapa ke-
pala kampung “menggugat” kinerja dan tanggung jawab dinas terkait
irigasi. Hampir semua kepala kampung dan beberapa camat yang ha-
dir mengkhawatirkan kondisi irigasi pada masa yang akan datang, jika
kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah masih sama. Jawaban
yang dapat diberikan oleh peserta dari dinas terhadap gugatan kepala
kampung antara lain bahwa mereka bukan orang yang memiliki ke-
wenangan untuk mengambil keputusan. “Keluhan” kepala kampung

100



BERSAKSI DALAM ADVOKASI IRIGASI

itu, sebaiknyalah disampaikan kepada para pemegang kebijakan
pengairan (baca: bamus).

Sementara itu, muncul sejumlah usulan konkret untuk mengurangi
dampak krisis irigasi. Pertama, membuat peraturan yang berisi lara-
ngan untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerusak-
an fisik jaringan, seperti membuang sampah berat dan memandikan
ternak di jaringan irigasi. Kedua, melakukan reboisasi secara besar-
besaran di daerah resapan air dengan pohon yang berumur panjang
dan produktif, seperti pohon nangka dan durian. Ketiga, melakukan
pembebasan tanah di daerah resapan yang masih dimiliki oleh petani
supaya tidak terjadi penggundulan hutan.

Gagasan para “pejabat” ini sebenarnya pernah muncul dalam perde-
batan di forum putaran diskusi petani dan P3A. Sayangnya, mereka
sendiri menolaknya dengan berbagai alasan. Pertama, jika gagasan
membuat peraturan itu jadi diwujudkan, pertanyaannya, siapa yang
akan membuat peraturan dan menjadi “polisinya”. Kedua, reboisasi
yang pernah dilakukan di hulu irigasi (area resapan) dinilai gagal kare-
na tidak ada pihak yang secara langsung ditunjuk untuk memelihara
dan bertanggung jawab atas proyek itu. Dan yang paling penting untuk
diingat dari gagasan itu adalah, pihak mana yang akan menjadi dona-
tur (membiayai) proyek reboisasi. Ketiga, praktik pembebasan tanah
di Indonesia tidak pernah bebas dari konflik. Trauma ini pernah diderita
etnis Lampung pada waktu proyek transmigrasi berlangsung. Jika pro-
yek pembebasan tanah untuk penghijauan area resapan irigasi diwu-
judkan, pertanyaannya, ke mana petani hutan akan dipindahkan, apa-
kah mereka mau, berapa besar ganti rugi yang dapat diberikan, berapa
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kerugian sosial-ekonomi dan kultural yang harus mereka tanggung,
dan seribu pertanyaan lain yang tidak terjawab.

Beberapa gagasan yang muncul (sebagai rekomendasi) dalam putaran
diskusi yang melibatkan banyak stakeholder tersebut sebenarnya di-
maksudkan untuk menjadi dasar bagi pembangunan strategi advokasi
yang akan dilakukan. Namun sebagian pihak yang terlibat dalam pu-
taran diskusi berharap rekomendasi dibawa ke forum yang lebih besar
(baca: workshop) yang dapat mempertemukan banyak pihak, teruta-
ma korban dengan pihak pengelola irigasi. Gagasannya, antara lain:

1. Melakukan reboisasi hutan tangkapan air di wilayah hulu.
Tindakan mereboisasi hutan pada dasarnya merupakan suatu usa-
ha untuk mengembalikan dan menjaga ketersediaan air di saluran
irigasi. Hal ini oleh beberapa pihak dianggap sebagai suatu solusi
yang ideal bagi krisis air yang terjadi di Sungai Putih.

2. Melakukan perubahan kebijakan pengelolaan irigasi. Strate-
gi ini dipilih karena selama ini kebijakan (tingkat daerah) mengenai
pengelolaan sumber daya air (irigasi) tidak pernah berpihak kepa-
da petani. Akibatnya, petani sebagai pihak pengguna air lebih se-
ring menjadi pihak yang paling dirugikan karena kebijakan umum-
nya dibuat untuk kepentingan pihak lain.

3. Memperbaiki sistem pengelolaan irigasi. Pengelolaan irigasi
selama ini dilakukan dengan cara tidak partisipatif dan cenderung
tertutup, sehingga petani dan masyarakat umumnya tidak punya
tempat untuk ikut mengurus dan mengawasi kebijakan pihak pe-
ngelola.
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. Melakukan perbaikan terhadap bangunan jaringan dan me-
lengkapi sarana dan prasarana. Kurangnya air yang masuk ke
petak sawah petani salah satunya disebabkan oleh kerusakan yang
terjadi pada bangunan irigasi. Akibat dari kerusakan itu, banyak air
yang terbuang percuma atau tidak dapat masuk ke petak-petak
sawah.

. Membuat sanksi pada semua bentuk pelanggaran. Sanksi ini
dianggap penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan
bentuk tindakan yang menjadikan pelayanan distribusi terganggu.
Bentuk pelanggaran dimaksud umpamanya penambangan batu
dan pasir di DAS Putih, pencemaran limbah pabrik, pencurian air,
dan praktik jual-beli airirigasi.

. Melakukan penguatan organisasi petani pemakai air. Pe-
nguatan organisasi petani pemakai air dilakukan seiring dengan
kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh petani. Kurangnya kapasi-
tas sebenarnya bukan murni kesalahan petani, namun karena sela-
ma ini (sejak Orba) pemerintah telah terus menerus menggerus
kemampuan petani mengelola irigasi dengan menerapkan kebi-
jakan pengelolaan irigasi yang sentralistik.

. Alih komoditi. Isu alih komoditi sebenarnya telah cukup lama
muncul di antara para petani. Terbatasnya ketersediaan air mem-
buat para petani banyak yang berinisiatif melakukan alih komoditi,
dari tanaman padi ke palawija (ketela, kedelai, jagung, semangka,
dan lain-lain) yang tidak terlalu membutuhkan banyak air.

3.2.2 Analisis Pascadiskusi

Analisis dilakukan untuk mempertimbangkan sejumlah tawaran ba-
nyak pihak yang muncul dalam putaran diskusi. Hasilnya akan menjadi
isu yang ditawarkan dalam lokakarya. Analisis dilakukan oleh petani,
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peneliti, dan petani pendamping yang terlibat dalam proses penelitian,
pemetaan, dan putaran diskusi. Aktivitas ini memang sengaja tidak
melibatkan semua stakeholder putaran diskusi. Alasannya, selain ka-
rena pertimbangan efektivitas juga karena bahan rekomendasi me-
mang akan diperdebatkan ulang dalam lokakarya. Ada dua tawaran
yang menjadi perdebatan “hangat” dalam tahap analisis pascadiskusi
ini. Keduanya, tawaran alih komoditi dan reboisasi hutan di daerah
tangkapan dan resapan air.

Dalam kasus irigasi Sungai Putih, pilihan-pilihan strategi yang muncul
seringkali nampak begitu baik dan memuaskan banyak pihak, meski
sesungguhnya mengandung beberapa risiko yang bersifat laten. Seba-
gai contoh tawaran yang diajukan petani untuk melakukan massifikasi
alih komoditi pertanian. Secara sekilas, usulan agar alih komoditi dari
padi (tanaman yang relatif membutuhkan air dalam jumlah yang cu-
kup banyak) ke komoditi lain (seperti palawija) yang tidak terlalu ba-
nyak memerlukan air merupakan suatu usulan yang rasional. Usulan
ini bahkan telah dilakukan oleh banyak petani di berbagai daerah di In-
donesia. Pada kenyataannya, usulan alih komoditi mengandung seti-
daknya tiga risiko yang justru tidak strategis bagi petani dan advokasi
irigasi yang akan dilakukan. Risiko dimaksud, antara lain:

Pertama, alih komoditi justru akan semakin menggerus kemampuan
petani dalam mengelola air. Misalnya alih komoditi ke palawija. Air
yang dibutuhkan dalam mengelola komoditi palawija relatif kecil di-
banding dengan padi. Jika menanam palawija berhasil menjadi tradisi
petani dan palawija dianggap dapat menggantikan padi maka petani
akan meninggalkan tradisi mengelola air. Kemampuan petani dalam
mengelola air berkaitan secara langsung dengan kebutuhan mereka
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untuk bercocok tanam terutama untuk komoditi padi. Semakin tinggi
kebutuhannya terhadap air, semakin canggih juga kemampuan mere-
ka mengelola dan memelihara sumber air. Artinya, jika petani tidak lagi
membutuhkan air untuk bercocok tanam bukan hanya kemampuan
mengelola saja yang mungkin hilang, juga segala macam tradisi-so-
sial-ritual yang berkaitan dengan air akan hilang.

Tentu saja, pertimbangan ini sangat tergantung pada situasi pertanian
yang sedang dihadapi oleh petani. Tetap bertanam padi hanya mung-
kin dilaksanakan bila saluran irigasi yang bersangkutan memang ma-
sih dapat memasok air ke sawah petani, meskipun jumlahnya tidak
memadai. Alih komoditi dilakukan dengan pertimbangan bahwa air sa-
ma sekali tidak dapat masuk ke petak sawah petani. Dalam kasus air
irigasi Sungai Putih yang masih mengalir ke petak-petak petani meski-
pun dengan jumlah yang terbatas, alih komoditi hanya akan semakin
membenarkan krisis irigasi dan kelangkaan air terus berlanjut di dae-
rah Sungai Putih.

Kedua, alih komoditi hanya akan semakin mendorong petani tergan-
tung pada pasar beras (internasional). Jika petani tidak mampu mem-
produksi makanan pokok mereka (beras), maka mereka terpaksa ha-
rus mengakses komoditi beras ke pasar. Padahal daya beli petani sa-
ngat rendah, pada saat yang sama harga kebutuhan pokok dan pasar
beras tidak pernah berpihak kepada petani. Sebaliknya, bila petani
mampu memproduksi beras untuk memenuhi kebutuhan sendiri, ma-
ka tingkat ketergantungannya pada pasar beras akan dapat dikurangi.

Ketiga, alih komoditi dari padi ke palawija berkaitan dengan fungsi (si-
klus musim tanam) dan akses tanah. Tanah sawah merupakan jenis ta-
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nah basa yang memiliki tingkat kesuburan tertentu. Jika tanah sawah
hanya dapat ditanami jenis tanaman palawija yang tidak banyak mem-
butuhkan air maka tingkat kesuburan tanah akan berkurang. Alih ko-
moditi juga berkaitan dengan akses petani terhadap tanah, penguasa-
an tanah oleh petani akan semakin sempit karena kebutuhan tanah
untuk menanam palawija sebenarnya tidak selalu di tanah sawah tapi
bisa ditanah tegalan (kebun). Kondisi ini akan mendorong petani untuk
mengonversi tanahnya menjadi tanah tegalan yang berakibat pada ke-
suburan atau mungkin akan menjual tanahnya karena tanaman pa-
lawija bisa ditanam di kebun yang telah mereka punya (Makinuddin
2004:44—45).

Singkatnya, gagasan alih komoditi itu ditolak. Gagasan lainnya, mere-
boisasi hutan yang resapan dengan tanaman keras (durian atau nang-
ka) dan daerah tangkapan air, juga ditolak oleh sebagian peserta pu-
taran diskusi dan ditegaskan kembali pada analisis pascadiskusi. Ide
untuk melakukan reboisasi di daerah resapan air irigasi Sungai Putih
datang dari sebagian besar dinas dan pemerintah kecamatan sepan-
jang jaringan irigasi Sungai Putih, sementara gagasan untuk mereboi-
sasi daerah tangkapan datang dari petani. Namun kedua gagasan ini
sama-sama ditolak oleh petani karena sejumlah pertimbangan.

Pertama, petani menolak gagasan untuk melakukan reboisasi daerah
resapan air yang ada di hulu irigasi. Alasannya, tidak semua area re-
sapan dikuasai oleh pemerintah. Banyak area yang masih dikuasai pe-
tani dan perusahaan perkebunan. Jika upaya reboisasi dilakukan maka
pemerintah harus melakukan pembebasan tanah di sepanjang hulu iri-
gasi yang dimiliki oleh petani dan perusahaan. Dan justru soal inilah
yang dicemaskan petani Sungai Putih. Sepanjang sejarahnya, pembe-
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basan tanah di daerah itu selalu diliputi oleh konflik. Jika pembebasan
tanah untuk penghijauan dilakukan, bukan tidak mungkin akan me-
nimbulkan konflik baru. Itu artinya, advokasi yang akan dilakukan ha-
nya akan memperluas medan konflik.

Kedua, reboisasi di daerah resapan sebenarnya sudah pernah dilaku-
kan oleh pihak dinas kehutanan dan perkebunan tapi mengalami kega-
galan. Reboisasi itu selain dilakukan di area hutan yang dikuasai oleh
pemerintah daerah juga dilakukan di area hutan yang dimiliki oleh pe-
tani. Dinas Kehutanan dan Perkebunan melarang petani untuk memo-
tong dan memanfaatkan hutan yang telah direboisasi, tapi larangan ini
ditolak oleh petani yang merasa memiliki tanah di area reboisasi. Hu-
tan yang direboisasi oleh pemerintah itu merupakan satu-satunya
tempat petani pinggiran hutan mencari makan. Jika mereka dilarang
untuk memanfaatkan hasil hutan maka dapat dipastikan mereka akan
mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya.

Ketiga, reboisasi di hutan tangkapan air juga ditolak oleh pemerintah
daerah setempat. Menurut mereka, daerah tangkapan air tidak terma-
suk wilayah administratif kabupaten yang bersangkutan. Karenanya,
upaya untuk melakukan penghijauan di daerah itu harus dikoordina-
sikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten
tetangga. Menurut mereka, kerusakan hutan di daerah resapan mau-
pun di daerah tangkapan air Sungai Putih merupakan akibat dari pen-
jarahan yang terjadi pada periode tahun 1998—2000. Sayangnya,
pihak pemerintah hingga saat ini belum melakukan koordinasi untuk
mengupayakan penghijauan kembali daerah tangkapan air itu.
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Berdasarkan beberapa rekomendasi putaran diskusi, analisis pasca-
diskusi ini menawarkan sejumlah isu dan skenario (tahapan acara lo-
kakarya) untuk dibahas dalam lokakarya, antara lain pembahasan ke-
bijakan irigasi, upaya reorganisasi, penguatan P3A, dan penguatan pe-
tani. Rekomendasi ini didasarkan pada pertimbangan:

Pertama, pembahasan kebijakan irigasi dianggap penting bukan ha-
nya untuk merespons kebijakan penyerahan pengelolaan irigasi dari
pemerintah kepada petani seperti yang terdapat dalam Inpres No. 3
Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi
dan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, juga ber-
kaitan dengan upaya untuk mendorong munculnya kebijakan daerah
(Perda) yang bisa menjadi dasar hukum bagi proses penyerahan yang
adil dan dapat dikontrol petani. Proses penyerahan pengelolaan irigasi
dari pemerintah kepada petani hanya akan menjadi “semacam” proses
pelimpahan risiko mengingat kondisi irigasi yang sudah tidak berfungsi
secara maksimal dengan eskalasi konflik yang semakin besar. Untuk
menjaga supaya proses penyerahan terjadi secara adil dan terkontrol,
penting untuk membangun dasar hukum yang dapat menjamin pelak-
sanaan penyerahan.

Kedua, isu tentang upaya reorganisasi berkaitan dengan kondisi ke-
lembagaan P3A. Gagasan untuk melakukan reorganisasi ini bukan se-
mata-mata untuk mempersiapkan penyerahan pengelolaan irigasi dari
pemerintah kepada petani, tapi lebih untuk memperkuat P3A sebagai
organisasi petani supaya mampu melayani kepentingan petani tanpa
harus dikontrol oleh lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun
lembaga pendamping petani. P3A secara formal merupakan organisasi
petani pemakai air, tapi dalam praktiknya lembaga ini bertanggung
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jawab penuh terhadap dinas pemerintah maupun bamus. Untuk men-
dorong lembaga ini mampu bertindak mandiri dan dapat secara mak-
simal melayani petani, reorganisasi merupakan salah satu tawaran
yang akan dibawa dan diperdebatkan dalam lokakarya.

Ketiga, penguatan P3A dan kelompok tani yang ditawarkan untuk di-
bahas dalam lokakarya ini lebih pada meningkatkan kemampuan dan
mempersiapkan petani untuk menerima penyerahan pengelolaan
irigasi. Karena itu, penguatan P3A dan kelompok tani tidak hanya ber-
kaitan dengan kemampuan teknis pengelolaan irigasi. Tetapi juga me-
ningkatkan kemampuan petani dan organisasinya untuk dapat menye-
lesaikan dan mengelola konflik yang muncul di lingkungan mereka,
terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi sumber
air.

3.2.3 Lokakarya (Workshop) Irigasi

Lokakarya irigasi dilaksanakan pada awal tanggal 4 sampai 6 Septem-
ber 2002 di LEC (Local Education Centre) Lampung. Tujuan utama di-
laksanakannya lokakarya irigasi ini adalah untuk merumuskan agenda
(aksi) advokasi yang paling mungkin dilakukan oleh pelaku advokasi,
terutama petani. Berdasarkan hasil rekomendasi yang muncul selama
dilaksanakannya putaran diskusi, ada empat agenda yang menjadi
pembahasan utama lokakarya, yaitu, (1) kebijakan penyerahan pe-
ngelolaan irigasi dari pemerintah kepada petani, (2) reorganisasi P3A
di setiap tingkatan, (3) inisiasi penguatan P3A, dan (4) penguatan pe-
tani di tingkat kelompok tani.3

3 Peserta yang hadir dalam acara tersebut adalah (kelompok) petani, pengurus P3A, GP3A, Kepala
Kampung, LSM, beberapa dinas (Deperindag, Kimpraswil, Pertanian, dan Dishutbun), beberapa
media massa lokal (Lampung ), peneliti, dan lembaga donor.
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Secara umum, acara lokakarya terdiri dari beberapa sesi. Diskusi panel
merupakan sesi pertama yang membahas materi analisis kebijakan
PKPI (Pelaksanaan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi) yang
disampaikan oleh Ir. Swd (Dinas Pengairan Lampung), Irigasi dalam
Perspektif Petani (KS, petani Lampung), serta Analisis sosial Irigasi
(Mkn, peneliti) yang dilanjutkan dengan diskusi untuk membahas
semua materi yang disampaikan para narasumber. 4

Sesi kedua adalah pembentukan komisi dan penentuan materi sidang
komisi. Dalam sesi ini disepakati tiga materi yang menjadi agenda dis-
kusi dalam masing-masing komisi. Ketiga materi meliputi pembahasan
kebijakan, P3A, dan petani. Seluruh peserta (yang secara representatif
mewakili berbagai latar belakang dan peran dalam konflik irigasi) ter-
bagi dalam tiga komisi yang masing-masing bertanggung jawab mem-
bahas materi yang telah disepakati.

Komisi kebijakan mengajukan dua rekomendasi. Pertama, perubahan
pada SK Bupati Nomor 127/KPTS/04/2002 tentang Penetapan Pelak-
sanaan Pelayanan Irigasi. Kedua, pembuatan Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) tentang Penyerahan Pengelolaan Irigasi kepada
P3A. Komisi P3A mengajukan reorganisasi P3A, Gabungan P3A, pem-
bentukan IP3A, dan merumuskan draf AD/ART P3A. Sementara komisi
petani mengajukan penguatan kelompok tani untuk peningkatan kua-
litas sumber daya yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi se-
perti kemampuan mengatur pembagian air melalui pendidikan populer
(Popular Education).

4 Laporan pertanggungjawaban Lokakarya LPM tahun 2002.
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Sesi ketiga merupakan rapat pleno yang mempertemukan ketiga
komisi (Kebijakan, P3A, dan Petani) dilanjutkan dengan pembahasan
mengenai rekomendasi yang muncul pada masing-masing komisi. Se-
tiap komisi mempresentasikan hasil diskusi di komisinya berikut me-
nyampaikan rekomendasi yang dikeluarkannya. Setelah melalui pro-
ses diskusi yang cukup alot, disepakati lima keputusan yang akan dila-
kukan dalam aksi advokasi, yaitu (1) proses publik (public process),
(2) reorganisasi lembaga, (3) penguatan petani, (4) menunjuk LPM se-
bagai pelaksana kegiatan advokasi (agenda rekomendasi), (5) mem-
bentuk kelompok kerja untuk mendorong upaya proses publik. Ada
beberapa alasan (strategi) yang melatarbelakangi keputusan itu.

Pertama, proses publik (public process). Tujuan dilaksanakannya
proses publik adalah untuk mendorong DPRD Kabupaten Lampung
Tengah mengesahkan raperda penyerahan pengelolaan irigasi dari
pemerintah kepada petani yang telah dibuat dalam lokakarya irigasi.
Kegiatan itu terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama adalah melaku-
kan dengar pendapat (public hearing). Dengar pendapat merupakan
suatu kegiatan dialog antara petani Sungai Putih (yang difasilitasi oleh
LPM) dengan DPRD kabupaten mengenai pengajuan rancangan pera-
turan daerah (Raperda) Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) “versi
petani”. Raperda PPI hasil lokakarya diajukan dengan pertimbangan,
petani khawatir Raperda PPI yang akan dibuat pemerintah tidak meng-
akomodasi kepentingan mereka sebagai pengguna dan pengelola. Ke-
cuali itu, raperda diharapkan dapat menjadi sarana untuk memper-
cepat proses penyerahan pengelolaan secara adil kepada petani.
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Dengar pendapat diharapkan mampu mendorong DPRD untuk segera
mengesahkan raperda yang telah disusun oleh petani dan stakeholder
lain. Jika upaya public hearing itu tidak direspons DPRD, langkah yang
akan ditempuh oleh petani dan sekutunya adalah melayangkan se-
jumlah surat protes kepada fraksi-fraksi (partai politik) yang ada di
DPRD dengan tembusan ke dewan pimpinan pusat partai. Isinya sema-
cam pernyataan keberatan dan kekecewaan mereka terhadap kinerja
DPRD yang tidak berpihak pada rakyat. Surat protes juga menekankan
pentingnya suara petani dalam pemilu 2004. Upaya itu diharapkan
mampu mendorong terjadinya percepatan proses legislasi Raperda PPI
hasil lokakarya.

Bilamana kedua rencana itu gagal, petani menyiapkan senjata lainnya,
yaitu menyelenggarakan konferensi pers. Dalam konferensi pers di-
rencanakan untuk mengungkapkan semua permasalahan pengelolaan
dan konflik irigasi yang selama ini dihadapi oleh petani dan sejumlah
hambatan dalam proses legislasi raperda PPI. Kegiatan ini diharapkan
mampu menjadi alat kampanye untuk isu pengelolaan irigasi di Lam-

pung.

Untuk melaksanakan tiga kegiatan dalam public process ini dibentuk
kelompok kerja yang terdiri dari semua pihak yang hadir dan menye-
tujui agenda advokasi irigasi dalam lokakarya. Kelompok kerja ini ber-
tanggung jawab memastikan proses legislasi Raperda PPI yang ada di
DPRD berjalan dan melakukan tindakan strategis yang dianggap perlu
seperti lobi politik pada fraksi-fraksi di DPRD. Kelompok kerja ini terdiri
dari dinas-dinas pemerintah, petani, lembaga pendamping petani, dan
didampingi oleh mitra petani yang dianggap tahu seluk-beluk proses
legislasi.
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Kedua, reorganisasi lembaga. Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A) secara normatif bertugas dan tanggung jawab melakukan pe-
ngelolaan irigasi tingkat tersier dan kuarter. Pada praktiknya, lembaga
ini tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Selain
lemah secara struktural, dalam beberapa hal, P3A justru menjadi
“sumber masalah” pengguna irigasi. Pada kasus Gabungan Perkum-
pulan Petani Pemakai Air (GP3A), masalah yang muncul bukan hanya
lemahnya kemampuan lembaga dalam melayani kebutuhan petani ter-
hadap air, melainkan juga terciumnya sejumlah intrik politik yang dila-
kukan oleh pengurus GP3A dengan tujuan untuk mendapatkan keun-
tungan pribadi. Hal ini dapat dilihat pada kasus mobilisasi tanda tangan
oleh wakil ketua Gabungan P3A untuk “mosi tidak percaya” terhadap
ketua umum dan pertanggungjawaban musim tanam yang dilakukan
oleh wakil ketua tanpa melalui ketua umum, tapi langsung kepada di-
nas Kimpraswil kabupaten. Berkaitan dengan beberapa pertimbangan
itu, peserta lokakarya memandang perlu untuk melakukan perubahan
orientasi GP3A, baik secara struktural maupun orientasi pelayanannya
sehingga lembaga lebih berpihak pada petani.

Reorganisasi GP3A diharapkan dapat memutus mata rantai dualisme
kepemimpinan dan dapat membagi kontrol wilayah irigasi ke dalam
struktur organisasi yang lebih mewakili keragaman persoalan yang di-
hadapi di masing-masing wilayah, meski dengan risiko harus “mem-
bersihkan” orang-orang lama yang telah menjadikan GP3A sebagai
kendaraan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Berkaitan dengan reorganisasi itu, dipandang perlu untuk membentuk
semacam sekretariat bersama yang bisa menjawab persoalan keter-
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wakilan dan keragaman yang selama ini jadi kendala GP3A. Di sekre-
tariat ini, Gabungan P3A mandiri yang berkiprah di hulu, tengah, dan
hilir bisa berkonsolidasi lintas batas untuk memperjuangkan dan men-
cari cara menyelesaikan permasalahan irigasi secara lebih terkoordi-
nasi di bawah suatu manajemen yang baik. Lembaga yang bertujuan
untuk menghindarkan terjadinya konflik irigasi ini akan disebut dengan
nama Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).

Rekomendasi terakhir dalam agenda reorganisasi adalah pembentuk-
an kelompok kerja (Pokja) Irigasi. Pembentukan lembaga ini berda-
sarkan pada kebutuhan akan hadirnya suatu lembaga yang mampu
memediasi proses penyerahan pengelolaan irigasi dari pemerintah ke-
pada petani. Pembentukan Pokja dianggap sangat penting karena ke-
lompok kerja yang telah dibentuk oleh pemerintah diduga banyak ke-
kurangannya. Sebutlah minimnya jumlah perwakilan petani yang du-
duk dalam pokja. Kemudian, terlalu timpangnya komposisi “orang pe-
merintah” dengan perwakilan petani yang duduk dalam pokja dikha-
watirkan akan merugikan petani.

Ketiga, penguatan petani. Kegiatan penguatan muncul dari hasil pu-
taran diskusi sebelumnya yang menunjukkan masih rendahnya ke-
mampuan petani dan lembaga pengelola irigasi dalam mengelola iri-
gasi secara baik dan mandiri. Penguatan itu sendiri bukan hanya ditu-
jukan pada peningkatan kemampuan petani mengelola irigasi secara
teknis. Melainkan juga pada faktor-faktor yang terkait pada penge-
lolaan irigasi, seperti manajemen organisasi pengelolaan irigasi, ting-
kat kesejahteraan petani, kualitas sumber daya manusia, serta faktor
sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.
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Kegiatan penguatan merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada
proses belajar. Petani dan lembaga pengelola irigasi bersama-sama
belajar memahami permasalahan yang muncul dan berusaha mencari
jalan keluar dari permasalahan itu. Karena kegiatan ini merupakan
suatu proses belajar, maka penguatan bukan suatu kegiatan yang da-
pat dilakukan dalam waktu yang singkat. Kegiatan penguatan selalu
memerlukan waktu yang relatif panjang dan membutuhkan komitmen
kuat dari semua pihak yang terlibat untuk terus melakukannya secara
bersama-sama.

Untuk melakukan kegiatan penguatan kelompok tani dan P3A desa,
forum lokakarya tidak berhasil merumuskan silabus pendidikan yang
akan dijadikan rujukannya. Karena itu, forum lokakarya mereko-
mendasikan pembentukan unit kecil yang difasilitasi petani pendam-
ping dengan anggota petani, pengurus kelompok tani, pengurus P3A
desa, dan peneliti untuk menyusun silabus penguatan petani.

Keempat, LPM sebagai pelaksana advokasi. Penunjukan LPM seba-
gai pelaksana kegiatan advokasi (pemegang mandat) merupakan sua-
tu hal yang tidak dapat dihindarkan. Tanpa mengecilkan peran petani,
LPM memang memiliki modal awal yang dibutuhkan untuk memegang
mandat kegiatan advokasi, yaitu, pertama, LPM memiliki dukungan
dana awal, waktu, dan asistensi yang cukup untuk melaksanakan
kegiatan. Kedua, LPM memiliki seorang staf yang khusus bertanggung
jawab melaksanakan kegiatan advokasi. Ketiga, LPM memiliki penga-
laman pendampingan dan pengorganisasian petani. Keempat, LPM
memiliki kelompok dampingan yang kuat serta sangat dipercaya oleh
para petani.
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Demikianlah, bab ini memperlihatkan bahwa analisis sosial tak hanya
bisa dijadikan instrumen untuk mengenali sumber dan bentuk konflik.
Analisis sosial juga dapat menjadi bagian dari cara untuk membangun
kembali relasi sosial yang retak akibat konflik. Pembangunan solida-
ritas antar-stakeholder dalam berbagai forum itu telah menjadi salah
satu alternatif penyelesaian konflik. Setidaknya untuk sementara, pe-
tani dapat mengompromikan perbedaan kepentingan mereka demi
tersusunnya agenda advokasi bersama.

Bab berikut ini akan banyak membahas isu perubahan kebijakan, se-
mangat, keberpihakan, implementasinya, dan kepentingan-kepenti-
ngan yang menyertai perubahan kebijakan pengelolaan irigasi.

* % &
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Bab IV

ANALISIS
KEBIJAKAN IRIGASI

4.1 Pengelolaan Irigasi ala Koboi

Bab ini akan berusaha menggambarkan bentuk sejarah (konflik) kebi-
jakan irigasi di Indonesia, implementasi, keberpihakan, dan hambat-
an-hambatannya. Analisis konflik kebijakan dalam tulisan ini semata-
mata ditujukan untuk merespons perkembangan isu kebijakan (air)
irigasi yang terjadi di tingkat nasional, meskipun isu yang terjadi di da-
erah tidak selalu ditentukan oleh isu nasional. Isu tentang komodifikasi
(komersialisasi) air yang ramai menjelang dan setelah diputuskannya
RUU SDA akan menjadi pelengkap untuk menekankan pentingnya ad-
vokasi kebijakan di tingkat nasional dengan memerhatikan kepenti-
ngan (petani) daerah.
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Setidaknya ada tiga isu penting yang selalu muncul dalam setiap per-
debatan tentang (kebijakan) pengelolaan air (irigasi), tak terkecuali
perdebatan tentang kebijakan pengelolaan irigasi di Indonesia. ' Per-
tama, kecenderungan negara memprivatisasi pengelolaan sumber da-
ya air dengan memberikan peluang sangat besar kepada swasta (kor-
porasi nasional maupun internasional) untuk terlibat dalam pengua-
saan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pembagian air kepada masya-
rakat. Kedua, kontrol sangat besar lembaga-lembaga internasional
(Bank Dunia, WTO, dan korporasi-korporasi internasional) terhadap
pengelolaan air sebagai bagian dari upaya mengubah krisis air menjadi
peluang pasar (market opportunity) untuk mencari keuntungan. Keti-
ga, warisan kerusakan dari sistem pengelolaan yang dikembangkan
oleh rezim pengelola lama bukan hanya berakibat pada kelangkaan air,
juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan politik (komuniti)
petani.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan, kurang dari 1% cadangan
air dunia merupakan sumber daya air tawar (sweet water) yang dapat
diakses. Laporan yang sama mencatat, sebanyak 1,2 miliar orang ti-
dak dapat mengakses air bersih (fresh water). Setiap tahun, tiga juta
orang meninggal dunia akibat penyakit yang disebabkan air yang yang
tidak aman bagi kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Berda-
sarkan laporan itu, pada tahun 2025 diprediksikan setengah penduduk
dunia (sekitar 3,5 miliar orang) akan mengalami kekurangan air yang
parah (Cheow 2003:20). Krisis air ini menjadi inspirasi bagi Bank Du-
nia, World Trade Organitation (WTQ), General Agreement on Trade

1 Kebijakan irigasi merupakan kebijakan publik yang mengatur pengelolaan sumber daya agraria
yang berbentuk air dalam sistem pengelolaan irigasi.
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and Tarrifs (GATT), dan korporasi-korporasi internasional lain dalam
mengembangkan berbagai strategi untuk komodifikasi barang sosial
(social good) seperti air, tidak terkecuali sumber-sumber air di Indo-
nesia.

Air merupakan sumber daya agraria yang seyogyanya mendapat per-
hatian lebih dari sekadar perhatian yang diberikan oleh berbagai pihak
selama ini. Sebagai produk alam, sumber air tidak dapat dipertahan-
kan dengan tingkat kerusakan hutan dan gunung yang parah. Peman-
faatan dan pembagian air bukan saja penting bagi kehidupan manusia,
namun juga untuk kelestarian alam hayati lainnya. Menurut Shiva
(2002:25), air tidak boleh dikelola dengan prinsip koboi dengan dok-
trin “siapa yang pertama datang maka dia yang memiliki” (qui prior est
tempore, prior est in jure) atau doktrin “siapa cepat akan dapat” (prior
appropriation). Doktrin ini hanya akan melestarikan kepemilikan ab-
solut, termasuk untuk menjual dan memperdagangkannya. Doktrin ini
juga akan mendorong banyak pihak untuk bersaing memperebutkan
air di luar batas ketersediaannya di alam dengan kekuatan ekonomi
(kapital).

Sebagai negara agraris, Indonesia tentu sangat berkepentingan untuk
mengatur tata guna air dan tidak sedikit pun berharap masuk dalam
jebakan pengelolaan ala koboi seperti yang disebut Shiva. Indonesia
bukan lagi negara dengan “tongkat, kayu, dan batu” jadi tanaman.
Hampir setiap tahun, ribuan petani mengalami kerugian akibat keke-
ringan, meskipun setiap tahun negara ini juga menuai banjir di mana-
mana (desa hingga kota).2 Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan

2 Banjir dan air bah yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia (terutama Jawa) yang terjadi
pada awal musim hujan tahun 2006 merupakan dampak tahunan dari buruknya pengelolaan
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air yang baik tidak hanya penting untuk melayani petani di perdesaan
tapi juga pilihan strategis untuk menyelenggarakan kenyamanan
warga kota. Pengelolaan air yang adil bukan hanya akan memberi
manfaat pada banyak pihak, tapi juga akan melahirkan “simpati” alam.

Namun, hingga 1999, pengelolaan irigasi di Indonesia sepertinya me-
ngalami kebekuan seiring dengan terlalu besarnya campur tangan pu-
sat. Pemerintah berusaha menembus kebekuan kebijakan yang sen-
tralistik itu menjadi pengelolaan irigasi secara partisipatif dengan me-
nempatkan petani sebagai pengelola air baku irigasi. Sayangnya kebi-
jakan tersebut hanya berbentuk Instruksi Presiden (Inpres). Tepatnya,
Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Penge-
lolaan Irigasi (PKPI).3 Meski maksudnya baik, kebijakan itu berdiri di
atas dasar hukum yang rapuh.

Inpres No. 3/1999 berusaha untuk menggantikan semangat penge-
lolaan irigasi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1974
tentang Pengairan. Untuk mendukung perubahan kebijakan irigasi,
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001
tentang Irigasi. Hanya saja, baik Inpres maupun peraturan pemerintah
yang dikeluarkan untuk mendukung kebijakan pengelolaan irigasi se-
cara partisipatif terpaksa tinggal kenangan ketika Rancangan Un-
dang-undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) mulai men-

sumber daya alam, termasuk tatakelola air. Hal itu menunjukkan bahwa tatakelola air yang
dilakukan di Indonesia tidak didukung dengan pengelolaan hutan yang memadai.

3 Inpres tersebut berisi lima hal pokok. Pertama, pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab
lembaga pengelola irigasi. Kedua, pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Ketiga, penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A. Keempat, pengaturan
pembiayaan pengelolaan irigasi. Kelima, keberlanjutan sistem irigasi.
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jadi perdebatan di parlemen. Lebih-lebih setelah RUU SDA disahkan
menjadi Undang-undang No. 7 tentang Sumber Daya Air.

Dalam konteks pengelolaan irigasi Sungai Putih, terbitnya Inpres PKPI
dijadikan momentum oleh petani dan sekutunya untuk melakukan
perubahan. Perubahan dimaksud, dalam bingkai advokasi, seperti
mendorong Raperda penyerahan pengelolaan, pengorganisasian, dan
penguatan petani.4 Analisis kebijakan yang telah dilakukan dalam
advokasi irigasi ini telah mendorong dibuatnya Raperda tentang Pe-
nyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) di kabupaten setempat oleh petani
pemakai air dan stakeholder lainnya. Legal draf dibuat atas sejumlah
pertimbangan yuridis dan strategis. Salah satu alasan yuridisnya, ada-
lah untuk merespons diterbitkannya Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang
Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi dan Peraturan Peme-
rintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi.5

Di satu sisi, kebijakan ini merupakan kabar “gembira” bagi petani. Ka-
rena dengan kebijakan itu, petani dapat memanfaatkan dan membagi
air secara lebih mandiri di luar kontrol pemerintah. Di sisi lain, kebi-
jakan penyerahan pengelolaan irigasi bukan saja menjadi tantangan,
melainkan juga jadi ajang rebutan antara pihak petani pemakai air dan
badan-badan usaha swasta maupun negara.6 Bisa demikian karena

4 Lihak rekomendasi Lokakarya yang dilakukan tahun 2002 oleh stakeholder Irigasi Sungai Putih.

5 Dalam pasal 9 ayat (1) PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi disebutkan bahwa penyerahan ke-
wenangan pengelolaan irigasi dari pemerintah kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air yang
berbadan hukum dilakukan secra demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan
pengelolaan.

6 Dalam pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa hak guna air diberikan oleh bupati/walikota, gubernur,
dan menteri sesuai dengan kewenangannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, badan hu-
kum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap
sumber air yang dimanfaatkan.
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dalam peraturan pemerintah itu terdapat sejumlah pasal yang men-
janjikan hak guna air itu bisa saja diserahkan kepada petani atau ke-
pada badan swasta. Jika pasal itu dimaknai sebagai dasar kompetisi
antara petani dengan badan swasta untuk mengelola air maka dapat
dipastikan P3A tidak akan dapat mengelola air.

Sebagai pihak yang selama ini terpinggirkan dalam pengelolaan iriga-
si, petani tidak dapat diharapkan mampu memenangi persaingan de-
ngan pihak swasta dalam mengelola irigasi. Selama ini, petani me-
mang tak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk
yang terkait dengan pengelolaan dana iuran yang ditarik dari petani
(Ipair) sendiri. Kalaupun pengurus P3A dilibatkan, tetap saja kekua-
saan pengambilan keputusan berada di tangan petinggi dinas-dinas
pemerintah daerah (Samandawai 2003:46). Jika pun petani terpaksa
harus mengelola irigasi, yang dihadapinya kelak jelas bukan persoalan
kemampuan pengelolaan sistem jaringan irigasi semata, petani juga
harus menerima akumulasi persoalan akibat kesalahan pengelolaan
irigasi yang dilakukan sebelumnya. Persoalan dimaksud meliputi, ke-
salahan rancang bangun, kerusakan fisik irigasi, pengendapan lumpur,
kerusakan hutan, dan berbagai konflik sosial irigasi akibat krisis air
(Samandawai 2003:31—42).

Persoalan-persoalan itulah yang kemudian mendorong petani dan
stakeholder lain merumuskan /egal draft penyerahan pengelolaan iri-
gasi dari pemerintah kepada petani secara adil. Terlibat dalam upaya
itu ahli lobby (politik), hukum, ilmuwan, wartawan, dan mahasiswa. A-
kan tetapi, di tengah upaya keras mendorong pengesahan Raperda
menjadi Perda penyerahan irigasi itu, perdebatan di parlemen tentang
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RUU SDA yang bersemangat komersialisasi air terus menghantui me-
reka.

4.1.1 Peta (Konflik) Kebijakan Irigasi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya
Air (RUU SDA) merupakan kabar baik bagi suatu negara yang terus-
menerus dilanda kekeringan dan kebanjiran. Setidaknya ada harapan
bahwa air akan dikelola dengan cara-cara yang lebih adil. Hanya saja,
RUU ini menuai sejumlah protes dari berbagai kalangan. Protes terkait
dengan hak pengelolaan yang memberi peluang pada pihak swasta
dengan hak guna usaha. Para penentangnya juga mempermasalahkan
materi pengelolaan irigasi yang diserahkan pada (peraturan) peme-
rintah. Sementara itu, pengaturan tentang pengelolaan irigasi perta-
nian biasanya hanya menjadi bagian kecil dari undang-undang pe-
ngairan.

Sebagai negara agraris, aneh kalau Indonesia belum punya undang-
undang yang secara khusus mengatur soal irigasi pertanian. Sayang-
nya, itulah yang terjadi, paling tidak semenjak Orde Baru berkuasa
hingga sekarang. Umur pemerintahan Orde Baru yang sangat panjang
dalam sejarah Indonesia rupanya masih belum cukup untuk mampu
melahirkan kebijakan atau setidaknya mengusulkan kebijakan dalam
bentuk rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur sis-
tem irigasi pertanian di Indonesia. Kebijakan yang berhasil ditelurkan,
paling tinggi berupa Peraturan Pemerintah (PP). Pertama, PP No. 23
yang disahkan tahun 1982, kemudian PP No. 77 Tahun 2001 tentang
Irigasi. Bentuk kebijakan publik ini penting, dalam artian, dari sana a-
kan terlihat tingkat otoritatif pejabat publik penerima kewenangan itu.
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Lebih dari itu, bentuk kebijakan akan berimplikasi pada mekanisme
dan proses pembuatannya.

Proses dan mekanisme pembuatan undang-undang relatif terbuka di-
banding mekanisme dan proses pembuatan peraturan pemerintah.
Pasalnya, undang-undang dibahas di parlemen dan dilakukan oleh wa-
kil rakyat. Secara yuridis, proses pembuatan undang-undang me-
mungkinkan publik untuk mempengaruhi semangat dan isinya secara
langsung maupun lewat perwakilan. Bahkan publik juga memiliki hak
untuk mengajukan rancangan undang-undang pengelolaan irigasi,
meskipun pada kenyataannya jarang terjadi. Sebaliknya, proses pem-
buatan peraturan pemerintah (PP) tidak memungkinkan terjadinya ke-
terlibatan publik, meskipun setelah dimasukkan dalam lembaran ne-
gara (dipublikasi) masyarakat dapat menolaknya atau melakukan ju-
dicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun demikian, pada ke-
nyataannya penolakan masyarakat terhadap PP sering direspons ne-
gatif oleh pemerintah (bahkan sering tidak direspons sama sekali).

Saat ini, Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi me-
rupakan kebijakan tertinggi yang secara khusus mengatur sistem kei-
rigasian di Indonesia. Peraturan pemerintah ini dibuat untuk meng-
gantikan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi dae-
rah.” Peraturan pemerintah yang disebut terakhir ini menekankan pola
pengelolaan irigasi yang lebih sentralistik sehingga pemerintah perlu
menggantinya sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang dimaksud, bu-

7 Menyusul PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, diterbitkan pula Kepmen Pekerjaan Umum No.
529 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada P3A,
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kan saja memberi wewenang daerah untuk mengelola irigasi, juga me-
mungkinkan petani untuk terlibat langsung dalam pengambilan kepu-
tusan tentang pengelolaanirigasi.8

Sebagian pihak menganggap, desentralisasi pengelolaan irigasi kepa-
da daerah yang diinspirasi UU No. 22/1999 merupakan entry point bagi
masuknya investasi modal swasta, terutama Transnational Corpora-
tion (TNC). Meskipun pengelolaan irigasi yang diusung oleh PP tentang
Irigasi mengutamakan kepentingan petani, bahkan menempatkan pe-
tani sebagai pengelolanya, namun semangat itu masih dipandang ti-
dak memadai untuk membebaskan pengelolaan (air) irigasi dari an-
caman komersialisasi barang publik.®

Baik PP No. 23 Tahun 1982 tentang Irigasi yang kemudian dianggap ti-
dak sesuai dengan semangat otonomi daerah, maupun PP No. 77 Ta-
hun 2001 tentang Irigasi, sama-sama didasarkan pada Undang-Un-
dang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. UU ini bersemangat pe-
ngelolaan yang sentralistik dan, tentu saja, tidak sesuai dengan prin-
sip-prinsip otonomi daerah. Kenyataannya, semangat ini potensial
menimbulkan persoalan yuridis dan substansial pada pembuatan kebi-
jakan yang berkaitan dengan peraturan turunannya. Apalagi, pada da-

Kepmen Dalam Negeri No. 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A dan Kepmen
Keuangan No. 298 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten Kota.

8 Lihat ketentuan menimbang huruf b dan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan menimbang disebutkan bahwa penyelenggaraan
otonomi daerah perlu menekankan prinsip peran serta masyarakat, sementara dalam pasal 11 ayat
(2) bidang yang wajib dilaksanakan daerah salah satunya adalah pertanian.

9 Dalam pasal 14 ayat (1) PP No. 77 Tahun 2002 disebutkan, hak guna air irigasi diberikan oleh bu-
pati/walikota, gubernur, dan menteri sesuai dengan kewenangannya kepada perkumpulan petani
pemakai air tingkat daerah irigasi, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air
irigasi untuk kepentingan lainya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.
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sarnya, kebijakan publik yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan kebijakan yang punya derajat lebih tinggi. Da-
lam kasus irigasi, PP No. 77/2001 banyak mengadopsi prinsip otonomi
daerah yang berbeda secara asimetris dengan prinsip UU No. 11/1974
yang masih berprinsip sentralistik. Artinya, bila timbul masalah hu-
kum, maka PP No. 77/2001 bisa dikalahkah oleh UU No. 11/ 1974.

Ketika diundangkan, PP No. 77/2001 memang tak banyak menuai pro-
tes. Karena dengan PP, masyarakat petani lebih memungkinkan untuk
terlibat dalam pengelolaan irigasi. Masalahnya lebih pada basis hu-
kumnya yang UU Pemerintahan Daerah. Bandingkan dengan PP No.
23/1982 yang secara yuridis peraturan lebih kuat karena prinsip-prin-
sip yang dimuatnya relatif sama dengan undang-undang yang menjadi
basis hukumnya yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pe-
ngairan.

Secara substantif, perbedaan paling tajam PP No. 77/2001 dengan UU
No. 11/1974 terletak pada prinsip pengelolaan irigasi. PP secara eks-
plisit menempatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai pihak
utama dalam pengambilan keputusan yang dikemas dalam paket kebi-
jakan penyerahan pengelolaan irigasi pada petani, sementara UU Iri-
gasi masih menempatkan pemerintah sebagai pusat pengambil kepu-
tusan berkaitan dengan pengelolaanirigasi.

Sebagai kebijakan yang tingkatannya lebih rendah, PP No. 77/2001
terancam diganti jika undang-undang yang menjadi dasar hukumnya,
UU No. 11/1974 juga diubah atau diganti. Persoalan perubahan itulah
yang sesungguhnya mencemaskan petani. Petani cemas, prinsip-prin-
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sip pengelolaan irigasi yang semula memposisikan petani sebagai pe-
laku utama dan pengambil keputusan pengelolaan irigasi ikut berubah.
Kecemasan itu mulai terbukti ketika muncul wacana RUU SDA. Dalam
RUU SDA, prinsip pengelolaan oleh petani digeser menjadi
pengelolaan oleh badan usaha swasta atau perorangan.'0 Meskipun,
sebetulnya, dalam PP No. 77/2001 legalisasi peran swasta juga mulai
kelihatan. Simak saja pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa
selain kepada perkumpulan petani pemakai air hak guna air juga dapat
diberikan kepada badan hukum dan perorangan.!!

Gelagat yang mengarah pada upaya komodifikasi air dan swastanisasi
pengelolaan irigasi semakin jelas pada saat RUU SDA mulai digulirkan
di parlemen. Dalam rancangan undang-undang disebutkan bahwa a-
tas dasar hak menguasai negara (HMN) ditentukan hak guna air. Hak
guna air ini meliputi hak guna pakai dan hak guna usaha. Hak guna
yang disebut terakhir itu yang dicurigai banyak pihak akan menjadi
jalan bagi usaha komersialisasi air, termasuk air untuk kepentingan
pertanian. Apalagi disebutkan bahwa hak guna usaha air dapat dibe-
rikan kepada perorangan atau badan usaha seizin pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.12

10 Dalam RUU SDA hak guna air dibagi menjadi dua yaitu hak guna pakai dan hak guna usaha
(pasal 7). Hak guna usaha dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha dengan izin
pemerintah atau pemerintah daerah dengan kewenangannya (pasal 9 ayat 1). Ditegaskan lagi de-
ngan pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan
melibatkan masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya. Beberapa klausul ini dianggap meng-
geser semangat untuk menempatkan petani menjadi pelaku utama pengelolaan irigasi dalam PP
No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (lihat pasal 4 ayat (1)).

Ada dua hal penting dalam pasal ini yang tidak dijelaskan yaitu jenis hak guna air irigasi (hak
guna pakai atau hak guna usaha) dan siapa yang dimaksud dengan badan hukum maupun per-
orangan yang akan mendapat hak guna air irigasi. Istilah badan hukum dan perorangan mungkin
jugamenunjuk pada perusahaan swasta (nasional atau internasional).

12 Pasal 9 ayat (1) dan pasal 11 ayat(3) UU SDA.

-
ey
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Dalam salah satu pasal RUU SDA tentang irigasi—ini adalah satu-satu-
nya pasal yang mengatur tentang irigasi—disebutkan bahwa pengem-
bangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh petani
pemakai air (P3A) atau pihak lain dengan kebutuhan dan kemampuan.
Dalam penjelasan pasal ini secara eksplisit disebutkan bahwa “pihak
lain” adalah perseorangan atau badan usaha. Keterlibatan langsung
badan usaha dan perorangan dalam pengembangan sistem irigasi se-
cara langsung menganulir kewenangan pengelolaan irigasi yang telah
diberikan oleh PP No. 77/2001 kepada petani. Ketentuan itu hilang ke-
tika RUU SDA diundangkan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air. Bersamaan dengan itu, hilang pula satu-sa-
tunya pasal tentang irigasi. Yang tersisa tinggal dua ayat yang ber-
kaitan dengan irigasi yang dikelola petani. Dua ayat tersebut menje-
laskan tentang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang menjadi
tanggung jawab petani dan tentang pembiayaan konstruksi sistem
irigasi tersier.13

Semangat kompetisi yang dibangun oleh UU SDA untuk mengelola
sumber daya air antara pihak swasta dengan petani sesungguhnya sa-
ngat tidak adil. Petani jelas minim kemampuan kelembagaan, kemam-
puan teknis, dan pembiayaannya. Kemampuan semacam itu hanya
mungkin dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta nasional mau-
pun internasional yang orientasinya jelas-jelas bisnis. Pertanyaannya,
mengapa petani harus cemas dengan swastanisasi air? Sebagai ba-
rang publik, air pada prinsipnya dapat diakses oleh siapa pun yang
membutuhkannya sepanjang dalam batas-batas kewajaran dan tidak
dengan tujuan eksploitasi. Untuk itu, negara diberi wewenang menja-

13 Pasal 64 ayat (6) hurufa dan pasal 77 ayat (3).
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ga mekanisme distribusi sumber daya air ini. Wewenang mengatur ini-
lah yang disebut sebagai hak menguasai negara (pasal 33 ayat 3 Un-
dang-Undang Dasar 1945).

Dalam penjelasan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dise-
butkan bahwa:

“Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua
orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tam-
puk produksi jatuh ke tangan orang-perorang yang berkuasa dan rakyat yang
banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup o-
rang banyak boleh ada di tangan orang-perorang. Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.
Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”

Penjelasan undang-undang dasar ini cukup untuk menjawab pertanya-
an mengapa swastanisasi barang publik sangat mencemaskan petani
dan berpotensi mereduksi makna konstitusi negara. Swasta biasanya
hanya mengenal hukum pasar yang berorientasi pada keuntungan
perusahaan, bukan pelayanan publik untuk kemakmuran rakyat se-
perti yang menjadi semangat pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945. Privatisasi pengelolaan air irigasi yang dilakukan oleh negara se-
pertinya didasarkan pada sejumlah asumsi—untuk tidak disebut mi-
tos. Pertama, petani dianggap tidak punya kemampuan untuk menge-
lola irigasi (teknis) secara mandiri karena di mata negara sejumlah
prasyarat pengelolaan belum dimiliki oleh organisasi petani (Perkum-
pulan Petani Pemakai Air/P3A). Kedua, pengelolaan irigasi oleh swasta
dianggap lebih efisien. Swasta juga dianggap punya sejumlah prasya-
rat pengelolaan dan, tentu, negara tidak perlu mengeluarkan anggar-
an untuk mengoperasikan dan memelihara jaringan irigasi. Ketiga, pe-
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ngelolaan irigasi oleh negara selama ini dianggap menjadi ladang un-
tuk korupsi, berbiaya tinggi, dan menjadi sasaran protes. Atas dasar
persoalan itu, privatisasi menjadi alasan yang paling masuk akal buat
negara.

4.1.2 Merebut Momentum PKPI

Di tengah kecemasan terhadap perdebatan RUU SDA di Senayan
(DPR) yang tampaknya lebih mengakomodasi kepentingan swasta da-
lam pengelolaan air (irigasi) waktu itu, implementasi kebijakan ten-
tang penyerahan pengelolaan irigasi seperti termuat dalam PP No. 77/
2001, Kepmen Kimpraswil No. 259/KPTS/M/2001 tentang Pedoman
Penyerahan Kewenangan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai
Air (P3A), dan Kepmendagri No. 50/2001 tentang Pedoman Pember-
dayaan P3A, tetap berjalan di tingkat daerah. Meskipun implementa-
sinya tak berjalan mulus, petani sebagai pihak yang akan menerima
“mandat” penyerahan berusaha untuk merebut momentum pengelo-
laan yang ada itu. Sebuah usaha yang tidak mudah, baik karena terha-
lang hambatan di tingkat lokal maupun ancaman swastanisasi lewat
RUU SDA di tingkat nasional.

Kebijakan penyerahan irigasi dari pemerintah kepada petani memang
berkesan ambisius. Dikatakan demikian karena keadaan fisik irigasi di
Indonesia, paling tidak Irigasi Sungai Putih, banyak mengalami keru-
sakan fisik dan konflik sosial yang serius. Bukannya menyelesaikan du-
lu persoalannya, pemerintah malah sepertinya ingin lepas tangan de-
ngan segera menyerahkannya. Seperti disebutkan di muka, dalam se-
jarahnya, pemerintahan Orde Baru mengelola irigasinya dengan cara
yang sentralistik dengan mengabaikan peran serta masyarakat. Prak-
tik pengelolaan itu bukan saja telah membunuh potensi petani dalam
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mengelola (air) irigasi, tapi juga membuka peluang salah kelola di ling-
kungan dinas pengelola. Hal itu menyebabkan kerusakan fisik irigasi,
seperti kerusakan pintu-pintu air, pos-pos penjagaan, talud sepanjang
aliran tersier dan kuarter, dan endapan lumpur yang tidak diangkat. Pi-
hak pengelola menganggap bahwa kerusakan fisik yang terjadi di ling-
kungan Irigasi Sungai Putih merupakan akibat dari kurangnya anggar-
an untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan jaringan.

Tertutupnya keterlibatan petani dalam pengelolaan irigasi mencipta-
kan apatisme masif dan sikap apolitis petani terhadap semua proses
perubahan yang berusaha ditawarkan pemerintah. Hal ini berakibat
pada lemahnya respons dan kontrol petani terhadap proses pembuat-
an kebijakan pertanian yang merugikan mereka di tingkat daerah
maupun nasional. Perubahan kebijakan pertanian seperti penyerahan
pengelolaan irigasi tidak dapat diharapkan berbuah manfaat banyak
jika apatisme dan pesimisme masih menjadi bagian dari cara petani
merespons kebijakan. Jika petani harus menerima kebijakan penye-
rahan pengelolaan irigasi dari pemerintah maka mereka terpaksa me-
mulainya dari titik nol.

Dalam kasus Sungai Putih, sikap apatis dan apolitis petani ini ditunjuk-
kan dengan berbagai cara. Petani, misalnya, memilih tidak “ambil pu-
sing” siapa pun ketua Gabungan P3A di Wilayah Irigasi Sungai Putih.
Menurut mereka, siapa pun ketuanya tidak akan banyak memperbaiki
kondisi fisik irigasi yang telah rusak parah, apalagi mengontrol pem-
bagian air secara adil. Sikap “dingin” petani terhadap berbagai kebi-
jakan pemerintah biasanya dilakukan dengan memboikot pembayaran
Ipair, merusak pintu air secara diam-diam, memberi kotoran pada tuas
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pembuka pintu air, dan membuang sampah berat. Sebuah “perlawan-
an” petani pemakai air terhadap pengelolaan irigasi dominatif yang di-
praktikkan selamaini.

Dalam konteks itu, petani bukan saja dihadapkan pada persoalan ka-
pasitas sumber daya manusia dan finansial, tapi juga kerusakan fisik
irigasi yang akut. Hal itu tentu belum termasuk persoalan (konflik) so-
sial antara petani pengguna air dengan petani pemilik hutan. Persoalan
sosial yang disebut terakhir tersebut menunjuk pada konflik petani pe-
milik tanah daerah resapan yang tidak mengambil manfaat air dan pe-
tani pemakai air atau petani sawah. Petani bukan saja harus menerima
warisan kerusakan fisik irigasi, tapi juga konflik sosial akibat pe-
ngelolaan irigasi yang buruk dari rezim pengelola lama (Samandawai
2003:31—42).

Secara yuridis, kebijakan penyerahan pengelolaan irigasi didasarkan
pada Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi dan In-
pres No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelo-
laan Irigasi. Dua semangat yang paling menonjol dari PP dan Inpres di
atas adalah prinsip desentralisasi dan partisipasi warga dalam setiap
tahapan pengambilan keputusan. Semangat sama bisa ditemukan da-
lam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diacu-
nya. Dalam UU itu memang disebutkan penyelenggaraan otonomi dae-
rah perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masya-
rakat, pemerataan, dan keadilan. 14

14 Ketentuan Menimbang hurufb Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
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Pembaruan pengelolaan irigasi menjadi inspirasi dan dasar (yuridis)
Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI). Seperti yang dimuat dalam In-
pres tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi (PKPI)
bahwa pemerintah memberikan peran yang lebih besar kepada ma-
syarakat petani.’5 Setidaknya ada empat hal yang dianggap sebagai
perubahan fundamental dalam kebijakan Penyerahan Pengelolaan Iri-
gasi (PPI), meliputi:

1) Pengembangan lembaga P3A sebagai organisasi yang otonom, me-
ngakar kepada masyarakat, dan bersifat sosial-ekonomi.

2) PPI dari pemerintah kepada P3A secara demokratis dengan prinsip
satu sistem satu pengelola, bila P3A belum mampu akan dilaksana-
kan joint management (pemerintah bersama P3A).

3) Pendanaan operasi dan pemeliharaan (OP) dikumpulkan dari, oleh,
dan untuk petani yang tergabung dalam P3A.

4) Keberlanjutan sistem irigasi agar tidak berubah fungsi untuk dapat
dilestarikan penggunaannya.lé

Terlepas dari persoalan penyerahan pengelolaan irigasi, restrukturisa-
si organisasi P3A memang menjadi agenda penting dalam advokasi iri-
gasi. Agenda restrukturisasi atau reorganisasi P3A ini dilakukan kare-
na kondisi objektif organisasi yang tidak mungkin dipertahankan bila
ingin melayani kepentingan petani untuk dapat mengakses air tanpa
menimbulkan konflik sosial. Agenda reorganisasi ini menjadi (lebih)
strategis karena muncul bersamaan dengan datangnya kebijakan

15 Lihat butir kedua Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pe-
ngelolaan Irigasi.

16 Lihat Metode Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P34), Dirjen Bina Sarana Per-
tanian Departemen Pertanian, Jakarta, 2001.
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penyerahan pengelolaan dari pemerintah. Dengan reorganisasi, lem-
baga P3A akan berdaya. Dengan berdaya, itu artinya P3A akan jauh le-
bih siap ketika wewenang mengelola irigasi itu jatuh ke pundaknya.

Dalam konteks penyerahan pengelolaan irigasi dari pemerintah kepa-
da (lembaga) petani terdapat sejumlah kriteria kelayakan kelemba-
gaan. Pertama, P3A dan Gabungan P3A mempunyai status hukum
yang jelas. Kedua, P3A dan Gabungan P3A bersedia secara demokratis
untuk menerima penyerahan pengelolaan irigasi. Ketiga, P3A dan Ga-
bungan P3A telah mempunyai keterampilan di bidang organisasi, tek-
nis, dan finansial. Keempat, P3A dan Gabungan P3A dibentuk secara
demokratis, mandiri, dan mengakar kepada masyarakat.17

Kriteria kelayakan itu dimaksudkan untuk menjamin (keberlangsung-
an) pengelolaan irigasi oleh petani, selain untuk mendorong petani da-
lam menentukan kebijakan pengelolaan pengairan. Dalam rezim pe-
ngelola lama, Gabungan P3A sebagai lembaga petani pengguna air ti-
dak punya peran signifikan dalam pengambilan keputusan yang ber-
kaitan dengan kepentingannya sendiri. Secara yuridis, Gabungan P3A
merupakan bagian dari unsur pengelola irigasi. Hanya saja, dalam ba-
nyak kesempatan, lembaga petani ini tidak punya kekuatan menego-
siasikan kepentingannya kepada unsur lain, terutama unsur pemerin-
tah. Gabungan P3A harus berhadapan dengan unsur-unsur lain dalam
Badan Musyawarah (Bamus) sebagai lembaga tertinggi pengambil ke-
putusan di tingkat kabupaten yang meliputi unsur Kadin Kimpraswil,

17 Lihat Pedoman PPI di Indonesia oleh BPPN, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Pe-
kerjaan Umum, Jakarta, 1999.
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Kadin Pertanian, Dispenda, Ranting Dinas Pengairan, Ranting Dinas
Pertanian, dan Camat.

Dalam kasus irigasi Sungai Putih, Gabungan P3A dalam Bamus mewa-
kili 33 Bendung Daerah Sungai (BWS) yang berada di tujuh Kecamat-
an. Dengan mekanisme keterwakilan seperti itu, jelas sangat sulit un-
tuk mengakomodasi kepentingan yang besar dari P3A Desa, apalagi
kepentingan kelompok tani. Masing-masing tingkatan lembaga ini se-
cara informal bertanggung jawab terhadap saluran irigasi pada setiap
tingkatan. Gabungan P3A bertanggung jawab atas saluran irigasi se-
kunder, P3A Desa bertanggung jawab atas saluran irigasi tersier, dan
kelompok tani di setiap desa bertanggung jawab atas saluran irigasi
kuarter. Tanggung jawab berjenjang ini bukan saja mereduksi aspirasi
petani berkaitan dengan pengelolaan air, namun juga menjadi jalan
bagi unsur pemerintah untuk melestarikan relasi dominan terhadap
petani dalam Bamus.

Kelembagaan pengelolaan irigasi semacam itu dianggap menjadi salah
satu persoalan dalam penyerahan pengelolaan, sehingga perlu kriteria
kelayakan kelembagaan. Lembaga pengelola irigasi tidak didasarkan
pada (otoritas) wilayah administratif, tapi lebih didasarkan pada pe-
ngelolaan di setiap tingkatan jaringan irigasi. Struktur organisasi pe-
ngelolaan yang ditawarkan oleh pemerintah dalam rangka penyerahan
pengelolaan irigasi adalah: Induk P3A (induk irigasi), Gabungan P3A
(jaringan sekunder), P3A (jaringan tersier), dan kelompok tani (unit
blok/kuarter). Kelembagaan yang coba ditawarkan oleh Departemen
Pertanian dalam rangka penyerahan pengelolaan irigasi ditujukan un-
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tuk mendorong partisipasi petani, transparansi pengelolaan dana
Ipair, dan kontrol terhadap operasi dan pemeliharaan (OP).18

Kriteria penyerahan pengelolaan irigasi memiliki beberapa tingkatan
sesuai dengan kapasitas (kelayakan) yang dimiliki oleh organisasi P3A.
Kriteria dimaksud, meliputi kriteria lokasi, kelembagaan, dan finansial.
Karena itu penyerahan pengelolaan irigasi sangat ditentukan oleh ting-
kat kelayakan yang dimiliki Gabungan P3A, yaitu penyerahan dalam
bentuk Kerja Sama Pengelolaan (KSP) atau Penyerahan Penuh.19Apa
yang disebut sebagai “tingkat kelayakan” dalam rangka penyerahan
pengelolaan irigasi kepada petani bisa jadi sekadar upaya rasionalisasi
terhadap swastanisasi barang publik, karena petani hampir tidak me-
miliki apa yang disebut dengan “tingkat kelayakan” untuk menerima
pengelolaan irigasi. P3A sebagai lembaganya petani yang berkaitan
langsung dengan distribusi air sawah saja tidak punya peran dalam pe-
ngambilan keputusan, apalagi finansial yang signifikan untuk dapat
mengelola irigasi pascapenyerahan.

Penyerahan pengelolaan irigasi ini diambil berdasarkan atas kesepa-
katan yang dicapai antara Gabungan P3A dan pemerintah setelah me-
lakukan inventarisasi daerah jaringan yang akan diserahkan. Inventa-
risasi daerah jaringan meliputi kegiatan pencatatan atau pendaftaran
fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pela-
yanan, dan lembaga pengelola irigasi.20 Dalam rangka PPI, inventari-
sasi merupakan tahapan signifikan untuk diperhatikan, sebab penye-

18 Lihat Metode Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P34),hlm. 4.

19 Lihat lampiran 4 Pedoman Umum PPI yang diterbitkan oleh BPPN, Departemen Dalam Negeri,
dan departemen Pekerjaan Umum.

20 Lihat Pasal 36 ayat (1-2) PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi.
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rahan dan pembagian wewenang akan ditentukan oleh hasil akhir in-
ventarisasi.

Prinsip “atas dasar kesepakatan” dalam proses penyerahan pengelola-
an irigasi mengesankan bahwa upaya penyerahan dilakukan secara
demokratis dan adil, apalagi kesepakatan-kesepakatan penyerahan
didasarkan pada hasil inventarisasi yang dilakukan dengan melibatkan
P3A. Namun, dalam perspektif relasi petani-pemerintah, kesepakatan
penyerahan bisa menjadi arena pertukaran yang tidak demokratis dan
adil, karena relasi pemerintah dan petani dalam konteks pengelolaan
irigasi adalah relasi dominatif. Meskipun kesepakatan bersama menja-
di mekanisme penyerahan pengelolaan irigasi dari pemerintah kepa-
da petani, bisa jadi relasi-relasi dominatif akan menjadi bagian dalam
transaksi penyerahan. Lihat pola penyerahan pengelolaan irigasi di ba-
wabh ini.

Tabel 4.1
Pola Penyerahan Pengelolaan Irigasi Pola KSP
No Penyedia Jasa Tingkat Jaringan Sumber Dana O & P
1 Dinas Pengairan Primer Pemkab/Pemkot
2 Gabungan P3A Sekunder Ipair/Gotong Royong
3 P3A Tersier Ipair/Gotong Royong

Sumber: Buku Pedoman Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI)
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Tabel 4.2
Pola Penyerahan Pengelolaan Irigasi Pola Penyerahan Penuh
No Penyedia Jasa Tingkat Jaringan Sumber Dana O & P
1 Induk P3A Primer Ipair/Gotong Royong
2 Gabungan P3A Sekunder Ipair/Gotong Royong
3 P3A Tersier Ipair/Gotong Royong

Sumber: Buku Pedoman Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI)

Pada penyerahan pola Kerja Sama Pengelolaan (KSP), pemerintah ma-
sih memiliki kontrol yang cukup kuat dalam proses pengambilan kepu-
tusan pengelolaan, karena pola penyerahan KSP dianggap sebagai pe-
riode transisi menuju penyerahan penuh. Pada masa transisi, penge-
lolaan jaringan irigasi masih merupakan tanggung jawab pemerintah
dengan segala keputusan tentang pembangunan, rehabilitasi, operasi,
dan pemeliharaan dilakukan secara bersama antara pemerintah de-
ngan Gabungan P3A.

Pada praktiknya, pola kerja sama tersebut tidak berjalan secara baik di
Irigasi Sungai Putih, untuk tidak mengatakan tidak berjalan sama se-
kali. Pemeliharaan saluran sekunder masih dilakukan oleh Gabungan
P3A tanpa melibatkan pemerintah baik dari segi dana maupun penye-
dia jasa. Jika merujuk pada matriks di atas, seharusnya pemerintah
yang menjadi penyedia jasa, sebab Gabungan P3A masih membutuh-
kan pembiayaan dana di luar dana Ipair (Iuran Petani Pemakai Air)
yang dikelola oleh lembaga petani. Fakta ini menunjukkan bahwa “ker-
ja sama” antara pemerintah dan P3A dalam pengelolaan irigasi juga
harus didasarkan pada keseimbangan relasi sehingga upaya untuk
melibatkan petani dalam mengelola irigasi tidak menjadi beban tam-
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bahan bagi petani. Relasi biner antara petani dan pemerintah dalam
kasus pengelolaan bersama ini memberi peluang secara bebas pada
pihak dominan untuk menentukan bentuk dan keterlibatan pengelo-
laan.

Pola kerja sama yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan dalam ka-
sus Sungai Putih adalah pembagian kerja OP, hanya saja hal ini belum
terwujud. Seharusnya ada kerja-kerja OP yang dapat dilakukan oleh
Gabungan P3A dengan dana gotong royong (subsidi dan Ipair) atau
swadaya. Ada kerja OP yang dapat atau sebaiknya dilakukan oleh pe-
merintah (subdinas pengairan), karena pengertian OP irigasi bukan
hanya pengangkatan lumpur saja juga meliputi penyediaan, pemba-
gian, pemberian, penggunaan, pembuangan, dan usaha memperta-
hankan kondisi jaringan untuk tetap berfungsi.2? Semua itu belum ter-
wujud karena tidak ada pembagian kerja yang otoritatif dan terkoor-
dinasi antara pemerintah dan P3A yang dapat menjadi dasar kerja
sama pengelolaan. OP yang selama ini dilakukan hanya bersifat spora-
dis berdasarkan kemampuan petani, sementara pemerintah hanya a-
kan melakukan jika ada dana proyek yang "*memadai”.

Pola kerja OP yang dilakukan oleh pemerintah maupun Gabungan P3A
yang tanpa koordinasi membuka peluang lebar bagi terjadinya mani-
pulasi pertanggungjawaban (accountability) dana OP. Mekanisme kon-
trol yang seharusnya dapat dilakukan langsung oleh petani (P3A Desa)
terhadap OP pemerintah maupun Gabungan P3A tidak terwujud, hal ini
disebabkan tidak ada keterlibatan petani dalam pelaksanaan OP. Pem-
baruan kebijakan pengelolaan irigasi yang bersemangat penyerahan

21 Pasal | angka 20 Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi.
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pengelolaan irigasi kepada petani mengandaikan bahwa ada kontrol
dan peluang petani untuk terlibat dalam setiap tahap pengambilan ke-
putusan pengairan. Praktik yang terjadi menunjukkan pola yang sama
dengan rezim pengelolaan lama, yaitu pendekatan dari atas ke bawah
(top down) dan bukan pendekatan partisipatif dan dialogis (bottom

up).

Pengelolaan irigasi memerlukan program yang jelas dan pendanaan
yang cukup, itu pasti. Sumber dana pembiayaan pengelolaan di tingkat
jaringan berasal dari dana APBN/APBD, Ipair, swadaya petani, penda-
patan usaha P3A/Gabungan P3A, bantuan dana lain yang tidak mengi-
kat, dan dana /loan/APBN.22 Mekanisme pendanaan OP irigasi ini bisa
dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, pemerintah bersama Ga-
bungan P3A menghitung kebutuhan nyata biaya pengelolaan irigasi
yang realistis sesuai kebutuhannya. Kedua, Gabungan P3A memungut
Ipair dari petani pemakai air untuk pembiayaan pengelolaan irigasi.
Ketiga, Pemkab/Pemkot mengalokasikan dana untuk subsidi jika ada
kekurangan biaya pengelolaan irigasi berdasarkan pertimbangan ke-
mampuan petani. 22 Hanya saja, mekanisme ini tidak memungkinkan
petani untuk secara langsung mengetahui besaran dana-dana yang
bersumber dari APBN/APBD dan dana /oan. Hal itu penting bukan saja
berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, juga berhubungan dengan pe-
rencanaan strategi pengelolaan irigasi yang akan dibuat oleh P3A.

Mekanisme pendanaan, pada praktiknya tidak berjalan sesuai aturan,
karena koordinasi antarpihak pengelola (pemerintah dan Gabungan
P3A) tidak terjalin secara baik, di samping Gabungan P3A Sungai Putih

22 Diambil dari Buku Pedoman PPI, hlm. 16.
23 Jhid.
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sendiri masih punya masalah dengan legitimasi formal dalam bentuk
badan hukum. Pemerintah (baca: Dinas Kimpraswil) juga sering mela-
kukan kegiatan OP tanpa koordinasi dengan Gabungan P3A. Tindakan
“sepihak” pemerintah ini bukan hanya berakibat buruk bagi kerja sama
pengelolaan irigasi yang sedang dibangun pemerintah bersama Gabu-
ngan P3A. Rendahnya koordinasi antara pengelola ini juga berakibat
salah sasaran, terjadi dalam beberapa implementasi OP. Menurut peta-
ni, pengangkatan lumpur yang dilakukan oleh pemerintah sering di
tempat yang endapan lumpurnya rendah. Sebaliknya, ada banyak lo-
kasi yang tingkat sedimentasinya tinggi namun lumpurnya tidak per-
nah diangkat.

Untuk memperjelas sumber dana OP irigasi dan jenis-jenis kegiatan, li-
hat matriks perbandingan di bawah ini:

Tabel 4.3
Perbandingan Dana OP dan Jenis Kegiatan Lama
(sebelum PPI)

Sumber Dana
No. Kegiatan
9 J. Primer J. Sekunder J. Tersier

1 Pembersihan saluran Pemkab/pemkot Pemkab/pemkot Gotong-royong
2 | Perbaikan saluran Pemkab/pemkot Pemkab/pemkot Gotong-royong
3 | Per.Bangunan Pemkab/pemkot Pemkab/pemkot Pemkab/pemkot/

pengendali gotong-royong
4 Pengadaan bahan Pemkab/pemkot Pemkab/pemkot Pemkab/pemkot
5 Bahan lokal Pemkab/pemkot Pemkab/pemkot Gotong-royong

Sumber: dari Buku Pedoman PPI
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Tabel 4.4

Perbandingan Dana OP dan Jenis Kegiatan Baru
(sesudah PPI)

Sumber Dana
No. Kegiatan
g J. Primer J. Sekunder J. Tersier
1 Pembersihan saluran Pemkab/pemkot/ Pemkab/pemkot/ Gotong-royong
gotong-royong gotong-royong
2 | Perbaikan saluran Pemkab/pemkot/ Pemkabipemkatf Gotong-royong
gotong-royong gotong-royong
Per. Bangunan Pemkab/pemkot/
3 pengendali Pemkab/pemkot Pemkab/pemkot gotong-royong
4 Pengadaan bahan Pemkab/pemkot Pemkab/pemkot Pemkab/pemkot
5 | Bahan lokal Pemkab/pemkot/ Pemkab/pemkot/
gotong-royong gotong-royong Gotong-royong

Sumber: dari Buku Pedoman PPI

Mekanisme pola pengelolaan dana Ipair selama irigasi dikelola oleh Di-
nas PU (Pekerjaan Umum) bersifat tertutup sekaligus menutup ke-
mungkinan petani untuk mengontrol, apalagi ikut mengelola dananya.
Petani atau organisasi petani (P3A) dalam konteks ini tidak lebih dari
sekadar sarana untuk memobilisasi dana dengan praktik penarikan da-
na Ipair. Mekanisme penarikan dana Ipair oleh P3A ini terkesan menipu
petani, sebab petani tidak pernah tahu besaran dana yang berhasil
dihimpun dan disetorkan ke rekening Dinas Pendapatan Daerah (Dis-
penda).

Kerusakan irigasi yang disinyalir karena kekurangan dana oleh dinas
bisa jadi benar, karena besaran dana yang dihimpun dan disetorkan ke
dalam rekening Dispenda tidak pernah jelas. Persoalannya, di tingkat
mana distorsi dana pengelolaan terjadi. Fakta ini menunjukkan bahwa
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argumentasi yang memojokkan petani sebagai pihak yang bersalah
akibat memboikot tidak membayar Ipair, misalnya, jadi kurang tepat.
Jika benar petani menolak untuk membayar Ipair tentu ada alasannya.
Kurangnya anggaran pengelolaan yang selama ini disinyalir menjadi
“biang kerok” kerusakan irigasi mau tidak mau kesalahannya harus di-
alamatkan pada akuntabilitas pengelolaan Ipair oleh Bamus (maupun
Dispenda) ketimbang pada kesalahan petani menolak membayar iu-
ran. 24

Penolakan petani untuk membayar dana Ipair hendaknya lebih dipa-
hami sebagai upaya untuk mengomunikasikan aspirasi yang selama ini
tidak pernah diperhatikan oleh pihak pengelola irigasi. Petani mengu-
sulkan perbaikan sarana fisik, tapi tidak pernah direspons oleh Dinas
Kimpraswil sebagai pelaksana kegiatan. Karena itu, penolakan petani
tidak membayar Ipair harus dijadikan alat untuk memahami berbagai
persoalan yang menyelimuti pengelolaan irigasi. Pertama, penolakan
petani untuk membayar Ipair karena penarikan dana Ipair oleh P3A
yang kemudian disetorkan ke dalam rekening Dispenda tidak pernah
diketahui besaran dan penggunaannya. Bagi petani, mengetahui pe-
narikan dan penggunaan dana Ipair merupakan hal yang penting, se-
bab berkaitan dengan mutu pelayanan air. 2% Kedua, penarikan dana
Ipair oleh P3A yang didasarkan atas luas lahan yang dimiliki petani pa-
da praktiknya tidak sebanding dengan mutu pelayanan air yang dite-

24 Ipair ditarik dari petani sebesar Rp 10.000 pertahun oleh P3A (desa) dikumpulkan di Gabungan
P3A kemudian disetorkan ke rekening Dispenda. Dari lembaga ini dana masuk ke dalam APBD.
Alokasi penggunaan dana dari APBD tersebut diproses oleh Bamus (Samandawai 2003:35—36).
Rantai pendanaan itu tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada petani, juga tidak diketahui
prosentase dananya untuk kepentingan apa saja sehingga ada dugaan salah kelola berkaitan de-
ngan penggunaannya.

25 Hal ini terjadi di beberapa desa seperti Rejo, Arum, Agung (sebagian), Sakti, dan Rahayu. Hanya
sebagian kecil desa yang tesebut di atas menolak karena alasan pelayanan.
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rima petani. Air yang seharusnya menjadi hak petani sering tidak sam-
pai ke petak sawah mereka, hal ini yang dianggap oleh petani sebagai
penipuan sistematis. 26 Ketiga, penarikan Ipair bukan satu-satunya
tarikan yang harus dibayar oleh petani, petani juga harus bayar jang-
golan yang berupa gabah kering untuk I/i-ili. 27 Hal ini tentu terasa ti-
dak adil bagi petani jika petani tidak menerima hak atas air secara la-
yak.

Mekanisme pengelolaan Ipair ini sepenuhnya berada di tangan Bamus,
sebab setelah dana Ipair disetorkan ke rekening Dispenda oleh Gabu-
ngan P3A dan masuk dalam APBD kemudian turun ke Bamus. Meka-
nisme distribusi dana setelah berada di bawah kontrol Bamus inilah
yang kemudian menghilangkan prinsip akuntabilitas pengelolaan Ipair.
Kekaburan dalam praktik pengelolaan dana Ipair bukan saja terjadi
pada tahap penarikan, juga pada tahap alokasi dan distribusi ang-
garan. Hal ini terjadi tanpa ada kontrol yang signifikan dari petani, se-
bab keterlibatan petani dalam sistem pengelolaan irigasi itu memang
tidak memungkinkan petani melakukan kontrol terhadap pengelolaan
anggaran.

Praktik pengelolaan yang banyak merugikan petani ini (konon) mem-
beri inspirasi bagi diterbitkannya kebijakan tentang pengelolaan Ipair

26 Kasus air tidak sampai di petak sawah petani bukan saja akibat perubahan alam dan kerusakan
jaringan irigasi, tapi disebabkan praktik jual beli air jatah petani dan manipulasi data sawah fungsi
di area aliran air yang dilakukan oleh petugas pengairan. Manipulasi data area fungsi dilakukan
dengan cara tidak memberi blanko 07 (blanko isian hasil dan gagal panen) atau diberikan di awal
musim tanam. Padahal fungsi blanko 07 ini untuk evaluasi keberhasilan dan kegagalan panen se-
bagai dasar luas area pelayanan musim tanam berikutnya berdasarkan kapasitas layanan air.

27 Janggolan adalah iuran berupa gabah kering yang diberikan kepada Ulu-ulu dan 1li-ili sebagai
petugas pengairan tingkat desa dan hamparan. Besarnya gabah yang diberikan petani sebagai
imbalan tergantung pada luas area sawah petani yang diairi.
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pola baru. Pengelolaan Ipair pola baru ini mengandaikan transparansi,
kontrol, dan akuntabilitas yang memadai dari semua pihak, terutama
Gabungan P3A sebagai pengelola. Pengelolaan ini bukan hanya me-
mungkinkan kontrol petani terhadap dana Ipair, juga mensyaratkan
perubahan bentuk organisasi P3A sebagai bagian dari penciptaan
ruang kontrol.

Struktur organisasi Gabungan P3A yang meliputi seluruh Daerah Iriga-
si Sungai Putih tidak mungkin dipertahankan dalam rangka transpa-
ransi pengelolaan Ipair. Telah terbukti, struktur lama itu tidak mampu
memfasilitasi petani untuk menciptakan pengelolaan Ipair secara
transparan. Secara informal, Gabungan P3A mencoba mempraktikkan
pengelolaan Ipair pola baru, tapi tidak didukung oleh struktur organi-
sasi yang solid di samping intervensi subdinas Pengairan yang masih
sering dilakukan. Karena itu, Gabungan P3A hanya boleh mengelola ja-
ringan di tingkat sekunder saja berdasarkan kebijakan penyerahan.
Alasannya, di atas lembaga ini terdapat Induk P3A (yaitu semacam se-
kretariat bersama dari beberapa Gabungan P3A).

Gabungan P3A memang berada di titik tengah organisasi P3A. Di ba-
wah Gabungan P3A (sekunder) terdapat P3A Desa (tersier) dan di
atasnya terdapat IP3A (primer). Dengan struktur organisasi ini, Gabu-
ngan P3A sebagai pengelola diawasi oleh IP3A dan pada saat yang
sama dikontrol oleh P3A Desa.28 Sayangnya, IP3A sebagai lembaga in-

28 Gabungan P3A bukan saja dituntut punya kemampuan untuk mengelola Ipair, juga harus
memiliki kapasitas pola manajemen bersama dengan dinas. Pola baru pengelolaan Ipair ini juga
memungkinkan terjadinya integrasi Ipair dengan subsidi pemerintah (lihat him. 7 Pedoman
Umum Pelaksanaan Ipair Pola Baru Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Pemerintahan Propinsi
Lampung).
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duk dari beberapa Gabungan P3A di daerah irigasi belum terbentuk.
Dalam kasus ini, kesalahan tidak lagi berada di pundak P3A, jika me-
mang ada yang patut disalahkan.

Secara umum, hambatan terhadap implementasi penyerahan penge-
lolaan irigasi di Daerah Irigasi Sungai Putih meliputi hambatan struktu-
ral, kelembagaan, dan kultural. Hambatan struktural menunjuk pada
substansi kebijakan tingkat daerah dan karakteristik birokrasi. Ham-
batan kelembagaan petani merujuk pada kondisi organisasi petani
yang akan menerima penyerahan pengelolaan irigasi. Hambatan kul-
tural menunjuk pada tradisi birokrasi pemerintaha dan relasi pemerin-
tah-petani. Beberapa hambatan itu sebenarnya bermuara dan berakar
pada praktik sistem pengelolaan irigasi yang sentralistik selama ini.

Hambatan kelembagaan petani sebenarnya terkait dengan aspek
pemberdayaan P3A dalam strategi penyerahan pengelolaan. P3A se-
bagai lembaga petani pemakai air tidak dapat menanggung beban ke-
rusakan fisik irigasi dan konflik sosial yang akut mengingat lembaga,
sumber daya manusia, dan finansial yang sangat terbatas. Berkaitan
dengan itu pemberdayaan P3A menjadi tahapan penting dalam proses
penyerahan pengelolaan. Hanya saja, tahapan penting ini diabaikan
oleh pemerintah daerah. Realitas ini mencemaskan banyak pihak kare-
na ada gelagat RUU SDA yang memberi tempat pada swasta akan di-
sahkan.

Hambatan struktural penyerahan pengelolaan irigasi yang paling me-
nonjol dalam kasus Irigasi Sungai Putih adalah belum adanya perda
yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun mekanisme, tahapan,
wewenang, tanggung jawab, hak, dan strategi pemberdayaan dalam
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rangka penyerahan pengelolaan irigasi kepada petani. Absennya ke-
bijakan dalam bentuk perda ini berakibat tertundanya keputusan-ke-
putusan teknis yang harus diambil oleh pemerintah daerah kabupaten
berkaitan dengan tahapan penyerahan pengelolaan kepada petani, se-
perti tahap inventarisasi daerah irigasi sebagai prasyarat penyerahan,
pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Irigasi, kelompok ker-
ja irigasi, Induk P3A, dan, yang sangat penting, adalah tertundanya
pemberdayaan P3A.

Tradisi birokrasi yang bersemangat patron-client menjadi hambatan
kultural dalam rangka penyerahan pengelolaan irigasi. Pejabat peng-
airan di kabupaten bersangkutan masih menempatkan dirinya sebagai
patron (boleh dibaca: tuan) dan petani sebagai client (hamba). Tradisi
ini selalu mencitrakan petani sebagai kelompok masyarakat yang tidak
tahu apa-apa, termasuk persoalan irigasi. Karena itu, berbagai kepu-
tusan penting seperti rekonsiliasi kasus pencurian air yang potensial
menimbulkan konflik diveto oleh pihak subdin pengairan. Belakangan,
veto ini bukan saja merugikan petani miliaran rupiah pada musim gadu
2002-2003, tapi juga pelan-pelan menggerus mekanisme rekonsiliasi
yang sedang dikembangkan oleh petani di tengah konflik air (lebih
lengkap ada di Bab V). Tradisi patron-client terbukti mampu menjadi
alat efektif untuk meminggirkan peran otonom petani dalam menyele-
saikan persoalan sendiri sekaligus memelihara relasi dominatif kelom-
pok kuat terhadap kelompok petani.

Penyerahan pengelolaan irigasi dari pemerintah kepada petani mung-

kin akan menjadi cerita dan cita-cita PP No. 77/2001 karena UU No. 7/
2004 tentang Sumber Daya Air hanya menempatkan masyarakat pe-
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tani sebagai pemakai air belaka. Petani tidak punya wewenang untuk
ikut terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan perencana-an.
Petani tidak lebih hanya sebagai pihak yang menerima sosialisasi dari
dinas-dinas pemerintah mengenai pengelolaan irigasi. Dalam pa-sal
62 ayat (2) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “Instansi yang
berwenang sesuai dengan bidang tugasnya mengumumkan se-cara
terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air kepada
masyarakat”. Selain menjadi instrumen sistematis negara menggerus
kemampuan petani mengelola air, UU SDA juga mengancam petani
dan dunia pertanian di Indonesia.

4.2 Politik Komodifikasi Air

Sejak awal pembahasannya, RUU SDA telah menciptakan kontroversi
dan protes dari banyak pihak, terutama kalangan petani. Salah satu
butir keberatan yang diajukan terhadap RUU SDA ini adalah karena
RUU SDA dianggap bertujuan memuaskan hasrat dunia usaha me-
nguasai dan mengelola sumber air dengan swastanisasi sektor air. Itu
pula yang menjadi salah satu alasan gugatan /egal standing yang dia-
jukan beberapa lembaga seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Federasi
Serikat Petani Indonesia (FSPI), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusan-
tara (AMAN). Bahkan sebanyak 870 kelompok masyarakat yang seba-
gian petani juga mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah
Konstitusi.?®

29 Upaya hukum luar biasa ke MK juga dilakukan oleh Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air
(KRUHA), bahkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi menolak disah-
kannya RUU SDA (“Tempo Interaktif”, Kamis, 27 Mei 2004 dan “Kompas”, 28 Februari 2004).
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Water Resources Sector Adjusment Loan (WATSAL) Bank Dunia meru-
pakan proyek yang ditengarai paling menekan kebijakan swastanisasi
sektor air di Indonesia. Melalui proyek restrukturisasi sektor air itu
Bank Dunia berjanji untuk mencairkan bantuan sebesar US$ 300 juta
kepada Indonesia tahun 1998. Awalnya, Bank Dunia lebih tertarik un-
tuk mengatur sektor kehutanan di Indonesia dengan mengajukan Fo-
rest Resources Sector Adjusment Loan, namun Departemen Kehutan-
an RI menolak proposal Bank Dunia. Sebagai gantinya, Bank Dunia
mengajukan proposal untuk sektor pertanian, namun Departemen
Pertanian RI menjawab dengan sikap yang sama. Petualangan Bank
Dunia untuk menguasai sumber daya alam Indonesia pun akhirnya
jatuh pada sektor air. Mulalui Badan Perencanaan Pembangunan Na-
sional (Bappenas) pemerintah membentuk tim lintas departemen ber-
sama-sama Bank Dunia menyusun program restrukturisasi air, terma-
suk menyusun RUU SDA.30

Akhir Desember 2003 merupakan batas kontrak WATSAL Bank Dunia
kepada Indonesia. Oleh karena itu, lembaga donor itu mendesak RUU
SDA untuk segera disahkan DPR RI agar pencairan pinjaman tahap ke-
tiga sebesar US$150 juta dari US$300 juta yang dijanjikan dapat sege-
ra dilakukan. Proyek WATSAL sebesar US$300 juta yang diterima pe-
merintah dari Bank Dunia menjadi titik balik pengelolaan air di Indone-
sia, khususnya pengelolaan air irigasi.

Tepatnya tanggal 19 Februari 2004, DPR RI mengesahkan RUU SDA
menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
UU ini menggantikan Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang

30 Lihat Politik Air: Penguasaan Asing Melalui Utang (2004:75)
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Pengairan. Terbitnya UU ini bukan saja memupus harapan petani untuk
dapat mengelola irigasi secara otonom tanpa campur tangan negara
dan bersaing dengan pihak swasta, namun juga menggulung semua
harapan rakyat Indonesia untuk dapat mengakses air secara murah
dan mudah. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang SDA seperti
menjadi monumen kemenangan modal melawan hak-hak dasar rak-
yat.

4.2.1 Menjejak Kebijakan Kontroversi

Dalam PP No. 77/2001 disebutkan bahwa pengelolaan irigasi diseleng-
garakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan
menempatkan P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama
pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.31 Kebijakan ini
mengandaikan suatu mekanisme penyerahan yang adil dan demokra-
tis dari pemerintah kepada petani dengan mengutamakan kepenti-
ngan petani dan memberdayakan P3A.

Selain P3A yang bisa didirikan sampai tingkat daerah irigasi yang dise-
but dengan Induk P3A, sejumlah lembaga seperti komisi irigasi forum
multi stakeholder juga bisa dijadikan sebagai alat petani untuk meng-
koordinasikan kepentingan pengelolaan. Lembaga-lembaga tersebut
merupakan ketentuan yuridis peraturan pemerintah tentang irigasi
untuk kepentingan penyerahan dan pengelolaan irigasi oleh petani.
Meskipun lembaga seperti komisi irigasi mirip dengan Bamus, lembaga
yang disebut pertama tidak memiliki wewenang untuk menentukan
pengelolaan dana Ipair yang dipungut petani. Berkaitan dengan pen-

31 Selain pasal 4 ayat (1) beberapa pasal yang lain juga menyebutkan secara eksplisit bahwa air atau
hak guna air terutama atau diutamakan untuk kepentingan pertanian, lihat pasal 14 ayat (2) dan
pasal 17 ayat (1).
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danaan pengelolaan irigasi yang dilakukan petani, komisi irigasi hanya
berwenang untuk menentukan besaran dana yang bersumber dari
APBN/APBD, di mana P3A menjadi bagian dari proses penentuannya.

Peraturan pemerintah ini hanya mengenal hak guna air. Hak tersebut
diberikan oleh pemerintah terhadap P3A, badan hukum, badan sosial,
perorangan, dan pemakai air untuk kepentingan lainnya guna menun-
jang usaha pokok.32 Meskipun hak guna air akan diberikan pada pihak
selain petani, namun air ditempatkan hanya sebagai penunjang usaha
bukan untuk dikomodifikasi. Penegasan ini penting untuk menghin-
darkan terjadinya salah penafsiran terhadap klausul dalam pasal ter-
sebut.33

Peraturan pemerintah tersebut memang bukannya tanpa kelemahan.
Akan tetapi, sebagai kebijakan yang bermaksud untuk menyerahkan
pengelolaan irigasi kepada petani, dari sudut pandang petani, kebijak-
an itu jauh lebih baik dibanding dengan UU No. 7/2004 yang tidak se-
dikit pun memberikan hak kelola irigasi pada petani. Selain masih ter-
dapat ketentuan perizinan bagi petani pengguna air, kelemahan kebi-
jakan penyerahan ini juga masih memberi kekuasaan yang besar pada
pemerintah untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap penge-
lolaan pada petani. 34

32 Lihat pasal 14 ayat (1) dan ketentuan umum butir 30

33 Karena itu, ketentuan perizinan seperti yang terdapat dalam pasal 15 peraturan pemerintah men-
jadi tidak relevan berkaitan dengan penyerahan pengelolaan irigasi kepada petani. Wewenang
pengelolaan yang dimiliki P3A memberi kuasa untuk menentukan mekanisme dan teknis pem-
bagian air.

34 Lihatketentuan pasal 37 ayat (2) dan pasal 45. Audit pengelolaan terhadap petani sebenarnya bisa
dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara peme-
rintah dan P3A. Fungsi pengawasan yang akan dilakukan pemerintah sebenarnya bisa dilakukan
secara internal oleh P3 A, karena sebagai organisasi yang otonom P3 A memiliki mekanisme per-
tanggungjawaban dan evaluasi internal.
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Sudut pandang yang menyebutkan bahwa kebijakan penyerahan pe-
ngelolaan tidak merugikan petani membuat peraturan pemerintah itu
tidak banyak menciptakan eskalasi protes dan kontroversi di dalam
masyarakat. Meski terjadi gejolak berkaitan dengan kebijakan penye-
rahan, itu biasanya terjadi akibat ketidaksiapan dan ketidakpastian pe-
merintah daerah dalam mengimplentasikan peraturan pemerintah dan
ketentuan turunannya saja. Gejala masyarakat dalam merespons ke-
bijakan pengelolaan air (irigasi) itu berubah secara ekstrem ketika
RUU SDA digulirkan, lebih-lebih setelah diundangkan.

Yang menjadi bahan protes dan pangkal persoalan dalam UU SDA itu
adalah ketentuan tentang hak guna usaha seperti termuat dalam pasal
7, 8,9, dan 10. Hak guna usaha merupakan perluasan dari hak guna
air. Dalam PP No. 77/2001, yang dikenal hanya hak guna air sedangkan
dalam UU SDA hak tersebut berkembang menjadi hak guna pakai dan
hak guna usaha. Hak guna usaha air merupakan ketentuan hukum
yang memberi dasar bagi masuknya swasta dalam pengelolaan air, ter-
masuk air irigasi.

Berdasarkan kemampuan dan kebutuhan pengelolaan irigasi, peme-
rintah dapat memberikan wewenang pengelolaan pada pihak swasta.
Klausul semacam ini dimuat dalam pasal 41 ayat (5). Ketentuan ini
menjadikan pengelolaan irigasi sebagai arena persaingan antara P3A
dan swasta. Padahal pemerintah tahu bahwa petani tidak akan mampu
bersaing memperebutkan mandat pengelolaan mengingat kapasitas
(organisasi, teknis, dan pembiayaan) yang dimilikinya. Pemerintah
tampaknya menyadari betul persoalannya, karena itu kebijakan pe-
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nyerahan pengelolaan irigasi mengandaikan pemberdayaan organisasi
P3A.35

Keterlibatan P3A seperti disebut dalam ketentuan, tidak lagi menggu-
nakan istilah pengelolaan irigasi namun menggunakan istilah pe-
ngembangan sistem irigasi. Wewenang pengelolaan irigasi yang di-
miliki oleh P3A dalam kebijakan penyerahan pengelolaan irigasi hanya
meliputi OP, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan dengan biaya sen-
diri maupun dengan dana gotong-royong yang bersumber dari APBN/
APBD. Sedangkan dari segi teknis P3A, masih membutuhkan supervisi
dan fasilitasi pemerintah. Dengan kondisi semacam itu, sulit bagi pe-
tani kalau harus melakukan pengembangan sistem irigasi yang tentu
lebih kompleks dari sekadar mengelola.36

Berbeda dengan pengelolaan irigasi, konsep pengembangan sistem iri-
gasi tidak hanya terkait urusan operasional dan pemeliharaan. Selain
melakukan pengelolaan irigasi seperti OP, rehabilitasi, dan peningkat-
an jaringan irigasi, pengembangan sistem irigasi mengandaikan pe-
ngelolaan terhadap area resapan dan hutan tangkapan untuk menjaga
sumber air. Pekerjaan pengelolaan hutan semacam itu jelas bukan pe-
kerjaan petani, lebih-lebih kalau harus mengontrol dan mengawasi ke-
lestariannya. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan tentang pengem-
bangan sistem irigasi memang semata-mata dipersembahkan bagi pi-
hak swasta, bukan konsumsi petani.

35 PP No. 77 Tahun 2004 tersebut pun terancam diganti seperti bunyi ayat (6).
36 Istilah pengembangan sistem irigasi dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan, baik dalam
penjelasannya maupun dalam ketentuan umumnya, lihat pasal 41 ayat (3).
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Meskipun ketentuan hak guna pakai air menempatkan pertanian rak-
yat sebagai pihak yang menerima hak guna yang tidak memerlukan
perizinan, namun petani sebagai pengambil manfaat air (water user)
tetap harus membayar seperti ketentuan pasal 26 ayat (7). Pertanian
rakyat yang meliputi komoditi tanaman pangan, perikanan, peternak-
an, perkebunan, dan kehutanan hanya mendapat jatah dua liter/detik,
karena penggunaan air dalam jumlah besar memerlukan izin peme-
rintah.

Implementasi ketentuan akan menambah panjang daftar kesulitan pe-
tani dalam berproduksi, karena mereka harus menambahkan butir bia-
ya air dalam total ongkos produksinya. Padahal, selama ini, petani te-
lah mengeluarkan biaya produksi yang tidak murah meskipun mereka
tahu bahwa sektor pertanian merupakan “arena judi” berbiaya tinggi.
Selain ancaman hama ganas karena kerusakan ekosistem akibat revo-
lusi hijau yang merusak keseimbangan alam, tanaman puso akibat ke-
keringan dan banjir juga menjadi ancaman bagi pertanian. Persoalan
terakhir itulah yang menjadi alasan masuknya sektor swasta ke dalam
pengelolaan air.

Masuknya pihak swasta ke dalam sektor air yang diakomodasi UU SDA
berdasarkan analisis bahwa pemerintah tidak punya pengetahuan dan
kemampuan teknis (know-how) dalam mengelola air. Sebabnya adalah
karena pemerintah tidak mampu mengimbangi dan mengikuti moder-
nisasi fasilitas dan teknologi operasional, tidak mampu menyediakan
dana untuk operasional, dan tidak bisa mengikuti perkembangan bi-
dang manajemen dan operasi industrial.3” Alasan bahwa pemerintah ti-

37 Lihat Cheow dalam Privatisasi Pasokan Air tahun 2003, hlm. 5.
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dak dapat melayani pengguna air secara memadai menjadi pembenar
bagi masuknya swasta dalam pengelolaan air di Indonesia.

Istilah swastanisasi, komersialisasi, komodifikasi air memang tidak di-
muat secara eksplisit dalam UU SDA. Namun materi yang bermakna
dan mengarah pada praktik itu secara jelas terdapat dalam undang-
undang. Dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa pendayaguna-
an sumber daya air bukan hanya praktik penatagunaan, penyediaan,
penggunaan, dan pengembangan air, namun juga pengusahaan.38
Ketentuan pengusahaan air mendapat tempat istimewa dalam UU SDA
ketika menjadi bagian dari hak guna air. Klausul itu seperti menghapus
ketentuan pasal 3 yang menyebutkan bahwa “...kemanfaatan sumber
daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”. 39

Soal komersialisasi air secara eksplisit terdapat dalam ketentuan pasal
26 ayat (7) yang menyebutkan bahwa pengguna air (harus) membayar
biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Selama ini, petani pemakai air
tidak mendapat air secara gratisan. Kecuali membayar Ipair, petani ju-
ga harus memberi janggolan gabah untuk upah ulu-ulu dan ili-ili (juru
air tingkat desa dan hamparan). Selama ini besaran Ipair ditentukan
oleh P3A. Berdasarkan PP itu, Ipair masuk ke rekening Gabungan P3A
dan dikelola secara otonom oleh mereka. Jika pengelolaan irigasi di-
swastanisasi, maka pihak pengelola akan menentukan besaran “biaya
jasa” pengelolaan secara sepihak tanpa melibatkan petani sebagai

38 Instrumen yuridis pengusahaan air oleh swasta juga terdapat dalam pasal 45,46, 48, dan 49.
39 Pasal 11 ayat (3) UU SDA bahkan menyebutkan bahwa selain melibatkan petani, pola pengelola-
an air juga melibatkan dunia usaha seluas-luasnya.
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pengguna air seperti yang selama ini terjadi pada praktik pengelolaan
airminum.

Ketentuan tentang penyerahan pengelolaan irigasi kepada petani tidak
lagi diakomodasi dalam UU SDA. Dengan istilah pengembangan sistem
irigasi, UU SDA meralat kebijakan penyerahan pengelolaan irigasi un-
tuk kembali menjadi kewenangan pemerintah, kecuali sistem irigasi
tersier. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dijadikan
komoditi untuk diperebutkan oleh petani dan pihak swasta. Jika klausul
itu diimplementasikan, dapat dipastikan akan menimbulkan persoalan
yang jauh lebih kompleks dibanding dengan kondisi ketika irigasi ma-
sih dikelola pemerintah.

Kewenangan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang
ditawarkan untuk dilakukan oleh swasta dan petani dapat dipastikan
akan jatuh ke tangan swasta. Bahkan sebelum tawaran pengemba-
ngan sistem irigasi diundangkan, pihak swasta telah memenangi “le-
lang” itu. Setidak-tidaknya bila dilihat dari keberhasilan swasta mem-
bangun citranya. Di mata lembaga donor, swasta dipandang lebih pro-
fesional serta lebih siap secara finansial, teknis, dan operasional ketim-
bang pemerintah maupun petani.

Jika pengelolaan sistem primer dan sekunder jatuh pada pihak swasta
maka konflik manajemen akan segera muncul, karena sistem irigasi
tersier tidak berada dalam satu manajemen. Berdasarkan ketentuan
pasal 41 ayat (3) sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung ja-
wab petani. Tanpa konflik manajemen saja, distribusi air irigasi selama
ini telah menimbulkan banyak masalah di kalangan petani. Konflik air
antarpetani Sungai Putih bisa menjadi contoh kompleksitas penge-
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lolaan irigasi dalam satu manajemen, lebih-lebih jika irigasi dikelola
dengan dua manajemen seperti yang diandaikan oleh UU SDA.

Selain pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi seperti di atas, UU
SDA ini juga banyak memuat pasal yang kontradiktif secara material.
Seperti ketentuan yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber da-
ya air dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ber-
tolak belakang dengan klausul tentang hak kelola air oleh swasta yang
berorientasi keuntungan. Ketentuan pasal 80 menyebutkan bahwa
pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari dan pertanian rakyat tidak dibebani biaya kelola, namun secara
material klausul tersebut bertolak belakang dengan prinsip “peman-
faat air harus membayar”.40

Kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia, banyak me-
nimbulkan kontroversi, protes, dan memuat sejumlah kontradiksi
secara material itu dapat dipastikan akan terus diberlakukan me-
ngingat UU SDA merupakan investasi Bank Dunia untuk mendorong
pengelolaan air oleh swasta. Lebih-lebih Bank Dunia bukan satu-satu-
nya lembaga donor internasional yang menghendaki swastanisasi sek-
tor air. Selain Bank Dunia, perusahaan-perusahaan raksasa dunia,
lembaga-lembaga yang mestinya netral seperti PBB (UNESCO) juga
mulai tertarik untuk mengkampanyekan swastanisasi air dengan ala-
san berbeda.

40 Lihat pasal 26 ayat (7).
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4.2.2 Airuntuk Laba

Dalam rangka pencanangan International Year of Freshwater 2003
Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengatakan bahwa “kita memer-
lukan irigasi yang jauh lebih efisien... dan investasi-investasi baru da-
lam infrastruktur dan pelayanan bidang penyediaan air”. Pernyataan
Annan ini berkaitan dengan posisi swasta dalam strategi pembiayaan
internasional yang semakin sulit. Dalam Konferensi PBB tahun 2002
tentang Pembiayaan Pembangunan di Moterrey, Meksiko, disebutkan
bahwa pentingnya penatakelolaan ulang sektor swasta berkaitan de-
ngan strategi pembiayaan pembangunan. Usaha-usaha bisnis yang
bersih diminta berinvestasi menanggulangi kemiskinan, membangun
infrastruktur, menyusun program kesehatan, pendidikan, air, dan lain-
lain (Choew 2003:4).

Menurut data United Nation Education, Scientific, and Cultural Orga-
nization (UNESCO), pada tahun 2050, sebanyak 2 miliar penduduk
yang berada di 48 negara dan lebih dari 7 miliar di 60 negara akan ke-
kurangan air. Polusi merupakan penyebab kerusakan lingkungan di-
samping perubahan cuaca yang berakibat pada ketersediaan air ber-
sih. Pendeknya, mutu air bersih akan semakin menurun akibat me-
ningkatnya polusi dan temperatur. Alasan ini yang menjadi dasar bagi
UNESCO untuk mendorong pemerintah negara-negara dunia untuk
membuka kemungkinan penanaman modal swasta di sektor air. Pada-
hal, ketika sektor publik diswastanisasi, kelompok miskin merupakan
pihak yang paling tidak bisa mengakses jasa layanan air karena daya
beli yang rendah.

Dalam perspektif usaha, pengembangan sistem irigasi primer dan se-
kunder oleh swasta merupakan bisnis jasa layanan per se. Hal itu akan

158



ANALISIS KEBIJAKAN IRIGASI

berimplikasi pada kesenjangan penentuan tarif antara pengelola dan
pengguna air (petani). Swasta akan secara sepihak menentukan ke-
naikan tarif layanan, mengalihkan beban risiko pengelolaan dan pajak
usaha kepada pemakai air untuk memaksimalkan keuntungan (full
cost recovery) yang pada akhirnya akan membebani biaya hidup ke-
lompok miskin. Hal itu mestinya menjadi perhitungan PBB ketika men-
dorong swasta untuk masuk dalam jasa layanan publik seperti air.

Kenyataan itu ironis dengan kebijakan Asian Depelovment Bank (ADB)
yang memasukkan swastanisasi air sebagai bagian dari poverty reduc-
tion strategy. Tanpa proteksi dan subsidi, masyarakat miskin akan sulit
mengakses air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk
pertanian rakyat. Itu terjadi karena sebagian besar masyarakat petani
Indonesia merupakan kelompok miskin dari sisi daya beli dan kepemi-
likan alat produksi. “Water must be utilized by those who render the
most economic advantage” merupakan prinsip ADB dalam swastanisa-
si sektor air, karena itu ADB dan Bank Dunia memberlakukan full cost
recovery untuk jasa layanan air.

Di Indonesia, ADB membiayai 21 proyek berkaitan dengan air. Proyek
bantuan teknis yang bertajuk Reform of Water Enterprises sebesar
US$ 600 ribu pada Februari 2001 diduga paling berpengaruh pada
swastanisasi air (minum). Untuk menciptakan “kenyamanan” masuk-
nya sektor swasta dalam mengelola air di Indonesia, ADB menjalankan
proyek Regulatory Framework for Private and Public Water Supply and
Wastewater Enterprises senilai US$ 988 ribu.

Selain Bank Dunia dan ADB, International Monetary Fund (IMF), juga
lembaga donor, secara serius mendorong swastanisasi sektor air di ne-
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gara-negara berkembang sebagai persyaratan untuk mendapat pin-
jaman. Setidaknya sepanjang 2000 di 20 negara, IMF telah memasuk-
kan swastanisasi air dan cost recovery sebagai persyaratan pinjaman.
Di Indonesia dan berapa negara Asia Tenggara seperti Thailand dan
Filipina, IMF tidak menjadikan swastanisasi sektor air sebagai persya-
ratan utang. Rentenir internasional tersebut memaksa negara-negara
pengutang untuk mencabut subsidi negara di berbagai sektor. Kebijak-
an itu merupakan upaya IMF untuk mengondisikan swastanisasi sektor
publik dan menjadikannya bagian dari mekanisme perdagangan be-
bas.

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) adalah pelopor rezim
pasar bebas, suatu perjanjian perdagangan yang dirumuskan tahun
1947.41 GATT bekerja berdasarkan tiga prinsip. Pertama, pembatasan
perdagangan suatu negara tidak boleh dilakukan dengan cara mengi-
stimewakan dan merugikan negara lain (nondiskriminasi). Kedua,
penghapusan hambatan perdagangan, terutama hambatan nontarif.
Ketiga, perselisihan negara-negara perserta perjanjian harus disele-
saikan dalam kerangka GATT. Pada tahun 1994, perjanjian tersebut
berubah menjadi organisasi internasional bernama World Trade Orga-
nization (WTO).

Sebanyak 28 kesepakatan perdagangan bebas yang diatur WTO, Ge-
neral Agreement on Trade in Services (GATS) merupakan kesepakatan

41 GATT merupakan metamorfosis dari International Trade Organization (ITO). ITO merupakan
promotor liberalisasi perdagangan global. Lembaga ini berbagi peran dengan IMF, Bank Du-
nia/lnternational Bank for Reconstruction and Development (IBRD). IMF bertugas mensta-
bilkan moneter dunia sedangkan IBRD mendorong proses pertumbuhan ekonomi dunia dan pem-
biayaan pembangunan. Lihat Fair Trade: Sebagai Alternatif Positif, tahun 2003, hal. 29.
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yang mengatur tentang perdagangan bebas dalam bidang jasa.*? Jasa
dalam GATS meliputi kesehatan, pendidikan, energi, transportasi,
penyiaran dan komunikasi, perbankan, asuransi, air (bersih), dan lain-
lain. Dalam artikel XVII disebutkan bahwa pemerintah (anggota WTO)
harus memberikan perlakuan yang sama bagi penyedia jasa asing de-
ngan penyedia jasa dalam negeri, juga tidak diizinkan membedakan
penyedia jasa yang berasal dari sektor privat dengan sektor publik.

Dalam salah satu aturan GATS tetang national treatment terdapat la-
rangan pemerintah untuk menerapkan diskriminasi antara penyedia
layanan lokal dan asing, meskipun penyedia layanan itu adalah lemba-
ga nonprofit seperti P3A. Aturan ini juga melarang produk-produk ke-
bijakan pemerintah yang mengharuskan swasta asing untuk menye-
wa, melatih atau melibatkan warga (lokal) dalam pengelolaan dan ke-
pemilikan (Shiva 2002:109).

Menurut Bank Dunia, pada masa depan potensi pasar air mencapai 1
triliun dolar AS. Bisnia air diduga akan menjadi industri yang paling
menguntungkan investor setelah jatuhnya saham teknologi. Hal ini
yang menarik Bank Dunia untuk mengucurkan dana pinjaman senilai
20 miliar dollar AS untuk proyek-proyek air. Asia selatan menerima
20% dari total pinjaman yang diberikan Bank Dunia untuk proyek ini.
Proyek yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga donor seperti Bank
Dunia dan IMF hampir tidak dapat ditolak oleh negara yang sebelum-
nya telah menumpuk utang, seperti Indonesia misalnya.

42 Secara negatif jasa didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dijatuhkan di kaki. /bid, hlm.
77.
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Lewat program penyesuaian struktural (structural adjustment) pada
negara-negara peminjam, lembaga donor ini mempromosikan privati-
sasi. Bank Dunia dan IMF, misalnya, menuntut negara-negara pemin-
jam untuk menderegulasi air sebagai bagian dari prasyarat pinjaman.
Lebih dari 40 pinjaman IMF yang dikeluarkan melalui International Fi-
nance Corporation (IFC) pada tahun 2000, 12 di antaranya mencan-
tumkan prasyarat privatisasi sebagian atau penuh atas suplai air dan
menuntut pembuatan kebijakan untuk penghapusan subsidi (Shiva
2002:105).

Penetrasi lembaga-lembaga donor dan keputusan-keputusan perda-
gangan internasional telah menguatkan dugaan bahwa air bukan lagi
merupakan barang sosial yang dapat digunakan oleh siapa saja, tapi
hanya dapat diakses oleh segelintir kecil pemilik modal. Hal ini yang
kemudian mencemaskan banyak pihak, sebab komersialisasi air bukan
hanya pada air untuk kebutuhan rumah tangga, juga air baku untuk
pertanian, jika pengelolaan irigasi jatuh ke tangan swasta.

Gagasan swastanisasi air yang tertuang dalam GATS itu pada giliran-
nya banyak mendapat tantangan. Karena itu, negara besar perlu me-
ngambil pandangan baru terhadap konsep privatisasi, terutama sektor
air. Konsep alternatif tersebut bernama public-private patnership
(PPP), suatu model kemitraan yang ditujukan untuk mengembangkan
infrastruktur, sarana pelayanan umum, dan alat untuk memerangi ke-
miskinan di negara-negara berkembang.

Ada tiga aspek kunci dalam PPP yang menjadi instrumen kemitraan

antara sektor privat dan sektor publik di bidang air. Pertama, kepemi-
likan sumber daya air tidak boleh diswastakan dan hanya pelayanan-
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nya yang diserahkan pada swasta. Kedua, aset-aset seperti air baku,
produksi air limbah, fasilitas pengolahan air, dan jaringan distribusi te-
tap dikuasai negara. Ketiga, negara mengatur keseluruhan strategi
pembangunan dan kerangka pengaturan untuk sektor swasta (Cheow
2003:4).

Dalam kemitraan itu, swasta akan membangun dan mengoperasikan
fasilitas untuk memberi layanan secara efisien, menyediakan finansial,
dan manajerial terbaik. Berkaitan dengan itu, kemitraan mensyarat-
kan penetapan kualitas layanan, rumus penentuan harga, kenaikan ta-
rif yang akan datang, dan jangka waktu kontrak selama 25—30 tahun.
Penetapan tarif penting untuk memastikan marjin keuntungan yang
akan diperoleh swasta.

Diakui oleh Cheow, halangan terbesar kemitraan adalah rendahnya ta-
rif air akibat besarnya subsidi yang diberikan negara karena alasan so-
sial dan ideologi (Cheow 2003:5). Pernyataan Cheow itu memperlihat-
kan secara jelas bahwa naluri bisnis untuk memaksimalkan keun-
tungan dalam agenda swastanisasi air tidak dapat disembunyikan. Ke-
untungan menjadi faktor penting dalam pengelolaan air. Bahkan untuk
investasi ke suatu negara, pihak swasta perlu membersihkan subsidi
dari sektor publik meskipun subsidi dilakukan karena alasan ideologi.
Dalam konteks Indonesia, subsidi sektor publik seperti air didasarkan
pada prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang men-
jadi salah satu sila dalam Pancasila. Jika subsidi dicabut hanya karena
alasan sejumput keuntungan (yang diperoleh negara) bukankah itu
bentuk pengingkaran terhadap ideologi negara dan pandangan hidup
bangsa?
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Analisis kebijakan irigasi ini memperlihatkan bahwa tatakelola air bu-
kan saja tidak mempertimbangkan daya dukung alam, namun juga le-
bih berpihak kepada kepentingan modal dan donor. Kebijakan seperti
itu bukan saja memberi peluang sangat besar unttuk mengeksploitasi
alam, juga sangat merugikan konsumen air dalam negeri termasuk pe-
tani. Padahal, daya beli water user di Indonesia sedang berada di titik
nadir. Di tengah kebijakan yang tidak berpihak dan kompleksitas per-
soalan irigasi di Indonesia, sebuah upaya advokasi irigasi dilakukan di
Lampung. Bab berikut ini akan menghadirkan kesaksian terhadap upa-
ya perubahan tersebut.

* kK
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Bab V

BERAKSI DALAM
ADVOKASI IRIGASI

5.1 Jalan (Terjal) Advokasi

Di dalam bab ini akan digambarkan proses pelaksanaan agenda ad-
vokasi berdasarkan rekomendasi stakeholder irigasi dalam lokakarya
tahun 2002. Kasus-kasus dalam proses advokasi seperti pembatalan
berdirinya serikat tani dan gadu nekad, termasuk yang akan dipapar-
kan di sini. Pelaksanaan agenda advokasi pada kenyataannya menga-
lami banyak hambatan, baik karena resistensi dari luar sekutu petani
maupun akibat konflik kepentingan yang muncul di tengah konflik dan
keterbatasan daya dukung advokasi. Untuk melanjutkan agenda ad-
vokasi di tengah berbagai hambatan tersebut sempat dilakukan “re-
visi” agar perubahan yang diinginkan petani terus berjalan, meskipun
semua pihak akhirnya menyadari bahwa perubahan butuh lebih ba-
nyak lagi daya dukung.
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Sudah diduga bahwa advokasi irigasi merupakan aktivitas perubahan
yang bukan saja tidak mudah bagi petani namun juga berpotensi diba-
yangi sejumlah konflik kepentingan di lingkungan sekutu-sekutu peta-
ni. Jalan terjal advokasi itu memaksa petani dan sekutunya untuk me-
lakukan sejumlah “improvisasi” strategis dalam rangka menjaga ritme
gerakan dan mempertahankan semangat perubahan. Beberapa hal
yang paling berpengaruh dalam aksi-aksi advokasi irigasi di Sungai Pu-
tih sepanjang tahun 2002—2003 antara lain penjadwalan ulang strate-
gi advokasi, pembatalan serikat petani, perang opini di media massa,
dan konflik musim gadu 2002—2003.

Aksi advokasi baru dapat dilaksanakan pascalokakarya irigasi sesuai
rekomendasi lokakarya. Baik dikutip kembali tiga butir rekomendasi
lokakarya yang akan dilaksanakan pada tahap advokasi. Pertama, pro-
ses publik (Raperda PPI). Kedua, reorganisasi lembaga petani (refor-
masi organisasi P3A dan pembentukan serikat petani), dan, ketiga,
pemberdayaan petani untuk mengelola irigasi dan kapasitas berorga-
nisasi. Dari segi anggaran, kegiatan advokasi berlangsung relatif sing-
kat, hanya sampai September 2003. Padahal bebannya sungguh be-
rat.

Untuk kepentingan advokasi, beberapa instrumen aksi dibuat. Tim le-
gislasi yang dibentuk sewaktu lokakarya dengan mandat melakukan
proses publik dan monitoring proses legislasi Raperda di DPRD adalah
salah satu instrumennya. Namun tidak semua instrumen aksi dapat
melakukan agenda advokasi secara maksimal, kalau tak bisa dibilang
gagal sama sekali. Proses publik untuk mendorong Raperda PPI petani
menjadi Perda merupakan satu dari beberapa agenda yang hingga ak-
hir program advokasi September 2003 belum menunjukkan kemajuan
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signifikan. Padahal, Raperda PPI yang diusulkan petani Lampung dan
sekutunya sedang berlomba dengan RUU SDA yang sedang diperde-
batkan di DPR RI yang, pada saat itu, dapat disahkan sewaktu-waktu
menjadi UU SDA.

Lainnya, tim proses publik diberi mandat untuk melakukan lobi politik
dan public hearing berkaitan dengan usulan Raperda PPI dengan
DPRD. Tim ini sesungguhnya beranggotakan unsur P3A, Kimpraswil,
Dishutbun, Deptan, dan pihak lain dari pemerintahan kabupaten. Tim
dibentuk berdasarkan kesepakatan perwakilan lembaga-lembaga pe-
merintah yang terlibat dalam forum Lokakarya Pengelolaan Irigasi di
LEC Lampung. Pada praktiknya, komitmen unsur pemerintah dalam
tim ini patut dipertanyakan. Soalnya, hanya P3A, petani, dan LPM yang
terlihat komitmennya dalam menjalankan agenda publik proses, ter-
masuk melakukan lobi politik pada sejumlah fraksi di DPRD.

Pascalokakarya, petani (P3A) dan LPM melakukan dengar pendapat
dengan DPRD Lampung Tengah. Mereka mengharapkan DPRD dapat
mengesahkan Raperda PPI menjadi perda. Dalam pertemuan tersebut
DPRD berjanji akan menyatukan raperda usulan petani dengan raper-
da pengelolaan irigasi yang tengah dibuat pemerintah. Belakangan di-
ketahui bahwa usulan penyatuan raperda oleh DPRD kepada petani
pada saat public hearing itu hanya upaya untuk menolak raperda usul-
an petani. Kesimpulan itu muncul karena kenyataannya pemerintah
daerah belum menyusun Raperda PPI pada saat usulan petani diajukan
ke DPRD.

Terlepas dari apakah DPRD memang tidak tahu atau semata lupa bah-
wa pemerintah daerah Lampung Tengah belum menyusun Raperda
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PPI, usulan DPRD untuk menyatukan raperda petani dan pemerintah
dicurigai sebagai bentuk “perlawanan” terhadap perubahan sistem pe-
ngelolaan yang sedang diperjuangkan petani. Gagasan penyatuan ra-
perda oleh DPRD bisa dipandang sebagai bentuk seleksi gagasan per-
ubahan pengelolaan irigasi petani yang dilakukan secara sistematis
dengan instrumen legislasi dalam institusi DPRD. Soalnya, selama ini,
kebijakan pertanian, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pe-
ngelolaan irigasi yang datangnya dari pemerintah, tidak pernah seide
dengan gagasan-gagasan perubahan yang diusung petani dan seku-
tunya.

Dalam pertemuan keduanya, DPRD mengusulkan agar Raperda PPI
versi petani dibawa ke Bagian Hukum (Bakum) pemerintah daerah ka-
bupaten. Menurut DPRD, usulan itu sekaligus ralat atas usulan perta-
ma karena ternyata pemerintah daerah belum menyusun Raperda PPI.
Usulan ini ditolak petani dan pendampingnya karena dinilai janggal.
Untuk apa, karena prosedur formal usulan raperda ke DPRD tidak me-
lewati bagian hukum, melainkan langsung ke komisi E DPRD yang
membidangi pertanian.

Dalam diskusi evaluasi yang dihadiri petani, pendamping petani, do-
nor, dan peneliti, sempat muncul dua dugaan berkaitan dengan acara
public hearing yang dilakukan tim. Pertama, DPRD memang tidak tahu
atau mungkin lupa bahwa pemerintah daerah Lampung Tengah belum
memiliki Raperda PPI. Mereka juga kemungkinan tidak tahu atau lupa
bahwa prosedur formal pengajuan raperda harus melalui komisi DPRD,
bukan melalui bagian hukum pemerintah daerah kabupaten. Dengan
demikian, usulan-usulan janggal perubahan pengelolaan irigasi itu di-
nilai sebagai kealpaan semata dan tidak ada agenda (politis) apapun di
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belakangnya. Kedua, DPRD memang memiliki agenda khusus untuk
menghalangi perubahan yang diusung petani Lampung Tengah. Usul-
an-usulan yang janggal dan birokrasi berbelit-belit merupakan salah
satu cara yang mereka rencanakan untuk membuat petani kapok me-
lakukan upaya perubahan.

Sejak dilaksanakannya lokakarya irigasi pada awal September 2002,
telah muncul keraguan di kalangan petani mengenai keterlibatan
stakeholder dari unsur pemerintah. Hal itu tampak pada tidak tegas-
nya sikap mereka dalam acara lokakarya. Orang-orang dinas yang ha-
dir dalam lokakarya mengakui bahwa mereka tidak punya otoritas un-
tuk mengambil keputusan karena itu keterlibatan mereka dalam tim
(kelompok kerja) proses publik bersifat personal dan tidak mewakili
institusi masing-masing.

Hal itu berakibat pada bertambahnya beban kerja LPM sebagai lem-
baga yang mendapat mandat untuk memfasilitasi proses bekerjanya
agenda advokasi. Selain advokasi irigasi, LPM punya program “tradi-
sional” SLPHT dengan dampingan yang tidak sedikit. Meskipun begitu,
pada periode yang sama LPM berhasil melakukan kegiatan reorga-
nisasi P3A dengan memfasilitasi terbentuknya tiga GP3A yang mencer-
minkan representasi wilayah kelola irigasi dan persoalan-persoalan
yang melingkupinya.

Salah satu alasan reorganisasi lembaga adalah untuk membersihkan
“orang-orang lama” dari kursi kepengurusan GP3A. Keberadaan o-
rang-orang lama dalam struktur kepengurusan GP3A dikhawatirkan
akan menjadi “duri dalam daging” bagi pengelolaan irigasi Sungai Pu-
tih pada masa yang akan datang. Meski tidak semua “orang lama” me-
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miliki kecenderungan memanfaatkan jabatannya di GP3A, banyak ka-
sus yang menunjukkan bahwa sejumlah pengurus menjalin hubungan
pribadi dengan pihak Dinas Kimpraswil agar mendapatkan jatah pro-
yek pengangkatan lumpur.

Kenyataannya, rencana itu tak berjalan semulus yang dibayangkan. O-
rang-orang lama kembali menjadi ketua GP3A dan itu terjadi pada
semua pemilihan ketua yang difasilitasi LPM. Dua Ketua GP3A terpilih
dianggap memiliki “raport merah” dalam berorganisasi. Keduanya disi-
nyalir sering salah mengelola anggaran pengangkatan lumpur dan da-
na Ipair. Mereka juga dinilai terlalu berpihak kepada kepentingan Kim-
praswil pada saat mereka dibutuhkan oleh petani, sikap yang dinilai
sangat merugikan petani secara keseluruhan.

Pertanyaannya, mengapa reorganisasi GP3A tak berjalan sesuai yang
diharapkan semula? Alasannya, pertama, petani sendiri tak tertarik
untuk menjadi ketua P3A. Jabatan ini dipandang petani lebih banyak
susahnya daripada berkahnya. Praktis, hanya orang lama yang berse-
dia maju. Kelemahan di sektor petani, berolah penguatan dari alasan
kedua, yaitu mekanisme pemilihannya yang dibangun secara demo-
kratis. Mekanisme ini memungkinkan siapa saja untuk mencalonkan
atau dicalonkan sebagai ketua, dan di sini ini pengaruh dan status so-
sial seseorang sangat menentukan pilihan peserta musyawarah. O-
rang lama yang kembali menjabat ketua GP3A tersebut merupakan to-
koh masyarakat yang cukup terpandang dan memiliki pengaruh relatif
besar di wilayahnya.

Di tengah upaya advokasi, seorang staf LPM yang secara khusus ber-
tanggung jawab menangani kegiatan tersebut mengundurkan diri pa-
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da pertengahan Februari 2003. Tentu saja, itu menjadi pukulan inter-
nal pertama. Pukulan berikutnya tiba bahkan sebelum persoalan mun-
durnya staf LPM tuntas. Kali ini, direktur LPM-nya berangkat sekolah ke
luar kota. Pada saat yang bersamaan, LPM menghadapi krisis anggar-
an. Ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Belum cairnya dana untuk melakukan kegiatan proses publik dan reor-
ganisasi telah mendorong LPM masuk ke jalan buntu. Belakangan di-
ketahui, krisis anggaran terjadi karena kealpaan lembaga. Mereka ru-
panya belum memasukkan proposal anggaran kegiatan proses publik
dan reorganisasi dalam proposal besar ke lembaga donor untuk tahun
2003-2004. Dalam proposal kegiatan LPM tahun 2003-2004 yang
telah diajukan pada pihak donor, hanya tercantum kegiatan penguatan
petani saja. Menurut pihak LPM, kealpaan berkaitan dengan kesibukan
direktur dalam menyelesaikan sekolahnya (S1) di luar kota.

Perubahan komposisi dan daya dukung advokasi akibat pengunduran
diri staf advokasi LPM dan sekolahnya direktur LPM tidak mendapat
respons memadai dari pendamping advokasi (peneliti). Kepergian ke-
duanya tadinya hanya dipandang sebagai persoalan ketiadaan orang
belaka. Karenanya, responsnya hanyalah tinggal merekrut orang baru
saja sebagai penggantinya. Dengan demikian, pola pendampingan
pun masih menggunakan ritme lama ketika daya dukung advokasi ma-
sih lengkap. Belakangan diketahui, bahwa perubahan komposisi dan
respons pendamping berdampak pada proses advokasi.
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5.1.1 Penjadwalan Ulang Kegiatan Advokasi

Perkembangan yang tidak begitu menggembirakan, utamanya terkait
masalah LPM dalam pelaksanaan advokasi irigasi Sungai Putih, me-
maksa LP dan donor berusaha untuk mencari jalan keluarnya.! Meski
usaha ini semata dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan
situasi yang datang dari dalam maupun dari luar, tapi banyak yang
khawatir respons tersebut akan menggeser sejumlah agenda yang te-
lah disepakati dalam lokakarya petani. Pertemuan antara pihak pene-
liti dan donor kemudian menghasilkan rekomendasi yang dikenal de-
ngan “penjadwalan ulang”.

Ada dua rekomendasi (penjadwalan ulang) yang kemudian ditawarkan
kepada LPM. Pertama, memprioritaskan kegiatan pada penguatan (or-
ganisasi) petani dan perekrutan staf yang bertanggung jawab terha-
dap pelaksanaan advokasi. Kedua, kegiatan penguatan yang seharus-
nya menjadi kegiatan ketiga dimajukan pelaksanaannya atau berjalan
secara bersamaan dengan kegiatan proses publik dan reorganisasi.
Dua kegiatan terakhir ini terus berjalan meski tak didukung dana dari
donor. Tawaran penjadwalan ulang dilakukan dengan pertimbangan
berikut:

Pertama, alokasi dana yang telah disepakati donor merupakan dana
untuk melakukan kegiatan penguatan petani, karena LPM memang be-
lum mengajukan anggaran untuk kegiatan reorganisasi lembaga dan

1 Kegiatan merasionalisasi agenda advokasi itu seharusnya dilakukan dengan melibatkan stake-
holder lainnya mengingat pentingnya pembahasan yang bisa berdampak pada perubahan agenda
aksi. Namun, karena alasan waktu, tenaga, dan anggaran yang dimiliki oleh LPM, keputusan
merasionalisasi agenda advokasi dilakukan dengan stakeholder yang (sangat) terbatas.
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proses publik. Meskipun donor telah mempersilakan LPM untuk meng-
gunakan alokasi dana penguatan untuk kegiatan lain, LPM tidak berani
melakukannya. Soalnya karena belum adanya jaminan formal bahwa
dana untuk kegiatan proses publik dan reorganisasi akan segera turun.
Karena itu, LPM dianjurkan untuk tidak mengambil risiko dengan me-
ngorbankan penguatan kelompok tani dan P3A.

Kedua, tidak ada staf LPM yang khusus bertanggung jawab terhadap
kegiatan advokasi. Akibatnya, kegiatan proses publik dan reorganisasi
lembaga yang merupakan bagian dari kegiatan advokasi kehilangan
motor penggeraknya. Hal ini terlihat pada lemahnya koordinasi dan
komitmen tim yang dibentuk untuk menjadi *mesin pendorong” proses
legislasi raperda.

Ketiga, penyelesaian proses publik dianggap akan lebih mudah jika pe-
tani dan lembaga pengelola irigasi telah diperkuat. Melalui kegiatan
penguatan, diharapkan petani dan lembaga pengelola irigasi tidak ha-
nya akan memiliki kemampuan mengelola irigasi secara teknis, juga a-
kan memiliki kekompakan, komitmen, dan kerja sama yang kuat. Se-
buah nilai tambah yang sangat signifikan bagi petani untuk memper-
cepat rekonsiliasi konflik dan proses publik.

Keempat, penguatan akan dijadikan modal untuk membentuk IP3A
yang kuat sebagai tempat untuk melakukan konsolidasi GP3A tanpa
harus dicemaskan “kebobolan” masuknya orang lama dalam kepengu-
rusan yang akan dibentuk. Kelompok tani yang kuat dan P3A yang me-
mahami persoalan pengairan secara teknis maupun sosial diharapkan
mampu membidani kelahiran IP3A yang kuat dan menjadi basis or-
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ganisasi petani yang kritis terhadap kebijakan dan praktik pengelo-
laan.

Untuk melaksanakan dan menjadi motor penguatan P3A dan kelom-
pok tani, LPM disarankan untuk secepatnya merekrut staf yang dapat
memikul tanggung jawab sebagai motor advokasi yang telanjur di-
mandatkan oleh petani kepada lembaga itu. Dua tawaran ini secara
umum diterima oleh LPM dalam suatu forum terbuka yang dihadiri oleh
pengurus lembaga dan petani pendamping.

Perekrutan staf untuk mengisi kekosongan posisi sebagai motor advo-
kasi dalam lembaga dilaksanakan dengan sejumlah kriteria dan per-
timbangan kemampuan LPM dalam menggaji staf baru. Banyak pihak
yang terlibat dalam rekrutmen karena mekanismenya dilakukan seca-
ra terbuka dengan mendiskusikan satu isu yang menjadi program LPM,
yaitu isu Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Tim rekrutmen yang ter-
diri dari staf LPM dan peneliti akhirnya menjatuhkan pilihan pada se-
seorang dengan pertimbangan, antara lain (1) pernah aktif di LSM
yang bekerja untuk monitoring penyaluran dana bantuan pemerintah
dan donor asing; (2) sebagai petani korban krisis air irigasi; (3) berdo-
misili di desa yang menjadi lokasi advokasi; (4) lulusan D3 peternakan
sebuah institut pertanian terkenal di Jawa Barat; dan (5) selain standar
gaji yang diharapkan tidak terlalu tinggi, orang ini juga mendapat ja-
minan dari petani pendamping senior.

Sebagai pemegang mandat advokasi irigasi, LPM berharap staf baru ini
dapat melakukan tugas-tugas pendampingan petani berkaitan dengan
perubahan sistem pengelolaan irigasi di Lampung Tengah. Pengala-
man menunjukkan bahwa melaksanakan advokasi irigasi di Sungai Pu-
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tih bukanlah pekerjaan yang mudah, lebih-lebih jika berkaitan dengan
konflik kepentingan yang menyangkut pihak-pihak yang selama ini
“satu barisan” bersama petani mengusung perubahan.

5.1.2 Serikat Tani: Sekoci Petani

Salah satu rekomendasi kegiatan yang muncul dalam agenda pe-
nguatan petani adalah membentuk serikat tani. Ini sebenarnya bukan
ide yang sama sekali baru. Ide tersebut telah muncul sejak berlang-
sungnya Temu Tani Kecamatan (TTK) dampingan LPM, baik di Wilayah
Gede, maupun Wilayah Mataram.2 Namun karena berbagai keterba-
tasan SDM, tenaga, biaya, koordinasi antarlembaga, fasilitator, dan
lain-lain, ide itu belum terwujudkan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh petani pendamping dan pe-
neliti terhadap potensi yang dimiliki petani Sungai Putih dan perkem-
bangan isu serikat petani dalam setiap pertemuan TTK, mendirikan se-
rikat petani merupakan pilihan yang rasional dalam konteks perubah-
an yang sedang dilakukan petani dan sekutunya. Pembentukan serikat
petani dipandang perlu. Dengan basis petani, lembaga ini diharapkan
serius berjuang untuk kepentingan petani dan mampu mengem-
bangkan kemitraan dengan LPM maupun dengan GP3A dalam mengu-
payakan perubahan sistem pengelolaan. Serikat petani bersama LPM
juga diharapkan dapat mencari solusi atas sejumlah persoalan petani
mengenai, sebutlah ketersediaan bibit, pemberantasan hama, pema-
saran hasil pertanian, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dini-
lai merugikan kepentingan petani. Pendeknya, serikat tani akan dija-

2 Temu Tani Kecamatan (TTK) adalah suatu forum pertemuan bagi petani yang difasilitasi oleh
LPM. Peserta TTK adalah tokoh masyarakat, alumni Sekolah Lapangan Pengendalian Hama
Terpadu (SLPHT), kelompok tani, kelompok hamparan, dan P3A desa.
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dikan alat perjuangan petani untuk mewujudkan kedaulatan dan ke-
mandiriannya.

Alasan lain bagi pembentukan serikat petani adalah untuk menjaga
keberlangsungan proses advokasi irigasi Sungai Putih. Diketahui, se-
lama ini proses advokasi berjalan atas kerja sama LPM dan LP dengan
pendanaan yang didukung oleh lembaga donor. Persoalan akan mun-
cul ketika LPM tidak mampu lagi mendanai seluruh atau sebagian ke-
giatan advokasi mengingat terbatasnya waktu program. Sementara
donor lain juga belum ada. Yang mungkin sekali terjadi adalah, proses
advokasi yang belum selesai itu akan terhenti di tengah jalan, sesuatu
yang sama sekali tidak diharapkan. Maka, jalan satu-satunya adalah
mencari “sekoci” lain. Menjadikan serikat petani sebagai “sekoci” me-
rupakan pilihan yang strategis untuk dapat menyelamatkan peker-
jaan (petani) yang sedang berlangsung, jika LPM betul-betul tidak me-
miliki dana untuk dapat meneruskan agenda advokasinya.

Kompleksnya persoalan (luasnya daerah dampingan, belum berdaya-
nya kelompok tani dan P3A, terbatasnya staf dan anggaran LPM) me-
nyebabkan tidak mungkinnya menjalankan program penguatan petani
beroleh hasil maksimal jika harus dilakukan tanpa mitra lain. Serikat
tani yang diproyeksikan sebagai mitra LPM merupakan suatu solusi
strategis untuk keluar dari persoalan itu. Bersama-sama dengan seri-
kat tani, LPM diharapkan dapat melakukan kegiatan penguatan di se-
mua kelompok tani dan P3A yang tersebar di semua daerah Sungai Pu-
tih.

Sebagai suatu lembaga yang akan dibangun berbasis kepentingan pe-
tani, keterlibatan dan keikutsertaan petani dalam pembentukan seri-
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kat tani mutlak diperlukan. Direktur program LPM mengingatkan, un-
tuk membangkitkan kesadaran berserikat di lingkungan petani, isu
yang harus dibawa oleh serikat petani harus mencerminkan persoalan
yang setiap hari dihadapi petani seperti ketersediaan air, hama penya-
kit tanaman, dan peluang pasar (distribusi hasil produksi pertanian).
Berdasarkan pertimbangan itu, disepakati untuk menjadikan TTK se-
bagai tempat untuk membahas gagasan pembentukan serikat petani
secara lebih rinci termasuk teknis pembentukan dan strategi penguat-
an kapasitas calon pengurus serikat, karena lewat TTK-lah gagasan
membentuk serikat petani mulai digulirkan petani.

5.1.3 Menakar (Kemampuan) Organisasi Tani

Penguatan merupakan agenda yang sangat penting pada setiap upaya
perubahan di dalam masyarakat, lebih-lebih bila ditujukan untuk
mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan komuniti seperti pe-
tani pemakai air. Penguatan merupakan modal bagi terwujudnya per-
ubahan sistem pengelolaan dengan memerhatikan aspek sosial dan
ekonomi masyarakat petani pemakai air. Oleh karena itu, penguatan
dalam advokasi irigasi ditujukan pada tingkat petani basis. Untuk me-
laksanakan agenda itu LPM perlu mendapatkan gambaran utuh me-
ngenai kemampuan kelompok tani dan P3A desa dalam mengelola
irigasi dari tingkat kuartier hingga sekunder pascareorganisasi GP3A.

Hasil pemetaan dan penelitian irigasi yang dilakukan sebelum reorga-
nisasi petani menunjukkan bahwa tingkat kemampuan kelompok tani
dan P3A dalam mengelola irigasi secara teknis, manajemen organisasi,
dan sumber daya manusia relatif kurang memadai. Kondisi ini diduga
akan menyebabkan beban baru bagi petani setelah pemberlakuan PPI.
Berdasarkan pertimbangan itu, peneliti dan petani pendamping sepa-
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kat melakukan analisis lewat “pemotretan” untuk menakar kemampu-
an kelompok tani dan P3A dalam mengelola irigasi di tingkat sekunder
hingga kuartier.

Pemotretan diharapkan dapat memperlihatkan hal-hal yang mampu
petani lakukan untuk memelihara dan memperbaiki irigasi, masalah-
masalah yang sering muncul dalam pengelolaan dan pemeliharaan iri-
gasi, serta persoalan yang memicu munculnya masalah pengelolaan.
Pemotretan juga diharapkan dapat menghasilkan silabus penguatan
yang lengkap dan berisi tentang hal-hal apa saja yang harus diperkuat
dan bagaimana cara melakukannya.

Merujuk mandat lokakarya irigasi di LEC Lampung, penyusunan sila-
bus penguatan petani sebenarnya dilakukan oleh tim kecil yang terdiri
dari petani, P3A, dan petani pendamping dengan didampingi peneliti.
Namun pemotretan yang dilakukan untuk menyusun silabus pendidik-
an petani hanya dapat dilakukan oleh petani dan petani pendamping
dengan didampingi peneliti. Peneliti mencoba menawarkan sejumlah
cara dan teknik untuk mengambil data secara lebih cepat tentang ke-
mampuan petani mengelola irigasi.

Berdasarkan hasil diskusi dengan petani pendamping disepakati bah-
wa pemotretan dilakukan pada desa-desa di dua wilayah dampingan
yaitu Wilayah Gede dan Wilayah Mataram. Pemilihan desa-desa sam-
pel didasarkan pada dugaan bahwa desa tersebut memiliki tingkat ke-
mampuan yang buruk dalam mengelola irigasi. Dengan begitu, pemo-
tretan dapat memperlihatkan batas (minimal) kemampuan petani,
baik kelompok maupun P3A, dalam mengelola irigasi. Terbatasnya
waktu dan sumber daya dalam melakukan pengumpulan data menye-
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babkan pemotretan hanya memilih enam informan yang mewakili se-
tiap desa. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dan berdasar-
kan kriteria: petani (2 orang), pengurus P3A (1 orang), Ulu-Ulu atau
Ili-Ili (1 orang), kelompok tani (1 orang), dan pengurus GP3A (1 o-
rang). Pertimbangannya, selama ini mereka adalah pihak yang secara
langsung terlibat dalam pemeliharaan dan pengelolaan irigasi pada
berbagai tingkatan pengelolaan.

Pemotretan yang bertujuan untuk menjadi dasar pedoman penguatan
petani ini menghadapi sejumlah masalah teknis yang berkaitan de-
ngan penggalian data dan analisis. Pertanyaan kunci yang disepakati
menjadi panduan penggalian data tidak dapat diturunkan dalam pedo-
man wawancara oleh petani pendamping yang bertugas melakukan
pemotretan. Pertanyaan kunci tersebut antara lain, (1) bagaimanakah
tingkat kemampuan petani mengelola saluran irigasi dari saluran kuar-
tier sampai sekunder?; (2) kendala apa saja yang dihadapi petani da-
lam mengelola saluran irigasi?; (3) hal apa saja yang menyebabkan
munculnya permasalahan tersebut?

Memang tidak adil memaksa petani pendamping melakukan pemo-
tretan kemampuan pengelolaan irigasi petani dengan gaya penelitian.
Akan tetapi, dengan semangat perubahan yang berbasis korban, kerja
seperti itu harus dikerjakan sendiri oleh petani atau petani pendam-
ping dengan risiko waktu pengerjaan yang lebih lama. Upaya melibat-
kan petani atau pendamping petani secara langsung dalam kerja ana-
lisis dan penggalian data merupakan dimensi lain dalam advokasi ber-
basis korban. Dalam pengertian ini, advokasi dapat dimaknai sebagai
alat untuk mengubah relasi antarpihak yang tengah mengalami krisis
irigasi sekaligus mengubah relasi antara pendamping, peneliti, dan pe-
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tani. Perubahan dapat dimulai dengan menjadikan setiap tahapan ad-
vokasi sebagai media belajar dan tukar pengetahuan antarpihak yang
terlibat, seperti pada tahap pemotretan kapasitas pengelolaan irigasi
oleh petani.

Secara umum, kendala yang dihadapi tim pencari data untuk memo-
tret kemampuan pengelolaan irigasi oleh petani, antara lain: (1) pem-
bagian tugas dan tangggung jawab yang tidak jelas dari direktur pro-
gram kepada staf advokasi (baru); (2) tim tidak berhasil membuat
transkrip wawancara yang akan dijadikan dasar analisis; (3) rendah-
nya volume koordinasi tim pencari data; (4) tim tidak cukup berhasil
mengelola waktu, akibatnya aktivitas pengumpulan data molor; dan,
(5) penyesuaian staf baru yang bertanggung jawab terhadap advoka-
si.

Untuk menjawab sebagian kendala di atas, peneliti menawarkan se-
macam “kursus kilat” tentang cara menyusun proposal penelitian dan
metode penelitian sosial, terutama bagi staf baru yang bertanggung
jawab untuk menjadi motor advokasi. Gagasan ini muncul spontan se-
bagai respons dalam diskusi evaluasi dan perumusan rekomendasi un-
tuk menyusun pedoman penguatan. Pelatihan dilakukan dengan per-
timbangan bahwa masih akan banyak aktivitas advokasi yang harus
dilakukan dengan modal analisis sosial yang tajam dari pelaku dan se-
kutunya. Karena dalam konteks advokasi irigasi, analisis sosial menja-
di bagian penting dalam setiap tahapan strategi yang dijalankan.

Pelatihan itu juga diharapkan mampu memancing semangat petani
pendamping untuk mengetahui sejumlah alat analisis yang dapat dipa-
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kai dalam kerja-kerja pendampingan seperti membuat kerangka ana-
lisis. Pada tingkat tertentu, harapan itu memang sangat membebani
petani pendamping, karena pelatihan seperti itu sebenarnya tidak da-
pat diharapkan membuat seseorang mampu membangun kerangka
analisis dalam waktu cepat.

Transformasi pengetahuan, sebutlah metode pengumpulan dan anali-
sis data, sejak awal diharapkan dapat menjadi bagian dari fungsi-fung-
si analisis dalam advokasi yang dilakukan secara bersama antara peta-
ni, petani pendamping, dan peneliti. Namun keberhasilan transformasi
pengetahuan teknis itu bergantung pada partisipasi aktif mereka sen-
diri dalam kerja penelitian dan analisis itu. Dalam kasus pemotretan
yang dilakukan oleh petani pendamping untuk kepentingan penyu-
sunan silabus pendidikan tampak, mereka yang volume keterlibatan-
nya besar dalam kerja penelitian dan analisis selama advokasi punya
“keahlian” lebih baik dalam analisis dan pengumpulan data. Inves-
tigasi yang mereka lakukan untuk kasus gadu nekad menunjukkan
progresivitas pengetahuan petani pendamping dalam hal itu.

5.2 Gadu Nekad: Kasus Biaya Tinggi

Gadu nekad adalah konflik antarpetani akibat kesalahan manusia sen-
diri dalam mengelola sumber air irigasi di Sungai Putih. Konflik ini ter-
jadi hampir setiap musim kemarau. Saat itu, mengingat kondisi hutan
dan irigasi yang rusak, air yang masuk ke petak sawah petani menjadi
terbatas sekali. Akibatnya, petani bisa berebut air. Ditambah faktor so-
sial, ekonomi, dan kepentingan pihak tertentu, kurangnya air itu bisa
memengaruhi eskalasi konflik di Sungai Putih. Menurut beberapa peta-
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ni, gadu nekad bukan sepenuhnya kesalahan petani pengambil air
yang bukan haknya (atau istilah mereka pencuri air) karena dalam ka-
sus gadu nekad tahun 2003 sejumlah oknum subdinas pengairan (ter-
masuk ulu-ulu dan ili-ili) juga turut terlibat.

Petani sebenarnya enggan, atau malah takut melakukan kegiatan ga-
du nekad. Namun, menurut petani, oknum subdinas pengairan, ulu-
ulu, dan ili-ili sebagai pemegang otoritas pengelolaan irigasi secara
teknis memberikan “jaminan” pada petani yang memerlukan air untuk
melakukan gadu nekad. Berdasarkan informasi beberapa petani di lo-
kasi gadu nekad, untuk mendapatkan izin mendapat air, petani harus
membayarnya dengan uang Rp100.000 s.d. Rp150.000 atau gabah
kering 100—150 kg. Gadu nekad dilakukan dengan cara menyumbat
pintu air Bendung Wilayah Sungai 01 (BWS)3 serta BWS 04 hingga 06
dengan skot balok. Air yang tersumbat itu kemudian dialihkan ke ham-
paran sawah pelaku gadu nekad.

Gadu nekad tahun 2003 jelas sangat merugikan petani di bagian hilir.
Mereka menganggap “petani hulu” sebagai biang kerok keributan mu-
sim gadu 2003, meskipun mereka juga tahu bahwa oknum subdinas
pengairan, ulu-ulu, dan ili-ili turut terlibat, bahkan menjadi pelopor-
nya. Dalam kasus seperti itu, petani hanya punya keberanian menjadi-
kan petani lain sebagai sasaran kemarahannya. Petani korban tampak-
nya tidak merasa perlu menyalahkan oknum pengairan. Kasus gadu
nekad hampir menjadi “kayu bakar” dan membuka kembali konflik ho-

3 PintuKontrol Air di Jaringan Irigasi Primer.

182



BERAKSI DALAM ADVOKASI IRIGASI

rizontal, padahal konflik antarpetani hampir hilang sejak advokasi di-
lakukan di Sungai Putih.4

Upaya untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya telah dilakukan o-
leh petani korban dengan cara mengundang Ketua GP3A Hulu, Kepala
Seksi Operasi Subdinas Pengairan Kabupaten, dan Kepala Ranting Pe-
ngairan Sungai Putih yang mengontrol BWS 00-01. Pertemuan difasi-
litasi oleh Kepala Ranting Pengairan Gede dan Ketua Gabungan P3A Te-
ngah (wilayah petani korban). Sayangnya, pertemuan yang diseleng-
garakan di kantor Subdin Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Ran-
ting Gede itu tidak dihadiri sejumlah undangan penting, terutama pe-
jabat dan petugas pengairan. Petani korban sangat marah karena me-
reka tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Subdinas pengairan kabupaten akhirnya memberi mandat kepada Ke-
pala Ranting Pengairan Gede (wilayah korban) untuk memimpin petani
melakukan pengangkatan skot balok yang dipasang di BWS 01, lokasi
pembelokan air berlangsung. Usulan itu langsung ditolak petani kor-
ban. Kalau mereka yang mengangkat skot balok, aksi itu dikhawatir-
kan akan memancing kemarahan pelaku gadu nekad. Mereka rupanya
belajar dari pengalaman. Ketika petani korban melaksanakan kebija-
kan mengangkat skot balok, petani sendiri yang akhirnya harus berha-
dapan dengan sesama petani yang belum tentu tahu duduk persoalan
yang terjadi. Dalam kondisi “tegang”, sudah seharusnya pejabat dan
petugas pengairan meredakannya dan bukannya mengeluarkan “ke-

4 Ada kebiasaan bahwa petani Sungai Putih tidak pernah berani menyalahkan petugas pengairan,
meskipun mereka tahu bahwa petugas pengairan dan oknum dinas Kimpraswil terlibat dalam
kasus tersebut. Petani seperti “mati kutu” jika berhadapan dengan petugas pemerintah, hal itu
yang mengakibatkan konflik antarpetani meluas hingga menyangkut isu etnis.
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bijakan” yang bisa menyebabkan petani terlibat konflik horizontal.

Akan tetapi, dalam kondisi emosi yang mulai tidak terkontrol, petani
korban akhirnya mau mengangkat skot balok yang menghalangi air ke
petak sawah mereka. Menurut mereka, lebih baik ribut dengan petani
gadu nekad daripada tidak mendapat air untuk tanaman padi mereka
yang telah berumur lebih dari tiga minggu. Saat pengangkatan akan
dilakukan, Kepala Ranting Pengairan Sungai Putih dan Ketua Gabu-
ngan P3A hulu tidak hadir. Padahal mereka adalah petugas yang me-
ngontrol wilayah gadu nekad. Kehadiran mereka diharapkan dapat
menjelaskan kepada petani pelaku gadu nekad bilamana muncul salah
paham. Menurut penuturan Ketua GP3A Wilayah Tengah, semenjak
terjadinya gadu nekad, Ketua GP3A Wilayah Hulu tidak pernah tampak
“batang hidungnya”.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Ranting Pengairan Terbanggi
Besar, Ketua GP3A Wilayah Tengah, Kepala Seksi Operasi Subdinas Pe-
ngairan kabupaten, LPM, puluhan Ketua P3A Desa, puluhan petani,
dan peneliti di kantor Subdin PSDA Ranting Gede, sebelum pengang-
katan skot balok terjadi, sejumlah petani dan peneliti irigasi menyam-
paikan beberapa hal berkaitan dengan pengangkatan skot balok. °

Pertama, persoalan petani tidak dapat direduksi hanya sebatas kepu-
tusan pengangkatan skot balok. Petani memerlukan jaminan dari Ke-
pala Subdinas Pengairan bahwa air akan sampai ke petak sawah me-
reka. Tanggung jawab ini tidak dapat dihindari oleh subdinas pengairan

5 Pengangkatan Skot Balok dilakukan di BWS 01, BWS 04, BWS 05, dan BWS 06

184



BERAKSI DALAM ADVOKASI IRIGASI

karena Kepala Ranting Pengairan sebagai bawahannya merupakan pi-
hak yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan air di jaringan pri-
mer. Kedua, karena terjadi kesalahan mandat pengangkatan skot ba-
lok (yang seharusnya diberikan kepada kepada Kepala Ranting Peng-
airan Sungai Putih bukan Kepada Kepala Ranting Pengairan Gede) ma-
ka harus ada jaminan bahwa aktivitas pengangkatan skot balok tidak
akan menimbulkan bentrok fisik dengan petani setempat. Artinya, Ke-
pala Ranting Pengairan Sungai Putih harus hadir dalam aktivitas itu.
Ketiga, jadwal gadu untuk wilayah tengah jaringan irigasi adalah hasil
keputusan bupati, karena itu harus ada sebuah pertemuan untuk
membuat kesepakatan yang berisi jaminan dari Kepala Ranting Peng-
airan Sungai Putih bahwa skot balok tidak akan terpasang dan harus a-
da sanksi bagi pelanggarnya.

Pengangkatan skot balok berjalan tanpa insiden meskipun tidak diha-
diri oleh Kepala Ranting Pengairan Sungai Putih dan Ketua Gabungan
P3A Wilayah Hulu. Menurut dugaan petani, keberhasilan pengangkatan
skot balok di wilayah gadu nekad karena petani pelaku gadu nekad di
wilayah hulu irigasi telah menyadari bahwa aktivitas pencurian itu sa-
ngat berisiko tinggi terhadap kemungkinan konflik fisik dengan petani
korban. Hal ini yang membuat petani pelaku diam saja pada saat peng-
angkatan skot balok dilakukan. Memang tidak terjadi kontak fisik. Na-
mun, dua hari kemudian, skot balok yang sudah disingkirkan itu terpa-
sang kembali di tempatnya. Peristiwa itu membuktikan bahwa petugas
pengairan dan pejabat Kimpraswil tidak punya kontrol sama sekali ter-
hadap wilayah pencurian air, padahal mereka tahu bahwa praktik gadu
nekad dapat memancing bentrok fisik antarpetani.
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Dalam satu diskusi yang dihadiri oleh petani pendamping dari lingku-
ngan LPM pendamping petani dan peneliti, muncul gagasan untuk me-
lakukan investigasi berkaitan dengan persoalan gadu nekad yang se-
dang dihadapi petani wilayah tengah irigasi (sebagai korban) dan pe-
tani wilayah hulu (sebagai pelaku). Aktivitas ini ditujukan untuk me-
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ngetahui: (1) siapa pihak yang terlibat dalam kegiatan pencurian air;
(2) bagaimana proses pencurian dilakukan; dan, (3) apakah alasan
yang melandasi terjadinya pencurian air.

Investigasi yang dilakukan oleh petani, petani pendamping, dan pene-
liti menunjukkan bahwa pencurian air yang terjadi di wilayah hulu iri-
gasi mempunyai modus berbeda. Untuk mengalihkan air, para pelaku
pencurian tidak lagi memasang skot balok seperti sebelumnya. Mereka
mengakalinya dengan memasang pipa berukuran besar yang mampu
memasukkan air ke jaringan tersier dengan kecepatan rata-rata 5m’/
menit. Pencurian ini terjadi di dua tempat dengan modus yang berbe-
da. Pertama, air disedot dari jaringan primer dengan pipa ganda dan
ditampung di bak tampung sekunder (kolam tampung). Kedua, air di-
sedot dari jaringan primer kemudian ditampung di lebung (bekas rawa
yang berfungsi menampung buangan air hujan). Terminal air curian ini
ditempatkan di lokasi yang relatif tersembunyi. Jika dilihat sekilas,
tempat itu lebih mirip genangan air sisa buangan yang tidak terpakai.
Dari terminal itu, air kemudian dibagikan ke hamparan.

Menempatkan air di bak tampung sekunder dan /lebung adalah cara un-
tuk mengelabui petani korban yang sering memeriksa pintu air BWS
01. Pengambilan air dari jaringan primer ke bak tampung dengan pipa
tidak menggunakan tenaga mesin sama sekali, padahal pipa yang di-
pakai untuk menaikkan air ke tempat penampungan itu melewati tem-
bok irigasi yang tingginya 2,5 m. Untuk menyamarkan, pipa sengaja
dikubur di dalam tanah (meskipun tidak seluruh bagian pipa) serta di-
tutupi dengan semak-semak kering dan dedaunan. Menurut pengaku-
an petani sekitar, teknologi penyedotan air dengan pipa tanpa tenaga
mesin didapatkan dari petugas pengairan. Mereka juga menyebutkan

188



BERAKSI DALAM ADVOKASI IRIGASI

bahwa pengambilan air biasanya dilakukan dengan menyedot air
menggunakan mesin diesel atau memasang skot balok di jaringan pri-
mer irigasi.

Praktik pencurian air ini tergolong sistematis dan terencana. Menurut
petani pelaku, sejauh ini yang mereka ketahui tentang praktik peng-
alihan aliran air dan penyedotan dengan pipa untuk gadu adalah tin-
dakan resmi (legal), karena sebelum tindakan itu dilakukan secara
bersama telah ada sosialisasi dari lembaga resmi pengelola air seperti
ili-ili, ulu-ulu, dan dihadiri petugas pengairan ranting. Petani pelaku
merasa keberatan jika harus dipersalahkan berkaitan dengan kekura-
ngan air di wilayah tengah irigasi, meskipun mereka tahu bahwa petani
wilayah tengah juga berhak atas air tersebut. Keberatan didasarkan
pada “legitimasi” petugas pengairan yang telah mengizinkan mereka
mengalihkan aliran air ke sawah mereka. Seorang informan me-
ngatakan bahwa petani pada umumnya hanya menerima banyu wutha
(tumpahan air) dari sawah petugas (pengairan ranting) yang berada di
atas sawah mereka, jadi bukan salah petani jika terjadi keributan.

Dalam Temu Tani Kecamatan yang membicarakan isu perekonomian
petani pascapanen dan pengelolaan irigasi pasca-Penyerahan Penge-
lolaan Irigasi yang dihadiri dinas-dinas kabupetan, petani, LPM, P3A,
kelompok tani, dan wartawan media cetak lokal kembali memunculkan
perdebatan tentang dampak musim kering tahun 2003 dan kasus pen-
curian air.® Perdebatan itu dipicu oleh penolakan dinas Kimpraswil ter-

6 Temu Tani Kecamatan (TTK) difasilitasi oleh LPM yang bertujuan untuk mendiskusikan dan
berbagi informasi tentang pertanian petani dampingan. Forum yang diselenggarakan enam bulan
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hadap bukti-bukti pencurian yang terjadi di wilayah hulu. Wakil pihak
Kimpraswil Lampung Tengah tidak percaya terhadap hasil investigasi
yang dilakukan petani, pendamping petani, dan peneliti. Pihak dinas
menolak kesaksian petani bahwa ada petugas pengairan yang terlibat
pencurian air. Untuk memuaskan petani, pihak dinas berjanji akan se-
gera membentuk tim yang akan bekerja mencari kebenaran (bukan
menindaklanjuti) laporan tersebut untuk membuktikan keterlibatan
anggotanya.

Isu tentang kesepakatan pembagian air yang terjadi antara LPM,
GP3A, dan Kimpraswil (Subdin PSDA) sebagai upaya untuk menyele-
saikan persoalan pencurian air juga menjadi perdebatan “panas”. Ke-
sepakatan berbunyi, air akan diberikan kepada petani pelaku gadu ne-
kad (di wilayah hulu) selama sehari semalam dan sisanya tetap meru-
pakan hak petani wilayah tengah (yang mendapatkan jatah gadu).
Kesepakatan pembagian air ini dinilai banyak pihak tidak adil dan sa-
ngat berisiko menciptakan ketegangan baru antarpetani, karena pem-
bagian air tidak dilakukan berdasarkan kondisi riil air yang ada di ja-
ringan irigasi. Air yang ada di jaringan irigasi diperkirakan tidak akan
cukup untuk memenuhi kebutuhan petani yang berhak atas jatah ga-
du, apalagi harus dibagi dengan petani pelaku gadu nekad.

Temu Tani Kecamatan juga mempertanyakan keterlibatan direktur
LPM dalam pengambilan keputusan pembagian air yang justru akan
semakin mempersulit petani. Keputusan itu diperkirakan hanya akan
mengakibatkan kerugian besar di pihak petani karena panennya gagal.

sekali ini biasanya dihadiri oleh tokoh masyarakat, alumni SLPHT (Sekolah Lapangan Pengen-
dalian Hama Terpadu), kelompok tani, kelompok hamparan, dan P3A desa.
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Keterlibatan direktur LPM dalam kesepakatan itu bukan hanya pilihan
yang tidak menguntungkan petani secara ekonomi, juga tidak strate-
gis untuk kepentingan advokasi dan pembangunan solidaritas petani
dijaringanirigasi.

Kesepakatan pembagian air dilakukan pada tanggal 12 Juni 2003 di
Kantor Kimpraswil Ranting Dinas Putih Agung. Pertemuan dihadiri di-
rektur LPM, Kepala Ranting Dinas Pengairan Sungai Putih, Kepala Ran-
ting Dinas Pengairan Agung, Kepala Ranting Dinas Pengairan Gede, Ke-
pala Dinas Kimpraswil kabupaten, Ketua GP3A Wilayah Hulu, dan Ke-
tua GP3A Wilayah Tengah. Dalam pertemuan itu disepakati pembagian
air untuk wilayah yang mendapatkan jatah gadu dan yang melakukan
gadu nekad. Pembagian meliputi wilayah Hulu (yang melakukan gadu
nekad) atau di BWS 01 dengan jatah satu hari satu malam dalam satu
minggu, yaitu mulai Minggu pagi hingga Senin pagi. Sedangkan enam
hari sisanya dialokasikan untuk petani yang berhak atas air gadu.

Menurut dinas Kimpraswil, keputusan diambil berdasarkan pertimba-
ngan kemanusiaan mengingat banyak petani di wilayah Hulu yang te-
lah terlanjur menanami sawahnya. Bila mereka tidak diberi jatah air,
sawah mereka dikhawatirkan akan mengalami kekeringan. Menurut
direktur LPM, kesepakatan hanya berlaku bila debit air mencapai 5 m’.
Bila ternyata debit air berada di bawah 5 m’, air tidak akan dibagi dan
hanya dialokasikan untuk wilayah gadu. Ukuran 5m?’ adalah batas am-
bang minimal debit air bagi 2600 Ha area sawah yang mendapatkan ja-
tah gadu.
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Kesepakatan pembagian air bukan hanya berkaitan dengan penyele-
saian gadu nekad, namun juga berkaitan dengan pengelolaan sumber
konflik petani. Karena itu keputusan seperti itu seharusnya didasarkan
pada pertimbangan menyelamatkan solidaritas petani di samping upa-
ya mempertahankan ketersediaan sumber daya air, kondisi para pela-
ku, kepentingan para pihak, keuntungan-kerugian yang akan timbul
dari tindakan yang akan diambil, dan sebagainya.

Proses kesepakatan pembagian air yang diambil secara sepihak oleh
beberapa pihak itu, menyembunyikan “sejenis” kepentingan yang ber-
usaha didesakkan oleh dinas Kimpraswil untuk “cuci tangan” dari krisis
gadu yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan dilakukannya pemba-
gian air, bukan hanya akan membuat Kimpraswil seolah-olah tidak ter-
libat dalam masalah ini, namun juga membuat lembaga nampak seba-
gai “juru selamat” (baca: pahlawan) karena berhasil menengahi kon-
flik antarpetani. Padahal, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan
petani dan peneliti, dalang praktik gadu nekad yang terjadi di wilayah
hulu justru oknum dinas pengairan yang seharusnya bertanggung ja-
wab terhadap ketersediaan air untuk petani gadu.

Selain dilakukan secara sepihak dengan tidak melibatkan petani kor-
ban, keputusan pembagian air juga mengandung sejumlah kelemahan
yang dapat merugikan petani. Pertama, tidak ada data mengenai debit
(rata-rata) air di saluran irigasi Sungai Putih, luas lahan yang menda-
patkan jatah gadu, dan luas lahan gadu nekad yang dapat dijadikan
dasar bagi keputusan pembagian air. Kedua, tidak ada instrumen yang
mengatur pihak-pihak yang akan dan dapat mengontrol debit air saat
pembagian air dilakukan. Ketiga, tidak ada instrumen yang mengatur
pihak mana yang berhak melakukan pembagian air. Keempat, tidak
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ada instrumen resmi yang dapat menjamin bahwa praktik pencurian
air di wilayah hulu tidak akan terjadi lagi. Kelima, tidak ada sanksi bagi
siapa saja yang terbukti melakukan pencurian air atau memprovokasi
pencurian air.

Belakangan diketahui bahwa pembagian air itu sama sekali tidak dida-
sarkan pada syarat kecukupan air minimal 5 m’> untuk dapat dibagi se-
perti yang diinformasikan kepala Subdin PSDA Ranting Gede. Hal ini
menunjukkan bahwa sejumlah pihak yang terlibat dalam pengambilan
keputusan untuk membagi air telah mengorbankan kepentingan eko-
nomi dan keberlanjutan hidup petani.

5.2.1 MencariJejak “pencuri”

Konflik sosial antarpetani akibat berebut air bukan hanya akan meru-
sak anyaman solidaritas, upaya untuk melakukan perubahan sistem
pengelolaan dan proses penyerahan pengelolaan irigasi dari peme-
rintah kepada petani juga akan terganggu. Kemampuan petani dalam
mengelola irigasi bukan hanya persyaratan yang bersifat normatif, ju-
ga dibutuhkan untuk tetap bertahan hidup sebagai komunitas dengan
tingkat ekonomi yang pas-pasan (lemah). Terjadinya praktik pencuri-
an air di satu sisi dapat menunjukkan bahwa petani (dan P3A) belum
memiliki kemampuan pengelolaan irigasi yang baik, di sisi lain dugaan
terhadap keterlibatan ketua GP3A Wilayah Hulu dalam masalah ini ju-
ga menjadi persoalan yang rumit bagi petani. Karena itu dianggap pen-
ting oleh pelaku advokasi untuk melakukan analisis yang berdasar pa-
da investigasi akurat, selain untuk menentukan langkah penyelesaian
konflik, investigasi ini juga ditujukan untuk berkampanye dan memeli-
hara sejumlah isuirigasi di media massa.

193



BERAKSI DALAM ADVOKASI IRIGASI

Menurut Kepala Subdin PSDA Ranting Gede, kekeringan dan kega-
galan panen sebenarnya tidak semata-mata disebabkan terjadinya ga-
du nekad di wilayah Hulu, namun juga disebabkan oleh beberapa hal
lain. Jika pada Musim Tanam I tahun 2002-2003 debit air masih dapat
mencapai 8 m’ maka pada Musim Tanam II tahun 2002-2003 debit air
menurun drastis hingga hanya menyentuh angka 2,4—2,6 m’. Turun-
nya debit air terjadi, antara lain karena musim kemarau yang panjang,
gundulnya hutan di wilayah resapan air, dan pengendapan lumpur di
saluran irigasi. Terjadinya pencurian air jatah gadu atau yang lebih po-
puler dengan nama gadu nekad dianggap menjadi persoalan tambah-
an yang mendongkrak terjadinya kegagalan panen dan kekeringan di
Wilayah Sungai Putih.

Praktik gadu nekad telah menyebabkan risiko kegagalan panen pada
petani korban, sekaligus ancaman puso pada tanaman padi pelaku ga-
du nekad. Salah satu penyebab terjadinya gadu nekad adalah lemah-
nya fungsi kontrol Kimpraswil terhadap pembagian air di jaringan iri-
gasi. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum petugas pe-
ngairan untuk mendalangi pengambilan air secara ilegal. Fakta ini se-
benarnya menolak alasan yang diajukan oleh Kepala Subdin PSDA di
atas, karena kasus kekeringan yang terjadi pada musim tanam II ta-
hun 2002-2003 sebenarnya dapat diduga dengan mempertimbangkan
keterbatasan air yang dapat digunakan untuk gadu. Keterbatasan air
yang terdapat di jaringan irigasi seharusnya mendorong petugas pe-
ngairan untuk meningkatkan kontrol terhadap pembagian air gadu da-
lam rangka menghindarkan kerugian yang lebih besar yang akan me-
nimpa petani.
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Meskipun harus diakui bahwa gadu nekad bukan satu-satunya persoal-
an yang mengakibatkan gagal panen, tapi persoalan gadu nekad tidak
hanya menimbulkan dampak pada sisi ekonomi petani. Gadu nekad
merupakan tanda buruknya pengelolaan irigasi, ancaman bagi solida-
ritas petani, dan terancamnya satu generasi petani jika perekonomian
keluarga mereka mengalami goncangan akibat deraan krisis air. Inves-
tigasi dan analisis sosial kasus gadu nekad dilakukan untuk memper-
jelas anggapan yang salah atas persoalan petani. Hal itu berkaitan de-
ngan sikap pemerintah setempat terhadap persoalan yang menimpa
petani. Pemerintah menganggap kekeringan dan gagal panen yang
menimpa petani hampir setiap tahun itu merupakan persoalan yang la-
zim dan bukan sebagai bencana akibat salah kelola. Sudut pandang
pemerintah ini akhirnya menjadi sikap sebagian petani korban penge-
lolaanirigasi.

Sebagai langkah awal, pendamping petani bersama dengan dua orang
Dinas Pertanian Lampung Tengah melakukan investigasi kekeringan
dan gagal panen di delapan desa dari sembilan yang mendapatkan ja-
tah gadu.” Sebulan kemudian investigasi lanjutan dilakukan oleh pe-
tani pendamping dan peneliti untuk mendapat data terakhir mengenai
kekeringan dan gagal panen di beberapa desa yang melakukan gadu.
Ketiga desa yang terpilih sebagai sampel merupakan desa yang berada
di wilayah paling hulu di wilayah gadu, desa yang lokasinya berada pa-
ling hilir serta desa yang relatif berada di tengah.

7 Delapan desa tersebut meliputi Desa Kencana, Desa Adijaya, Desa Yakum, Desa Gede, Desa In-
dra Putra, Desa Endah, Desa Nambah, dan Desa Harjo.
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Data kekeringan dan gagal panen ini secara teknis akan dipakai untuk
menghitung dan menganalisis kerugian yang diderita petani (analisis
ini dikenal dengan analisis usaha tani) dengan rincian biaya pembe-
nihan, pemupukan, penyemprotan hama, iuran-iuran yang harus diba-
yar oleh petani (Ipair, PBB, dan Dana Tirta) hingga sewa tanah dan bia-
ya pengolahan (buruh tani). Melalui analisis usaha tani, petani menge-
tahui perhitungan secara jelas besarnya kerugian (secara materiil)
yang terpaksa harus ditanggungnya akibat praktik gadu nekad.

Menurut u/u-ulu Desa Indra Putra, dari 600 ha sawah baku yang ada di
desanya, hanya seluas 200 ha saja sawah fungsinya (yang dapat dita-
nami padi) dan cuma 180 ha yang mendapatkan air dari jatah gadu.
Diperkirakan, hanya 20 ha yang mampu bertahan hingga panen, se-
dangkan sisanya, 160 ha, dipastikan akan mengalami puso.8 Perkiraan
itu disimpulkan dari usia padi yang saat itu baru mencapai 60—70 hari.
Menurut perhitungan petani, padi seusia itu masih memerlukan empat
kali banyon (jatah air). Padahal saat itu airnya sudah habis. Karena
terbatasnya pasokan air, luas sawah fungsi di Desa Indra Putra terus
berkurang dari tahun ke tahun. Hal serupa terjadi di dua desa sampel
lainnya, masing-masing Desa Namba Dadi dan Terbanggi besar. Desa
yang disebut terakhir memiliki risiko kerugian jauh lebih besar karena
luasan sawah gadunya mencapai 700 Ha.

Kekeringan dan kegagalan panen yang diderita oleh petani seharusnya
dapat diduga oleh Dinas Pertanian dan Kimpraswil. Jika merujuk pada

8 Kondisi tanaman yang tidak mampu mengeluarkan hasil akibat kondisi alam (termasuk keku-
rangan air) dan salah urus manusia terhadap lingkungan alamnya.
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proses pembuatan jadwal tanam dan pembagian air, mereka bukan
hanya harus memperhitungkan kondisi alam seperti kemarau, kondisi
hutan tangkapan, resapan air, dan pelumpuran jaringan (sedimenta-
si), namun juga luas sawah yang mendapat jatah gadu dan kemung-
kinan kebocoran (termasuk pencurian) yang akan terjadi. Tindakan
pencegahan dapat dilakukan oleh pihak pengelola jika mereka memi-
liki koordinasi yang baik dengan semua lembaga yang memiliki infor-
masi tentang hal-hal yang berkaitan dengan musim tanam. Dalam
konteks ini, analisis usaha tani diperlukan sebagai bukti bahwa keru-
gian petani tidaklah kecil setiap musim tanamnya bilamana mereka
gagal panen.

Analisis usaha tani memperhitungkan semua aspek yang diperlukan
dalam melaksanakan kegiatan pertanian. Petani pendamping yang
melakukan analisis usaha tani membagi dua model proses produksi
padi: (1) analisa usaha tani dengan model produksi ala Sekolah La-
pangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan (2) analisa usaha ta-
ni dengan model produksi “konvensional” (non-SLPHT). Dua model ini
memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari sudut biaya produksi
yang dikeluarkan dan besaran pendapatan bersih yang diterima peta-
ni. Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian biaya produksi yang di-
buat berdasarkan harga sarana produksi padi pada Musim Tanam Ta-
hun 2002-2003.
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Tabel 5.1
Rincian Modal Usaha Tani (per satu hektar)
Model PHT Model Non PHT
No. Uraian Besaran yang Jumlah |Besaranyang Jumlah
dikeluarkan (Rp) dikeluarkan (Rp)
1 Sarana produksi 20N.L. 20.000 30B.L. 90.000
- Benih var. Ciherang 3000 Kg 450.000 - -
- Pupuk Kandang 100 Kg 122.000 300 Kg 366.000
- Urea 25 Bks 42.500 200 Bks 255.000
- SP 36 50 Lt 85.000 150 Lt 340.000
-Kel - - 8 Lt 64.000
- Foradan - - 1Lt 75.000
- Insektisida - - 41t 44.000
- Herbisida 10 Lt 10.000 4Lt 96.000
-PPC
2 Tenaga kerja - 400.000 - 400.000
- Olah tanah terima jadi
- Poppok galeng - 60.000 - 60.000
- Persemaian - 50.000 - 50.000
- Jabut Benih - 60.000 - 60.000
- Tanam Benih - 200.000 - 200.000
- Apl pupuk kandang - 50.000 - -
- Urea, SP 36, Kcl - 20.000 - 60.000
- Apl insektisida & PPC - 30.000 - 95.000
- Sanitasi Gulma - 120.000 - 120.000
- Pascapanen - 800.000 - 700.000
- Ongkos Angkut - 60.000 - 60.000
3 Lain-lain
- Sewa tanah 1 x tanam - 400.000 - 400.000
-PBB - 5.500 - 5.500
- Ipair - 10.000 - 10.000
- Dana Tirta 60.000 60.000
Total (Rp) 3.055.000 3.610.500

Keterangan: N.L. : Non Label, B.L.: Benih Label,
K9 : Kilogram, Lt : Liter, Bks : Bungkus
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Angka total kerugian yang diderita petani dalam satu musim gadu di
satu wilayah jaringan irigasi dapat diperoleh dengan menjumlahkan
total biaya produksi per ha kali luas sawah yang gagal panen. Dalam
kasus kekeringan akibat gadu nekad, sawah yang mengalami keke-
ringan meliputi delapan desa minus Desa Bandar Jaya. Luas sawah ga-
du tahun 2002—2003 2.132 Ha dan yang mengalami kekeringan 953
Ha. Dengan demikian, luas sawah yang mengalami kekeringan 953 ha
dikalikan dengan Rp3.610.050, maka total kerugian petani mencapai
Rp3.440.806.500 (tiga miliar empat ratus empat puluh juta delapan
ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Tabel 5.2
Daftar Desa Gagal Panen Musim Tanam II 2002-2003

No Lokasi Luas Tanam/Ha Luas Gagal Panen/Ha
1 Desa Kencana 180 30
2 Desa Adijaya 150 20
3 Desa Jaya 120 32
4 Desa Gede 700 300
5 Desa Indra Putra 180 160
6 Desa Endah 352 140
7 Desa Dadi 300 166
8 Desa Harjo 150 105

Total 2,132 953

Besarnya angka kerugian petani itu tentu sangat mengejutkan dan
memprihatinkan banyak pihak. Meskipun bencana seperti itu terjadi
hampir setiap tahun, jarang ada pihak yang secara khusus menghitung
nilai kerugian yang diderita petani akibat kekeringan dan gagal panen
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di lingkungan petani Sungai Putih. Itu terjadi karena masih banyak pi-
hak (termasuk petani) yang menganggap kekeringan adalah bencana
alam yang sama sekali tidak dapat diantisipasi, dan bukan tanggung
jawab siapapun. Analisis usaha tani ini menunjukkan bahwa penge-
lolaan irigasi yang salah, kesepakatan pembagian air yang tidak hati-
hati, dan intervensi kepentingan pihak-pihak di luar petani harus diba-
yar sangat mahal oleh petani. Analisis usaha tani ini juga menunjukkan
bahwa petani mampu membuat analisis yang dapat dijadikan dasar
untuk membuat keputusan penting (advokasi) berkaitan dengan kehi-
dupan mereka tanpa perlu intervensi pihak luar.

5.2.2 Perang Media: Strategi Publikasi

Perang isu di media massa tentang krisis irigasi merupakan salah satu
tahapan yang menarik untuk disimak dari sekian rangkaian kegiatan
advokasi irigasi Sungai Putih. Perang media merupakan cara baru
mempublikasi krisis irigasi untuk diketahui oleh lebih banyak pihak se-
cara lebih luas. Ada beberapa hal yang membuat tahapan ini menarik
dibanding tahapan advokasi lainnya. Pertama, perang media (istilah
yang diberikan oleh petani untuk pemberitaan koran tentang keke-
ringan dan gadu nekad) itu sebenarnya bukan tahapan kegiatan yang
direncanakan sebelumnya. Aktivitas ini lebih ditujukan untuk meres-
pons perkembangan yang terjadi di sekitar kegiatan advokasi irigasi.
Kedua, pertempuran yang melibatkan banyak pihak ini menjadi alat
baru untuk melihat peta kepentingan aktor-aktor “satu barisan” yang
terlibat dalam kegiatan advokasi. Soalnya, peta semacam ini sebelum-
nya hanya terlihat samar-samar. Tidak pasti benar siapa berada di
pihak mana atau mendukung siapa. Perang media berhasil memuncul-
kan “wajah asli” masing-masing aktor yang terlibat berikut berbagai
kepentingan yang mereka bawa. Ketiga, Munculnya “wajah asli” para
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pelaku advokasi merupakan suatu titik awal dari berbagai perubahan
yang terjadi pada LPM dan kegiatan advokasi irigasi Sungai Putih.

Pada tanggal 28 Juni 2003, surat kabar lokal memuat artikel tentang
pelaksanaan Temu Tani Kecamatan yang berjudul “Petani Tumpahkan
Unek-Unek” (lihat lampiran). Artikel tersebut memberitakan tentang
rendahnya harga gabah yang dianggap sangat merugikan petani, juga
memuat pernyataan dari pihak Sub Dolog derah kabupaten yang me-
nyatakan bahwa kebijakan kabupaten untuk membeli gabah masih
bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, khususnya pada pasok-
an dana yang tersedia untuk membeli gabah petani. Pada hari berikut-
nya, wartawan media cetak lokal tersebut datang ke rumah petani pen-
damping untuk mengonfirmasikan isu gagal panen yang diderita peta-
ni akibat gadu nekad yang dilakukan oleh petani di hulu jaringan irigasi
Sungai Putih.

Wawancara dengan petani pendamping keluar dalam artikel yang di-
muat pada tanggal 30 Juni 2003 dengan judul “Kekeringan, Petani Be-
rebut Air” (lihat lampiran). Artikel memuat kasus pencurian air atau
gadu nekad di wilayah hulu irigasi yang menyebabkan petani di wilayah
tengah mengalami kegagalan panen. Kegagalan panen tersebut terja-
di di sembilan desa yang mendapatkan jatah gadu. Dua orang petani
pendamping yang menjadi narasumber berita tanggal 30 Juni 2003 itu
bukan hanya menunjuk lokasi praktik pencurian terjadi, namun juga
menceritakan bagaimana proses pencurian dilakukan. Narasumber
menegaskan agar pemerintah segera memberi perhatian pada kasus
gadu nekad yang sedang terjadi dan segera melakukan upaya penye-
lamatan tanaman padi yang masih tersisa, karena kegagalan baru
40% dari 9.132 ha tanaman padi gadu.
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Untuk ketiga kalinya, tanggal 1 Juli 2003, selama tiga hari berturut-
turut, koran lokal itu memuat dua arikel berkaitan dengan krisis irigasi
Sungai Putih yang berjudul “Kadis Kimpraswil Ngaku Belum Tahu dan
Gagasan Perda Irigasi Dimentahkan” (lihat lampiran). Artikel pertama
memberitakan bahwa Dinas Kimpraswil belum mengetahui adanya
pencurian dan kegagalan panen seperti diakui oleh Kadis Kimpraswil,
sedangkan artikel kedua memberitakan kemandegan yang dialami pe-
tani Lampung Tengah dalam mendorong proses legislasi Reperda Pe-
ngelolaan Irigasi yang diusulkannya.

Dua artikel mendapat reaksi keras dari pihak Kimpraswil dan ketua ba-
dan pengurus LPM. Pihak Kimpraswil merasa “dikhianati” oleh LPM.
Mereka menganggap kerja sama yang telah “dibangun dengan baik”
antara Kimpraswil dengan petani pendamping telah rusak akibat pem-
beritaan media. Sebaliknya, ketua badan pengurus LPM khawatir pem-
beritaan tersebut akan berakibat pada masa depan hubungan LPM de-
ngan dinas-dinas pemerintah kabupaten. Reaksi yang relatif moderat
justru datang dari Kepala Subdin PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air)
Ranting Terbanggi Besar. Menurut Kasubdin PSDA, upaya mempubli-
kasikan terjadinya gadu nekad dan kegagalan panen melalui surat ka-
bar merupakan tindakan yang dapat menekan praktik pencurian air.

Pada tanggal 24 Juli 2003 wartawan koran lokal datang ke sekretariat
LPM menemui peneliti dan beberapa petani pendamping yang sedang
diskusi. Wartawan lokal itu meminta data baru yang dimilki LPM ber-
kaitan dengan kekeringan yang diderita petani gadu tahun 2003. Da-
lam konteks advokasi, hubungan pelaku advokasi dan media massa
merupakan suatu langkah strategis untuk membantu mengampanye-
kan krisis irigasi pada berbagai pihak, terlebih setelah melihat rendah-
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nya political will dari dinas-dinas pemerintah untuk membantu menye-
lesaikan masalahnya.

Ada beberapa hal yang sempat disampaikan peneliti saat wartawan
meminta klarifikasi data kekeringan akibat gadu nekad. Pertama, jum-
lah kerugian yang diderita petani di delapan desa berdasarkan analisis
usaha tani mencapai angka Rp3.440.806.500 dengan rincian seperti
disebut di atas. Kedua, tidak ada political will dari Kimpraswil Lampung
Tengah untuk menyelesaikan masalah pencurian air yang terjadi di wi-
layah Hulu (di BWS 01). Karena hingga wawancara itu dilakukan belum
ada penjelasan pihak Kimpraswil tentang hasil investigasi terhadap ka-
sus gadu nekad dan kekeringan yang pernah dijanjikan saat TTK. Ke-
tiga, gagal panen yang diderita petani di delapan desa merupakan ke-
salahan beberapa pihak yang terlibat dalam kesepakatan pembagian
air, karena debit air yang tersedia hanya 2,4 m>—2,6 m?, padahal untuk
mengairi sawah gadu seluas 2.600 Ha butuh air minimal 5m°. Jadi, ke-
putusan membagi air yang hanya sebesar 2,4 m*—2,6 m’ untuk wila-
yah gadu seluas 2.132 Ha dan gadu nekad seluas 334 ha merupakan
keputusan yang sangat ceroboh dan sangat berisiko.

Dalam terbitan tanggal 25 Juli 2003, koran lokal itu memuat hasil klari-
fikasi data kekeringan sehari sebelumnya dengan judul yang sedikit
provokatif: “Tim Investigasi Pencurian Air Sekedar Lips Service?” (lihat
Lampiran). Ketua badan pengurus LPM bereaksi keras untuk yang ke-
sekian kalinya terhadap pemberitaan media yang memuat berita sepu-
tar krisis gadu dan kekeringan. Reaksi ketua badan pengurus LPM itu
merupakan puncak “kekesalannya” terhadap pemberitaan yang ber-
kaitan dengan gadu nekad dan kekeringan. Media dinilainya telah me-
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mojokkan Dinas Kimpraswil berkaitan dengan krisis irigasi. Sebagai
seorang pegawai Dinas Pertanian, ketua badan pengurus LPM merasa
perlu untuk “*mengontrol” orang-orang yang terlibat dalam advokasi
irigasi agar tidak terlalu “memusuhi” dinas-dinas di lingkungan peme-
rintah kabupaten melalui media massa.

Ketua badan pengurus LPM selanjutnya “memaksa” supaya peneliti
membuat klarifikasi (semacam permintaan maaf) kepada pihak Kim-
praswil berkaitan dengan pemberitaan tanggal 25 Juli 2003 yang ber-
judul “Tim Investigasi Pencurian Air Sekedar Lips Service?"”. Upaya
“paksa” ketua badan pengurus itu ditolak oleh peneliti. Peneliti kemu-
dian menawarkan solusi agar pihak Kimpraswillah yang membuat so-
masi atau menggunakan hak jawabnya kepada koran yang memuat
berita itu. Ketua badan pengurus tidak dapat menerima tawaran pene-
liti. Peneliti akhirnya mengambil jalan dengan membuat “klarifikasi”.
Klarifikasi berupa pasokan data kekeringan yang baru sekaligus me-
minta ralat karena penyebutan angka debit air yang tidak tepat. Di ko-
ran tertulis 5 m®, padahal seharusnya 2,4 m*—2,6 m>.

Pada tanggal 28 Juli 2003, LPM mendapatkan undangan dari Dinas
Kimpraswil untuk memberikan “klarifikasinya” berkaitan dengan arti-
kel yang dimuat dalam dua koran lokal tanggal 25 Juli 2003, masing-
masing berjudul “Tim Investigasi Pencurian Air Sekedar Lip Service?”
dan “Kadis Kimpraswil Dituding Pembual”. Tindakan ini dilakukan oleh
Dinas Kimpraswil karena merasa belum puas dengan surat klarifikasi
kepada koran lokal yang dibuat peneliti pada tanggal 25 Juli 2003. LPM
diminta untuk membuat klarifikasi di media berkaitan dengan pembe-
ritaan.
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Pertemuan yang diadakan di Kantor Kimpraswil tanggal 29 Juli 2003 di-
hadiri perwakilan koran lokal, petani pendamping, dan seorang anggo-
ta badan pengurus LPM. Menurut anggota badan pengurus yang terli-
bat dalam pertemuan, tindakan dinas itu merupakan upaya untuk
“menjinakkan” petani dan pendampingnya. Karena itu, jika tidak di-
waspadai, maka petani dan sekutunya akan berada “di bawah ketiak”
dinas.

Tuntutan Kimpraswil supaya LPM membuat klarifikasi ditolak dengan
alasan yang sama seperti yang ditawarkan peneliti sebelumnya. Jika
memang Kimpraswil merasa dirugikan dengan pemberitaan media
massa, Kimpraswil dapat menggunakan hak jawabnya atau bahkan
mengajukan somasi pada surat kabar yang bersangkutan. Dalam ke-
sempatan itu, Kepala Dinas Kimpraswil mengaku, memang tidak ada
tim investigasi yang secara khusus dibuat untuk mengatasi masalah
pencurian air dan kekeringan, karena fungsi pengawasan dan penca-
tatan secara otomatis menjadi tugas masing-masing staf yang ada di
lingkungan Kimpraswil.

Kasus ini memaksa petani dan sekutunya untuk berhitung ulang ber-
kaitan dengan kasus pemberitaan koran dan reaksi yang diberikan oleh
pihak-pihak yang selama ini duduk dalam satu barisan. Selama 10 ta-
hun keberadaan LPM dalam melakukan pendampingan, kerjanya itu
dinilai selalu “sinergis” dengan kerja dinas-dinas terkait. Perbedaan
kepentingan yang muncul belakangan akibat perang di media dapat
menjadi kendala sekaligus “jalan terang” untuk melanjutkan agenda
advokasi, karena sejumlah pihak yang selama ini dianggap propetani
dan properubahan ternyata terbukti sebaliknya.
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Pada tanggal 30 Juli 2003, surat kabar lokal memuat artikel berjudul
“Dinas Kimpraswil Buka Kartu”. Isinya berupa penjelasan Kepala Dinas
Kimpraswil dalam “rapat koordinasi” yang dihadiri LPM, pihak Kimpras-
wil, dan koran lokal. Pihak Kimpraswil mengaku tidak membentuk tim
investigasi secara formal, karena tim tersebut telah terbentuk secara
otomatis berdasarkan tugas masing-masing staf yang ada di jajaran
staf Kimpraswil. Koran itu menyayangkan pernyataan pihak Kimpras-
wil terakhir itu yang dipandangnya tidak didukung data yang menun-
jukkan bahwa jajaran birokrasi Dinas Kimpraswil telah melakukan ker-
ja investigasi berkaitan dengan pencurian dan kekeringan. Dalam arti-
kel yang sama, anggota badan pengurus LPM yang terlibat dalam dis-
kusi di kantor Dinas Kimpraswil, sempat memberi penjelasan bahwa
lembaganya tidak bermaksud untuk memprovokasi petani melalui
pemberitaan media. Lembaganya hanya bermaksud memberi pendi-
dikan kepada masyarakat petani untuk lebih cermat membaca dan me-
respons situasi berkaitan dengan kehidupan pertanian mereka.

5.3 Serikat Tani: Sebuah Konflik Kepentingan

Seperti dijelaskan di depan, pembentukan serikat petani Sungai Putih
merupakan gagasan yang muncul di TTK.9 Serikat petani yang akan di-
dirikan bertujuan untuk membangun organisasi petani yang dapat
menjadi alat perjuangan bagi kemandirian dan kesejahteraan petani.

9 TTK itu dilakukan pada tanggal 27—28 Juni 2003 di Balai Diklat Setia Hati Teratai Mataram.
Setidaknya ada lima persoalan yang menjadi fokus pembicaraan pada pertemuan petani dan be-
berapa stakeholder irigasi, antara lain (1) tata niaga komoditi pertanian, (2) mahalnya biaya pro-
duksi pertanian, (3) petani belum punya organisasi yang kuat, (4) kebijakan pemerintah yang ti-
dak berpihak pada petani, termasuk kebijakan irigasi dan tata niaga komoditi pertanian, dan (5)
kebijakan beras impor dan dampak pasar bebas.
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Rencana mendirikan serikat petani yang berada dalam momentum ad-
vokasi irigasi ini menjadikan banyak pihak berpikir bahwa serikat pe-
tani didirikan tidak lebih untuk menjadi “mesin pendorong” agenda ad-
vokasi yang sedang menghadapi sejumlah kendala. Harus diakui bah-
wa pikiran itu tidak semuanya salah, karena salah satu agenda peru-
bahan dalam advokasi yang dilakukan oleh petani dan sekutunya ada-
lah untuk mendorong kemandirian petani dalam mengelola irigasi. De-
ngan alasan semacam ini tidak salahlah jika dikatakan salah satu tu-
juan mendirikan serikat petani adalah untuk memperkuat basis per-
juangan petani dalam menciptakan kemandirian dan kemakmuran.

Gagasan untuk membentuk serikat petani muncul di lingkungan aktivis
TTK berkaitan dengan berbagai persoalan petani yang tidak dapat di-
selesaikan oleh beberapa orang aktivis forum atau kelompok tani. Se-
perti dijelaskan oleh Koordinator Petani Pendamping Wilayah Terbang-
gi Besar pada koran lokal (dimuat tanggal 27 Juli 2003 di bawah judul
“Petani Butuh Wadah"), saat ini banyak petani yang tidak mampu me-
nyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi. Untuk menjawab
hal itu petani butuh wadah yang lebih besar dari sekadar kelompok tani
agar persoalan petani mendapat perhatian lebih besar dari pemerin-
tah. Menurut salah satu anggota badan pengurus LPM, pendirian seri-
kat petani bertujuan untuk mengurangi konflik antarpetani yang sering
terjadi dijaringanirigasi Sungai Putih.10

Satu diskusi (hadir petani, pendamping petani, dan peneliti) memu-
tuskan untuk memfasilitasi petani dengan membentuk kepanitiaan

10 Pernyataan ini dimuat koran lokal pada tanggal 30 Juli 2003 dengan judul Dinas Kimpraswil
Buka Kartu.

207



BERAKSI DALAM ADVOKASI IRIGASI

“lokakarya” sebagai forum pembentukan serikat petani yang diagen-
dakan berlangsung akhir Agustus 2003. Dalam diskusi ditawarkan a-
gar lokakarya pembentukan serikat petani diselenggarakan di rumah
salah seorang petani di Desa Karang Endah. Selain untuk menekan
biaya, pilihan tempat juga dianggap strategis untuk mencegah kesan
“glamour”. Ingat, petani baru saja mengalami kegagalan panen senilai
tiga miliar lebih. Pelaksanaan lokakarya yang sederhana merupakan
wujud ungkapan keprihatinan petani terhadap peristiwa itu.

Dalam pertemuan yang berlangsung awal Juli 2003, disepakati terja-
dinya perubahan nama kegiatan. Semula direncanakan Lokakarya
Pembentukan Serikat Tani, kemudian menjadi Rembug Tani Lampung
Tengah. Alasan penggantian kata lokakarya dengan rembug dilakukan
untuk menghindari penggunaan istilah-istilah yang “asing” di telinga
petani. Kata lokakarya mungkin sulit dipahami dan lebih berkesan “se-
kolahan”. Dalam pertemuan yang sama, petani berhasil membentuk
kepanitiaan Rembug Tani, membuat jadwal pelaksanaan, dan menun-
juk LPM menjadi“pembantu” dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pandangan petani, serikat petani adalah alat perjuangan untuk
menyelesaikan sejumlah persoalan seperti krisis air, kelangkaan
pupuk, harga komoditi pertanian, modal usaha tani, dan jaringan peta-
ni seperti sering dijadikan perdebatan dalam TTK. Persoalan semacam
itu tidak mungkin dipikul LPM sendiri dengan segala keterbatasannya
yang dimilikinya. Pasalnya, lembaga pendamping itu juga punya agen-
da, program, dan komitmen dengan donor yang tidak sedikit. Panda-
ngan ini sebenarnya mengandaikan bentuk kemandirian petani lepas
dari ketergantungan pada lembaga pendamping. Dalam sudut pan-
dang yang berbeda, pendirian serikat petani dapat menghindarkan pe-
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tani dari kesulitan yang sama seperti yang dialami lembaga pendam-
ping.

Semangat untuk membentuk serikat tani dan hak petani mendirikan
serikat harus “kandas” karena sejumlah keputusan yang (mungkin) ti-
dak pernah dimengerti petani dan sekutunya, termasuk peneliti. Petani
sebagai pelaku utama perubahan dalam advokasi memang patut men-
duga terjadinya apa-apa di balik peristiwa pembatalan pendirian se-
rikat petani. Karena pembatalan begitu datang tiba-tiba segera setelah
pelaksanaan Rembug Tani sebagai forum pembentukan serikat petani
akan diselenggarakan.

Sejumlah dugaan muncul berkaitan dengan pembatalan serikat petani
yang “entah siapa dalangnya”. Sejauh pengetahuan petani dan sekutu-
nya, tidak ada satu alasan pun yang masuk akal mengapa pembatalan
harus dilakukan. Dugaan kuat petani dan sekutunya, pembatalan ter-
jadi karena sejumlah kekhawatiran “pemilik” LPM terhadap keberada-
an serikat petani. Serikat petani diduga akan menjadi saingan LPM un-
tuk mengakses donasi, apalagi (menurut kabar angin) akhir-akhir ini
donor cenderung memberikan donasinya langung ke organisasi akar
rumput seperti (serikat petani dan serikat buruh) tanpa melalui lem-
baga swadaya.

Tanda-tanda pembatalan terhadap rencana pembentukan serikat tani
sebenarnya telah muncul pada bulan Juli 2003, ketika salah seorang
anggota badan pengurus LPM berkunjung ke lembaga tersebut. Menu-
rut kesaksian salah seorang petani pendamping, anggota badan pe-
ngurus memperingatkan dirinya agar berhati-hati menggunakan mo-
dul penguatan petani yang telah dibuat, karena materinya tidak berbe-

209



BERAKSI DALAM ADVOKASI IRIGASI

da dengan ajaran komunis (baca: Partai Komunis Indonesia), apalagi
masyarakat petani Sungai Putih masih trauma dengan istilah “serikat
tani”. Karena itu, sebaiknya materi modul diganti atau setidaknya di-
ubah agar tidak terlalu “kiri"”, 11

Materi penguatan petani sebenarnya tidak jauh beda dengan materi-
materi penguatan atau pengorganisasian yang banyak diterbitkan oleh
kalangan LSM di Indonesia. Karena itu, penilaian anggota badan pe-
ngurus LPM bahwa materi modul penguatan tersebut “berbau kiri” me-
rupakan cara halus untuk “*mengkudeta” pembentukan serikat petani,
karena penguatan petani yang sedang dilakukan oleh LPM ditujukan
untuk mempersiapkan petani dalam mengelola organisasi petani (P3A
dan serikat petani) secara mandiri.

Materi pendidikan petani yang disusun oleh LPM sebenarnya hanya
berisi muatan lokal seperti isu hama, pengelolaan air, perekonomian
petani (hasil analisis sosial petani dan pendampingnya), dan lain-lain
yang diintegrasikan dengan materi yang bersifat wawasan keorga-
nisasian, karena salah satu alasan pendidikan petani adalah untuk
mempersiapkan kader serikat petani yang akan didirikan. Materi wa-
wasan keorganisasian diambil dari materi penguatan organisasi tani
yang diterbitkan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), di antara-
nya (1) materi yang membahas kelas petani, (2) petani di bawah pe-
nindasan feodalisme dan imperialisme, (3) organisasi tani, (4) aksi pe-
tani, (5) mobilisasi dana perjuangan organisasi, (6) kaderisasi petani,
dan (7) cita-cita perjuangan petani. 12

11 Kata “kiri” tersebut merujuk pada ajaran marxisme-leninisme yang dilarang di Indonesia.
12 Lihat Seri Panduan Organisasi Tani KPAdan 11.11.11.
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Materi yang diadopsi dari modul KPA tersebut akan disusun ulang dan
diintegrasikan dengan muatan lokal oleh petani pendamping lapangan
dan dibantu staf advokasi LPM. Waktu yang dipakai untuk melakukan
pendidikan (penguatan) petani berlangsung pada bulan Juni—Agustus
saat pendampingan SLPHT sedang tidak banyak pertemuan. Bulan-bu-
lan itu memang musim kemarau sehingga petani tak banyak berada di
sawah. Keputusan untuk menyusun dan mematangkan strategi pendi-
dikan petani dihadiri beberapa petani pendamping, direktur program,
seorang anggota Badan Pengurus (BP) LPM, dan peneliti.

Dalam satu pertemuan Program Development Forum (PDF) di Jakarta
awal Juli 2003 yang diselenggarakan oleh lembaga donor yang menda-
nai advokasi, gagasan mendirikan serikat petani di Lampung Tengah
sempat dipertanyakan oleh peserta forum. Salah satu alasan yang di-
jelaskan oleh peneliti (yang hadir dalam forum itu), serikat petani me-
rupakan gagasan yang muncul dalam TTK, karena itu LPM harus me-
nerima pembentukan serikat oleh petani sebagai bagian dari realitas
pendampingan. Sebagai sekutu petani, LPM harus memenuhi kewa-
jibannya untuk mendukung dan memfasilitasi penbentukan serikat.
Gagasan pembentukan serikat oleh petani harus dimaknai sebagai
perwujudan dari misi LPM yang bermaksud mewujudkan kemandirian
petani. Penjelasan ini tampaknya bisa diterima peserta forum yang ter-
diri dari wakil lembaga dampingan yang menjadi mitra lembaga donor.

Sayangnya pembentukan serikat petani tidak terlaksana. Keputusan
pembatalannya pertama kali disampaikan oleh direktur LPM (via tele-
pon) kepada peneliti yang sejak semula mendukung berdirinya serikat.
Pada tanggal 4 Agustus 2003, Direktur LPM mengatakan bahwa pem-
bentukan serikat petani dibatalkan, keputusan ini telah dibicarakan
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dan menjadi keputusan bersama semua staf lembaga (petani pendam-
ping dan jajaran direktur lembaga). Dugaan sementara, penilaian elite
lembaga (direktur dan anggota badan pengurus) yang sejak awal
menganggap materi penguatan terlalu “kiri”. Menurut petani pendam-
ping, keputusan pembatalan pembentukan serikat petani datang dari
direktur LPM dan tidak dibicarakan dengan petani, termasuk panitia
Rembug Tani.

Untuk menjembatani silang pendapat berkaitan dengan pendirian se-
rikat petani, peneliti menawarkan suatu forum yang dapat memperte-
mukan dua pihak yang mendukung dan menolak pendirian serikat pe-
tani. Dalam kasus ini, elite LPM yang terdiri dari direktur lembaga dan
badan pengurus terbagi menjadi tiga kubu. Kubu pertama terdiri dari
direktur lembaga dan seorang anggota badan pengurus yang menolak
dan membatalkan pembentukan serikat petani. Kubu yang mendu-
kung pembentukan serikat petani hanya seorang anggota badan pe-
ngurus. Kubu ketiga adalah ketua badan pengurus lembaga yang
membolehkan pendirian serikat petani selama tidak “bertentangan”
dengan kepentingan pemerintah. Ketua badan pengurus LPM ini ada-
lah seorang pegawai Dinas Pertanian kabupaten.

Pertemuan bertujuan untuk mengklarifikasi “kesalahpahaman” yang
berakibat pada pembatalan pendirian serikat petani dan membahas
pentingnya peran serikat petani bagi masa depan, kemandirian petani,
keberlanjutan advokasi irigasi, dan eksistensi LPM sebagai lembaga
pendamping. Pertemuan disepakati untuk dilakukan pada tanggal 5
Agustus 2003 di kantor lembaga donor. Sayangnya, yang bisa hadir ha-
nya direktur LPM, anggota badan pengurus pendukung serikat petani,
direktur lembaga penelitian, dan seorang peneliti irigasi.
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Dalam pertemuan itu, Direktur LPM menjelaskan alasan pembatalan
pembentukan serikat petani yang katanya didasarkan pada pertimba-
ngan bahwa pembentukan serikat petani tidak terdapat dalam propo-
sal yang diajukan kepada donor periode tahun 2003-2004. Menurut-
nya, proposal yang diajukan hanya memuat kegiatan penguatan peta-
ni saja. Dalam hal ini, Direktur LPM lupa bahwa agenda advokasi me-
rupakan rekomendasi lokakarya petani yang terdiri dari penguatan,
reorganisasi lembaga petani, dan proses publik. Salah satu agenda
penguatan petani adalah dengan membentuk organisasi petani yang
mandiri.

Alasan yang diajukan oleh direktur LPM tersebut sebenarnya memper-
lihatkan bahwa lembaganya tidak punya cukup ongkos untuk membia-
yai pendirian serikat petani. Jika persoalan biaya pendirian serikat pe-
tani yang dirisaukan oleh direktur LPM, sebenarnya akan keluar biaya
lain yang bisa jauh lebih besar jumlahnya apabila serikat petani gagal
didirikan. Serikat petani didirikan untuk menjadi mitra LPM dalam me-
lakukan penguatan petani dalam menciptakan kemandirian pengelo-
laan irigasi mengingat kelompok tani dampingan yang akan dikuatkan
mencapai ratusan jumlahnya. Untuk melakukan penguatan kelompok
petani dan P3A yang jumlahnya ratusan, LPM harus memaksimalkan
kekayaan dan tenaganya. Dalam konteks ini, serikat petani sangat
penting dimiliki oleh petani untuk mengupayakan kemungkinan baru
bagi penguatan mereka sendiri jika LPM tidak bisa lagi melakukan pe-
nguatan karena alasan biaya.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur LPM mengakui ada semacam

“masukan” dari seorang anggota badan pengurus pada dirinya untuk
tidak mendirikan serikat petani. Direktur lembaga tersebut juga men-
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ceritakan ada nada “ancaman” apabila rencana membentuk serikat ta-
ni tetap diwujudkan. Bila rencana pembentukan serikat tani tetap dija-
lankan, maka akan ada dua anggota badan pengurus yang mengun-
durkan diri dari lembaga. Meskipun direktur LPM mengaku ada tekan-
an, bahkan keputusan tersebut tidak datang dari massa petani, pem-
batalan serikat petani telah “bulat”. Direktur LPM menambahkan bah-
wa forum Rembug Tani akan tetap diselenggarakan dengan agenda
lain (bukan pembentukan serikat petani). Pernyataan terakhir ini se-
benarnya mementahkan alasan pembatalan pembentukan serikat tani
akibat tidak adanya dana yang dialokasikan untuk kegiatan.

Banyak pihak yang tidak mengetahui secara pasti alasan pembatalan
serikat petani yang berkesan tiba-tiba itu, tak terkecuali petani empu-
nya hajat. Berkaitan dengan hal itu, banyak pihak (petani dan kelom-
pok yang propembentukan serikat petani) menganggap penting untuk
mengetahui alasan-alasan (ir)rasional, motif, dan relasi kuasa apa
yang sedang bekerja dalam pembatalan serikat petani. Untuk kepenti-
ngan itu, investigasi menjadi penting sebagai dasar analisis dalam ka-
sus ini. Investigasi kemudian dilakukan oleh peneliti dengan informan
petani, petani pendamping dari lembaga, dan Direktur LPM. Informan
dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam semua proses pemben-
tukan serikat petani hingga pembatalan.

Direktur LPM (wawancara tanggal 21 Agustus 2003) menyebutkan,
alasan pembatalan pembentukan serikat petani karena pembentukan
serikat tani tidak tercantum dalam proposal kegiatan yang diajukan
donor dan sejumlah ketakutan atas keberadaan serikat yang akan
mengancam “masa depan” lembaga pendamping. Kalimat yang digu-
nakannya untuk menjelaskan ketakutan tersebut adalah “dikhawatir-
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kan akan terjadi perebutan sumberdaya antara lembaganya dengan
serikat tani”. Bila serikat tani terbentuk, maka dikhawatirkan kegiatan
pendampingan petani yang selama ini menjadi “lahan kerja” lembaga
akan diambil alih oleh serikat tani. Alasan itu membuat banyak pihak
kecewa terhadap pembatalan pembentukan serikat tani.

Seorang petani pendamping senior mengaku kecewa berat dengan
pembatalan sepihak direktur lembaganya. Pembatalan pembentukan
serikat petani telah mempermalukan dirinya sebagai petani dan petani
pendamping. Menurut staf LPM itu, keberadaan serikat tani akan sa-
ngat membantu kehidupan petani, karena dampingan lembaga ini sa-
ngat banyak dibanding tenaga pendamping yang dimiliki. Kekecewaan
terhadap pembatalan serikat petani akhirnya meluas dan menciptakan
polarisasi antara kelompok pro dan kontra pembentukan serikat pe-
tani, dalam beberapa kesempatan malah menimbulkan ketegangan
yang sifatnya pribadi.

Sisi gelap dari pembatalan pembentukan serikat petani terungkap le-
wat beberapa pengakuan staf lembaga dalam investigasi. Menurut
mereka, direktur lembaga ini telah *menakut-nakuti” staf dengan me-
ngatakan bahwa pembentukan serikat tani identik dengan (gagasan
yang pernah dilakukan oleh) Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan
direktur tersebut mengintimidasi staf lembaga dengan mengatakan
“bagaimana kalau nanti ada polisi datang dan menangkap sampean
karena dianggap PKI”. 13 Intimidasi itu sangat berpengaruh dalam pi-
kiran petani pendamping lembaga. Semua staf yang diwawancara me-

13 Kalimat direktur ini dikutip dari wawancara dengan salah satu koordinator petani pendamping
wilayah yang juga staf LPM.
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ngaku merasa takut dengan istilah serikat tani dan PKI setelah direktur
mengatakan hal itu.

Menurut beberapa petani (panitia Rembug Tani), banyak petani yang
merasa kesal dan kecewa karena tidak pernah dilibatkan dalam pem-
bahasan pembatalan pembentukan serikat petani. Menurut mereka,
petani harus bersatu agar dapat menyelesaikan masalah petani. Ha-
nya melalui suatu organisasi yang kuatlah maka petani akan mampu
meningkatkan “posisi tawarnya” yang lebih baik dalam menentukan
kehidupan mereka, seperti harga barang (komoditi) pertanian. Para
petani ini juga merasa diintimidasi oleh direktur lembaga dengan me-
ngatakan bahwa serikat petani itu mirip PKI.

Harus diakui bahwa di tingkat petani masih ada ketakutan atau trauma
terhadap istilah serikat tani, lebih-lebih setelah diembuskan isu keter-
kaitan serikat petani dengan PKI. Meskipun ada kesadaran bahwa ha-
nya dengan berserikat mereka dapat menjadi kuat dan dapat secara
bersama memecahkan berbagai masalah yang mereka hadapi mere-
ka. Petani Sungai Putih juga menyadari bahwa organisasi tani yang ada
sekarang seperti kelompok tani dan P3A belum mampu mengatasi ma-
salah yang tengah dihadapi petani.

Beberapa pihak menduga bahwa pembatalan tersebut ada kaitannya
dengan ancaman mundur dari seorang anggota badan pengurus dari
keanggotaannya bila rencana membentuk serikat tani tetap diwujud-
kan. Padahal mundurnya anggota badan pengurus berhubungan de-
ngan pencarian sumber donasi di luar sumber tradisional Wakak Jukuk
yang habis per 30 September 2003. Menurut anggota badan pengurus,
LPM berpeluang 90% untuk mendapat donasi dari donor internasional.
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Di luar intimidasi terhadap petani maupun pendamping petani dan an-
caman keluarnya seorang anggota badan pengurus, di tingkat LPM
sendiri ada perdebatan yang belum selesai tentang bentuk lembaga.
Sebagian ada yang mengatakan bahwa LPM sebenarnya adalah orga-
nisasi tani yang berbentuk jaringan dan sebagian yang lain menyebut
lembaga pendamping petani sebagai LSM sejak mengubah namanya
menjadi LPM. Ketidaksepahaman makna ini yang juga ikut menjadi sa-
lah satu alasan pembatalan pembentukan serikat petani di Lampung
Tengah.

Sebagai lembaga pendamping petani, LPM bukan tidak punya sejarah
yang multiinterpretasi. Karena itu tidak salah jika lembaga ini disebut-
kan sebagai kumpulan unik pilihan perjuangan. LPM bukan hanya me-
dan pertempuran atas sejumlah kepentingan. Sebagai lembaga pen-
damping, LPM juga menjadi medan tarik-menarik atas sejumlah nilai
dan makna. Paling tidak ada dua otoritas yang merasa memiliki hak
untuk memaknai peran LPM sebagai lembaga pendamping, yaitu ting-
kat eksekutif dan badan pengurus.

Sebagai lembaga pendamping petani yang punya statuta dan garis
perjuangan yang jelas, LPM ternyata belum menyelesaikan perdebat-
an tentang bentuk lembaganya. Pada situasi di mana lembaga harus
mengambil keputusan strategis sebagai pilihan perjuangan, LPM ma-
sih harus sibuk berdebat tentang bentuk lembaganya. Ada tiga versi
(klaim) tentang bentuk kelembagaan LPM yaitu serikat tani, organisasi
petani, dan LSM.

Klaim LPM sebagai serikat petani datang dari anggota badan pengurus
lembaga yang notabene staf lembaga donor yang selama ini mendanai
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kegiatan LPM. Menurut klaim ini, LPM adalah serikat petani yang belum
punya anggota petani secara langsung, karena itu mereka menolak ji-
ka LPM disebut sebagai LSM. Alasan itu yang menjadi dasar LPM gagal
mendirikan serikat petani sebagai alat perjuangan petani.

Klaim ini bisa dilihat dalam dua perspektif, yaitu LPM secara de facto
dan LPM secara de jure. Secara faktual, LPM adalah organisasi petani
dalam bentuk jaringan yang belum memiliki anggota petani secara
langsung, hal itu dapat dilihat dari pengurus dan staf lembaga yang
merupakan petani (aktif). Namun tidak semua organisasi petani ada-
lah serikat tani, karena serikat tani punya ciri khusus. P3A adalah orga-
nisasi petani yang berfungsi mengelola air irigasi, namun organisasi ini
bukan serikat petani. Organisasi petani adalah semua bentuk organi-
sasi yang didirikan oleh petani dan dikelola oleh petani untuk melayani
kepentingan petani. Karena itu, organisasi petani bisa berbentuk kope-
rasi, kelompok, paguyuban, jaringan, arisan, serikat, dan lain-lain.

Secara de jure, dalam statuta LPM tidak ada pernyataan yang secara
eksplisit menjelaskan bahwa lembaga ini adalah serikat petani, karena
serikat petani punya karakter spesifik sebagai organisasi petani. Ciri
khusus yang melekat pada organisasi petani dalam bentuk serikat an-
tara lain:

Pertama, kedaulatan serikat petani berada di tangan anggota yang di-
wujudkan dalam kongres serikat sebagai lembaga permusyawaratan
tertinggi serikat.

Kedua, serikat petani berbentuk organisasi massa karena terdiri dari
beberapa organisasi petani yang punya hak dan otonomi sendiri.
Ketiga, bentuk perjuangan serikat petani adalah perjuangan massa
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(melibatkan semua anggota serikat dan diputuskan oleh anggota le-
wat mekanisme permusyawaratan serikat).

Keempat, serikat petani memiliki tujuan dan strategi perjuangan yang
berorientasi pada perubahan nasib petani dengan mengupayakan pe-
nguatan basis pergerakan petani dan perubahan kebijakan.

Kelima, serikat petani punya struktur kepengurusan yang terdiri dari
(semacam) Dewan Perwakilan Petani yang memiliki kewenangan le-
gislasi, Badan Pengurus Serikat yang berwewenang eksekutif, dan Ba-
dan Pengurus Wilayah atau Cabang yang berfungsi menjalankan orga-
nisasi di tingkat lebih rendah.

Keenam, serikat petani punya mekanisme keanggotaan dan pola hu-
bungan antara anggota dengan serikat.

Ketujuh, serikat petani memiliki jenjang keanggotaan yang biasanya
terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan atau luar biasa le-
wat mekanisme rekrutmen yang rigid.

Kedelapan, serikat petani mengatur hak dan kewajiban anggota, disi-
plin anggota, gugurnya keanggotaan, mekanisme pemberhentian, dan
pembelaan oleh anggota.

Kesembilan, serikat petani mengatur tugas dan wewenang masing-
masing struktur organisasi serikat secara detail dan mekanisme per-
tanggungjawaban.

Kesepuluh, untuk mewujudkan visi dan misi serikat biasanya organi-
sasi ini mempunyai perangkat dan perlengkapan serikat seperti depar-
temen, biro-biro, atau divisi-divisi.

Kesebelas, serikat petani punya bentuk permusyawaratan (rapat-ra-
pat) berjenjang sesuai dengan kegunaan dan kepentingan organisasi.
Keduabelas, sumber keuangan serikat petani paling besar biasanya
dari iuran anggota dan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan
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proporsi yang dibutuhkan.

Ketigabelas, serikat petani punya peraturan yang berisi mekanisme
pemberian teguran dan sanksi terhadap anggota yang melakukan ko-
lusi dengan lawan-lawan petani, melakukan keputusan politik yang
bertentangan dengan perjuangan petani, mencemarkan nama baik se-
rikat, melakukan penggelapan uang serikat, dan melakukan tindakan
yang membahayakan serikat.

Ciri-ciri spesifik serikat petani yang disebut di atas secara de facto
maupun de jure tidak dimiliki oleh LPM. Karena itu sulit mengklaim LPM
sebagai serikat petani. Dalam konteks ini LPM dihadapkan pada jalan
buntu atas pilihan untuk mendirikan serikat petani atau tidak, sebab
perdebatan itu seakan-akan menggiring opini pendirian serikat tani
hanya dalam kalkulasi untung-rugi semata dan bukan dimaknai seba-
gai alat perjuangan petani.

Sementara itu, anggota badan pengurus lainnya menjelaskan bahwa
LPM adalah organisasi petani yang berbentuk jaringan.14 Bentuk ja-
ringan ini dimaksudkan untuk mewadahi semua bentuk organisasi rak-
yat akar rumput (termasuk serikat petani) dalam rangka melakukan
perubahan di Lampung Tengah. Sayang, argumentasi ini menjadi tidak
sesuai dengan misi LPM yang bermaksud untuk mewujudkan kedau-
latan petani, sebab organisasi yang akan diwadahi oleh LPM bukan ha-
nya organisasi petani juga organisasi akar rumput lainnya. Artinya,
LPM bukan hanya akan mewujudkan kedaulatan petani tapi kedaulat-
an semua organisasi akar rumput yang ada di Lampung Tengah. Dalam

14 Berdasarkan diskusi dengan salah seorang badan pengurus LPM dalam beberapa kesempatan.
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pengertian itu, LPM bukan lagi organisasi petani seperti dijelaskan di
awal.

Di luar perdebatan yang terjadi antara dua anggota badan pengurus di
atas, ada interpretasi yang muncul di kalangan staf LPM dan petani
dampingan tentang bentuk lembaga yang sering kurang diperhitung-
kan dalam perdebatan tentang bentuk lembaga. Menurut pendapat
staf LPM, lembaganya berbentuk LSM bukan tanpa alasan. Menurut
mereka, perubahan dari organisasi petani menjadi LSM karena pertim-
bangan, pertama, untuk mempermudah akses dana dari donor me-
ngingat bentuk organisasi petani seperti Tim PHT Lampung kurang
“menjual”. Kedua, bentuk LSM dinilai dapat memudahkan kerja pen-
dampingan petani. Ketiga, perubahan nama dari organisasi petani
menjadi lembaga swadaya, Tim PHT ini akan lebih dihargai dan “dita-
kuti” lembaga-lembaga pemerintah.15

Perbedaan tentang versi bentuk kelembagaan antara beberapa pihak
yang ada di dalam struktur organisasi bukan saja menghambat proses
kerja advokasi. Bagi petani, perbedaan itu juga sangat mengganggu
komitmen yang telah dibuat. Karena perdebatan tersebut justru mun-
cul saat petani membutuhkan organisasi dalam bentuk serikat untuk
menjadi alat perjuangan mereka. Di tengah konflik kepentingan itu,
petani bukan hanya mengkhawatirkan keberlanjutan advokasi irigasi
namun juga nasib perjuangan yang akan diusung lewat instrumen se-
rikat tani. Hal itu berkaitan dengan semangat pembentukan serikat pe-

15 Berdasarkan wawancara dengan Direktur Program LPM.
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tani yang sejak semula diletakkan dalam konteks pergerakan petani
untuk perubahan.

Bab ini memperlihatkan bahwa perubahan yang terjadi di dalam ma-
syarakat bukan hanya akan berhadapan dengan persoalan-persoalan
sumber daya, namun juga harus berhadapan dengan “kawan seiring”.
Perbedaan kepentingan antarpelaku membuat advokasi kehabisan ba-
nyak energi di tengah sempitnya waktu dan keterbatasan daya du-
kung. Namun sebagai proses perubahan, advokasi punya sisi lain yang
tak kalah penting untuk diperhitungkan sebagai faktor yang banyak
berpengaruh. Faktor-faktor tersebut antara lain kehadiran the others,
relasi kuasa, dan strategi pendampingan. Sisi lain advokasi itu yang a-
kan ditulis dalam bab terakhir buku ini, sebuah bab yang berusaha un-
tuk merefleksi upaya-upaya sekelompok orang untuk menciptakan ke-
mandirian petani.

* % K
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Bab VI

SISI LAIN
ADVOKASI:
SEBUAH

REFLEKSI PENELITI

6.1 Pelajaran dalam Kesaksian

Pelajaran (/lesson learned), itu hal penting minimal yang didapat dari
upaya perubahan yang dilakukan para petani Sungai Putih dan sekutu-
nya. Pelajaran di sini diperoleh bukan semata karena proses perubah-
an yang dilakukan di Sungai Putih telah berhasil. Toh, tidak semua pel-
ajaran diambil dari cerita tentang keberhasilan (success story), pela-
jaran juga bisa didapat dari cerita tentang kegagalan. Perubahan bu-
kan proyek yang datang dari “negeri atas angin”. Perubahan merupa-
kan suatu upaya berbasis korban di mana korban berupaya mengubah
keadaan dengan segala kompleksitas yang melingkupinya. Memaksi-
malkan sumber daya untuk menyukseskan agenda perubahan adalah
target utamanya, tapi upaya perubahan dalam masyarakat tidak selalu
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berhasil memotong simpul konflik kepentingan di luar agenda peru-
bahan.

Konflik kepentingan merupakan penumpang gelap yang selalu hadir
dalam setiap momentum perubahan. Itu terjadi karena aktivitas per-
ubahan melulu melibatkan banyak kepentingan, komitmen, dan kom-
pleksitas hubungan sosial-politik yang tidak selalu bisa dikelola secara
baik sampai perubahan tercapai. Kenyataan itu yang membuat peru-
bahan sosial sulit (jika hanya) dilihat dari sudut kegagalan dan keber-
hasilan, apalagi jika diletakkan di atas proyek jangka pendek. Namun
harus diakui bahwa berbicara tentang kegagalan dan keberhasilan di-
akhir sebuah proses perubahan memiliki daya tarik tersendiri, setidak-
nya dari sana orang dapat mengambil suatu pelajaran. Semangat un-
tuk menghadirkan suatu pelajaran itu yang akan diusung dalam catat-
an akhir ini, sebuah catatan yang berusaha menggambarkan sisi lain
advokasi untuk melengkapi sebuah kesaksian yang oleh seorang te-
man disebut sebagai kesaksian tentang “kegagalan”.

Berbicara tentang kegagalan tidak harus menghadirkan “kambing hi-
tam”. Namun, penjelasan tentang kegagalan sudah tentu harus me-
nampilkan gejala-gejala yang diidentifikasi menjadi sebab kemuncul-
annya. Gejala-gejala tersebut biasanya disebut dengan hambatan a-
tau kendala dalam suatu proses perubahan sosial. Seperti halnya ham-
batan atau kendala, kegagalan juga merupakan status yang diberikan
dan dirujukkan pada keadaan tertentu. Sebagai status, gejala tertentu
disebut gagal bergantung oleh siapa dan untuk apa status itu dibe-
rikan. Kegagalan atau keberhasilan dalam konteks perubahan barang-
kali punya kosmologinya sendiri. Namun sebagai proses, apapun sta-
tusnya, upaya-upaya itu selalu punya konteks. Konteks perubahan itu
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yang barangkali menyediakan ruang baca (tanpa prasangka) di mana
sebuah proses bisa diberikan statusnya.

6.2 Menyelusuri Peran dan Proses

Sejak semula disadari, agenda perubahan yang akan dilakukan di
Lampung sebenarnya bukan aktivitas yang mudah. Kesadaran itu yang
mendorong LPM membangun aliansi dengan lembaga lain. Aliansi yang
dikenal dengan sebutan kerja sama tiga lembaga itu dibangun ber-
dasarkan pada satu tujuan: membantu petani keluar dari krisis air.

Secara formal, LPM bertanggung jawab melaksanakan kegiatan advo-
kasi di lapangan, sesuai kesepakatan dipertegas mandat Lokakarya
Irigasi LEC tahun 2002. Donor menyediakan dana dan jasa konsultasi
yang dibutuhkan dan Lembaga Penelitian (LP) melakukan pendampi-
ngan. Fungsi utama pendampingan antara lain untuk membantu mela-
kukan analisis sosial-politik dan memberi masukan untuk menyusun
agenda dan strategi advokasi. Peran AKATIGA dianggap penting ka-
rena organisasi pendukung advokasi diduga belum bisa melakukan ak-
tivitas analisis secara maksimal untuk kepentingan advokasi.

Peran yang dimainkan oleh lembaga penelitian dalam advokasi ini
yang kemudian memicu perdebatan tentang “dominasi ilmuwan” da-
lam perubahan di masyarakat. Dalam beberapa kasus pembangunan,
peran (pengetahuan dan modal sosial) beneficiaries sering diabaikan.
Dominasi peran ilmuwan dalam pembangunan sebenarnya bisa ditelu-
suri lewat jejak modal dan kekuasaan politik yang menjadi daya du-
kung ilmu pengetahuan sebagai argumentasi pembangunan. Swasta-
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nisasi sektor air yang didukung argumentasi ilmiah kemudian mendo-
minasi pola pengelolaan air di negara-negara selatan (pengutang)
menjadi contoh di mana pengetahuan menjadi sangat hegemonik keti-
ka modal dan kekuasaan politik menjadi daya dukung utama.

Namun dalam konteks advokasi irigasi sungai Putih, peneliti (seperti
yang selama ini dikhawatirkan banyak pihak) tidak punya ruang untuk
mendominasi proses perubahan yang sedang terjadi. Proses advokasi
lebih dipengaruhi perkembangan kasus, kepentingan, keputusan poli-
tik (pemerintah dan LPM), dan donor. Meskipun begitu, anggapan do-
minasi peneliti pada awal perencanaan advokasi tidak dapat ditolak.
Hal itu diduga berkaitan dengan agenda setahun pertama advokasi
yang secara khusus ditujukan untuk membangun solidaritas petani.
Dalam tahun pertama itu, kegiatan yang dilakukan lebih banyak beru-
pa konsolidasi dengan mengedepankan dialog antarpelaku dan kor-
ban, meliputi putaran diskusi sampai lokakarya. Hasilnya, baik berupa
penelitian dan pemetaan yang dilakukan peneliti menjadi salah satu
input dalam dialog. Dialog dilakukan untuk mengurangi eskalasi kon-
flik yang terjadi antara stakeholderirigasi.

Gagasan untuk mengurangi eskalasi konflik irigasi merupakan agenda
advokasi yang tidak dapat ditunda, karena konflik telah memasuki do-
main yang paling sensitif yaitu domain etnis seperti dijelaskan pada
Bab II dan III. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perubahan pe-
ngelolaan irigasi akan sulit dilakukan di tengah konflik air yang ber-
nuansa etnis. Pertimbangan itulah yang kemudian memunculkan ga-
gasan untuk melakukan putaran diskusi (round discussion). Forum pu-
taran diskusi itu bertujuan untuk memasyarakatkan hasil analisis so-
sial dengan harapan petani mengetahui akar persoalan krisis air dan
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menghentikan politik “*kambing hitam”. Agenda itu pulalah yang kemu-
dian menghasilkan prinsip antikekerasan yang berbunyi, “Semua
menjadi pelaku dan semua telah jadi korban”.

Gagasan-gagasan liar yang muncul dalam putaran diskusi stakeholder
irigasi itu kemudian menjadi akar agenda advokasi setahun berikut-
nya. Setelah dipertajam oleh tim kecil yang terdiri dari petani, petani
pendamping, dan peneliti, gagasan dibawa ke forum lokakarya yang
melibatkan semua peserta putaran diskusi, p/us perwakilan bupati dan
beberapa anggota DPRD. Secara garis besar, ada tiga rekomendasi
agenda advokasi yang dihasilkan dalam lokakarya irigasi. Pertama,
melakukan proses publik dengan agenda mendorong Raperda PPI
menjadi Perda agar dapat menjadi dasar hukum penyerahan penge-
lolaan irigasi kepada petani. Kedua, melakukan reorganisasi di tubuh
P3A sebagai langkah untuk menjadikannya organisasi dengan pola pe-
ngelolaan baru. Ketiga, membangun kemandirian petani dengan me-
lakukan penguatan petani, termasuk mendidik petani dan membuat
organisasi tani.

Rekomendasi terakhir itu yang kemudian memicu perdebatan antara
petani-peneliti di satu sisi dan LPM (dan badan pengurus) di sisi lain.
Perdebatan berkembang menjadi isu politik yang kemudian dikenal
dengan kasus “pembatalan serikat petani”. Namun, perbedaan akhir-
nya dimenangkan oleh pemegang modal dan kekuasaan politik dengan
cara memveto kesepakatan. Kasus itu memperlihatkan bahwa anali-
sis, ilmuwan, peneliti, bahkan ilmu pengetahuan tidak dapat bekerja
secara dominan tanpa didukung modal dan kekuasaan politik, apalagi
dalam suatu proses perubahan yang berjalan dinamis di masyarakat.
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Peristiwa “pembatalan serikat petani” banyak menyita waktu dan e-
nergi pada tahun kedua advokasi irigasi Sungai Putih selain kasus gadu
nekad. Eskalasi kasus-kasus itu menjadi “konflik” berkepanjangan dan
banyak menyita perhatian harus diakui sebagai konsekuensi dari ber-
kembangnya kasus irigasi. Meskipun tak jarang faktor kecil seperti ko-
munikasi turut memberikan pengaruhnya. Keterlibatan direktur LPM
dalam kesepakatan pembagian air gadu nekad tanpa konfirmasi pada
petani korban merupakan kasus yang menunjukkan bahwa komunika-
si antara Lampung, Bandung, Jakarta, dan Solo tidak berjalan dengan
baik.

Advokasiirigasi sejatinya merupakan proses politik. Perubahan sering-
kali mempertaruhkan kepentingan untuk meraih sejumlah kekuasaan
yang dikehendaki. Dalam konteks ini, keberhasilan perubahan sulit di-
ukur dengan kalkulasi waktu. Tetapi, justru dalam bingkai waktu dan
keberhasilan itulah perubahan sosial justru lebih menarik untuk diper-
debatkan. Dalam konteks advokasi irigasi, pertanyaan yang relevan
diajukan adalah, agenda mana yang berhasil dilakukan pada tahun ke-
dua advokasi?

Jika itu pertanyaannya, maka jawabannya menjadi sangat negatif yai-
tu tidak satu pun agenda advokasi yang berhasil dilakukan sesuai ren-
cana sampai batas berakhirnya proyek advokasi irigasi. Raperda be-
lum berhasil didorong menjadi Perda PPI sampai UU SDA diterbitkan.
Reorganisasi P3A yang bertujuan untuk mereformasi pengelolaan or-
ganisasi tidak sepenuhnya dapat dilakukan karena pengurus lama te-
tap masih memimpin P3A dan cita-cita mendirikan Induk Perkumpulan
Petani Pemakai Air (IP3A) belum terwujud. Pendidikan petani belum
selesai dilakukan dan serikat petani batal didirikan sampai waktu, ang-

228



SISI LAIN ADVOKASI: SEBUAH REFLEKSI PENELITI

garan, dan komitmen dengan donor selesai. Namun, apakah itu ukur-
an bahwa aksi perubahan yang diusung dalam advokasi irigasi di Su-
ngai Putih telah gagal?

Di sinilah pentingnya mempertimbangkan batas dan ukuran keberha-
silan suatu perubahan sosial. Sebagai proses politik, perubahan sosial
yang diusung dalam advokasi irigasi juga sangat ditentukan oleh relasi
sosial antaraktor, sumber daya, dan ideologisasi perubahan, selain
persoalan strategi pendampingan dan hal teknis lainnya. Setidaknya
beberapa hal itu yang berhasil diidentifikasi sebagai faktor determinan
yang memengaruhi proses perubahan dalam konteks advokasi irigasi
di Lampung.

6.3 Makna “Kehadiran”

Beberapa perubahan di dalam masyarakat seringkali melibatkan /iyan
(orang lain), lebih-lebih bentuk perubahan yang bernama pemba-
ngunan. Kenyataan itu tak terhindarkan ketika masyarakat yang dido-
rong untuk melakukan perubahan belum bisa memaksimalkan sumber
daya yang mereka miliki secara mandiri. Dalam keterbatasan untuk
mengubabh itu, kehadiran orang lain menjadi pilihan yang tidak jarang
menimbulkan perdebatan. Di luar sisi positif keterlibatan orang luar
dalam perubahan di masyarakat, kehadiran orang lain tidak jarang jus-
tru memelihara ketergantungan dan kepatuhan, apalagi jika sisi nega-
tif kehadiran liyan tersebut sengaja diciptakan.

Sebagai proses politik, perubahan bukan saja dituntut untuk mengom-
promikan kepentingan antar-stakeholder untuk mencegah meluasnya
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konflik (kepentingan), namun juga harus dapat mengintegrasikan rit-
me kerja the others sebagai bagian dari pelaku perubahan.! Peristiwa
kehadiran liyan merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri, mes-
kipun secara ideal seharusnya posisi liyan tidak perlu ada dalam usa-
ha-usaha perubahan.2 Dalam konteks advokasi irigasi Sungai Putih,
kehadiran liyan merupakan kenyataan. Peneliti dan donor merupakan
orang lain dalam konteks relasi stakeholder irigasi Sungai Putih, mes-
kipun kehadirannya dikehendaki oleh sebagian masyarakat petani ber-
kaitan dengan advokasi. Setidaknya, sejauh proses advokasi berlang-
sung tidak ada penolakan terhadap kehadiran peneliti dan donor.

Perbedaan kepentingan di antara stakeholder irigasi menghasilkan
kompromi dalam bentuk strategi advokasi, sedangkan kehadiran liyan
dengan segala perbedaan yang melekat kemudian menghasilkan stra-
tegi pembagian peran. Donor memberikan dukungan finansial dan ke-
sediaan mensupervisi program, sedangkan peneliti hadir untuk men-
jalankan fungsi-fungsi pendampingan advokasi.

Advokasi irigasi memiliki strategi yang secara kronologis tersusun
menjadi beberapa tahapan. Pertama, melakukan analisis sosial untuk
menemukenali persoalan, hambatan, dampak, karakter konflik, dan
aktor berkaitan dengan krisis air irigasi yang dilakukan pada tahun
pertama. Kedua, melakukan konsolidasi antara korban dan pelaku un-

1 Konsep orang lain (/iyan) dalam pengertian ini tidak hanya menunjuk pada suatu peristiwa
kehadiran dan asal-usul secara fisik, namun merujuk pada perbedaan perlakuan, kepentingan,
cara kerja, cara berpikir, dan lain-lain dengan masyarakat yang akan didorong untuk berubah.

2 Dalam etika Jawa, konsep /iyan dalam pergaulan sosial dianggap hanya akan menciptakan
pengkutuban (polarisasi) sosial yang dikenal dengan prinsip pergaulan sopo siro-sopo ingsun
(siapa kamu-siapa aku). Dalam masyarakat feodal (Jawa), prinsip sopo siro-sopo ingsun dipe-
gang erat untuk menegaskan perbedaan identitas kepriayian seseorang dengan rakyat biasa.
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tuk mengurangi meluasnya konflik irigasi. Ketiga, mewujudkan agen-
da advokasi berdasarkan rekomendasi lokakarya stakeholder irigasi.

Memaksimalkan peran donor dan peneliti dalam implementasi strategi
advokasi kemudian menjadi faktor penting. Hal itu terjadi karena ke-
hadiran mereka terintegrasi dengan proses perubahan yang sedang
terjadi, baik sebagai aktor maupun sebagai penyumbang gagasan per-
ubahan. Dalam konteks itu, komitmen donor dan peneliti dipertaruh-
kan, komitmen dalam bentuk pikiran, waktu, finansial maupun semua
yang dapat diberikan untuk perubahan yang sejak awal dikehendaki
kemunculannya.

Komitmen itu yang seharusnya pelan-pelan menggusur pengkutuban
antara liyan dan stakeholder lainnya dalam advokasi irigasi, karena ko-
mitmen perubahan selalu mengandaikan persatuan pikiran, tujuan,
kepentingan, dan lain-lain. Namun gagasan ideal tentang persatuan
bukan rencana yang mudah diwujudkan. Sejumlah keterbatasan yang
melekat pada peneliti dan donor menjadi bagian yang tidak dapat di-
tolak. Sebuah keterbatasan yang kemunculannya berkaitan dengan
ritme kerja.

Peneliti bekerja berdasarkan kemampuan mendengar, melihat, meng-
analisis, dan, sisanya, ketepatan membuat rekomendasi dan kepada
siapa rekomendasi ditujukan. Dalam konteks advokasi irigasi, kerja-
kerja semacam itu harus dilakukan sepanjang proses perubahan. Ka-
rena itu, kemampuan yang dimiliki peneliti seharusnya dimiliki pula o-
leh stakeholder lainnya, terutama LPM. Maka perlu ada transfer penge-
tahuan. Usaha transfer kemampuan analisis sosial dari peneliti ke LPM
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itu dimaksudkan untuk mencegah ketergantungan, di samping me-
mang menjadi bagian fungsi peneliti sebagai pendamping lapangan.

Tetapi, fungsi pendampingan peneliti sebenarnya tak boleh berhenti
termasuk bilamana transfer pengetahuan terhadap LPM berjalan suk-
ses. Komitmen peneliti tak boleh berhenti walaupun kemampuan LPM
sudah terbangun. Peneliti juga hendaknya memberikan komitmennya
untuk terlibat dalam perubahan nasib sebuah komuniti yang berskala
lebih luas. Sebagai pendamping lapangan, peneliti harus tahu dari hari
ke hari kemajuan implementasi agenda perubahan, perkembangan
kasus, perubahan peta persekutuan, percabangan kepentingan, dan
lain-lain. Hal itu yang tidak bisa dilakukan oleh peneliti akibat pilihan
strategi pendampingan yang tidak adaptif menyusul peristiwa keluar-
nya staf advokasi dan keberangkatan direktur LPM untuk sekolah pada
tahun kedua advokasi (lihat Bab V).

Dua peristiwa itu selanjutnya berdampak pada implementasi agenda
advokasi. Ketika mereka keluar pada tahun kedua, peneliti masih be-
kerja dengan pola kerja pendampingan tahun pertama. Padahal, sela-
ma tahun pertama itu, keduanya, baik staf advokasi maupun direktur
LPM, berpengaruh relatif besar terhadap jalannya proses advokasi.
Terutama saat pengambilan keputusan berkaitan dengan perkemba-
ngan agenda advokasi dan kasus irigasi. Keluarnya kedua orang itu
praktis membuat advokasi kehilangan “sosok gembala”. Seharusnya,
peneliti mersepons dengan cepat keluarnya kedua “gem-bala” itu dan
kemudian dengan segera membangun strategi advokasi baru.
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Dalam kondisi seperti itu, peneliti sebagai pendamping lapangan LPM
untuk program advokasi masih menggunakan pola kerja “tidak mene-
tap”. Suatu pola kerja yang sebenarnya lebih dekat dengan fungsi-
fungsi konsultatif daripada fungsi pendamping lapangan. Ritme kerja
peneliti yang “datang untuk pergi” sebenarnya tidak cukup efektif un-
tuk mengikuti perkembangan kasus dan pengelolaan komunikasi an-
tara peneliti (Bandung), direktur lembaga (Solo), pelaku advokasi
(Lampung), dan donor (Jakarta).

Akibat dari “"datang untuk pergi” itu, pengetahuan peneliti tentang ka-
sus gadu nekad jadi terlambat. Pada saat peneliti tahu kasus itu, se-
jumlah petani tengah nglurug kantor Subdin PSDA untuk memprotes
praktik tidak adil pembagian air yang menyebabkan padi mereka ter-
ancam puso. Keterlibatan direktur lembaga dalam pembagian air yang
tidak memenuhi syarat minimum pembagian juga akibat dari “ketidak-
hadiran” peneliti, sebuah peristiwa yang sebenarnya sangat biasa. Na-
mun kehadiran menjadi peristiwa luar biasa dalam proses perubahan
di masyarakat, karena kehadiran lebih dari sekadar persoalan mengu-
rangi miskomunikasi dalam persilangan relasi.

Dalam advokasi irigasi, kehadiran dan ketidakhadiran juga bersifat po-
litis karena dua peristiwa itu bisa menegaskan bentuk-bentuk perla-
wanan dan kompromi dalam masyarakat. Pertanyaannya, apakah per-
kembangan teknologi komunikasi tidak bisa mengatasi kendala ruang?
Kehadiran dan ketidakhadiran merupakan bagian dari strategi komuni-
kasi politik, justru lewat kedua peristiwa tersebut pesan politik disam-
paikan oleh komunikator. Meskipun begitu, tidak jarang kehadiran dan
ketidakhadiran terjadi hanya karena alasan pilihan kerja.
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Ketidakhadiran peneliti di lokasi advokasi berakibat pada pembatalan
sepihak pembentukan serikat petani. Ketidakhadiran BP LPM dalam
pembahasan modul penguatan petani berakibat pada kecurigaan bah-
wa materi modul terlalu dekat dengan ideologi “kiri”. Banyak peristiwa
ketidakhadiran yang berdampak pada proses perubahan, termasuk
ketidakhadiran direktur LPM di Lampung karena sekolah ke luar kota.
Begitu pentingnya kehadiran dalam proses perubahan, mengapa pe-
neliti justru memilih tidak /ive in di lokasi advokasi?

Semangat awal yang berusaha dikembangkan oleh peneliti adalah
menghilangkan batas pendamping dengan lembaga yang didampingi.
Dari sana, prinsip “belajar, bekerja, dan maju bersama” mulai diba-
ngun. Hal itu bukan hanya untuk menghindari berkembangnya relasi
sopo siro-sopo ingsun dalam kerja advokasi, namun juga untuk mem-
bangun kemandirian pelaku advokasi. Dalam konteks ini, kehadiran
pendamping lapangan tidak lagi dipersepsikan untuk “menggurui”,
melainkan belajar bersama sehingga ketergantungan pada salah satu
pihak dapat dicegah. Pendeknya, kehadiran pendamping secara mene-
tap dianggap akan memelihara ketergantungan.

Semangat itu yang menjadi dasar pola kerja “tidak menetap” peneliti
sebagai pendamping lapangan, tanpa mengurangi usaha untuk mem-
bantu LPM membaca kondisi sosial-politik berkaitan dengan krisis iri-
gasi. Namun, pada tahun kedua terjadi perubahan komposisi pelaku
advokasi dan perkembangan proses advokasi. Perubahan yang kemu-
dian hari disadari bahwa kehadiran merupakan bagian penting dalam
proses advokasi, karena kehadiran ternyata berkaitan dengan konsep
liyan.
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Ketidakhadiran petani dan peneliti ketika keputusan pembatalan seri-
kat petani diambil oleh petinggi LPM menjelaskan bekerjanya konsep
liyan ini. Semangat, pengorbanan, dan usaha untuk mendirikan seri-
kat tani demi kedaulatan petani tidak cukup meyakinkan petinggi LPM
yang tidak hadir untuk mengambil keputusan yang bukan liyan liya-
ning liyan (lain dari yang lain). Peristiwa ini juga menunjukkan beker-
janya kuasa dalam relasi antarpelaku perubahan di dalam masyarakat.

6.4 Advokasidan Relasi Sosial

Relasi sosial memang tidak selalu menandai bentuk perubahan, na-
mun relasi sosial selalu menandai hadirnya gejala kekuasaan dalam
perubahan. Relasi sosial kadang simetris, namun tidak jarang bopeng
dan asimetris. Bentuk relasi terakhir itu yang sering kali muncul dalam
hubungan antar-pelaku advokasi Sungai Putih di Lampung. Dalam ka-
sus gadu nekad, misalnya, ada dua istilah yang berbeda padahal meru-
juk pada perilaku yang sama. Hal itu terjadi karena subjek istilah ter-
sebut berada pada struktur sosial yang berbeda.

Ketika kemarahan petani korban gadu nekad mencapai titik kulmina-
sinya, muncul dua istilah: dhol tinuku banyu (jual-beli air irigasi) dan
nyolong banyu (mencuri air irigasi). Dua istilah tersebut diciptakan
oleh petani untuk menunjuk dua aktivitas yang hampir sama tapi dila-
kukan oleh dua pihak yang berbeda. Istilah dhol tinuku banyu (jual-
beli air irigasi) menunjuk pada aktivitas manipulasi orang-orang dalam
struktur Subdinas Pengairan di kabupaten setempat, Ulu-ulu dan Ili-ili
yang melakukan praktik pembelokan air gadu dari jaringan primer ke
jaringan sekunder untuk mengairi sawah di lokasi yang tidak seharus-
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nya (tidak jadwal gadu). Praktik ini dilakukan untuk mendapat imbalan
berupa uang maupun gabah kering. Sementara istilah nyolong banyu
(mencuri airirigasi) menunjuk pada aktivitas petani yang mengalirkan
airirigasi ke petak sawah mereka dengan mesin pompa air.

Ada anggapan di mata petani, terhadap kesalahan yang sama seperti
yang terjadi pada kasus pencurian air irigasi tidak dapat digunakan is-
tilah yang sama bergantung kedudukan sosial orangnya. Petani masih
menganggap bahwa pegawai pemerintah adalah ndoro (patron) yang
harus ditempatkan secara terhormat. Sehingga istilah yang harus di-
gunakan untuk mereka juga harus lebih santun. Meskipun mereka me-
lakukan pencurian air, istilah yang digunakan adalah dhodol banyu
(jualan air) dan bukan nyolong banyu. Tapi jika petani yang melaku-
kannya, meskipun dengan kuantitas yang relatif rendah, maka petani
lain akan menyebutnya pelaku nyolong banyu (pencurian air).

Dalam kasus yang lebih besar, relasi asimetris itu terlihat pada peris-
tiwa “kemarahan” seorang BP LPM dan Dinas Kimpraswil kabupaten
berkaitan dengan pemberitaan koran lokal tentang gadu nekad. Dua
pihak itu memaksa LPM dan peneliti untuk membuat klarifikasi dan
permintaan maaf secara terbuka di koran bersangkutan. Bagi LPM,
pemberitaan itu sudah cukup jelas dan tidak ada unsur mencemarkan
nama baik pihak yang bersangkutan, apalagi pada anggota PB LPM.
Namun pemberitaan secara serial dari dua koran lokal tentang gadu
nekad itu justru menggelinding menjadi perkara yang kemudian me-
nyita waktu.

Pada waktu yang bersamaan, LPM tidak hanya harus menyelesaikan
konflik gadu nekad yang sedang dihadapi petani wilayah tengah dan
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hulu irigasi Sungai Putih, namun juga harus menyelesaikan persoalan
pemberitaan dengan pihak yang seharusnya satu barisan. Kasus pem-
beritaan itu bukan hanya menunjukkan adanya relasi asimetris antara
pelaku advokasi di lapangan dengan pihak BP LPM, namun juga hubu-
ngan kekuasaan yang tidak seimbang antara dinas dengan LPM.

Satu pihak merasa memiliki kuasa lebih atas pihak lainnya sehingga
keputusan yang kadang sepele harus beroleh restu (konfirmasi) pihak
lain. Persoalan restu itu pula yang menjadi akar “keributan” pemberi-
taan gadu nekad. Namun, menyangkut persoalan besar seperti kepu-
tusan pembagian air untuk gadu nekad dan pembatalan serikat petani
yang seharusnya dikonfirmasikan justru di-fait accompli. Pembagian
air di-fait accompli karena alasan kemanusiaan, sedangkan kasus ke-
dua karena alasan tidak ada anggaran dan telah menjadi keputusan
mayoritas staf LPM.

Dua kasus terakhir itu kembali menunjukkan bagaimana kuasa be-
kerja dalam proses dan relasi advokasi. Dalam kasus pembatalan
pembentukan serikat tani, kuasa bekerja dengan mereproduksi citra
subversif kekuatan politik masa lalu yang kemudian membangunkan
ingatan traumatik petani pada korban kekerasan era 1965-an. Dam-
pak reproduksi citra subversif itu mengakibatkan penarikan dukungan
dari sebagian perintis berdirinya serikat tani di Lampung. Tetapi, kalau
trauma dengan nama serikat petani, kenapa tidak diganti saja dengan,
katakanlah, paguyuban petani?

Mendirikan organisasi tani yang mandiri adalah pilihan petani dan te-

lah menjadi pembicaraan di setiap forum Temu Tani Kecamatan (TTK).
Pada TTK tanggal 27—28 Juni 2003 di Balai Diklat Setia Hati Teratai di
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Mataram, gagasan mendirikan organisasi tani yang mandiri
mengerucut pada pembentukan serikat tani. Forum TTK merupakan
arena sharing antara petani, alumni SLPHT, petani pendamping, dan
berbagai stakeholder pertanian yang diselenggarakan LPM di masing-
masing wilayah dampingan.3

Gagasan tentang paguyuban petani praktis tidak pernah muncul da-
lam pembicaraan petani, baik di TTK maupun di forum informal lain-
nya. Wacana paguyuban petani keluar setelah muncul isu “serikat pe-
tani sama dengan PKI” ketika panitia rembug tani tengah bersiap
untuk bekerja. Reproduksi citra subversif itu yang tidak diprediksi ke-
munculannya oleh peneliti. Relasi kuasa dalam proses advokasi yang
dapat mendorong minat mengubah kebekuan ternyata justru menjadi
peluang bagi kemapanan baru.

6.5 Advokasi Sebuah Proses Politik

Relasi sosial tidak melulu mengandaikan pertukaran, meskipun relasi
sosial selalu menyediakan ruang-ruang pertukaran dalam masyara-
kat. Berbeda, tentu saja dengan relasi politik. Hubungan politik meru-
pakan hubungan kuasa yang ditandai dengan bentuk-bentuk pertu-
karan dan tarik-menarik kepentingan antarpelaku. Dalam pengertian
terakhir itu advokasi irigasi dipahami. Sebagai instrumen untuk mela-

3 Wilayah dampingan LPM dibagi dua: Terbanggi Besar dan Mataram. Masing-masing wilayah
dikoordinasi oleh petani pendamping yang juga seorang staf LPM. Inisiatif petani dampingan
biasanya disampaikan melalui koordinator wilayah untuk kemudian menjadi materi atau isu
diskusi dalam TTK. Gagasan pendirian serikat petani muncul dalam diskusi informal antara
petani pendamping dan dampingannya dalam suatu sesi pendampingan.

238



SISI LAIN ADVOKASI: SEBUAH REFLEKSI PENELITI

kukan perubahan, advokasi menjadi arena pertukaran kepentingan
dan perebutan sumber daya.

Tanpa harus merujuk pada agenda politik advokasi seperti melakukan
proses publik untuk mendorong Raperda PPI, proses advokasi telah
menjadi arena pertukaran kepentingan meski tidak selalu berakhir de-
ngan kompromi. Perbedaan kepentingan di tingkat stakeholder irigasi,
misalnya, menjadikan proses advokasi sebagai arena pertukaran. Ga-
gasan-gagasan yang muncul pada saat perumusan agenda advokasi,
umpamanya, menunjukkan bahwa mereka bukan hanya bermaksud
untuk mendesakkan kepentingan tapi juga berusaha untuk melakukan
politik “cuci tangan”.

Gagasan untuk melakukan reboisasi hutan resapan merupakan tawar-
an yang masuk akal ketika air Sungai Putih telah menyusut sehingga
tidak dapat dibelokkan ke irigasi. Hanya saja gagasan itu tidak mampu
menutupi kepentingan Dishutbun yang ingin mengaburkan kegagalan
mereka menjaga kelestarian hutan. Hal itu yang menimbulkan perta-
nyaan, apakah setelah direboisasi hutan bisa lebih lestari dan efektif
untuk menjadi area resapan Sungai Putih?

Kasus yang hampir sama dengan gagasan melakukan reboisasi adalah
kesepakatan melakukan pembagian air jatah gadu kepada petani ne-
kad dengan alasan kemanusiaan. Kesepakatan yang diprakarsai oleh
Kimpraswil itu sebenarnya dimaksudkan untuk menutupi fakta pencu-
rian air yang melibatkan orang-orang pengairan, karena itu alasan ke-
manusiaan berkesan tidak masuk akal. Pertama, air di irigasi tidak
mencapai syarat minimum pembagian. Kedua, tanaman padi petani
gadu nekad umurnya masih dalam hitungan hari, bahkan beberapa
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petani belum melakukan tandur (tanam). Ketiga, sawah petani gadu
nekad hanya 300 hektar sedangkan sawah petani korban mencapai
2.132 hektar.

Tak dapat dipungkiri pula, dalam suatu perubahan kepentingan para
pelaku justru sering mendominasi proses bekerjanya agenda perubah-
an. Kepentingan pelaku perubahan tidak selalu muncul dalam bentuk
gagasan dominan dalam suatu arena pengambilan keputusan. Kepen-
tingan pelaku kadang muncul dalam bentuk resistensi ketika gerakan
perubahan mulai mengancam sumber daya dan arena “bermain” me-
reka. Namun tidak jarang terjadi pertukaran kepentingan yang meng-
hasilkan kompromi-kompromi.

Dalam proses advokasi di Sungai Putih, fakta-fakta semacam itu ber-
munculan ketika advokasi mulai berbeda pandangan dengan Kimpras-
wil berkaitan dengan krisis gadu 2003. Beberapa pihak mulai *mem-
persoalkan” strategi publikasi dengan media massa (koran harian)
yang dianggap terlalu memojokkan Kimpraswil, bahkan ada pihak
yang mengkhawatirkan keberlanjutan hubungan manis LPM dengan
pemerintah (dinas terkait). Praktis, pelaku advokasi harus mengha-
dapi tuntutan permintaan maaf dari Kimpraswil dan “kemarahan” BP
LPM.

Sebagai arena politik, tidak jarang advokasi juga menghasilkan kom-
promi yang produktif. Kesepakatan dalam lokakarya irigasi yang
menghasilkan sejumlah agenda advokasi dan Raperda PPI merupakan
bentuk kompromi dari sejumlah kepentingan stakeholder irigasi. Be-
berapa agenda tidak berjalan seperti rencana, karena memang arena
pertukaran kepentingan terjadi dalam setiap tahap advokasi.
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6.6 Advokasi Sebuah Proses Ideologis

Selain sebagai suatu proses politik di mana sejumlah kepentingan di-
pertukarkan dan dipertaruhkan, advokasi juga sebuah proses ideo-
logis. Sebuah proses di mana harapan perubahan menjadi dasar bagi
kerja-kerja sosial dengan cara membangun kesadaran “mengubah” di
antara pelaku perubahan. Sebagian orang bilang bahwa perubahan se-
lalu membutuhkan basis ideologis. Karena itu, menyelusuri basis ideo-
logis pelaku advokasi akan membantu untuk membaca konteks peru-
bahan dilingkungan Sungai Putih.

Basis ideologis yang rapuh bukan hanya akan menggerogoti bangunan
atas, namun juga akhirnya menjatuhkan semua harapan perubahan.
Kalimat itu menemukan relevansinya dalam krisis gadu di irigasi Su-
ngai Putih tahun 2003, di mana pelaku dan korban krisis merupakan
petani dampingan dalam sekolah lapangan pertanian LPM. Pertanya-
annya, mengapa solidaritas antarpetani mencair hanya karena godaan
petugas pengairan untuk menanam padi yang bukan menjadi jatah-
nya. Dalam krisis tersebut, pertanyaannya, di mana dan apa peran pe-
tani alumni SLPHT yang selama ini didampingi LPM?

Sebagian kecil petani yang melakukan gadu nekad di wilayah hulu iri-
gasi merupakan alumni SLPHT, bahkan ada yang masih dalam proses
pendampingan LPM tahun 2003. Sedangkan sebagian besar korban
praktik adalah alumni dan dampingan pada tahun yang sama. Ini tentu
cerita ironis. Namun kenyataannya, itulah yang terjadi pada krisis ga-
du 2003. Gadu nekad bisa jadi hanya sekadar persoalan kebutuhan hi-
dup, solidaritas atau mungkin berkaitan dengan mencairnya sebuah
kesadaran kelas petani. Dalam konteks ini, penting untuk menghu-
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bungkan strategi pendidikan dalam SLPHT dan proses ideologisasi pe-
tani. Ideologisasi dalam strategi pendidikan merupakan upaya menja-
ga sebuah kesadaran dan identitas kelas petani.

SLPHT adalah bagian dari upaya LPM untuk mewujudkan kedaulatan
petani di Lampung, di mana sekolah lapangan menjadi metode untuk
melakukan penyadaran dan penguatan petani. Metode pendidikan
yang dilakukan oleh lembaga tersebut berdasarkan pada prinsip pen-
didikan kaum tertindas (pedagogy of the oppressed) yang diperkenal-
kan Paulo Freire.4 Suatu metode pendidikan orang dewasa yang meng-
andaikan kebebasan dari budaya bisu dan menawarkan suatu bentuk
solidaritas yang dibangun berdasarkan persamaan nasib dan musuh.

Ada dua dugaan kenapa solidaritas petani alumni mudah mencair keti-
ka krisis air menjadi bagian dari proses produksi pertanian mereka.
Pertama, lemahnya ikatan petani alumni dengan LPM sehingga seba-
gai lembaga pendamping kehilangan kontrol atas kasus-kasus yang
berkembang di kelompok alumni. Kedua, ada proses yang hilang da-
lam praktik sekolah lapangan, yaitu proses ideologisasi. Sebuah pro-
ses yang menekankan aspek kesadaran petani sebagai suatu kelas dan
identitas.

Ideologisasi untuk membangun solidaritas yang dimaksud oleh Freire
itu yang nampaknya belum dapat dibangun dalam proses SLPHT peta-
ni. Akibatnya, petani memahami sekolah lapangan itu sebatas pendi-
dikan teknis dan transformasi teknologi pertanian. Dalam konteks ini,
penting artinya sebuah proses ideologisasi gerakan untuk membangun

4 Lihat Paulo Freire dalam Culture Action for Freedom tahun 1977.
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dasar solidaritas yang dibutuhkan sebagai “obat” bagi konflik antarpe-
tani yang telah sampai pada titik kulminasi.

Ideologisasi sebagai dasar solidaritas bukan hanya penting untuk
membangun kohesivitas pelaku perubahan, namun juga berguna un-
tuk menegaskan identitas dan mengenali kepentingan di luar agenda
perubahan. Pertanyaannya, bukankah perubahan sendiri adalah pro-
ses seleksi terhadap berbagai jenis kepentingan dan kesadaran? Ter-
masuk jenis kepentingan dan kesadaran yang tidak dikehendaki keha-
dirannya dalam proses perubahan. Kepentingan dan kesadaran seperti
ini memang bisa hadir bukan dalam bentuk aslinya, bahkan kehadiran-
nya bisa tak disadari.

Perubahan dari Tim PHT menjadi LSM juga mentranformasi kesadaran
(ideologi) dari petani menjadi pekerja LSM. Transformasi kesadaran
voluntarian dari bertani menjadi minat untuk bekerja sebagai profesio-
nal-kantoran. Sebuah tranformasi yang niscaya terjadi akibat peru-
bahan manajemen dan perlakuan, karena dalam konteks disiplin kerja
dua kesadaran tersebut sama sekali tidak beroposisi. Dalam konteks
LPM, perubahan itu berdampak pada pemusatan pengambilan kepu-
tusan.

Koordinasi di lingkungan kantor LPM, misalnya, merupakan peristiwa
“istimewa”, bahkan untuk sekadar koordinasi setelah kegiatan. Peristi-
wa itu merupakan sebuah gejala pemusatan pengambilan keputusan.
Gejala serupa terjadi di tingkat manajemen yang juga relatif sulit da-
lam melakukan koordinasi. Koordinasi yang terjadi di LPM biasanya
terjadi di kelompok dampingan dengan koordinator wilayah atau sesa-
ma staf lapangan, itupun sering dilakukan di luar kantor. Gejala ini se-
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benarnya menunjukkan bahwa LPM sebagai lembaga pendamping pe-
tani secara tidak disadari telah kehilangan dimensi rembug (musyawa-
rah). Tradisi rembug tani itu kemudian hanya menjadi bagian dari kerja
staf lapangan yang memang berproses bersama petani dan berke-
sadaran sebagai petani.

Persoalan koordinasi itu yang mengakibatkan miskomuniksi terjadi di
lingkungan kerja. Misalnya miskomunikasi antara staf (baru) advokasi
dengan direktur program tentang penelitian kapasitas petani atau mis-
komuniksi poros Lampung, Jakarta, dan Solo. Komunikasi yang lemah
ini memaksa lembaga LPM terus bergantung kepada donor dan lemba-
ga asistensi. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga kesadaran
petani dengan segala identitas, budaya, kepercayaan, dan lain-lainnya
yang melekat sebagai suatu kelas.

Pentingnya ideologisasi dalam proses perubahan itu yang kemudian
akan menjadi semangat materi pendidikan petani yang disusun oleh
pendamping petani. Materi semacam itu dianggap penting untuk
membangun basis solidaritas petani dengan menjadikan identitas dan
kesadaran petani sebagai jangkar perubahan dalam advokasi. Namun
kemudian usaha untuk membangun ideologi petani lewat pendidikan
tidak berjalan maksimal akibat “vonis subversif” terhadap materi pen-
didikan.

6.7 Determinasi Sumber Daya

Banyak upaya perubahan di dalam masyarakat yang berakhir dengan
status gagal akibat kehabisan daya dukung. Dalam konteks advokasi
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irigasi, daya dukungnya adalah sumber daya manusia dan modal. Se-
tidaknya ada tiga kasus yang memperlihatkan determinasi sumber da-
ya terhadap agenda advokasi. Pertama, penjadwalan ulang agenda
advokasi. Kedua, rekrutmen staf baru untuk program advokasi. Keti-
ga, pembatalan serikat petani.

Penjadwalan ulang yang terjadi di tengah proses advokasi merupakan
insiden yang tidak dikehendaki oleh siapapun. Namun tak terhindar-
kan karena persoalan yang berkaitan dengan anggaran. Advokasi pa-
da tahun kedua berencana melakukan tiga agenda seperti yang telah
menjadi rekomendasi Lokakarya LEC tahun 2002. Pertama, proses pu-
blik untuk mendorong Raperda PPI menjadi Perda. Kedua, reorganisasi
petani untuk mereformasi struktur dan pengelolaan P3A. Ketiga, pe-
nguatan petani dengan melakukan pendidikan petani dan mendirikan
organisasi tani yang mandiri dan berdaulat.

Pertemuan antara peneliti dan donor merekomendasikan untuk meng-
ubah jadwal advokasi dengan menempatkan proses publik setelah pe-
nguatan. Hal itu didasarkan pertimbangan belum cairnya anggaran
untuk melakukan reorganisasi P3A. Dengan penguatan petani lebih
dahulu, proses publik mungkin akan lebih mudah dilakukan. Belaka-
ngan, penguatan petani yang mempunyai agenda pendidikan petani
dan pendirian organisasi tani mengalami persoalan. Akibatnya, daya
dukung untuk melakukan proses publik kemudian terserap oleh upaya
penyelesaian agenda penguatan petani.

Proses publik terbengkalai sampai akhir proyek akibat bermuaranya ti-

ga persoalan. Pertama, sikap DPRD yang “anti-Raperda PP1” yang diu-
sulkan petani dengan cara mempersulit prosedur pembahasan. Kedua,
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konflik “pembatalan serikat tani” yang menyedot banyak energi. Keti-
ga, pergantian staf advokasi LPM. Persoalan terakhir berkaitan dengan
jaringan lobi politik di DPRD yang telah dirintis oleh staf advokasi lama
tidak dapat diteruskan oleh staf baru.

Staf advokasi yang terlibat sejak penyusunan agenda advokasi me-
maksa LPM untuk merekrut orang baru. Tapi persoalannya justru tidak
terletak pada hadir-tidaknya orang baru sebagai pengganti melainkan
pada ritme dan jaringan kerja staf lama yang sulit diteruskan. Di sinilah
arti pentingnya daya dukung manusia dalam proses perubahan yang
erat kaitannya dengan keberlanjutan dan jalinan kerja advokasi irigasi
di Lampung. Pergantian personalia berarti perubahan gaya, ritme, dan
etos kerja yang menjadi daya dukung perubahan.

Daya dukung finansial merupakan kebutuhan yang tidak dapat di-
pungkiri dalam perubahan sosial, namun sumber daya finansial juga
bisa menjadi alat politik untuk menggolkan kepentingan tertentu. Ke-
terbatasan daya dukung finansial merupakan alasan dibatalkannya
pembentukan serikat tani. Suatu alasan yang tidak dapat dibantah
oleh siapapun jika melihat posisi lembaga yang tengah mengakhiri
masa kerja sama dengan donor.

Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Acara yang diadakan untuk mem-
bentuk serikat tani, yaitu rembug tani, akhirnya urung dilakukan. Na-
mun rembug tani sendiri tetap berjalan sesuai dengan rencana hanya
minus pembentukan serikat petani. Kasus ini menunjukkan bahwa
sumber daya bukan hanya menjadi daya dukung perubahan, namun
sumber daya juga dapat menyebabkan perubahan masuk ke jalan
buntu. Jalan di mana seribu persoalan kemanusiaan telah siap meng-
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hadang. Dalam kondisi seperti itu bukankah tidak relevan berdebat so-
al status kegagalan dan keberhasilan? Bukankah pelajaran bisa men-
jadi titik awal sebuah upaya perubahan?

6.8 Titik Awal

Berakhirnya sebuah peristiwa akan menjadi titik balik bagi upaya-upa-
ya baru, di mana pelajaran bisa menjadi titik awal usaha. Advokasi iri-
gasi Sungai Putih menggambarkan kompleksitas konflik, beragam ke-
pentingan, pengkutuban pelaku, dan lain-lain. Tidak ada yang hitam-
putih dalam proses perubahan, karena itu advokasi sebagai aktivitas
yang beraspek banyak bukan sesuatu yang mudah dikontrol arahnya.
Dugaan-dugaan awal bisa tidak bekerja, bahkan hanya sekadarnya sa-
ja seperti sebuah peristiwa biasa yang dalam kehidupan normal tidak
berdampak besar.

Dugaan bahwa ilmuwan, analis, peneliti akan banyak mendominasi
dan menciptakan kepatuhan dalam proses perubahan menjadi tidak
terbukti, bahkan untuk sekadar mempertahankan sebuah kesepakat-
an. Peran dominan peneliti hanya mungkin jika kehadirannya disertai
dengan sumber daya finansial dan dukungan kekuasaan politik. Tanpa
dua hal terakhir, ilmu pengetahuan hanya menang di tingkat perde-
batan. Karena itu, daya ubahnya juga tergantung pada bekerjanya fi-
nansial dan kekuasaan politik (pengambil keputusan).

Dugaan bahwa upaya perubahan di dalam masyarakat yang dilakukan

oleh lembaga-lembaga partikelir sebagai bentuk relasi biner antara ne-
gara (political society) dan warga negara (civil society) dalam konteks
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tertentu juga harus diperdebatkan ulang. Untuk kepentingan tertentu,
kedua entitas itu kadang perlu mengompromikan perbedaannya. Ti-
dak jarang kepentingan kadang berwarna abu-abu di mana perbedaan
dapat diubah menjadi usaha yang saling menguntungkan. Masuknya
figur orang dinas pemerintah dalam struktur kepengurusan LPM meru-
pakan contoh dari relasi saling menguntungkan itu, meskipun akhirnya
beberapa kepentingan sulit untuk dikompromikan.

Perbedaan kepentingan antara pelaku perubahan juga menegaskan
bahwa aktivitas tersebut tidak melulu menggambarkan kelompok pro-
perubahan vis a vis kelompok antiperubahan. Keragaman kepentingan
para pelaku advokasi yang sulit untuk dikompromikan di dalam sering
jauh lebih berbahaya dari pada ancaman dari pihak luar. Keragaman
kepentingan para pelaku sering menjadi “penumpang gelap” dalam
proses perubahan yang bisa lepas dari amatan, padahal tidak jarang
kemunculannya bersamaan dengan semakin menguatnya resistensi
pihak-pihak luar.

Kehadiran orang lain (the others) biasanya diletakkan pada prinsip-
prinsip kesetaraan yang ideal, namun tidak jarang menutupi kenyata-
an bahwa status the others tetap melekat pada suatu peristiwa keha-
diran. The others bisa menganggap dirinya telah berhasil berinteraksi
dengan komuniti untuk menghilangkan batas-batas relasi, namun per-
lakuan, cara berpikir, ritme kerja, sikap sosial kadang tidak bisa meng-
hapus jejaknya sebagai liyan. Dalam konteks ini, penting bagi “kaum
pendatang” untuk memperhitungkan dampak kehadiran dan ketidak-
hadirannya dalam proses perubahan. Di sini, peran korban harus men-
jadi kesadaran perubahan yang banyak diusung the others.
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Selain memperlihatkan peran analisis sosial, pengalaman advokasi iri-
gasi di Lampung juga memperlihatkan bahwa perubahan bukan se-
suatu yang dapat diletakkan dalam konteks program lembaga. Pro-
gram atau proyek punya sejumlah keterbatasan politis, selain daya du-
kung fianansial dan waktu. Keterbatasan politisnya berkaitan dengan
garis “ideologi” lembaga pemberi donasi atau orang-orang yang secara
aktif menyupervisi perubahan.

Sebagai usaha untuk mengubah keadaan, advokasi seyogianya tidak
boleh mati bersamaan dengan habisnya komitmen program dengan
donor. Kenyataannya, lembaga pendamping petani bukan hanya tidak
mampu bertahan menjalankan agenda advokasi yang belum selesai,
bahkan mereka “mati” bersamaan dengan habisnya program advoka-
si. Dalam konteks ini, bukan hanya advokasi yang harus diperdebatkan
keberadaannya dalam lintasan gerakan sosial. Lebih jauh, lembaga
yang mengklaim sebagai agen perubahan pun harus dipertanyakan
komitmennya terhadap gerakan sosial yang diusungnya.

* kK
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RADAR LAMPUNG, 1 Juni 2003

Kadis Kimpraswil Ngaku Belum Tahu

Sugih - Kepala Dinas Sarana dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) LT M
Sgt mengaku belum tahu ada air irigasi. Sebelumnya petani di sembi-
lan desa di Kecamatan Gede mengeluh akibat tidak bisa mengairi sa-
wahnya. Padahal saat itu mereka mendapat hak atas jatah gaduh. Dari
LPM, air yang seharusnya dialirkan ke sawah mereka tidak sampai ka-
rena dialirkan ke daerah hulu. Padahal mereka tidak mendapat jatah
gadu.

Meski belum tahu M Sgt berjanji tidak tinggal diam. Pihaknya akan me-
ngeceknya dan membentuk tim untuk menyelesaikan masalah itu.
“Hingga saat ini, kami masih terus mencari kasus pengalihan air di alir-
an Sungai Putih,” ungkapnya.

Meskipun kekeringan lahan terus dikeluhkan petani, M Sgt yakin hing-
ga kini air yang ada masih cukup. Namun, ia pun mengaku sudah
mengantisipasi dengan mengupayakan pemakaian air pola bergilir.

Di bagian lain, M Sgt juga menjelaskan ketidakhadirannya untuk hear-
ing dengan komisi D beberapa waktu lalu. Saat itu komisi D geram ka-
rena M Sgt tidak datang dan hanya diwakilkan. Akibatnya, pertemuan
ditunda padahal rencananya akan membahas sejumlah persoalan pen-
ting di antaranya kondisiirigasi di LT......
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RADAR LAMPUNG, 28 Juni 2003

Petani Tumpahkan Unek-unek

SM - Petani di Lampung Tengah (LT) kemarin menumpahkan segala
unek-unek seputar persoalan yang membelit mereka. Difasilitasi JWIL,
dilangsungkan dialog antara petani dengan sejumlah instansi, yaitu
Subdolog LT, Deperindag LT, WE Jkt dan petani. Kegiatan ini dilang-
sungkan di Gedung Pusdiklat SH VA, SM.

Fkh—seorang wakil petani—mengkritik kebijakan pemerintah terha-
dap harga gabah. “Di mana perhatian pemerintah? Selama ini petani
dibuat tidak berdaya dengan harga jual gabah dan juga harga beras te-
rus anjlok,” ungkapnya. Apalagi, dengan masuknya beras yang diim-
por dari Thailand menjadi salah satu faktor utama harga beras lokal
hancur. Ia minta pemerintah menangani persoalan ini secara serius se-
hingga petani bisa bernafas lebih lega dan menikmati hasil usaha.

Ketua JWIL LT Mgn mengatakan, peran pemerintah untuk meringan-
kan beban petani bisa ditempuh dengan cara perbaikan harga jual ga-
bah di tingkat petani. "Dengan menyandang sebutan sebagai lumbung
pangan provinsi, LT diharapkan tidak meninggalkan peran petani. Yai-
tu, dengan kebijakan yang meringankan beban. Misalnya perbaikan
harga gabah,” ungkapnya.

Wakil Subdolog LT menjelaskan, kebijakan kabupaten untuk membeli
hasil panen petani masih bergantung pada kebijakan pusat. Ketergan-
tungan lain dari pusat adalah soal dana yang disediakan untuk mem-
beli pasokan beras dari petani. (fla)
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RADAR LAMPUNG, 30 Juni 2003

Kekeringan, Petani Berebut Air

Gede - Dampak kekeringan mulai dirasakan petani. Banyak di antara
mereka putus asa dan kini tidak lagi mengurus lahan pesawahan yang
kering. Bahkan air pun mulai menjadi rebutan.

Dampak kekeringan setidaknya dirasakan sembilan desa di Kecamat-
an Gede yang mempunyai hak atas jatah gaduh untuk musim tanam
tahun ini. Kesembilan desa itu adalah Adi, Yukum, Gede, Karang, Har-
jo, Indra Putra, Dadi dan Bandar, dengan jumlah total areal seluas
2.600 ha. Dari luas yang telah dinyatakan gagal tanam sebesar 40 per-
sen.

Rtn, salah satu petani di desa Karang, mengaku dirinya mulai tanam
sejak 12 Mei lalu, tapi baru mendapat air dari irigasi tanggal 8 Juni dan
25 Juni. Hal itu membuatnya ragu dapat meneruskan taman. “saya jadi
ragu selain hujan jarang turun, jatah air datang dari irigasi tidak me-
nentu padahal biaya yang sudah dikeluarkan tidak sedikit,”ungkapnya.

Ksm, Koordinator LPM wilayah Mtr, mengatakan seluruh petani mera-
sakan dampak kekeringan pada musim tanam tahun ini. Namun demi-
kian, ada daerah tertentu yang sudah mempunyai hak gaduh melalui
aliran irigasi Sungai Putih.

“Untuk musim tanam tahun ini merupakan hak gaduh untuk petani di
wilayah tengah, sedangkan dua wilayah lainya seperti wilayah hulu dan
wilayah hilir tidak mendapat hak tersebut,” ungkapnya.
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Sembilan desa yang kekeringan itu termasuk wilayah tengah, namun
tetap terancam kekeringan karena terdapat beberapa petani daerah
hulu mengalihkan aliran air Sungai Putih ke sawah-sawah mereka. Ini
seperti dilakukan oleh petani daerah Umbul, Ringin, Bumi, Pemanggil-
an, dan Sari. Hal itu dilakukan dengan cara menanam pipa berukuran 4
inci dengan kedalaman 3 meter dan dimasukkan ke dasar irigasi. Cara
lain dilakukan dengan menggunakan mesin pompa air.

“Memang, kami telah memberi toleransi kepada petani yang berada di
hulu selama 1x24 jam dapat memanfaatkan air tersebut, namun yang
terjadi tidak demikian,” tambahnya. Dengan pengalihan yang dilaku-
kan, akibatnya air irigasi yang mencapai tujuan petani gaduh telah
berkurang.

Daerah aliran irigasi yang sering dilakukan pengalihan air adalah dae-
rah BWS I T I (bendungan satu, simpangan satu) dan BWS 6. Sedang-
kan dari BWS 1 sampai 6 ditemukan 8 mesin pompa air yang diguna-
kan untuk mengaliri sawah petani.

“Untuk pipa yang digunakan para petani hulu itu, kami kesulitan me-
nutupnya karena selain berada di kedalaman, fungsi pipa itu sebenar-
nya untuk membuang air jika irigasi banjir,” ungkapnya.

Dia berharap pemerintah segera mengambil sikap tegas mengenai hal
itu. Selain karena memang sudah menjadi hak petani wilayah tengah
mendapat hak gaduh, petani hulu juga akan menerima dampak keru-
gian yang tidak sedikit nantinya. “Yang kalau tidak ada ketegasan akan
terjadi kegagalan tanam di dua wilayah tengah dan hulu,” tegas-
nya.(fla)



LAMPIRAN

RADAR LAMPUNG, 1 Juli 2003

Gagasan Perda Irigasi Dimentahkan

Gede - Petani LT mendesak pemerintah setempat membuat perda iri-
gasi. Permintaan ini disebabkan selama ini pemakaian air irigasi selalu
rebutan meski sudah dijadwal. Imbasnya, petani yang seharusnya
mendapat jatah air untuk bercocok tanam justru sawahnya kekeringan
karena adanya rebutan pemakaian irigasi itu.

Sayang, pemkab setempat agaknya masih keberatan untuk memenuhi
keinginan petani tersebut. Seperti kata Dhl dari Subdinas Pengairan LT,
untuk membuat perda tidak mudah dan membutuhkan dana yang ti-
dak sedikit. Selain itu juga membutuhkan pemikiran yang serius.

Hal ini diungkapkannya menanggapi permintaan petani untuk mem-
buat perda irigasi. Bahkan, hearing yang dijadwalkan komisi D DPRD
LT dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) LT
untuk membahas kondisi irigasi di daerah tersebut gagal. Kepala Dinas
Kimpraswil M Sgt yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Ketua LPM Mrg, menilai pemkab tidak serius memperhatikan nasib pe-
tani, terutama dalam pengelolaan irigasi. Pada pertemuan dengan
pemkab setahun lalu, pihak pemkab berjanji menganggarkan dana
khusus untuk kemajuan dan perbaikan nasib petani, namun ternyata
tidak terbukti.

Padahal dana yang diajukan untuk penguatan Perkumpulan Petani Pe-
makai Air (P3A) punya peran penting sebagai salah satu wadah petani
menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan air.
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Skn, petani di Fajar mengaku sudah empat tahun lalu setiap musim ke-
marau lahannya selalu kekeringan karena sulit mendapat jatah air. Pa-
dahal, lahannya berdekatan dengan saluran irigasi Sungai Putih. Se-
lain itu, dirinya mengaku rutin membayar iuran untuk P3A.

Seperti diketahui, saat ini dampak kekeringan mulai dirasakan petani
LT. Banyak diantara mereka putus asa dan kini tidak lagi mengurus la-
han persawahannya yang kering. Bahkan, air pun mulai menjadi rebut-
an.

Dampak kekeringan setidaknya dirasakan sembilan desa di Kecamatan
Gede yang mempunyai hak atas jatah gaduh untuk musim tanam ta-
hun ini. Kesembilan desa itu adalah Adi, Yukum, Gede, Karang, Harjo,
Indra Putra, Dadi dan Bandar, dengan jumlah total areal seluas 2.600
ha. Dari luas yang telah dinyatakan gagal tanam sebesar 40 persen.
(fla)
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RADAR LAMPUNG, 25 Juli 2003

Tim Investigasi pencurian Air Sekadar Lips Service?

Gede - janji Kadis Pemukiman sarana dan Prasarana Wilayah (Kim-
praswil) LT membentuk tim investigasi pencurian air di daerah hulu di-
nilai sekadar lips service. Pasalnya sampai saat ini tidak ada anggota
tim yang melakukan investigasi.

Setidaknya begitulah penilainan Mkn, mitra petani yang tergabung da-
lam LPM lampung. Menurut pria yang berasal dari pusat penelitian so-
sial Bandung itu, janji pemerintah dapat meringankan beban petani ti-
dak pernah terealisir.

Hal itu nampak pada penyelesaian berbagai permasalahan petani yang
tidak kunjung reda khususnya masalah irigasi di daerah aliran Sungai
Putih. "Sekarang mana janji pemerintah untuk membentuk tim inves-
tigasi pencurian air,” katanya dengan nada bertanya.

Dia mengaku tidak pernah bertemu salah satu pun dari tim investigasi.
Padahal, pihaknya telah beberapa kali turun ke lapangan sejak janji itu
diutarakan. “Apakah janji itu hanya omong kosong belaka?” ungkap
Mkn. Yang telah bekerja sama selama dua tahun di bidang irigasi terse-
but.

Tidak tanggapnya pemerintah atas keluhan tersebut, menurut dia
membawa dampak luar biasa. Pencurian air yang makin gencar dilaku-
kan oleh petani hulu mengakibatkan luas lahan petani yang terkena
puso atau kekeringan di 9 desa semakin bertambah. “"Dapat dipastikan



LAMPIRAN

petani di daerah tersebut akan menderita kerugian yang sangat besar
di musim tanam tahun ini,” katanya.

Dari data yang diperoleh dari LPM, lahan yang gagal tanam ada 953 ha
dari seluas 2.132 ha di 9 telah. Bila dinominalkan berdasarkan modal
tanam termasuk pupuk, bibit dan obat petani telah dirugikan sebesar
Rp. 3.440 miliar lebih. perhitungan tersebut didasarkan atas modal u-
sahatani Rp. 3.610.500 per hektar.

Dinyatakan Mkn, penyebab utama bertambahnya luas lahan yang su-
dah gagal tanam dikarenakan debit air sebanyak 5 meter kubik. Yang
merupakan jatah bagi petani gaduh resmi dinilai tidak mencukupi. Hal
itu diperparah dengan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 12 Juni
antara Subdinas perairan dengan petani gadu hulu untuk dapat mem-
berikan jatah air kepeda petani hulu.

“Padahal dengan logika saja debit air sudah tidak mencukupi lagi. Tapi
masih saja dibagi dengan petani hulu. Seandainya subdin perairan me-
nyadari, hal tersebut terlalu beresiko tinggi. Yakni kegagalan tanam di
dua belah petani, baik petani hulu (nekat) maupun petani tengah (res-
mi). Dan itu sudah mulai terjadi, terangnya lagi. (fla)



LAMPIRAN

RAKYAT, 25 Juli 2003

Kadis Kimpraswil Dituding Pembual

LT, Rakyat

Kepala Dinas Pemukiman, Sarana dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil)
LT, menuai tudingan tidak sedap. Dia dituding sebagai pembual, lan-
taran janjinya untuk membentuk tim investigasi pencurian air di dae-
rah hulu, nyatanya omong kosong belaka. Sampai saat ini, para petani
yang bergabung dalam jaringan LPM tidak pernah menemukan satu-
pun anggota tim yang turun ke lapangan untuk melakukan investigasi
tersebut.

Menurut Mkn, mitra LPM dari lembaga penelitian di Bandung, janji pe-
merintah untuk dapat meringankan beban petani tidak pernah terea-
lisir.

Hal itu nampak pada penyelesaian berbagai permasalahan petani yang
tidak kunjung reda khususnya masalah irigasi di daerah aliran Sungai
Putih.

“Sekarang mana janji pemerintah yang diutarakan oleh kepala dinas
Kimpraswil untuk membentuk tim investigasi pencurian air, kita tidak
pernah bertemu salah satupun dari mereka padahal kami telah turun
ke lapangan beberapa kali sejak janji itu diutarakan.”

“"Namun kenyataannya mana, apakah janji itu hanya omong kosong
belaka,” ungkap Mkn yang telah bekerjasama dengan LPM selama 2 ta-
hun dalammelakukan penelitian di bidang irigasi.
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Tidak tanggapnya pemerintah atas keluhan patani ternyata membawa
dampak luar biasa, pencurian air yang makin gencar dilakukan oleh
petani hulu mengakibatkan luasan lahan petani yang terkena puso
atau kekeringan di daerah tengah yang meliputi 9 desa semakin ber-
tambah dan dapat dipastikan petani di daerah tersebut akan mende-
rita kerugian yang sangat besar di musim tanam tahunini.

Dari data yang diperoleh dari LPM dari lahan seluas 2.132 ha yang ada
di 9 telah gagal tanam seluas 953 ha dan bila dinominalkan berda-
sarkan modal tanam termasuk pupuk, bibit dan obat petani telah diru-
gikan sebesar Rp. 3.440.806.500 perhitungan tersebut didasarkan a-
tas modal usaha tani Rp. 3.610.500/ha.

Sedangkan rincian luas lahan dengan luasan yang gagal panen untuk
setiap desa adalah sebagai berikut; Kencana luas lahan 180 ha gagal
tanam seluas 30 ha, Adi luas tanam 150 ha gagal tanam 20 ha, Gede
luas tanam 700 ha gagal tanam seluas 300 ha, Yukum luas tanam 120
ha gagal tanam seluas 32 ha, Indra Putra luas tanam 180 ha gagal ta-
nam seluas 160, Karang luas 352 ha gagal tanam seluas 140 ha, Dadi,
luas tanam 300 ha gagal tanam 166 ha dan Harjo luas tanam 150 ha
gagal tanam 105 ha.

Dikatakan Mkn, penyebab utama bertambah luas lahan yang sudah
gagal tanam tersebut dikarenakan debit air sebanyak 5m kubik yang
merupakan jatah bagi petani gadu resmi dinilai sudah tidak cukup, hal
tersebut diperparah dengan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 12
Juni antara Subdinas perairan dengan petani gadu hulu (nekat) untuk
dapat memberikan jatah air kepeda petani hulu.
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“Padahal kalau dengan logika saja debit air sudah tidak mencukupi lagi
tapi masih saja dibagi dengan petani hulu seandainya subdin perairan
menyadari kalau hal tersebut terlalu beresiko tinggi. Resikonya adalah
kegagalan tanam di dua belah petani baik petani hulu (nekat) maupun
petani tengah (resmi). Dan itu sudah mulai terjadi,” terangnya lagi.

Dijelaskan pula olehnya bahwa ada indikasi negatif dari subdin perair-
an dalam kesepakatan dengan petani gadu nekat, dengan melakukan
provokasi terhadap petani untuk melakukan gadu nekat. “Hal tersebut
dapat dibuktikan dengan hasil investasi yang kami lakukan pada petani
hulu, menurut petani hulu bila panen berhasi dirinya harus menye-
rahkan hasil panen sebanyak 1,5 kwintal atau dengan nilai ...Rp.100 ri-
bu dan itu berani kami pertanggungjawabkan,” tegasnya.

Maka itu, Mkn berharap pemerintah khususnya subdin perairan dapat
menginventarisir masalah irigasi tersebut sebelum membuat sebuah
keputusan yang nantinya dapat merugikan petani.

“Kami berharap adanya sebuah identifikasi masalah dan menginven-
tarisirnya sebelum membuat keputusan, agar keputusan itu tidak me-
rugikan petani, karena bagaimanapun ketahanan pangan yang telah
dicanangkan pemerintah tidak dapat terlepas dari perhatian pemerin-
tah terhadap petani,” katanya. (fla)
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RADAR LAMPUNG, 27 Juli 2003

Petani Perlu Wadah

Gede - .....Permasalahan petani LT mulai pengairan hingga pascapa-
nen, melahirkan pemikiran untuk membentuk serikat tani. Salah satu
yang menggagas hal itu adalah jaringan LPM.

Lembaga nirlaba itu telah mendampingi petani selama satu dekade.
Oleh LPM petani dibekali pengetahuan dan wawasan mengenai pe-
ngembangan pertanian dengan program Community Based Sustain-
able Agriculture (CBSA) dalam bentuk pengenalan yang mereka sebut
sebagai sekolah lapangan.

Menurut Srt, salah seorang koodinator lapangan LPM banyak petani
yang tidak dapat menyelesaikan masalah terkait soal pertanian. “Ka-
laupun mereka memiliki masalah, hanya dilaporkan ke kelompok... ti-
dak kelihatan. Sehingga diperlukan wadah yang lebih besar agar per-
soalan pertanian lebih mendapat perhatian lebih dari pemerintah,” u-
jarnya.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia petani diadakan sekolah
lapangan. Untuk Kecamatan Gede dipusatkan di beberapa dusun, yak-
ni Umbul, Ringin, Pemanggilan,...., Mulyo dan Bumi. Untuk perkemba-
ngan saat ini, LPM melebarkan sayap. Sedangkan, pengembangan se-
kolah lapangan tersebut tampaknya terus dikembangkan ke-3 keca-
matan lain seperti Kruha, Agung, dan Sugih. Alasan lainnya adalah un-
tuk mempererat solidaritas antara petani itu sendiri.(fla)
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RADAR LAMPUNG, Rabu 30 Juli 2003

Dinas Kimpraswil Buka Kartu

Bandar - Akhirnya Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Wilayah
(Kimpraswil) LT mau bicara soal tim investigasi pencurian air. Yakni pa-
da saat melakukan pertemuan di kantor Kimpraswil LT kemarin.

Menurut Kadis Kimpraswil LT M Sgt, tim tersebut terbentuk secara oto-
matis mengingat tugas dari Kasubdin perairan yang selama ini telah di-
laksanakan. Artinya, meskipun tim investigasi tidak ada secara formal,
dalam fungsinya sudah tersirat dalam tugas dinas sendiri.

“Tim dapat dikatakan terbentuk secara otomatis karena telah menjadi
bagian dari tugas kami. Kami tidak menyangkal kebenaran beberapa
hal yang dikeluhkan petani. Namun sudah menjadi tugas kami meng-
antisipasiitu semua. Dan, kami berusaha untuk itu,” ungkapnya.

Berbeda dengan yang diungkapkan sekretaris LPM Rhd. Menurutnya
keberadaan tim investigasi yang dibentuk oleh Kimpraswil tidak meng-
hentikan usaha mereka untuk terus berusaha mengadakan penelitian
di luaririgasi Sungai Putih.

Ia juga membantah adanya sinyalemen bahwa LPM melakukan provo-
kasi terhadap petani. “"Selama ini kami hanya mencoba menghadap-
kan petani pada keadaan yang sesungguhnya. Dan, selebihnya kami
juga mencoba melakukan pendidikan pada masyarakat petani sendiri,”
tambahnya.
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Tidak hanya itu. Pihaknya juga berusaha untuk mengeliminir terjadi-
nya konflik antarpetani dengan mengadakan pertemuan antara petani
hulu, tengah dan hilir. Tujuannya adalah sebuah perdamaian permasa-
lahan yang telah terjadi beberapa tahun lalu. (Fla)
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ANALISA, 11-20 Agustus 2003

Sorotan
Petani yang Bodoh atau Dibodohi

LT - Petani dipandang hanya sebagian kelompok yang bodoh. Jeritan
petani tak pernah mampu memecahkan gendang telinga petinggi ne-
garaini. Persoalan petani hanya selesai di meja polemik sebagai komo-
ditas politik tingkat tinggi.

Petani sawah setiap musim tanam, selalu saja dihadapkan dengan ber-
bagai persoalan yang dilematis, dari masalah jadwal tanam, harga sa-
rana produksi padi (saprodi) yang sangat mahal, hingga harga gabah
yang tak pernah menguntungkan. Alasan mahalnya harga saprodi ini,
karena dipengaruhi bahan aktif yang dibutuhkan sebagai bahan baku-
nya masih diimpor, sehingga petani juga ikut memikul beban pembe-
lian tersebut meskipun tidak pernah merasakan keuntungannya.

Sangat tidak wajar sebagai negara agraris mengimpor beras. Padahal
harga beli beras impor yang menggunakan dolar itu, mungkin saja le-
bih baik bila disubsidikan kepada petani. Impor beras tidak jauh ber-
beda dengan memberi subsidi kepada petani negara lain. Hal itu diung-
kapkan Ks dari JWIL pada acara temu petani di Kecamatan Spt Mtr LT,
yang diselenggarakan oleh JWIL, beberapa waktu lalu.

Akibatnya kata Ks, ketidakmampuan petani dalam memenuhi usaha
taninya berdampak kepada produktivitas pertanian berkualitas ren-
dah. Sehingga selain hasil petani menurun, mereka kesulitan menjual
hasil pertaniannya karena harga sangat murah. Bahkan akibat keti-
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dakjelasan harga dasar gabah yang ditetapkan pemerintah, petani se-
ring terkecoh oleh pedagang/tengkulak. Pada akhirnya petani juga
yang mengalami kerugian sangat besar.

Sedang untuk mengatasi masalah di tingkat petani akibat krisis ekono-
mi, dan bencana yang muncul saling bergantian, program bantuan
langsung (BLM) yang diberikan oleh pemerintah untuk pembelian ga-
bah tidak mampu memperbaiki keadaan. Karena selain BLM yang di-
gulirkan masih sangat sedikit, kesempatan oknum ikut memanfaatkan
bantuan itu sangat berpeluang. “Jumlah bantuan itu ke petani masih
sedikit sekali, bahkan banyak petani yang tidak tahu. Sehingga belum
semua petani memanfaatkan bantuan itu, akibatnya rasa kebersama-
an mereka menurun dan bibit-bibit kecemburuan sosial ramai bermun-
culan. Yang lebih memprihatinkan adalah petani kebingungan mencari
permodalan untuk usaha tani pada setiap awal musim tanam ........

Hal senada diakui Tgy, petani Spt, Mtr, menurut dia pada musim panen
petani kebingungan menjual hasil pertaniannya. Hal itu kata dia ter-
bukti bila akan menjual padi petani harus bertanya kesana kemari
mencari kepastian harga gabah. Petani sering dikecoh pedagang, me-
reka menaikkan harga gabah tapi mengambil keuntungan dengan me-
lakukan mencuri timbangan, dalam hal ini petani kebanyakan tidak
memahami perbuatan itu,” kata Tgy.

Dia mengakui sampai saat ini petani kesulitan dalam mendapatkan
modal usaha tani; karena dari penjualan hasil pertanian mereka tak
pernah mendapatkan keuntungan bahkan kerugian yang dirasakan.
Hal itu sangat disadari oleh petani karena produk pertanian yang me-
reka hasilkan dibawah standar mutu. “"Kami bertani dengan modal sea-
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danya, akibatnya produksi pertanian mutunya rendah. Pendapatan
menurun, harga hasil produksi pun rendah,” katanya.

Sementara pada kesempatan itu Rhd dari WE Jkt menyoroti masalah
petani dalam berbagai keterpurukannya mengatakan, keberadaan pe-
tani di Indonesia hanya ada dalam catatan data statistik. Tetapi dalam
percaturan kehidupan berbangsa keberadaan petani seringkali terlu-
pakan, bahkan terabaikan.

Menurut dia, hal ini terjadi karena; Pertama. Adanya anggapan seba-
gian besar elite politik kita, bahwa petani adalah mayoritas masyara-
kat bodoh, terbelakang dan tidak memiliki motivasi tinggi untuk maju.
Kedua. Pendekatan pembangunan Indonesia yang mengejar pertum-
buhan ekonomi. Pendekatannya selalu memberikan kesempatan ke-
pada pemodal besar. Padahal dalam kenyataan, perekonomian Indo-
nesia ambruk justru oleh prilaku yang tidak bertanggung jawab pemo-
dal besar.

Ketiga. Secara internal dalam tubuh petani sendiri memang banyak
persoalan terutama dalam semangat berorganisasi. Padahal petani
memahami benar bahwa tanpa organisasi yang kuat petani tidak akan
memiliki posisi tawar yang seimbang di hadapan kekuatan-kekuatan
lain. Keempat. Menghadapi era globalisasi, petani kita tidak memiliki
kekuatan apapun, karena semua aturan main sudah ditentukan oleh
negara-negara maju. Sehingga masuknya Indonesia ke pasar bebas a-
kan ....... bagi petani. Indonesia kian terpuruk dalam kesengsaraan,
karena proses eksploitasi (pencurian) kekayaan semakin terbuka.
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Menurut Rhd, untuk membebaskan petani dari berbagai persoalannya
selama ini, sudah waktunya dibentuk pasar tani. Pasar tani dimaksud
adalah istilah yang dipakai untuk sebuah lembaga atau organisasi pe-
masaran yang memberi ruang berupa peluang kepada petani untuk
memasarkan hasil pertaniannya secara terus menerus kepada konsu-
men. Pasar tani merupakan suatu sistem sosial (kesepakatan bersa-
ma) untuk memajukan atau menciptakan keadilan sosial dalam ma-
syarakat dan membangun pasar. Di samping itu juga untuk membantu
dalam penguatan ekonomi bagi golongan yang berpendapatan rendah
atau miskin.

Kita memang harus mengakui bahwa secara normatif pemerintah su-
dah melakukan upaya tersebut. Tetapi pada kenyataannya di lapangan
aturan yang oleh sebagian petani belum dirasakan adil itu belum dapat
dilaksanakan 100%. Belum lagi adanya kebijakan pemerintah yang
cukup semrawut (tidak sinergis) seperti kebijakan impor beras dan im-
por produk pertanian lainnya.

“Pemerintah perlu segera menciptakan pasar tani yang berkeadilan.
Kalau pemerintah tidak mampu mencapai hasil tersebut maka petani
harus melakukan uji coba secara mandiri membangun pasar tani ini,”
katanya. (supri).
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RADAR LAMPUNG, 3 September 2003

PSDA Gelar Lokakarya Irigasi

SB - Menyikapi tuntutan masyarakat petani mengenai permasalahan
irigasi yang tidak terpecahkan, mulai kemari Balai Pemberdayaan
Sumber Daya Air (PSDA) menggelar lokakarya pembaharuan kebijak-
an pengelolaanirigasi.

Acara yang berlangsung tiga hari di LEC (LEC) SB ini bekerja sama de-
ngan GGWRM development Project Facilitates. Acara dibuka Ketua Ba-
lai PSDA Ir. SW didampingi ......... Wakil GGWRM-PMU Lampung.

Menurut Suwedi, permasalahan irigasi tidak terlepas dari pola pikir
yang membutuhkan ......... Terlebih mengingat luas dan dalamnya ma-
salah sehingga hal itu memaksa menempuh jalan keluar melalui pen-
dekatan sektoral.

“Sekali lagi saya tegaskan, masalahnya adalah pola pikir yang membu-
tuhkan berbagai penyelesaian di segala sektor. Mengingat sektor iri-
gasi yang memegang peranan penting dan dalam hal ini memiliki ke-
tergantungan hajat hidup masyarakat,” paparnya.

Di dalam Inpres No. 3/1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Penge-
lolaan Irigasi (PKPI) dijelaskan perlu dilakukan reformasi. Tujuannya
agar pemberian subsidi dari pemerintah untuk biaya operasi dan pe-
meliharaan dapat dimanfaatkan secara maksimal, efisien, transparan,
dan seimbang. Tidak hanya memberikan peluang kepada petani untuk
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meningkatkan keberadaannya dan mengurangi konflik sosial antarpe-
tani hulu, hilir, dan tengah.

Dengan kata lain, lokakarya bertemakan “Irigasi Berbasis Masyarakat”
ini dimaksudkan agar prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik da-
lam pengelolaan SDA dapat disosialisasikan dengan baik. Sasarannya,
mencari format kelangsungan air dan komisi irigasi yang mampu ber-
peran dalam mendukung terwujudnya pengelolaan irigasi berbasis
masyarakat. Sedangkan sasaran kedua adalah merumuskan kerangka
kebijakan pengelolaan irigasi di daerah yang berorientasi pada pem-
berdayaan masyarakat.

“Harapannya, rancangan organisasi dan mekanisme kerja komisi iri-
gasi yang mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, demokrasi dan
konsisten. Lainnya adalah pokok-pokok pikiran draf Rancangan Perda
tentang Pengelolaan Irigasi,” urai SW.

Lokakarya diikuti Badan Perencanaan Pengembangan Daerah dari LT,
Mtr, dan LTim. Hadir juga perwakilan PSDA, anggota gabungan P3A,
jaringan WS dan Skpg. (fla)
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RADAR LAMPUNG, 4 September 2003

Kondisi Petani Kritis

SB - Ternyata walau sistem jatah pembagian air telah diterapkan, kon-
disi petani yang dilanda kekeringan tetap kritis. Soalnya, pembagian
jatah tersebut tidak membuat perubahan berarti. Sementara, upaya
komisi irigasi mengatasi persoalan ini masih jauh dari harapan.

Demikian diungkapkan Ketua GP3A WS, Str. Menurutnya, keinginan
petani memperoleh jatah air pada musim sulit air tidak dapat dipenuhi
oleh komisi irigasi yang notabene menjadi tugas utamanya. Tidak ha-
nya itu, kepengurusan komisi irigasi yang masih didominasi orang-o-
rang pemerintah juga membuat GP3A tidak dapat berkata banyak
meskipun berbagai usulan dan aspirasi sudah dilontarkan dalam setiap
pertemuan-pertemuan komisi irigasi yang saat ini diketuai Bupati LT.

“Hingga kini belum ada perubahan atas pembagian jatah air. Pada a-
wal, kita menggunakan sistem pengairan satu kanal. Namun, hal ini
justru menimbulkan benturan sesama petani. Akhirnya, kami putus-
kan untuk mengaliri kedua kanal dengan dasar lahan yang mendapat
jatah air berada dalam satu jalur kanal,” ungkapnya.

Dijelaskan, keberadaan komisi irigasi tidak akan mendapat tanggapan
positif dari masyarakat petani, tanpa memberdayakan P3A di setiap
kecamatan. Namun demikian, setiap perkembangan P3A di setiap ke-
camatan sendiri tampaknya sangat sulit dilakukan.
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“Hanya bermodalkan dari iuran air (ipair) dari petani saat panen, tentu
tidak mungkin. Sudah waktunya P3A ini diberdayakan dengan harapan
membawa dampak perubahan positif. Syaratnya, SDM petani harus
dapatdiubah,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Ir. SRS, salah seorang Sr Training Specialist
GGWRM. Ia mengakui adanya komisi irigasi masih sangat kurang dira-
sakan dampaknya di kalangan petani.

“Memang kita akui dampaknya tidak dapat dirasakan masyarakat pe-
tani. Berangkat dari alasan tersebut, kami akan berusaha merubah
sistem kepengurusan yang ada, dengan harapan ada sebuah bentuk
komposisi baru kepengurusan mandiri komisi irigasi oleh masyarakat
petani,” ungkapnya. (fla)
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RADAR LAMPUNG, 4 September 2003

Sulit Biayai Pengelolaan Irigasi

Hari kedua lokakarya PKPI di SB semakin menarik disimak. Dua nara-
sumber, Ir. Fsl (wakil dari Bappeda Provinsi) dan Ir. DE (wakil dari Dinas
Pengairan Provinsi) dicecar sejumlah pertanyaan. Di antaranya yang
disampaikan perwakilan petani dari JWJL mengenai kesinambungan
pemerintah dalam membiayai pengelolaan irigasi. Menurut mereka,
mau tidak mau petani harus mandiri. *"Namun upaya ini akan menemui
kendala karena kemampuan kami sendiri,” sebut mereka.

Mengenai hal ini, Fs menjelaskan komisi irigasi mempunyai kewenang-
an penuh mengusulkan aspirasi dari GP3A yang ada. Pengusulan dana
ditujukan kepada pemerintah daerah meskipun dalam realisasinya
pendanaan untuk irigasi berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD kabu-
paten, dan sumber bantuan dana lainnya.

“Komisi irigasi memegang peranan penting dalam mengalokasikan da-
na yang berasal dari usulan GP3A. Dengan demikian pendukung dana
yang dimiliki sudah dapat dikatakan sangat kuat dan diusahakan dapat
mendukung pelaksanaan program pengelolaan sumber irigasi yang
berbasis masyarakat,” katanya.

Mengenai dana pengelolaan irigasi kabupaten (DPIK), terusnya, pe-
merintah provinsi dan kabupaten berkewajiban memberikan dukung-
an dan bantuan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal
irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Juga, penyediaan DPIK
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mengutamakan pemberdayaan guna meningkatkan kemandirian P3A,
GP3A dalam mengelola irigasi.

Sedangkan prioritas pemanfaatan DPIK didasarkan pada kriteria yang
disepakati komisi irigasi dan mengenai rencana pemanfaatan DPIK di-
tetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi dari komisi
irigasi, “Pengelolaannya akan dilaksanakan secara transparan dan a-
kuntabel,” terus Fsl.

Sementara, DE mengungkapkan penyerahan pengelolaan irigasi (PPI)
berdasarkan Kepmen Kimpraswil No. 259 tahun 2001. PPI bertujuan
untuk menyerahkan kewenangan irigasi dari pemerintah daerah kepa-
da P3A/GP3A tanpa ada batasan luas areal pelayanan yang diserah-
kan. Namun demikian penyerahan tidak serta-merta diserahkan begi-
tu saja.

“Ada beberapa catatan untuk menerima beban tersebut. PPI dilakukan
secara tertutup dan diserahkan kepada P3A/GP3A yang berbadan hu-
kum. Ini diperlukan untuk akuntabilitas pengelolaan irigasi. Catatan
lainnya, PPI dilakukan tanpa disertai penyerahan asset pemerintah,
termasuk pemberian hak guna air kepada P3A/GP3A,” ungkapnya.
(fla)



LAMPIRAN

RADAR LAMPUNG, 4 September 2003

Disesalkan, Sikap Cuek Dewan

Ketidakhadiran anggota dewan dalam lokakarya PKPI di LEC SB men-
dapat kecaman dari petani. Mereka menilai dewan tidak peduli dengan
nasib petani. Apalagi, lokakarya PKPI tersebut untuk merumuskan pe-
ngelolaan irigasi berbasis masyarakat.

Kecaman dilontarkan Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air
(GP3A). Std, wakil dari JWIL, mengatakan berdasarkan pengalaman
yang ada dalam berbagai pertemuan yang membahas petani pihak le-
gislatif tidak pernah hadir. Dan dewan tidak pernah memberikan ala-
san mengenai ketidakhadiran mereka.

“Hendaknya ada sebuah keterkaitan yang erat antara petani dengan
legislatif, mengingat bangsa kita besar dan tumbuh dari pertanian. Na-
mun inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Legislatif hanya tertarik
dengan pertemuan yang membawa keuntungan pribadi dan kelompok
mereka,” sindir Std.

Sementara, salah satu peserta dari P3A Lamtim menyatakan legislatif
hanya dapat membuat keputusan yang berbasis dana besar dengan
tujuan akhir mencari keuntungan belaka. “Kami kesal terhadap apa
yang telah menjadi kebiasaan legislatif. Apakah ini yang menjadi pe-
macu kinerja mereka, dengan urusan yang menyangkut pendanaan
yang minim, mereka tampak ogah untuk mengurusi kami,” keluhnya.
(fla)
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